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BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR  35 TAHUN 2018            

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu 
dilakukan penetapan terhadap Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019;  

 b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 
prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan 
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
310); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 
Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);   

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Bangka.  
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.   

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bangka. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.  

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Inspektorat. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) 
tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu 
pada RPJP Nasional. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun 
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan 
penyusunannya berpedoman RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Nasional. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah 
yang selanjutnya disebut RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk 
1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan 
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. 

12. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah 
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen 
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA-OPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai tujuan. 

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang 
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dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan daerah.  

21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

BAB II 
PENETAPAN RKPD 

Pasal 2 

Dengan Peraturan ini ditetapkan RKPD Tahun 2019 untuk periode 1 (satu) 
tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 
Desember 2019. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun 
berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta 
mengacu prinsip money follow program, berbasis hasil evaluasi rencana 
pembangunan dalam menentukan isu strategis Daerah, berpedoman 
terhadap pencapaian sasaran RPJP Daerah Tahun 2005-2025, Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), Sustainable Development Goals (SDGs), 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 serta mengacu kepada 
prioritas nasional. 

(2) Rincian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

BAB III 
MATERI RKPD TAHUN 2019  

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 
pembangunan Daerah, pagu indikatif berdasarkan fungsi OPD, rancangan 
alokasi dana serta informasi mengenai pendanaannya baik berasal dari  
APBD, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
maupun dari sumber-sumber lainnya. 

(2) Materi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 

a. pedoman bagi OPD dalam menetapkan RKA-OPD; dan 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan RKPD 
Tahun Anggaran 2019.  

BAB IV 
PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah menentukan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 
berpedoman pada RKPD Tahun 2019. 

(2) OPD menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menetapkan 
RKA-OPD Tahun 2019. 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan RKA-OPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf a, OPD membuat laporan kinerja triwulanan dan 



 

RKPD Kabupaten Bangka

 

tahunan atas pelaksanaan RKA
kegiatan dan indikator kinerja masing

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda 
dan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 
5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan perti
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang 
bersangkutan. 

(1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi 
antara RKA-OPD Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

(2) APIP melakukan rev

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 
 

Diundangkan di sungailiat
pada tangal 28 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

               Cap/dto 

        AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 37
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tahunan atas pelaksanaan RKA-OPD yang berisi uraian tentang keluaran 
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.  

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda 
dan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 
5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta 
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang 

Pasal 7 

Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi 
OPD Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019. 

APIP melakukan review terhadap RKPD Tahun 2019. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di sungailiat 
pada tangal 28 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

AKHMAD MUKHSIN 

DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 37

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 vi 

OPD yang berisi uraian tentang keluaran 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda 
dan Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 
5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

mbangan analisis serta 
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang 

Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.  

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 28 Juni 2018                   

BUPATI BANGKA, 

Cap/dto 

TARMIZI SAAT 

DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 37 
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KATA PENGANTAR 

 

Perencanaan tahunan pembangunan daerah Kabupaten Bangka untuk 

mencapai prioritas dan sasaran harus memastikan sinergitas perencanaan tahun 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, serta 

keterkaitan secara hirarkis antara RPJPD dan RPJMD. Oleh karena RPJMD Kabupaten 

Bangka tahun 2014-2018 berakhir di tahun 2018, berdasarkan pasal 8 Ketentuan 

Peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 maka penyusunan 

RKPD Tahun 2019 mengacu arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten 

Bangka 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, 

program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2019, dan Peraturan Daerah mengenai 

Perangkat Daerah serta memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.  

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin terciptanya perencanaan 

pembangunan Kabupaten Bangka yang berkesinambungan, maka visi dan misi 

pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bangka Tahun  2005 – 2025 yaitu  “Kabupaten Bangka sebagai Pusat 

Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan 

dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik menuju Masyarakat Maju, Adil 

dan Sejahtera” menjadi acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2019. Sebuah visi yang 

menggambarkan tentang  kondisi masyarakat Kabupaten Bangka dengan 

perekonomian lokal yang berkembang secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan; sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan yang meningkat; sarana dan prasarana pendukung semakin 

berkembang; terciptanya kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif; serta 

sistem pemerintahan yang baik  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik yang semakin bermutu.  

RKPD Tahun 2019 ini berisikan penjabaran beberapa aspek penting 

perencanaan, diantaranya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, 

rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah, rencana program dan prioritas pembangunan daerah yang 
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disertai kebutuhan pendanaan

Secara organisatoris, legitimasi hukum 

instrumen penting dan 

pembangunan Kabupaten Ba

Saya percaya kehadiran RKPD 

informasi komprehensif bagi seluruh 

bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah 

Kabupaten Bangka. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah 

Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut

sebagaimana yang dituntut  dalam era otonomi dewasa ini

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerin

Bangka dan stakeholder

rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik 

apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa 

implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjad

bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang 

sejahtera. 
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disertai kebutuhan pendanaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

legitimasi hukum atas RKPD Tahun 201

instrumen penting dan powerfull guna mengarahkan dan mengendalikan 

pembangunan Kabupaten Bangka  tahun 2019. 

Saya percaya kehadiran RKPD Tahun 2019 ini, akan menjadi sumber 

informasi komprehensif bagi seluruh stakeholders untuk mengetahui, menyikapi 

bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah 

a. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah 

Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut

sebagaimana yang dituntut  dalam era otonomi dewasa ini. 

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerin

stakeholders pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan 

rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik 

apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa 

implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjad

bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang 
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, serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

RKPD Tahun 2019 akan menjadi 

guna mengarahkan dan mengendalikan 

ini, akan menjadi sumber 

untuk mengetahui, menyikapi 

bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah 

a. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah 

Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut 

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten 

pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan 

rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik 

apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa 

implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjadi referensi untuk 

bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang maju, adil dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan 

secara sistematis dan terintegrasi. Makna sistematis dapat diartikan sebagai proses 

perencanaan yang menghasilkan produk perencanaan melalui tahapan yang teratur. 

Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan 

antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan.  

Perencanaan pembangunan berdasarkan pada ruang lingkup waktu yang dapat 

dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun 

waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk 

kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka 

pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus 

dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh 

dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian 

satu sama lain. 

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek 

RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun 

yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai 

dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan, yang 

didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada 

Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing OPD memiliki arahan/tema 

pembangunan yang jelas setiap tahunnya. 

Sehubungan dengan saat ini merupakan tahun terakhir RPJMD 2014-2018 dan 

tahun peralihan RPJMD 2014-2018 dan Tahun 2019-2024 untuk keberlanjutan 

pembangunan di Kabupaten Bangka, maka dalam penyusunan rancangan RKPD ini 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 
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Bangka Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta RPJMD 

Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2022. 

Dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan meliputi 

penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan rancangan RKPD, Musyawarah 

Perencanan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD 

dan penetapan RKPD. RKPD wajib disusun oleh Bupati/Wakil Bupati  sebagai 

pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dan ditetapkan melalui 

Peraturan Bupati. 

Sinergi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan tersebut, 

merupakan jiwa perencanaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penyusunan 

RKPD 2019 benar-benar telah dipersiapkan secara matang melalui berbagai 

tahapan dan pendekatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, 

dengan menggunakan seluruh pendekatan yang disarankan. 

Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka mengacu 

pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan beberapa 

pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-

bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan-pendekatan tersebut 

adalah : 

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Bangka sebagai proses penyusunan rencana program karena 

rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program 

pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih. Dalam hal ini rencana 

pembangunan dalam RKPD 2019 merupakan penjabaran agenda-agenda 

pembangunan yang belum dilaksanakan dalam RPJPD Kabupaten Bangka 

Tahun 2005-2025; 

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menjadikan penyusunan RKPD 2019 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara 
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fungsional bertugas untuk hal tersebut, dengan mengedepankan proses 

evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal 

yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis 

sektoral dan spasial. 

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini menyebabkan penyusunan RKPD 

2019 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) 

pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang 

melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik 

dan Musrenbang berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa hingga tingkat 

kabupaten. 

Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya 

diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang 

berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan 

pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar 

atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasarkan dari usulan-usulan tersebut, 

musrenbang diharapkan akan mampu menjaring asrpirasi masyarakat di level 

dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing OPD 

sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai 

RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara 

rencana kerja OPD dan kebutuhan masyarakat. 

4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam 

perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses 

atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 

Selain pendekatan-pendekatan tersebut di atas, penyusunan RKPD Tahun 

2019 menggunakan prinsip money follows program menggunakan pendekatan 

Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan 

dan penganggaran yang terintegrasi.  
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Penguatan implementasi Money Follows Program dilakukan melalui 

penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan 

program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian 

indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan.  

Sedangkan penguatan pendekatan Holistik-Tematik dilakukan melalui 

penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan 

pencapaian tujuan program prioritas. Penguatan pendekatan integratif dilakukan 

melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam 

mencapai sasaran prioritas nasional. Penguatan pendekatan spasial dilakukan 

melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang 

baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan 

pemantauan kegiatan di lapangan. 

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 disusun melalui 

tahapan sebagai berikut : 

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi : 

a. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim 

Penyusun RKPD; 

b. Orientasi mengenai RKPD; 

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; 

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 

berdasarkan SIPD. 

2. Penyusunan rancangan awal RKPD meliputi : 

a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan 

sebagai berikut : 

1) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 

2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; 

3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah; 

4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; 

5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; 

6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 

7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; 
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8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program 

strategis nasional; 

9) Penelaahan pokok-pokok pokiran DPRD; 

10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; 

11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan; 

b. Penyajian rancangan awal RKPD 

1) Pendahuluan; 

2) Gambaran umum kondisi daerah; 

3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

5) Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

6) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; 

7) Penutup. 

3. Penyusunan rancangan RKPD 

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal 

RKPD Kabupaten berdasarkan : 

a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah Kabupaten yang 

telah diverifikasi; dan 

b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program 

strategis nasional. 

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelerasan, klarifikasi 

dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup : 

a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah; 

b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah; 

c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja 

serta lokasi; 

d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran 

dan prioritas pembangunan provinsi; 
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e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah 

kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan 

hasil Musrenbang kecamatan. 

5. Perumusan rancangan akhir RKPD 

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan 

rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara 

kesepakatan hasil musrenbang RKPD  dan bertujuan untuk memastikan program 

dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD 

serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang RKPD. 

6. Penetapan RKPD 

a. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dijadikan sebagai: 

1) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah Kabupaten Bangka; 

2) Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten 

Bangka serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Kabupaten Bangka; 

b. Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bangka serta Rancangan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bangka yang 

disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan 

penyusunan rancangan APBD. 

Secara lengkap proses penyusunan RKPD Kabupaten dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 
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Dokumen RKPD Tahun 2019 secara umum mempunyai nilai strategis dan 

penting, antara lain : 

1. RKPD Tahun 2019 sebagai RKPD dalam periode transisi RPJMD, secara 

substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPJPD periode ketiga 

(2015-2020) serta penjabaran dari RPJMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017-

2022 ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2019. 

2. RKPD Tahun 2019 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan pada tahun 2019 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) 

dalam menyusun Rencana  Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).  

3. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam 

menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

tahun 2019. 

4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat 

diketahui capaian kinerja RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 sebagai 

wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 

berkenaan. 

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 memiliki makna yang 

strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005 – 2025 dan 

juga merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019. RKPD yang 

telah ditetapkan digunakan sebagai landasan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancanagan RKPD adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 I - 9 

 

1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, 

Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 

2017tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10Seri e); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2014-2034; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025; 

25. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031; 

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Tahun 2013 Nomor 01); 

28. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan 

Sungailiat Tahun 2014-2034; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 

2016-2021; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 

2010-2016; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D); 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu RKPD merupakan bagian yang terintegrasi 
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dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar 

daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara p

pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara 

RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan 

RKPD adalah sebagai berikut:

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi 

pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi 

dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman

Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang 

menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD

RPJMD dan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 

rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional din
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dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar 

daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. 

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara 

RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan 

RKPD adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi 

pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen 

nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi 

dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD 

RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang 

edoman dalam penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD

RPJMD dan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 

rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional din
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dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar 

daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin 

erencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen 

RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam penyusunan 

 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi 

pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Oleh karena itu, ketiga dokumen 

nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi 

penyusunan RPJPD 

RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang 

edoman dalam penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD. 

RPJMD dan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 

rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan 
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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga 

(K/L) dengan RKP dan Renstra OPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat 

yatitu penyusunan rencana tahunan haru

tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra OPD adalah 

bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra OPD harus memperhatikan 

Renstra K/L. 

Sistem perencanaan dan s

RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD, 

perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan 

program dan kegiatan. Penetapan program dan

indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung 

pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Program Presiden
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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga 

(K/L) dengan RKP dan Renstra OPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat 

yatitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 (lima) 

tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra OPD adalah 

bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra OPD harus memperhatikan 

Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras

PD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD, 

perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan 

program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai 

ator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung 

masing program dan kegiatan.  

Gambar 1.3 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Program Presiden

dan Visi Misi Program Kepala Daerah 
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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra Kementerian/Lembaga 

(K/L) dengan RKP dan Renstra OPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat 

s berpedoman pada rencana 5 (lima) 

tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra OPD adalah 

bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra OPD harus memperhatikan 

istem penganggaran harus selaras sehingga 

PD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD, 

perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan 

kegiatan tersebut harus disertai 

ator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung 

 

Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Program Presiden 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 I - 15 

 

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 

memperhatikan dan mempedomani beberapa dokumen perencanaan di atas, 

baik RPJMD maupun RPJPD. Keterkaitan antar dokumen ini dijelaskan pada 

Gambar 1.3. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka 

Tahun 2019 ini dimaksudkan : 

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. 

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar 

tingkat pemerintahan Nasional dan Daerah, dan; 

3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam 

pembangunan daerah. 

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah 

sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan bagi : 

1. Penyusunan Renja OPD, KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2019; 

2. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau 

institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 

Kabupaten Bangka Tahun 2019. 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 I - 16 

 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta 

garis besar isi setiap bab didalamnya. 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi 

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses 

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode 

dokumen RPJPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan 

dokumen RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat 

Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan 

dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal 

serta Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur 

tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara 

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang 

RKPD. 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang 

relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen 

lain, seperti RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional dan 

RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan RKPD bagi 

Kabupaten Bangka dan sasaran penyusunan RKPD bagi Kabupaten 

Bangka. 
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1.5 Sistematika RKPD 

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan 

pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya. 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang 

hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD. 

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari 

beberapa aspek, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya 

saing daerah. 

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan 

Realisasi RPJMD 

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program 

dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan 

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian 

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja 

program tahun lalu terhadap RPJMD. 

Uraian evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan 

dan realisasi RPJMD. 

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

Menguraikan tentang rumusan umum permasalahan pembangunan 

yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan 

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan 

tugas fungsi Perangkat Daerah. 

 BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, 

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 
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pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam 

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, 

belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang 

bersumberdari dokumen RKP, RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 

2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2017-2022. 

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi 

Bupati, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk 

perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada tahun rencana. 

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Menjelaskan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh 

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, 

pembiayaan daerah serta belanja daerah. 

BAB IV.      SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, program prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja yang direncanakan 

dalam RPJPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat 

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka 

pendanaan. 

  4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 

2019  dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tahun 2005-

2025, dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan 

kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan provinsi. 
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  4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019 

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun 

rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan 

tahun rencana yang mengacu pada RPJPD tahun rencana. 

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Menjelaskan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 

kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam 

RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi 

dan kepentingan masyarakat. 

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bertujuan untuk member panduan dalam 

pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 

perencanaan. 

BAB VII. PENUTUP 

Bagian ini memuat arahan Bupati bagi OPD dalam rangka menyusun 

dokumen Renja OPD. 

Bagian ini dapat memuat antara lain : 

1. Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja OPD untuk 

mencapai tujuan pembangunan daerah dalam RKPD. 

2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di 

dalam dan di antara OPD dengan memperhatikan peran, tanggung 

jawab dan tugas OPD. 

3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan 

melalui Musrenbang, forum diskusi dan forum-forum konsultasi 

publik. 
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4. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan 

kegiatan RKPD. 

5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan 

APBD. 

6. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk 

mengevaluasi pelaksanaan program RKPD. 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi 

1. Letak Geografi dan Luas Wilayah

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara 

105038’-106018’ Bujur Timur dan 1

terdiri dari 2 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi kecamatan 

Sungailiat, sebagian wilayah kecamatan Merawang, sebagian wilayah kecama

Riau Silip, sebagian wilayah kecamatan Belinyu dan sebagian kecil kecamatan 

Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar kecamatan 

Mendo Barat, kecamatan Pemali, kecamatan Puding Besar, dan kecamatan 

Bakam. 

Peta 

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai 

kabupaten memiliki luas kurang

daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh kurang lebih 

302.069 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RKPD Kabupaten Bangka 2019 

BAB II 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Gambaran Umum Kondisi Daerah  

Aspek Geografi dan Demografi 

Aspek Geografi  

Letak Geografi dan Luas Wilayah 

Kabupaten Bangka terletak di bagian utara Pulau Bangka pada posisi antara 

18’ Bujur Timur dan 103’-2021’ Lintang Selatan. 

terdiri dari 2 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi kecamatan 

Sungailiat, sebagian wilayah kecamatan Merawang, sebagian wilayah kecama

Riau Silip, sebagian wilayah kecamatan Belinyu dan sebagian kecil kecamatan 

Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar kecamatan 

Mendo Barat, kecamatan Pemali, kecamatan Puding Besar, dan kecamatan 

Gambar 2.1.  
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka 

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai 

kabupaten memiliki luas kurang lebih 3.021 Km2 atau 302.100 Ha

daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh kurang lebih 

302.069 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Pulau Bangka pada posisi antara 

21’ Lintang Selatan. Kabupaten Bangka 

terdiri dari 2 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi kecamatan 

Sungailiat, sebagian wilayah kecamatan Merawang, sebagian wilayah kecamatan 

Riau Silip, sebagian wilayah kecamatan Belinyu dan sebagian kecil kecamatan 

Mendo Barat; (2) daerah dataran rendah meliputi sebagian besar kecamatan 

Mendo Barat, kecamatan Pemali, kecamatan Puding Besar, dan kecamatan 

 

 

Secara administratif, Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten dalam 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sungailiat sebagai ibukota 

302.100 Ha. Luas wilayah 

daratan tanpa pulau kecil dan Kepulauan Tujuh kurang lebih 3.020,69 Km2 atau 
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- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna dan Kabupaten Lingga; 

- sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata; 

- sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten 

Bangka Tengah; dan 

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. 

Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan, 62 desa dan 19 kelurahan, dengan 

pembagian kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 
Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka 

Tahun 2017 

No Kacamatan Luas (km2) 
Persentase 

Luas Wilayah 
(%) 

Kelurahan Desa 

1 Sungailiat 146,63 5,64 12 1 

2 Bakam 425,04 14,07 - 9 

3 Pemali 140,06 4,85 - 6 

4 Merawang 215,26 7,13 - 10 

5 Puding Besar 271,32 8,98 - 7 

6 Mendo Barat 683,67 22,63 - 15 

7 Belinyu 514,60 17,04 7 5 

8 Riau Silip 624,11 20,66 - 9 

 Jumlah 3.020,69 100,00 19 62 

Sumber : BPS Kabupaten Bangka, 2018 

2. Kondisi Topografis  

Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di bawah 5, 

didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti: 

Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya 

adalah sebagai berikut : 

1) 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, 

Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah komplek 

Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik 

Masam. 

2) 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik 

Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu Pasir Kwarsit 

dan Batuan Plutonik Masam. 
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3) 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik 

berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit. 

4) 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial 

Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan 

pasir dan tanah liat. 

3. Kondisi Geologi 

Secara fisiografi, Pulau Bangka termasuk ke dalam Sunda Land dan merupakan 

bagian terangkat dari peneplain Sunda. Bila ditinjau dari sudut geologi, pulau 

Bangka merupakan kelanjutan dari Granite Belt yang berumur Yura – Kapur yang 

membentang mulai dari Birma, Muangthai, Malasyia, Kepulauan Riau (Pulau 

Singkep, Pulau Karimun dan Pulau Kundur), pulau Bangka dan Pulau Belitung 

hingga Pulau Karimata. Granite Belt sendiri merupakan deretan formasi batuan 

granite kaya akan mineral cassiterite yang kemudian dikenal dengan sebutan The 

Tin Belt.  

Gambar 2.2. 
Peta Geologi Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Pulau-pulau dari The Tin Belt diinterpretasikan merupakan sisa bagian resisten 

dari gunung yang muncul pada masa terbentuknya Sunda Shelf. Pupili (1973) 

menyatakan bahwa Malaysia, Kepulauan Riau dan Bangka berada dalam 

kelompok elemen tektonik yang sama. Evolusi tektonik di wilayah ini telah 
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dimulai sejak Paleozoikum Bawah dimana berdasarakan Teori Tektonik Lempeng 

bahwa daerah penunjaman (subduction zone) berada di bagian timur Malysia 

dan pada Mesozoikum Bawah – tengah menghasilkan busur gunung api 

(magmatic arc) dalam bentuk deretan Pulau Kundur, Pulau Singkep, Pulau 

Bangka, Pulau Belitung dan sebagian dari Kalimantan Barat. 

Proses dan kondisi geologi Pulau Bangka sangat mempengaruhi terbentuknya 

potensi sumber daya bahan galian yang ada di Kabupaten Bangka. Proses geologi 

tersebut diantaranya berupa intrusi magma, tektonik,, perlipatan, pelapukan, 

pengayaan (leaching), erosi dan pengendapan. Sedangkan berdasarkan kondisi 

geologisnya yang ditunjukkan pada Gambar 2.2., Pulau Bangka dan wilayah 

sekitarnya berada pada Paparan Sunda atau bagian tepi dari kerak benua 

(craton) Asia. Oleh karena itu, batuan dasar penyusun Kabupaten Bangka ini 

selain batuan malihan adalah batuan inti benua berupa batuan beku asam atau 

granitik. Batuan beku asam ini yang merupakan batuan pembentuk mineral 

timah yang ada di Pulau Bangka.  

4. Kondisi Hidrologi 

Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Bangka lebih di dominasi oleh air 

permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka berhulu di daerah 

perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai 

laut. Secara detail, Kabupaten Bangka mempunyai 38 (tiga puluh delapan) aliran 

sungai, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan sungai tepanjang 

dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di Kecamatan Merawang. 

Nama dan panjang sungai-sungai di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Table 

2.2. 

Tabel 2.2 
Nama-Nama Sungai yang ada Menurut Kecamatan 

Kabupaten Bangka 

Kecamatan Nama Sungai 
Panjang 

(m) 
Nama Sungai 

Panjang 

(m) 

1. Belinyu S. Panji 10.000 S. Belinyu 6.000 
  S. Pasir 5.000 S. Berok 6.000 
  S. Pejem 4.500 S. Romodong 3.000 
  S. Tengkalak 2.000 S. Bubus 4.000 
  S. Jeliti 3.000 S. Sembuang 5.000 
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Kecamatan Nama Sungai 
Panjang 

(m) 
Nama Sungai 

Panjang 

(m) 

  S. Bayat 9.000 S. Sekak 5.000 
  S. Layang 12.000 S. Buntang 1.500 
  S. Jelutung 12.000     
  S. Tengkalak 5.000 S. Mapur  21.250 

2. Riau Silip S. Bedukang 900 S. Semubur  3.000 
  S. Deniang Laut 1.300 S. Perimping 2.750 

3. Bakam S. Telang 5.000 S. Layang 32.500 
  S. Mabat 15.000     

4. Merawang S. Baturusa 31.250     
5. Puding Besar S. Perai  10.000 S. Kayubesi 500 
  S. Kerang 8.000 S. Jeruk 15.000 
  S. Kotawaringin 20.000 S. Lubang 6.000 
  S. Air Pandan 20.000     

6. Mendo Barat S. Menduk 26.500 S. Penagan 2.500 
  S. Rukam 20.000 S. Penjirang 5.000 
  S. Sembilang 2.000 S. Kelapabingil 3.000 

Sumber : Bangka Dalam Angka 2017 

5. Kondisi Klimatologi 

Kabupaten Bangka beriklim tropis tipe A dengan curah hujan bervariasi antara 

21,50 hingga 183,90 mm tiap bulan tahun 2017 seperti terjadi pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan 

di Kabupaten Bangka Tahun 2017 

No Bulan Curah Hujan 

(mm) 
Hari Hujan 

1. Januari 43,20 21 

2. Februari 183,90 25 

3. Maret 102,40 25 

4. April 37,50 24 

5. Mei 95,80 20 

6. Juni 66,10 18 

7. Juli 21,50 19 

8. Agustus 38,70 17 

9. September 69,00 17 

10. Oktober 61,60 24 

11. November 27,80 26 

12. Desember 23,80 23 

Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang, 2018 

Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 21,50 mm dengan jumlah hari 

hujan sebanyak 19 HH, sedangkan untuk curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 

Pebruari yaitu 183,90 mm dengan jumlah hari juan sebanyak 25 HH.  
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Kondisi kelembaban udara, suhu udara dan penyinaran matahari di Kabupaten 

Bangka selama tahun 2017 tersaji pada Tabel 2.4. Kondisi kelembaban udara 

selama tahun 2017 bervariasi antara minimal 61% yaitu di bulan Agustus, dan 

maksimal 97% yaitu di bulan Pebruari. Kondisi suhu udara selama tahun 2017 

bervariasi antara  minimal 26,6% yaitu di bulan Pebruari dan maksimal 27,8% 

yaitu di bulan Mei dan Agustus. Kondisi penyinaran matahari selama tahun 2017 

bervariasi antara minimal 24,9% yaitu di bulan Desember, dan maksimal 57,1% 

yaitu di bulan Juli. Kondisi suhu udara selama tahun 2017 bervariasi antara  

minimal 26,6% yaitu di bulan Pebruari dan maksimal 27,8% yaitu di bulan Mei 

dan Agustus. 

Tabel 2.4 
Kelembaban Udara, Suhu Udara dan 

Penyinaran Matahari Rata-Rata Menurut Bulan  
Kabupaten Bangka Tahun 2017 

No Bulan 
Kelembaban Udara 

Rata-Rata (%) 
Suhu Udara 

Rata-Rata (°C) 

Penyinaran 

Matahari Rata-

rata (%) Min Max 

1. Januari 63,0 96,0 27,2 43,9 

2. Februari 70,0 97,0 26,6 35,2 

3. Maret 68,0 97,0 27,0 42,9 

4. April 64,0 97,0 27,6 47,4 

5. Mei 65,0 97,0 27,8 47,0 

6. Juni 64,0 96,0 27,5 51,2 

7. Juli 63,0 95,0 27,7 57,1 

8. Agustus 61,0 94,0 27,8 55,0 

9. September 62,0 95,0 27,3 52,8 

10. Oktober 63,0 96,0 26,9 38,9 

11. November 65,0 96,0 26,9 38,6 

12. Desember 67,0 96,0 26,9 24,9 

Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang, 2018 

6. Kondisi Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka terbagi menjadi 2 kawasan  yaitu 

kawasan budidaya dan kawasan lindung. 

1) Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
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sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penggunaan lahan budidaya 

adalah seluas kurang lebih 261.823,44 Ha atau 88,09% dari luas wilayah 

Kabupaten Bangka, seperti pada Tabel 2.5.  

Tabel 2.5. 
Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting  

Kabupaten BangkaTahun 2017 

No Penggunan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 Kawasan Hutan Produksi 70,105.04 23.21  

2 Kawasan Hutan Rakyat 13,894.97 4.60  

3 Kawasan Pertanian 15,220.87 5.04  

 a. Kawasan Pertanian Lahan Basah 10,346.93 3.43  

 b. Kawasan Pertanian Lahan Kering 4,873.94 1.61  

4 Kawasan Perkebunan 98,662.13 32.66  

 a. Kawasan Usaha Perkebunan 56,297.17 18.64  

 b. Kawasan Perkebunan Rakyat 42,364.96 14.02  

5 Kawasan Peternakan 700.00 0.23  

6 Kawasan Perikanan 3,309.54 1.10  

7 Kawasan Pertambangan 28,441.33 9.42  

8 Kawasan Pertambangan Rakyat 4,125.00 1.37  

9 Kawasan Industri 983.13 0.33  

10 Kawasan Pariwisata 948.23 0.31  

11 Kawasan Pemukiman Kota 9,680.43 3.20  

12 Kawasan Pemukiman Pedesaan 19,906.87 6.59  

13 Kawasan Peruntukan Lainnya 681.49 0.23  

 Jumlah 266,659.03  88,28 

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Kawasan budidaya ini mencakup kawasan pertanian, kawasan permukiman, 

pertambangan dan industri. Secara spasial, kawasan budidaya mengarah 

pada bagian wilayah Barat-Timur, mencakup wilayah yang berdasarkan 

analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk 

pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. 

2) Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah kawasan hutan yakni hutan lindung, kawasan 

perlindungan setempat, hutan konservasi, pantai berhutan bakau, serta 

hutan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang ditetapkan dengan fungsi 
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utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber 

daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang 

lebih 35.409,97 Ha atau sekitar 11,72% dari luas wilayah Kabupaten Bangka, 

seperti tersaji pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. 
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting  

Kabupaten Bangka Tahun 2017 

No Penggunan Lahan Luas  Prosentase 

(%) 1 Kawasan Hutan Lindung 16.897,95 5,68 

2 Kawasan Perlindungan Setempat 2.162,39 0,73 

 a. Kawasan Sempadan Pantai 963,43 0,32 

 b. Kawasan Sempadan Sungai 1.062,64 0,36 

 c. Kawasan Sempadan Danau/Kolong 136,32 0,05 

3 Kawasan Hutan Konservasi 15.619,51 5,25 

4 Kawasan Pantai Berhutan Bakau 600,00 0,20 

5 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu 

Pengetahuan 

130,12 0,04 

 Jumlah 35.409,97 11,72 

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 16.897,95 Ha atau 5,68% 

dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Kawasan hutan lindung terdiri dari (1) 

HL Pejem berlokasi di dusun Pejem, Desa Gunung Pelawan, kecamatan 

Belinyu; (2) HL Bubus berlokasi di dusun Parit Lima, Kelurahan Bukit Ketok, 

kecamatan Belinyu; (3) HL Bubus II berlokasi di dusun Penyusuk, kelurahan 

Bukit Ketok, kecamatan Belinyu; (4) HL Sungailiat Mapur berlokasi di Pantai 

Matras, Kelurahan Sinar Baru, kecamatan Sungailiat; dan (5) HL 

Kotawaringin berlokasi di dusun Labuh, desa Labuh Air Pandan, kecamatan 

Mendo Barat, dan dusun Sungai Dua, desa Kotawaringin, kecamatan Puding 

Besar . 

Kawasan hutan konservasi yakni HK Gunung Maras berlokasi di dusun 

Bernai dan dusun Bunhir, Desa Berbura, kecamatan Riau Silip, yang memiliki 

luas kurang lebih 15.619,51Ha atau 5,25% dari luas wilayah Kabupaten 

Bangka. 
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Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010

Secara keseluruhan, 

lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung seperti pada 

Gambar 2.3. 

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

kawasan pertanian, perkebunan, 

permukiman, hutan rakyat, dan  peruntukkan lainnya dengan berpedoman pada 

rencana tata ruang wilayah. 

1) Potensi Hutan Produksi

Hutan produksi memiliki potensi cukup besar untuk dapat diusahakan dan 

lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang 

lebih 70.105,04 Ha atau 23,21%. Kewenangan untuk pengembangan dan 

pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan 

Pemerintah Kabupaten Bangka. 

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah 

HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP 
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Gambar 2.3 
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bangka baik 

lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung seperti pada 

Potensi Pengembangan Wilayah 

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwasata, 

permukiman, hutan rakyat, dan  peruntukkan lainnya dengan berpedoman pada 

rencana tata ruang wilayah.  

Potensi Hutan Produksi 

Hutan produksi memiliki potensi cukup besar untuk dapat diusahakan dan 

rsebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang 

lebih 70.105,04 Ha atau 23,21%. Kewenangan untuk pengembangan dan 

pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan 

Pemerintah Kabupaten Bangka.  

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah 

HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP 
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penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bangka baik 

lahan kawasan budidaya maupun lahan kawasan lindung seperti pada 

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

perikanan, pertambangan, industri, pariwasata, 

permukiman, hutan rakyat, dan  peruntukkan lainnya dengan berpedoman pada 

Hutan produksi memiliki potensi cukup besar untuk dapat diusahakan dan 

rsebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang 

lebih 70.105,04 Ha atau 23,21%. Kewenangan untuk pengembangan dan 

pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan 

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah 

HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP 
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Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; 

HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit 

Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP 

Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP 

Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian. 

2) Potensi Perkebunan 

Sektor perkebunan memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan dengan 

lokasi tersebar hampir di seluruh kecamatan dan mampu menyerap tenaga 

kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Pengembangan 

potensi sektor perkebunan ini mencakup perkebunan besar/sedang/kecil, 

dan perkebunan rakyat. Pengembangan potensi  perkebunan 

besar/sedang/kecil untuk komoditas perkebunan seperti: sawit dan 

singkong. Pengembangan potensi perkebunan rakyat  untuk komoditas 

berupa: lada, karet, singkong dan sebagainya.  

Gambar 2.4. 
Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030 

Secara keseluruhan, potensi perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah 

Kabupaten Bangka, memiliki luas kurang lebih 98.662,13 ha atau 32,66% 

dari luas wilayah Kabupaten Bangka. 
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Untuk usaha perkebunan  memiliki potensi luas kurang lebih 56.297,17 ha 

atau 18,64% dari luas wilayah Kabupaten Bangka seperti disajikan pada 

Gambar 2.4. 

Untuk perkebunan rakyat memiliki potensi luas kurang lebih 42.364,96 ha 

atau 14,02% dari luas wilayah Kabupaten Bangka. Sebaran potensi 

perkebunan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5. 
Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

3) Potensi Pertanian 

Sektor pertanian memiliki potensi cukup besar dalam menyerap tenaga kerja 

terutama masyarakat yang berada di perdesaan dan berperan strategis 

dalam mewujudkan kebijakan pengamanan ketahanan pangan serta 

peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk pertanian 

tahun 2019. Peningkatan daya saing komoditas dan produk olahan pertanian 

akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang 

diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan Nilai 

Tambah Komoditi Produk Pertanian serta kegiatan intensifikasi dan 

mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir.  Secara keseluruhan, 
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potensi pertanian memiliki luas kurang lebih 15.220,87 ha atau 5,04% dari 

seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka terdiri dari potensi pertanian lahan 

basah dan potensi pertanian lahan kering. 

Gambar 2.6. 
Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

Potensi pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih  10.346,93 ha  atau 

3,43% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Lokasi lahan yang cocok 

untuk perkembangan pertanian lahan basah  terletak di Kecamatan Riau 

Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, dan Mendo Barat, seperti  disajikan 

pada Gambar 2.6. 

Potensi pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih  4.873,94 ha  atau 

1,61% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka.  Lokasi lahan yang 

cocok untuk perkembangan pertanian lahan kering  terletak di Kecamatan 

Mendo Barat, Puding Besar, Bakam,  Riau Silip, Merawang, Pemali, dan 

Kecamatan Belinyu. Sebaran potensi pertanian tersebut seperti disajikan 

pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7. 
Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

4) Potensi Perikanan 

Pengamanan ketahanan pangan dilakukan melalui kegiatan untuk 

peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.   

Gambar 2.8. 
Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 
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Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari 

perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan 

budidaya air laut, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau 

kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan 

kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan 

kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing potensi 

pengembangan komoditi produk perikanan.  

Potensi perikanan ini memiliki luas kurang lebih  3.309,54 ha  atau 1,10% 

dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. Kawasan perikanan tangkap 

dan budidaya Kabupaten Bangka di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan 

Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan 

Nusantara di Kecamatan Sungailiat yang selanjutnya akan ditingkatkan 

menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Sungailiat, seperti disajikan pada 

Gambar 2.8. 

5) Potensi Peternakan 

Potensi peternakan ini memiliki luas kurang lebih 700 ha atau 0,23% dari 

seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.9 

Gambar 2.9  
Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 
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Kabupaten Bangka memiliki potensi peternakan yang cukup besar karena 

kawasan peternakan ini menyebar dihampir seluruh kecamatan. Kawasan ini 

dapat terintegral dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak 

mengganggu peruntukan utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka 

mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa khususnya dengan 

mengintegrasikan peternakan sapi di dalam kawasan perkebunan sawit 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan 

menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang.  

6) Potensi Pertambangan 

Sektor pertambangan merupakan sektor yang masih berperan besar dalam 

perekonomian Kabupaten Bangka. Peruntukan kawasan pertambangan  

memiliki potensi untuk diusahakan melalui penetapan wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP) yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP 

yaitu pemegang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.  WIUP di 

Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, 

nonlogam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu : 

(1) WIUP A  seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, 

Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat); 

(2) WIUP  B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan 

Puding Besar). 

Namun berdasarkan pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka, secara 

keseluruhan potensi pertambangan di Kabupaten Bangka  memiliki luas  

lebih kurang 32.566,33 ha atau 10,78% dari seluruh luas wilayah Kabupaten 

Bangka. Potensi pertambagan ini terdiri dari (1) potensi pertambangan 

dengan luas 28.441,33 ha atau atau 9.42% dari seluruh luas wilayah 

Kabupaten Bangka, dan (2) potensi  pertambangan rakyat seluas  lebih 

kurang 4.125 ha 1,37% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka. 

Sebaran potensi pertambagan tersebut seperti disajikan pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10  
Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

7) Potensi Industri 

Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah menjadikan 

Kabupaten Bangka sebagai daerah industri dan perdagangan.  

Gambar 2.11. 
Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 
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Pemerintah daerah melalui Perda nomor 3 tahun 2005 menetapkan kawasan 

Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Secara 

keseluruhan,  potensi industri direncanakan untuk dikembangkan di 

Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang dengan luasan lebih kurang 

983,13 ha atau 0,33% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bangka, seperti 

disajikan pada Gambar 2.11. 

8) Potensi Pariwisata 

Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, 

wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan 

pariwisata lebih kurang 948,23 ha atau 0,31% dari seluruh luas wilayah 

Kabupaten Bangka yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, 

Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat, seperti disajikan pada Gambar 

2.12. 

Gambar 2.12. 
Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

Potensi pariwisata di Kabupaten Bangka ini semakin memberikan keyakinan 

bagi para investor seiring upaya kuat dan intens yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Bangka dengan Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata 

dalam upaya menciptakan dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Pariwisata berlokasi di Kawasan Pantai Timur Sungailiat dengan luas kurang 
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lebih 600 ha dari 

kawasan ini akan dibangun golf resort, leisure and entertainment, cultural 

resort, wellness resort, dan tourism village, seperti disajikan pada Gambar 

2.13. 

Peta KEK Pariwisata

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2018

9) Potensi Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam 

membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan 

potensi kawasan dengan luas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas 

wilayah kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Ga

sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut 

skalanya, yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, 

kawasan perdagangan Belinyu,  kawasan perdagangan Pemali yang 

dipusatkan di Desa Pemali se

Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan 

1. International Golf Course
2. 5 Star Golf Resort & Marina
3. Cultural Complex & Museum
4. Desa Wisata 
5. Agrotourism & Resort
6. 3 – 4 Star Family Resort (Tj. Pesona)
7. Motocross & Outbound
8. Promenade, Commercial, Town Center
9. 2,5 – 3 Star Hotel
10. Religion Cultural Center
11. Wellness Resort
12. Town Center 
13. Outdoor Activities Park
14. 5 Star Villas/Boutique Resort
15. Fishermen’s Village
16. Natural Landscape
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lebih 600 ha dari 948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka. 

kawasan ini akan dibangun golf resort, leisure and entertainment, cultural 

t, wellness resort, dan tourism village, seperti disajikan pada Gambar 

Gambar 2.13. 
KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2019

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2018 

Potensi Perdagangan dan Jasa 

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam 

membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan 

potensi kawasan dengan luas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas 

wilayah kabupaten Bangka, seperti disajikan pada Gambar 2.14. Potensi 

sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut 

skalanya, yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, 

kawasan perdagangan Belinyu,  kawasan perdagangan Pemali yang 

dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air 

Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan 

International Golf Course 
5 Star Golf Resort & Marina 
Cultural Complex & Museum 

& Resort 
4 Star Family Resort (Tj. Pesona) 

Motocross & Outbound 
Promenade, Commercial, Town Center 

3 Star Hotel 
Religion Cultural Center 
Wellness Resort 

Outdoor Activities Park 
5 Star Villas/Boutique Resort 
Fishermen’s Village 

l Landscape 
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948,23 ha luas potensi pariwisata Kabupaten Bangka. Pada 

kawasan ini akan dibangun golf resort, leisure and entertainment, cultural 

t, wellness resort, dan tourism village, seperti disajikan pada Gambar 

Tahun 2019 

 

Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi signifikan dalam 

membentuk pusat pertumbuhan masa depan di Kabupaten Bangka dengan 

potensi kawasan dengan luas kurang lebih 681,49 ha atau 0,23% dari luas 

mbar 2.14. Potensi 

sektor perdagangan dan jasa ini dikembangkan di setiap kecamatan menurut 

skalanya, yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat, 

kawasan perdagangan Belinyu,  kawasan perdagangan Pemali yang 

bagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air 

Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan 
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perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai 

pusat pelayanan lokal. 

Gambar 2.14. 
Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka 

 
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat  dan Belinyu 

dikembangkan di sepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. 

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk 

mendukung tumbuhya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari 

pemusatan aktiftas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan 

jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan 

terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung 

olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti 

bahan bangunan. showroom mobil,  motor, sparepart kendaraan. bengkel 

dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang 

rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat. Peta 

kawasan peruntukan jasa dan perdagangan ini disajikan pada gambar 2.14. 

8. Wilayah Rawan Bencana 

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang rawan terkena 

bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat dijelaskan karena 
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bentuk morfologi Kabupaten Bangka cenderung datar. Kondisi yang sering terjadi 

di Kabupaten Bangka adalah adanya genangan yang terjadi di beberapa 

kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat naiknya permukaan laut, air 

pasang dan musim penghujan. Namun genangan yang terjadi tidak mengganggu 

perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Kejadian 

bencana lainnya secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah 

adanya angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan beberapa 

rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut. 

2.1.1.2. Aspek Demografi 

Aspek demografi memberikan deskripsi tentang jumlah, struktur, dan distribusi 

penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, 

kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat 

secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti 

pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. 

1. Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk   

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka selama tahun 2013-2017 menunjukkan 

peningkatan yang relative rendah dimana rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,77%, seperti tersaji pada Tabel 2.7. 

Dari Tabel 2.7 diketahui bahwa pada tahun 2014, jumlah penduduk meningkat 

menjadi 305.158 jiwa  dari tahun 2013 sebanyak 304.185 jiwa, dengan laju 

pertumbuhan sebesar 0,32% dan kepadatan 103 jiwa per km2. Tahun 2015, 

jumlah penduduk meningkat cukup signifikan menjadi 309.067 jiwa dari tahun 

2014 sebanyak 305.158 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,28% dan kepadatan 

105 jiwa per km2. Tahun 2016, jumlah penduduk meningkat menjadi 311.525 

jiwa dari tahun 2015 sebanyak 309.067 jiwa, dengan laju pertumbuhan yang 

menurun yaitu sebesar 0,80% dan kepadatan 105 jiwa per km2.  

Tahun 2017, jumlah penduduk meningkat menjadi 313.689 jiwa dari tahun 2016 

sebanyak 311.525 jiwa, dengan laju pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar 

0,69% dan kepadatan 106 jiwa per km2. 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 21 

 

Tabel 2.7. 
Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Tahun Luas (km2) 
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa) 

Kepadatan 
per km² 

(jiwa) 

Laju 
Pertumbuhan 

Penduduk 
(%) 

1 2013 2.950,68 304.185 103 -11,72 

2 2014 2.950,68 305.158 103 0,32 

3 2015 2.950,68 309.067 105 1,28 

4 2016 2.950,68 311.525 105 0,80 

5 2017 2.950,68 313.689 106 0,69 

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Bangka, 2018 

2. Komposisi Penduduk 

1) Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin 

Selama tahun 2013-2017, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki 

maupun perempuan mengalami peningkatan, seperti disajikan pada Tabel 

2.8.  

Tabel 2.8. 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 
 

No Tahun 
Penduduk 

Jumlah 
Sex 

Ratio Laki-Laki Perempuan 

1 2013 157.850 146.335 304.185 107,87 

2 2014 157.634 147.524 305.158 106,85 

3 2015 159.361 149.706 309.067 106,45 

4 2016 160.915 150.610 311.525 106,84 

5 2017 161.912 151.777 313.689 106,68 

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Bangka, 2018 
 

Selama tahun 2013-2017, jumlah penduduk Kabupaten Bangka, baik laki-laki 

maupun perempuan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 161.912 jiwa atau 

sebesar 51,61 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka,  sedangkan 

jumlah penduduk perempuan sebanyak 151.777 jiwa atau sebesar 48,39 

persen. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 
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2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana 

penduduk laki-laki naik 0,62 persen dan penduduk perempuan naik sebesar 

0,77 persen. Namun demikian, persentase jumlah penduduk laki-laki 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan cenderung konstan 

selama tahun 2013-2017 dengan perbandingan 52: 48, atau dengan angka 

sex ratio sebesar 106,68. 

2) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Penduduk di Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk  usia 5-39 tahun,  

seperti  disajikan  pada  Tabel 2.9.  

Tabel 2.9. 
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 ( % ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

u

m

b

e

r : Dindukcapil Kabupaten Bangka, 2018 (Data Diolah) 

Pada  tahun 2013 dan 2014, porsi penduduk tertinggi terdapat pada kelompok usia 

30-34 tahun yaitu tahun 2013 sebesar 11% (33.460 orang) dan tahun 2014 sebesar 

10,16% (31.004 orang). Tahun 2015, porsi penduduk tertinggi terdapat pada 

kelompok usia 10-14 tahun yaitu 9,59% (29.639 orang). Tahun 2016, porsi 

penduduk tertinggi bergeser pada kelompok usia 30-34 tahun yaitu 9,47% (29.501 

Kelompok 
Umur 

2013 2014 2015 2016 2017 

0 – 4 5,14 6,47 7,45 7,68 7,36 

5 – 9 7,98 8,96 9,52 9,24 9,02 

10 – 14 7,93 9,03 9,59 9,31 9,40 

15 – 19 8,29 8,33 8,38 8,61 8,78 

20 – 24 9,39 8,43 7,73 7,90 7,84 

25 – 29 10,63 9,95 9,30 9,11 8,71 

30 – 34 11,00 10,16 9,48 9,47 9,21 

35 – 39 8,52 8,41 8,65 8,77 9,15 

40 – 44 7,14 6,92 6,87 7,13 7,24 

45 – 49 5,83 5,76 5,73 5,79 6,03 

50 – 54 5,24 5,01 4,85 4,80 4,78 

55 – 59 4,60 4,42 4,45 4,28 4,31 

60 – 64 3,32 3,37 3,26 3,37 3,42 

65 – 69 1,79 1,91 2,02 2,07 2,23 

70 – 74 1,37 1,19 1,09 1,05 1,06 

≥ 75 1,84 1,69 1,61 1,41 1,46 

Jumlah 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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orang). Tahun 2017, porsi penduduk tertinggi bergeser kembali pada kelompok 

usia 10-14 tahun yaitu 9,40% (29.486 orang). 

3) Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan  

Secara struktur, pekerjaan penduduk di Kabupaten Bangka terbagi atas 3 

sektor yaitu primer, sekunder dan tersier, seperti pada Tabel 2.10.  

Tabel 2.10. 
Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan Kabupaten Bangka  

Tahun 2013-2017 

Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 

PRIMER 45,91 48,05 34,78 38,20 47,82 

SEKUNDER 10,73 15,40 26,30 24,92 12,72 

TERSIER 43,36 36,55 38,92 36,88 39,46 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS Babel, 2018 (Data Diolah) 

Sektor primer mencakup pekerjaan dalam usaha pertanian, kehutanan, 

perikanan, usaha pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup 

pekerjaan dalam usaha usaha industri pengolahan dan usaha kontruksi. 

Sektor tersier mencakup pekerjaan dalam usaha perdagangan, reparasi, 

usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.  

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka terdiri dari kesejahteraan 

dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan 

masyarakat dalam menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka terlebih 

dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut 

Kecamatan di Kabupaten Bangka. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat 

dimaksud terdiri dari 3 fokus yaitu (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) 

kesejahteraan sosial; dan (3) seni budaya dan olah raga. 

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan 

terhadap indikator pertumbuhan PDRB dan laju inflasi Kabupaten Bangka. Berikut ini 
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disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka, sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka berdasarkan ADHB dan ADHK 

selama tahun 2013-2017 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun seperti 

disajikan pada Grafik 2.1. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ADHB sebesar 

8,33 persen, turun  sebesar 1,36 persen menjadi 6,97 persen pada tahun 2016. 

Dan naik sebesar 1,16 persen  menjadi  8,13 persen pada tahun 2017. Sementara 

itu, menurut ADHK laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 4,63 

persen, naik sebesar 0,41 persen menjadi 5,04 persen pada tahun 2017. 

Secara umum, fluktuasi ini cenderung disebabkan oleh dua faktor utama. 

Pertama, karena terjadinya fluktuasi harga terhadap beberapa komoditas utama, 

seperti lada, sawit, karet dan timah. Kedua, karena kebijakan deregulasi 

perdagangan komoditi timah dan kebijakan pendirian smelter. Seperti diketahui, 

perekonomian Kabupaten Bangka sangat tergantung kepada kedua komoditi 

tersebut. Perubahan kebijakan dan perubahan harga di pasar internasional yang 

berimbas ke harga di pasar domestik, secara langsung akan juga berdampak pada 

kondisi makro ekonomi Kabupaten Bangka. 

Grafik 2.1 
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

 
Sumber: BPS Kab Bangka, 2018 
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Secara makro, pada tahun 2017, sektor tersier memberi kontribusi terbesar pada 

struktur perekonomian Kabupaten Bangka yaitu sebesar 35,38%, meningkat 

dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 34,75%. Kontribusi kedua diberikan sektor 

primer sebesar 32,61%, menurun disbanding tahun 2016 sebesar 34,24%. 

Kontribusi ketiga diberikan sektor sekunder sebesar 32,01%, meningkat 

dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 31,01%. Berdasarkan hasil analisis, 

perekonomian Kabupaten Bangka akan didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama 

yang diproyeksi sebagai the next core business Kabupaten Bangka dalam 

beberapa tahun kedepan dengan core sector (1) industri pengolahan; (2) 

pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) pertambangan dan penggalian. 

Penurunan kontribusi sektor primer ini didorong oleh kontribusi lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan, serta  menurunnya 

usaha kehutanan.  Peningkatan kontribusi sektor tersier didorong meningkatnya 

sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai 

akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 13,33 persen.  Sektor 

pariwisata yang merupakan potensi unggulan daerah yang direpresentasikan 

oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, kontribusinya 

terhadap struktur perekonomian relatif kecil meskipun dengan kecenderungan 

pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.  

Sektor sekunder menunjukkan trend positif berkontribusi pada pembentukan 

PDRB Kabupaten Bangka yang didominasi oleh lapangan usaha industri 

pengolahan serta lapangan usaha konstruksi.    

Selengkapnya perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar 

harga berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017  tersaji pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11. 
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 - 2017 

Kategori 
2013  2014  2015  2016  2017  

 Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %  

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

1.814.055 19,85 2.130.118 20,94 2.358.779 21,44 2.553.950 21,70 2.608.696 20,37 

B 
Pertambangan 
dan Penggalian  

1.358.769 14,87 1.430.309 14,06 1.463.583 13,30 1.476.183 12,54 1.592.600 12,43 
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Kategori 
2013  2014  2015  2016  2017  

 Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %  

C 
Industri 
Pengolahan 

2.218.333 24,27 2.394.568 23,53 2.485.116 22,59 2.574.137 21,87 2.865.396 22,37 

D 
Pengadaan 
Listrik dan Gas 

10.527 0,12 16.148 0,16 19.574 0,18 26.227 0,22 31.715 0,25 

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

1.795 0,02 2.007 0,02 2.290 0,02 2.504 0,02 2.855 0,02 

F Konstruksi 765.579 8,38 859.679 8,45 964.875 8,77 1.048.010 8,90 1.189.439 9,29 

G 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 
Reparasi Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

1.098.025 12,01 1.231.190 12,10 1.355.743 12,32 1.516.729 12,88 1.706.861 13,33 

H 
Transportasi 
dan 
Pergudangan  

183.875 2,01 210.457 2,07 245.187 2,23 265.879 2,26 292.438 2,28 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

214.017 2,34 242.258 2,38 264.110 2,40 295.147 2,51 320.834 2,50 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

162.002 1,77 176.027 1,73 195.496 1,78 214.561 1,82 236.206 1,85 

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

258.040 2,82 275.376 2,71 302.412 2,75 327.922 2,79 352.204 2,75 

L Real Estate 309.279 3,38 349.777 3,44 370.454 3,37 394.130 3,35 426.885 3,33 

M,N 
Jasa 
Perusahaan 

20.762 0,23 23.725 0,23 26.094 0,24 27.812 0,24 30.555 0,24 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 

423.990 4,64 485.540 4,77 548.045 4,98 598.623 5,09 658.929 5,15 

P Jasa Pendidikan 164.788 1,80 192.049 1,89 225.782 2,05 256.481 2,18 277.824 2,17 

Q 
Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

84.021 0,92 94.464 0,93 103.866 0,94 111.505 0,95 121.830 0,95 

R,S,
T,U 

Jasa lainnya 51.811 0,57 61.111 0,60 70.007 0,64 81.879 0,70 92.669 0,72 

 PRODUK DOMESTIK 
REGIONAL BRUTO 

9.139.667 100,00 10.174.801 100,00 11.001.415 100,00 11.771.681 100,00 12.807.936 100,00 

 

Sumber : BPS Kab Bangka, 2018 

 

Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017, selengkapnya tersaji pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 - 2017 

Kategori 
2013  2014  2015  2016  2017  

 Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %  

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

1.446.154 18,61 1.587.288 19,49 1.685.292 19,80 1.779.250 19,98 1.780.988 19,04 

B 
Pertambangan 
dan Penggalian  

1.261.583 16,24 1.280.830 15,73 1.303.968 15,32 1.324.135 14,87 1.385.718 14,81 
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Kategori 
2013  2014  2015  2016  2017  

 Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %   Juta   %  

C 
Industri 
Pengolahan 

1.956.247 25,18 1.995.643 24,51 2.085.121 24,50 2.167.984 24,34 2.319.558 24,79 

D 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

12.869 0,17 14.032 0,17 15.539 0,18 17.894 0,20 18.648 0,20 

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

1.449 0,02 1.525 0,02 1.607 0,02 1.697 0,02 1.847 0,02 

F Konstruksi 620.616 7,99 646.899 7,94 683.609 8,03 723.604 8,12 779.368 8,33 

G 
Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; Reparasi 

923.756 11,89 966.746 11,87 1.003.408 11,79 1.052.837 11,82 1.128.728 12,07 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan  

151.730 1,95 163.506 2,01 172.795 2,03 182.710 2,05 195.433 2,09 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

169.984 2,19 183.073 2,25 188.846 2,22 200.658 2,25 211.374 2,26 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

156.739 2,02 166.529 2,05 178.508 2,10 194.967 2,19 210.392 2,25 

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

212.743 2,74 216.761 2,66 225.702 2,65 241.074 2,71 245.579 2,63 

L Real Estate 260.005 3,35 281.126 3,45 287.231 3,37 295.007 3,31 310.259 3,32 

M,N Jasa Perusahaan 16.716 0,22 17.949 0,22 18.670 0,22 19.136 0,21 19.848 0,21 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 

337.844 4,35 362.890 4,46 385.758 4,53 409.653 4,60 434.300 4,64 

P Jasa Pendidikan 127.542 1,64 137.178 1,68 147.605 1,73 157.261 1,77 165.511 1,77 

Q 
Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

70.493 0,91 74.930 0,92 78.849 0,93 82.883 0,93 87.928 0,94 

R,S,T,
U 

Jasa lainnya 42.646 0,55 46.212 0,57 49.910 0,59 55.479 0,62 59.847 0,64 

 PRODUK DOMESTIK 
REGIONAL BRUTO 

7.769.116 100,00 8.143.116 100,00 8.512.419 100,00 8.906.767 100,00 9.355.326 100,00 

Sumber : BPS Kab Bangka, 2018 

 

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan 

untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB 

perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah 

per periode tertentu. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau 

per satu orang penduduk. Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju 

Pertumbuhan Kabupaten Bangka tahun 2013 – 2017  disajikan pada Grafik 2.2. 

Pada tahun 2017, PDRB perkapita Kabupaten Bangka meningkat menjadi 39,877 

juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 37,109 juta rupiah. 

Peningkatan PDRB perkapita tersebut tidak sejalan dengan tingkat 

pertumbuhannya, dimana selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami 

penurunan, namun masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan 
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PDRB perkapita pada tahun 201

pertumbuhan hingga mencapai

penurunan signifikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,83% dan terus me

menjadi 4,76% di tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 5,71%

tahun 2017.   

Sumber: BPS Kab Bangka

2. Laju Inflasi 

Laju inflasi sektoral selama kurun 

disajikan pada Grafik 2.3. 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018
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PDRB perkapita pada tahun 2013 sebesar 8,35%, dan terus mengalami 

hingga mencapai 8,96% pada tahun 2014, namun mengalami 

penurunan signifikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,83% dan terus me

4,76% di tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 5,71%

Grafik 2.2. 
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

Kab Bangka, 2018 

Laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 201

disajikan pada Grafik 2.3.  

Grafik 2.3 
Perkembangan Laju Inflasi  

Kabupaten BangkaTahun 2013 – 2017 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018 
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, dan terus mengalami 

, namun mengalami 

penurunan signifikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,83% dan terus melambat 

4,76% di tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 5,71% pada 

Per Kapita dan Laju Pertumbuhan 
 

 

waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 
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Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah 

sepuluh persen. Pada tahun 2016 sektor

PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 2,24 

persen. Angka inflasi tahun 2016 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi tahun 

2015 yang sebesar 3,26 persen. Namun 

meningkat menjadi 

menjadi 3,83 persen. 

disumbang oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan dan 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berturut

sebesar 16,59, 6,62 dan 6,27 persen. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor 

informasi dan komunikasi yakni hanya sebesar 0,49 persen

3. Indeks Disparitas Pendapatan Antar 

Untuk mengetahui 

Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2013

Indeks Williamson. 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018

Grafik 2.4 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai 

indeks sebesar 0,210 

pembangunan ekonomi antarwilayah

termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan 
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Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah 

rsen. Pada tahun 2016 sektor-sektor yang ada dalam penghitungan 

PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 2,24 

persen. Angka inflasi tahun 2016 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi tahun 

2015 yang sebesar 3,26 persen. Namun pada tahun 2017, angka inflasi  

meningkat menjadi 3,29 persen dan diproyeksikan pada tahun 2018 turun 

persen. Laju inflasi sektoral pada tahun 2016 sebagian besar 

disumbang oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan dan 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berturut

sebesar 16,59, 6,62 dan 6,27 persen. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor 

informasi dan komunikasi yakni hanya sebesar 0,49 persen.  

Indeks Disparitas Pendapatan Antar Kecamatan 

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarkecamatan di 

Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2013-2017, digunakan teknik analisis 

 

Grafik 2.4 
 Indeks Williamson  

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017

Bangka, 2018 

Grafik 2.4 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai 

indeks sebesar 0,210 – 0,189. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan 

pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Bangka 
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Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif rendah yakni di bawah 

sektor yang ada dalam penghitungan 

PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 2,24 

persen. Angka inflasi tahun 2016 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi tahun 

pada tahun 2017, angka inflasi  

persen dan diproyeksikan pada tahun 2018 turun 

Laju inflasi sektoral pada tahun 2016 sebagian besar 

disumbang oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan dan 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berturut-turut 

sebesar 16,59, 6,62 dan 6,27 persen. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor 

tingkat ketimpangan pembangunan antarkecamatan di 

igunakan teknik analisis 

2017 

 

Grafik 2.4 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang nilai 

0,189. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan 

(kecamatan) di Kabupaten Bangka 

termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa pembangunan 
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ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh 

wilayah kecamatan. 

4. Koefisien Gini 

Koefisien Gini (Gini Ratio

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien 

Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah  kurva pengeluaran kumulatif 

yang membandingkan distribusi dari suatu variabe

pendapatan) dengan distribusi 

kumulatif penduduk. 

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar 

angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluar

kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol 

artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti 

ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan 

dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

� GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

� 0.4 < GR < 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

� GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Bangka 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018
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ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh 

 

Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan 

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien 

Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah  kurva pengeluaran kumulatif 

yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya 

pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase 

kumulatif penduduk.  

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar 

angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluar

kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol 

artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti 

ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan 

kan kriteria seperti berikut : 

GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah 

0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi 

Grafik 2.5 
Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 – 2017 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018 
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ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara merata di seluruh 

) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan 

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien 

Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah  kurva pengeluaran kumulatif 

l tertentu (misalnya 

(seragam) yang mewakili persentase 

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar 

angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar 

kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol 

artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti 

ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan 

0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat) 

Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Bangka  
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Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa  secara umum pada periode 

2013-2017, Gini Ratio berkisar pada angka 0,259 hingga 0,303, ini berarti bahwa 

Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan 

yang rendah. Hal ini berarti bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh 

segelintir golongan masyarakat tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat secara merata.  

Ketimpangan pendapatan ini cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2013, Gini Ratio berada pada angka 0,303. Angka ini sedikit 

menurun  menjadi 0,300 di tahun 2014 dan turun lagi pada tahun 2015 menjadi 

0,259. Pada tahun 2016, koefisien Gini sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,282 

dan kembali mengalami penurunan  hingga mencapai 0,280 pada tahun 2017, 

seperti disajikan pada Grafik 2.5. 

 

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan Metoda 

Bank Dunia. Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia 

diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari 

kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan 

seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan 

kriteria seperti berikut: 

• Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 

persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 

12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki 

ketimpangan pendapatan tinggi; 

• Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen 

terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, 

maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan 

pendapatan sedang/menengah; 

• Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen 

terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, 
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maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan 

pendapatan rendah.

Dengan menggunakan kriteria tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten Bangka 

termasuk dalam wilayah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan 

rendah. Hal ini terlihat dari 

kategori 40 persen terendah atau kelompok miskin terhadap total pendapatan 

seluruh penduduk yang lebih dari 17 persen, ya

2013,  menurun menjadi 22,83 persen pada tahun 2014, meningkat menjadi 

24,31 persen pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 23,08 persen di 

tahun 2016 serta menurun lagi menjadi 23,06 persen pada tahun 2017.

Selengkapnya distribusi pendapatan Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, 

tersaji pada Grafik 2.6.

 Sumber: BPS Kab Bangka

6. Indeks Ketimpangan Wilayah

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Indeks Ketimpangan Wilayah 

(IKW) Kabupaten Bangka menunjukkan angka penurunan, dimana pada tahun 

2013 sebesar 0,32 dan tahun 2017 sebesar 0,30, seperti disajikan pada Grafik 2.7. 

Penurunan ketimpangan antar kecama

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan 
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maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan 

pendapatan rendah. 

Dengan menggunakan kriteria tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten Bangka 

m wilayah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan 

rendah. Hal ini terlihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk 

kategori 40 persen terendah atau kelompok miskin terhadap total pendapatan 

seluruh penduduk yang lebih dari 17 persen, yaitu 23,100 persen pada tahun 

2013,  menurun menjadi 22,83 persen pada tahun 2014, meningkat menjadi 

24,31 persen pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 23,08 persen di 

tahun 2016 serta menurun lagi menjadi 23,06 persen pada tahun 2017.

istribusi pendapatan Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, 

tersaji pada Grafik 2.6. 

Grafik 2.6  
Distribusi Pendapatan Kabupaten Bangka

Tahun 2013 hingga 2017 

Kab Bangka, 2018 

Indeks Ketimpangan Wilayah 

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Indeks Ketimpangan Wilayah 

(IKW) Kabupaten Bangka menunjukkan angka penurunan, dimana pada tahun 

2013 sebesar 0,32 dan tahun 2017 sebesar 0,30, seperti disajikan pada Grafik 2.7. 

Penurunan ketimpangan antar kecamatan ini dipengaruhi oleh kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan 
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maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan 

Dengan menggunakan kriteria tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten Bangka 

m wilayah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan 

proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk 

kategori 40 persen terendah atau kelompok miskin terhadap total pendapatan 

itu 23,100 persen pada tahun 

2013,  menurun menjadi 22,83 persen pada tahun 2014, meningkat menjadi 

24,31 persen pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 23,08 persen di 

tahun 2016 serta menurun lagi menjadi 23,06 persen pada tahun 2017.  

istribusi pendapatan Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, 

Distribusi Pendapatan Kabupaten Bangka 

 

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Indeks Ketimpangan Wilayah 

(IKW) Kabupaten Bangka menunjukkan angka penurunan, dimana pada tahun 

2013 sebesar 0,32 dan tahun 2017 sebesar 0,30, seperti disajikan pada Grafik 2.7.  

tan ini dipengaruhi oleh kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan 

23.080

23,060

2017
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PDRB kecamatan dengan berbasis sektor unggulan, peningkatan investasi secara 

merata pada setiap kecamatan.

Indeks Ketimpangan Wilayah 

  Sumber: BPS Kab Bangka, 2018

7. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian 

indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat 

Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta 

penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan 

tidak dapat secara mudah dilihat dari

diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk 

menjadi msikin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kebijakan 

publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Grafik 2.8. menunjukk

kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2013 

yang terus meningkat. Pada tahun 2013 penduduk di atas garis kemiskinan 

mencapai 94,60 persen, kemudian meningkat menjadi 94,80 persen pa

2014,  kemudian kembali menurun hingga mencapai 94,37 persen pada tahun 

2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016 serta 

meningkat lagi menjadi 94,90 pada tahun 2017. 
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PDRB kecamatan dengan berbasis sektor unggulan, peningkatan investasi secara 

merata pada setiap kecamatan. 

Grafik 2.7  
Indeks Ketimpangan Wilayah Kabupaten Bangka

Tahun 2013 – 2017 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018  

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan 

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian 

indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat 

Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta 

penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan 

tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan hanya 

diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk 

menjadi msikin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kebijakan 

publik yang berdampak pada kehidupan mereka. 

Grafik 2.8. menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di atas garis 

kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2013 – 2017 mempunyai trend 

yang terus meningkat. Pada tahun 2013 penduduk di atas garis kemiskinan 

mencapai 94,60 persen, kemudian meningkat menjadi 94,80 persen pa

2014,  kemudian kembali menurun hingga mencapai 94,37 persen pada tahun 

2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016 serta 

meningkat lagi menjadi 94,90 pada tahun 2017.  
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PDRB kecamatan dengan berbasis sektor unggulan, peningkatan investasi secara 

Kabupaten Bangka 

 

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada pencapaian 

indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten 

Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis kemiskinan serta 

penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. 

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan 

angka absolut. Kemiskinan bukan hanya 

diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan kerawanan untuk 

menjadi msikin serta keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap kebijakan 

an bahwa perkembangan penduduk di atas garis 

2017 mempunyai trend 

yang terus meningkat. Pada tahun 2013 penduduk di atas garis kemiskinan 

mencapai 94,60 persen, kemudian meningkat menjadi 94,80 persen pada tahun 

2014,  kemudian kembali menurun hingga mencapai 94,37 persen pada tahun 

2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016 serta 

0.310800765

0.300200792
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Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018

8. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Secara umum, tingkat kriminalitas mempunyai korelasi yang kuat dengan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dominasi masyarakat kelas bawah 

yang memiliki standar hidup di bawah garis kemiskinan memiliki kecenderungan 

tingkat kriminalitas yang ti

Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, tersaji pada Tabel 2.13.

No Uraian

1 Jumlah tindak 

2 Jumlah penduduk

3 Angka kriminalitas yang 
tertangani (per 10.000 
penduduk) 

Sumber : BPS Kab Bangka, 2018

9. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang 

sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah 

mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend 

perkembangan IPM d

94.60

2013
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Grafik 2.8 
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018 

Angka Kriminalitas Yang Tertangani 

Secara umum, tingkat kriminalitas mempunyai korelasi yang kuat dengan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dominasi masyarakat kelas bawah 

yang memiliki standar hidup di bawah garis kemiskinan memiliki kecenderungan 

tingkat kriminalitas yang tinggi. Selengkapnya angka kriminalitas yang tertangani 

Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, tersaji pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 
Angka Kriminalitas yang Tertangani 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017

Uraian 2013 2014 2015 

Jumlah tindak pidana 550 555 480 

Jumlah penduduk 304.185 305.158 309.067 311.525

Angka kriminalitas yang 
tertangani (per 10.000 

18,08 18,19 15,53 

Sumber : BPS Kab Bangka, 2018  dan Dukcapil Kab Bangka 2017 (data diolah)

Pembangunan Manusia 

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang 

sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah 

mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend 

perkembangan IPM dalam empat tahun terakhir, tersaji pada T
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Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan 

 

Secara umum, tingkat kriminalitas mempunyai korelasi yang kuat dengan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dominasi masyarakat kelas bawah 

yang memiliki standar hidup di bawah garis kemiskinan memiliki kecenderungan 

Selengkapnya angka kriminalitas yang tertangani 

Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, tersaji pada Tabel 2.13. 

 
2017 

2016 2017 

498 476 

311.525 313.689 

15,98 15,17 

dan Dukcapil Kab Bangka 2017 (data diolah) 

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan, yang 

sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah 

mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend 

Tabel 2.14. 

94.90

2017
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Tabel 2.14 
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Indeks Pembangunan 
Manusia 

69,34 69,79 70,03 70,43 71,09 

2 
Pengeluaran Per Kapita (000 
Rp.) 

10.647 10.679 10.904 11.279 11.420 

3 
Harapan Lama Sekolah 
(Tahun) 

12,01 12,33 12,36 12,37 12,58 

4 
Rata-Rata Lama Sekolah 
(Tahun) 

7,88 7,92 7,94 7,96 8,19 

5 
Angka Harapan Hidup 
(Tahun) 

70,45 70,47 70,48 70,52 70,56 

Sumber: BPS Kab Bangka, 2018 

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 - 2017, IPM terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Bangka sebesar 69,34, 

naik menjadi 69,79 pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan sehingga 

pada tahun 2015 menjadi 70,03 dan 70,43 pada tahun 2016 hingga tahun 2017 

mencapai 71,09. Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks 

komposit ketiga variabel pembentuknya. 

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,88 pada tahun 2013 

menjadi 8,19 di tahun 2017. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,01 di tahun 

2013 menjadi 12,58 di tahun 2017. Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup 

meningkat dari 70,45 pada tahun 2013 menjadi 70,56 di tahun 2017. Dari sisi 

ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang luar biasa, dari 

10,65 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 11,42 juta rupiah di tahun 2017. 

Fakta bahwa terus terjadi peningkatan IPM dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

sudah dijalankan dalam koridor yang benar. 

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka dilakukan 

terhadap indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan, pertanahan dan 

ketenagakerjaan. 
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1. Pendidikan 

Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja 

bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut : 

1) Angka Melek Huruf 

Berdasarkan Tabel 2.15, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 15 

tahun ke atas yang bisa membaca di Kabupaten Bangka selama periode 

2013-2017 cenderung mengalami fluktatif. Pada tahun 2017, angka melek 

huruf Kabupaten Bangka sebanyak 97,83 persen, mengalami penurunan 

sebesar -0,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sebaliknya, angka buta huruf selama periode yang sama cenderung terus 

mengalami penurunan. Pada tahun 2017, angka buta huruf di Kabupaten 

Bangka sebesar 2,17 persen. Pencapaian ini telah melampaui target yang 

ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,25 persen.  

Tabel  2.15. 
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka 

Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Persentase Penduduk yang 
berusia 15 Tahun keatas yang 
bisa membaca 

96,74 96,74 98,24 97,89 97,83 

2 Angka Buta Huruf 3,26 1,76 2,13 2,23 2,17 

  Sumber: BPS Kab Bangka, 2018             

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk 

usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak 

termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah 

menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh 

seseorang. Semikin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi 

atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Perkembangan angka 

rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka tahun 2013 hingga 2017, tersaji 

pada Grafik 2.9. 
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Perkembangan Angka Rata

 Sumber : BPS Kab. Bangka, 2018

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, 

perkembangan angka rata

meningkat dengan interval antara 7,88 tahun sampai dengan 8,19 tahun.

3) Angka Partisipasi 

Angka Partisipas Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang 

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK 

merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di 

tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kel

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada Grafik 

2.10.   

 Sumber : BPS Kab Bangka
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Grafik 2.9 
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2018 

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, 

perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan trend yang terus 

meningkat dengan interval antara 7,88 tahun sampai dengan 8,19 tahun.

Angka Partisipasi Kasar 

Angka Partisipas Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang 

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK 

merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di 

tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kel

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada Grafik 

Grafik 2.10 
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 
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Rata Lama Sekolah 
 

 

Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia, 

rata lama sekolah menunjukkan trend yang terus 

meningkat dengan interval antara 7,88 tahun sampai dengan 8,19 tahun. 

Angka Partisipas Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang 

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK 

merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di 

tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti tersaji pada Grafik 

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar 
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4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi 

sekolah yang  sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah 

dapat bersekolah tepat waktu.

Kabupaten Bangka tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, 201

 

2. Kesehatan 

Berbagai indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2013 

terus mengalami peningkatan seperti pada Tabel 2.16 dan Grafik 2.12. 

Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

Indikator Kinerja

Angka kematian bayi

Angka usia harapan hidup

Persentase balita gizi buruk

Sumber: BPS Kab Bangka

Angka kematian bayi menurun sangat signifikan dari 6,96 kematian per 1000 

kelahiran pada tahun 2013 menjadi hanya 4,22 kematian per 1000 kelahiran 
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Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang  sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah 

dapat bersekolah tepat waktu. Perkembangan angka partisipasi 

Kabupaten Bangka tahun 2013-2017 tersaji pada grafik 2.11.

Grafik 2.11. 
Perkembangan Angka Partisipasi Murni

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

Berbagai indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2013 

terus mengalami peningkatan seperti pada Tabel 2.16 dan Grafik 2.12. 

Tabel 2.16 
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

Indikator Kinerja 
Tahun 

2013 2014 2015 2016

Angka kematian bayi 6,96 5,35 4,87 

Angka usia harapan hidup 70,45 70,47 70,49 70,52

Persentase balita gizi buruk 0,78 0,17 0,08 

S Kab Bangka, 2018 

ngka kematian bayi menurun sangat signifikan dari 6,96 kematian per 1000 

kelahiran pada tahun 2013 menjadi hanya 4,22 kematian per 1000 kelahiran 
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Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang  sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan 

jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah 

erkembangan angka partisipasi murni 

2017 tersaji pada grafik 2.11. 

Perkembangan Angka Partisipasi Murni 
 

 

Berbagai indikator kinerja bidang kesehatan selama kurun waktu 2013 – 2017 

terus mengalami peningkatan seperti pada Tabel 2.16 dan Grafik 2.12.  

Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan 

2016 2017 

4,36 4,22 

70,52 70,54 

0,06 0,04 

ngka kematian bayi menurun sangat signifikan dari 6,96 kematian per 1000 

kelahiran pada tahun 2013 menjadi hanya 4,22 kematian per 1000 kelahiran 

97.26

73.86 73.79

2017

Angka Partisipasi Murni SMP
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pada tahun 2017. Angka usia harapan hidup terkoreksi dari 70,45 tahun  menjadi 

70,56 tahun pada tahun 2017. Be

dari 0,78  persen pada tahun 2013 hingga mencapai 0,04  persen saja pada tahun 

2017. 

Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

Sumber: BPS Kab Bangka

3. Pertanahan  

Beberapa indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami 

peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2013

Grafik 2.13. Tahun 2013 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 

5,19 persen saja, meningkat hingga mencapai 28,07 persen pada tahun 2017. 

Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat

Sumber: LPPD Kab Bangka, 2017
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pada tahun 2017. Angka usia harapan hidup terkoreksi dari 70,45 tahun  menjadi 

6 tahun pada tahun 2017. Begitu juga, persentase balita gizi buruk menurun 

dari 0,78  persen pada tahun 2013 hingga mencapai 0,04  persen saja pada tahun 

Grafik 2.12 
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

S Kab Bangka, 2018 
 

Beberapa indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami 

peningkatan yang sangat masif selama kurun waktu 2013-

Grafik 2.13. Tahun 2013 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 

a, meningkat hingga mencapai 28,07 persen pada tahun 2017. 

Grafik 2.13 
Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

Sumber: LPPD Kab Bangka, 2017 

2014 2015 2016 2017
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pada tahun 2017. Angka usia harapan hidup terkoreksi dari 70,45 tahun  menjadi 

gitu juga, persentase balita gizi buruk menurun 

dari 0,78  persen pada tahun 2013 hingga mencapai 0,04  persen saja pada tahun 

Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan 

 

Beberapa indikator kinerja bidang pertanahan di Kabupaten Bangka mengalami 

-2017 seperti pada 

Grafik 2.13. Tahun 2013 persentase luas lahan yang bersertifikat hanya mencapai 

a, meningkat hingga mencapai 28,07 persen pada tahun 2017.  

Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat 

 

Angka kematian bayi

Angka usia harapan hidup

Persentase balita gizi buruk

28.07

2017
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4. Ketenagakerjaan 

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu 

persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan 

tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Tabel 2.17 

dan Grafik 2.17 menyajikan perkembangan indikator kinerja bidang 

ketenagakerjaan Kabupaten 

Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 

Indikator Kinerja

Angkatan Kerja yang 
Bekerja 

Angkatan Kerja 

Rasio Penduduk yang 
Bekerja 

 Sumber: BPS Kab Bangka

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam 

kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari 

pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding 

lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada tahun 2013 rasio penduduk 

yang bekerja mencapai 0,96, mengalami penurunan pada tahun berikutnya 

hingga mencapai 0,91 p

tahun 2017 mencapai  0,96.

Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja

Sumber: BPS Kab Bangka

2013

0.96
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Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu 

persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan 

tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Tabel 2.17 

dan Grafik 2.17 menyajikan perkembangan indikator kinerja bidang 

ketenagakerjaan Kabupaten Bangka tahun 2013-2017. 

Tabel 2.17 
Perkembangan Indikator Kinerja 

Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 201

Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016*)

Angkatan Kerja yang 
132.508 132.128 131.559 139.674

138.408 144.181 144.364 150.187

Rasio Penduduk yang 
0,96 0,92 0,91 

S Kab Bangka, 2018 

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam 

kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari 

pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding 

lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada tahun 2013 rasio penduduk 

yang bekerja mencapai 0,96, mengalami penurunan pada tahun berikutnya 

hingga mencapai 0,91 pada tahun 2015 dan mengalami sedikit peningkatan pada 

tahun 2017 mencapai  0,96. 

Grafik 2.14 
Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

S Kab Bangka, 2018 
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2016*)
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Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting sekaligus 

persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan regional dan 

tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal. Tabel 2.17 

dan Grafik 2.17 menyajikan perkembangan indikator kinerja bidang 

2013-2017 

2016*) 2017 

139.674 149.771 

150.187 156.011 

0,93 0,96 

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional khususnya dalam 

kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari melambatnya 

pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi geopolitik berbanding 

lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada tahun 2013 rasio penduduk 

yang bekerja mencapai 0,96, mengalami penurunan pada tahun berikutnya 

ada tahun 2015 dan mengalami sedikit peningkatan pada 

Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja 

 2017

0.96
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2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-

indikator seperti : jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana 

penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga, jumlah 

gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000 penduduk dan 

rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk. 

Tabel 2.18 
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

 
NO 

Capaian Pembangunan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Penyelenggaraan festival seni dan budaya 
(kali) 

18 10 10 6 8 

2 
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 
(unit) 

8 11 11 11 10 

3 Jumlah Lapangan Olah Raga di Kabupaten 366 367 434 435 478 

4 
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di 
Kabupaten 

10 10 10 10 10 

5 
Rasio Gelanggang/ balai remaja (selain 
milik swasta)  per 1000 penduduk 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

6 
Rasio Lapangan olahraga per 1000 
penduduk  

1,20 1,20 1,39 1,41 1,52 

   Sumber :  Dindikbud & DinParMudora  Kab Bangka, 2018 

Seperti disajikan pada Tabel 2.18, pada tahun 2017, jumlah penyelenggaraan 

festival seni dan budaya di Kabupaten Bangka diselenggarakan sebanyak 8 kali sesuai 

dengan agenda yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya  tahun 2017 sebanyak 10 unit. 

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek 

pelayanan umum terdiri dari : 

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang 
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urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kependudukan dan catatan sipil, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan 

pangan, dan perpustakaan. 

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator 

kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

1) Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) 

tahun pertama masa sekolah anak-anak. Mengingat pentingnya pendidikan 

dasar, maka diperlukan sistem pembelajaran, kualifiakasi dan sertifikasi 

guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam proses pembelajaran 

siswa. Hal ini erat kaitannya dengan hasil belajar siswa yang dapat diukur 

dari pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran teori ataupun praktek 

yang telah diberikan oleh tenaga pendidik. Disamping itu, beberapa indikator 

kinerja terkait dengan pelayanan dasar menjadi ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan.  

Angka Partisipasi Sekolah disebut APS adalah Proporsi dari semua anak yang 

masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk 

dengan kelompok umur yang sesuai. Angka Partisipasi Sekolah merupakan 

ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. 

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses 

penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah 

di suatu wilayah/ daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin 

besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. 

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 

10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan. Selengkapnya 
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perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tahun 2013-

2017 tersaji pada Tabel 2.19. 

Tabel 2.19 
Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) SD 

102,43 102,99 106,66 107,21 109,33 

2 
Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) SMP 

80,36 82,96 89,25 91,78 95,5 

3 
Rasio Ketersedian Sekolah/ 
Penduduk Usia Sekolah 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

4 Rasio Guru/Murid 4,5 4,0 3,8 3,5 3,5 

5 
Rasio Guru/ Murid Per Kelas 
Rata-rata 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Berdasarkan dari data Tabel 2.19, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) SD di Kabupaten Bangka selama periode 2013-2017 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 APS mengalami 

peningkatan sebesar 0,56 persen pada tahun 2015 mengalami peningkatan 

lagi 3,67 dari tahun sebelumya dan terus mengalami peningkatan 0,55 

persen di tahun 2016dan 2,12 persen di tahun 2017.Sedangkan untuk APS 

SMP di Kabupaten Bangka selama periode 2013-2017 mengalami fluktuasi. 

Padatahun 2013ke tahun 2014 mengalami peningkatan2,6 persen dari tahun 

sebelumnya dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 7,58 persen dari 

tahun sebelumya dan terus mengalami peningkatan 3,72 persen di tahun 

2017. 

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah mengalami kenaikan. 

Rasio guru/ murid terus menurun hingga 3.5 pada tahun 2017, Sementara 

itu, rasio guru/murid per kelas mengalami kondisi stabil sejak 2013 hingga 

2017 yakni sebesar 0.2. 

2) Fasilitas pendidikan 

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang dipelukan oleh peserta 

didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam 
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kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya 

peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang 

memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan 

yang berkualitas. 

Tabel 2.20 
Perkembangan Fasilitas Pendidikan 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Sekolah SD Bangunan Baik 72.68 
94.09 89,53 90,28 93,71 

2 Sekolah SMP Bangunan Baik 
54.76 84.09 85,70 94,19 96,66 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Berdasarkan dari data tabel 2.20, fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangka 

sudah cukup baik walaupun mengalami fluktuasi. Persentase SD dengan 

bangunan baik pada tahun 2013 dan 2014 dapat dikatakan  mengalami 

perubahan yang signifikan yaitu sebesar 72,68 persen pada tahun 2013 

meningkat menjadi 94,09 persen pada 2014. Perubahan terjadi di tahun 

2015 hanya mencapai 89,53 persen namun meningkat kembali menjadi 

90,28 persen pada tahun 2016 dan di tahun 2017 menjadi 93,71 persen. 

Persentase SMP dengan bangunan baik selama tahun 2013 – 2017 

menunjukan perkembangan yang semakin membaik dengan persentase 

terendah pada tahun 2013, yaitu 54,76 persen. Untuk tahun 2017 mengalami 

kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2016, yaitu sebesar 2,47 persen. 

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak, 

dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu. 

Tabel 2.21 menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten Bangka 

dalam kurun waktu 2013 – 2017terus mengalami fluktuasi. Persentase PAUD 

terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 30.5 persen. Akan tetapi, 

peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2016, dimana persentase PAUD 
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mencapai 72.8 persen. Di tahun 2017 persentase PAUD mengalami kenaikan 

menjadi 73,01 persen. 

Tabel 2.21 
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) 

30,5 56,7 72,6 72,8 73,01 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

4) Angka Putus Sekolah (APUS) 

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus 

sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh 

siswa pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Untuk angka 

putus sekolah. 

Tabel 2.22 
Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Angka Putus Sekolah  
(APUS) SD/ MI 

0,1 0,1 0,1 0,08 0,07 

2 
Angka Putus Sekolah  
(APUS) SMP/ MTs 

0,8 0,5 0,2 0,2 0,18 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Tabel 2.22 menunjukkan situasi APUS di Kabupaten Bangka dalam kurun 

waktu 2013 – 2017. APUS SD menunjukkan penurunan yang sistematis 

sampai dengan tahun 2015 namun mengalami kenaikan di tahun 2016 

sebesar 0,02% dan sebesar 0,01% di tahun 2017. APUS SMP yang menurun 

dari 0.5 persen pada 2014 menjadi 0.2 persen pada 2016dan terus menurun 

0,02% di tahun 2017. 

5) Angka Kelulusan 

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan 

dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun yang sama. 
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Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka tahun 

2013 – 2017 tersaji pada Tabel 2.23. 

Tabel 2.23 
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) 
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

 
No 

Uraian 
Realisasi 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka Kelulusan SD/ MI 98.98 97.6 99.3 97,97 99,58 

2 
Angka Kelulusan SMP/ 
MTs 

90.5 99.75 98.2 99,85 99,90 

3 
Angka Melanjutkan (AM) 
SD/ MI ke SMP/ MTs 

97.99 99.84 98.14 99,91 99,95 

4 
Guru yang memenuhi 
kualifikasi S1/ DIV 

65.13 70,74 70,15 75,97 82,17 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Berdasarkan tabel 2.24, angka kelulusan di Kabupaten Bangka sudah baik, 

dinilai dari peningkatan persentase kelulusan dari tahun ke tahun dalam 

kurun waktu 5 tahun. Angka kelulusan SD/MI menurun dari 98,98 persen 

pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,58 persen pada tahun 2017. Angka 

kelulusan SMP/MTs dari 99,8 persen pada tahun 2016 menjadi 99,12 persen 

pada tahun 2017.  

Disisi lain ternyata angka kelulusan berbanding lurus dengan angka 

melanjutkan di setiap jenjang pendidikan, peningkatan terjadi pada angka 

melanjutkan sekolah. Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS 

meningkat menjadi 100,09 persen di 2017dari 99,91 persen di 

2016.Sedangkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV juga mengalami 

trend yang meningkat dari 65,13 persen pada tahun 2013 menjadi 82,17 

persen pada tahun 2017.  

2. Kesehatan 

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas dari 

kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru yang 

dicanangkan PBB yaitu SDG’s sebagai kelanjutan dari program MDG’s, bertujuan 

untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan 

bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan kesehatan di Kabupaten 
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Bangka dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program 

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, 

puskesmas/pustu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat pada 

Tabel.2.24. 

Tabel 2.24 

Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 Rasio posyandu per satuan 

balita 
6,89 7,19 7,28 7,43 10,17 

2 - Rasio puskesmas per 
satuan penduduk 

- Rasio poliklinik per 
satuan penduduk 

- Rasio pustu per 
satuan penduduk 

0,04 
 

0,01 
 

0,11 

0,04 
 

0,01 
 

0,11 

0,04 
 

0,01 
 

0,11 

0,04 
 

0,01 
 

0,11 

0,04 
 

0,01 
 

0,11 

3 Rasio Rumah Sakit per 
satuan penduduk 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 Rasio dokter per satuan 
penduduk 

0,36 0,68 0,82 0,92 0.95 

5 Rasio tenaga medis per 
satuan penduduk 

0,36 0,24 0,68 0,75 0.85 

6 Cakupan komplikasi 
kebidanan yang ditangani 
(%) 

79,40 86,00 85,40 82,54 103,56 

7 Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 
(%) 

96,15 92,50 92,69 94,64 95,12 

8 Cakupan Desa/Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) (%) 

100 100 100 100 100 

9 Cakupan Balita Gizi Buruk 
mendapat perawatan (%) 

100 100 100 100 100 

10 Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit TBC BTA (%) 

40,70 41,50 100 100 169,87 

11 Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit DBD (%) 

100 100 100 100 100 

12 Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin (%) 

100 100 100 100 100 

13 Cakupan kunjungan bayi 
(%) 

105,20 96,30 90,00 
 

97,74 100,83 
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No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
14 Cakupan puskesmas (%) 150 150 150 150 150 

15 Cakupan pembantu 
puskesmas (%) 

53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Pada tabel 2.24 di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator urusan 

kesehatan dari tahun 2013 – 2017 terutama dalam hal cakupan standar 

pelayanan kesehatan minimal kepada masyarakat sudah memenuhi target 

nasional bahkan ada yang melebihi target, yaitu cakupan komplikasi kebidanan 

yang ditangani dari target nasional dengan nilai 80 sedangkan di Kabupaten 

Bangka telah mencapai nilai 103,56 pada tahun 2017 dan cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 

target nasional dengan nilai 90 sedangkan di Kabupaten Bangka telah mencapai 

nilai 95,12 pada tahun 2017. 

Berdasarkan tabel di atas untuk nilai rasio posyandu per satuan balita terus 

mengalami kenaikan dari tahun 2013 meningkat menjadi 10,17 di tahun 2017. 

Semakin tinggi nilai rasio posyandu, maka semakin banyak balita yang dilayani 

oleh posyandu.  

Sedangkan untuk nilai rasio puskesmas, pustu dan rumah sakit per satuan 

penduduk dari tahun 2013 – 2017 tidak mengalami perubahan. Untuk nilai rasio 

poliklinik per satuan penduduk dari tahun 2013 – 2017 tidak mengalami 

perubahan. Sama halnya dengan nilai rasio posyandu per satuan balita, untuk 

nilai rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah sakit per satuan penduduk 

semakin tinggi nilai fasilitas kesehatannya, maka semakin banyak penduduk yang 

dilayani oleh puskesmas, poliklinik, pustu atau rumah sakit. Kesesuaian antara 

fasilitas kesehatan dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang 

optimal pada pelayanannya. 

Rasio dokter dari tahun 2013 – 2015 mengalami laju peningkatan sebesar 0,06, 

0,32 dan 0,14 serta 0,10. Hal ini dikarenakan sebagian dokter umum telah 

menyelesaikan program tugas belajar untuk menjadi dokter spesialis. Namun di 

tahun 2017 rasio dokter mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen.Sedangkan 

untuk rasio tenaga medis mengalami perubahan yang fluktuatif atau berubah-
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ubah. Pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,12, namun pada tahun 

2015 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,44. Tahun 2016 mengalami 

peningkatan sebesar 0,07 dan di tahun 2017 peningkatannya sebesar 0,10. 

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena 

bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di 

masayarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah kecamatan, sedangkan 

pustu cakupannya adalah desa atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. 

Di Kabupaten Bangka memiliki 8 (delapan) kecamatan, 15 (lima belas) kelurahan 

dan 62 (enam puluh dua) desa. Sehingga dari data tersebut dapat dihitung dan 

diketahui nilai cakupannya. Cakupan untuk puskesmas dari tahun 2013 – 2017 

telah mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan untuk pustu tidak mengalami 

perubahan pada tahun 2013 sebesar 53,23 persen dan tahun 2017 sebesar 53,23 

persen. 

Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layanannya 

semakin baik. Cakupan puskesmas telah mencapai lebih dari 100 persen, yang 

berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya 

secara maksmum. Sedangkan pada puskesmas pembantu nilai cakupannya 

sebesar 53,23 %, hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu belum 

mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya. Cakupan 

pelayanan pustu perlu ditingkatkan salah satu caranya dengan menambah jumlah 

pustu. 

3. Pekerjaan Umum 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian 

masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun 

daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang 

dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi didaerah ini menyebabkan 

pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan 

keterampilan pada wilayah tertentu, selain itu transportasi juga untuk membuka 

peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan antar 
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wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan 

adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi 

stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, 

industri maupun sektor lainnya merata disemua daerah. 

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang 

mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan 

ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan 

sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu 

proses interasi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga 

tercipta pemerataan pembangunan. 

Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan sebagai 

penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani kebutuhan 

masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

pedalaman dan terpencil; melancarkan distribusi barang dan jasa; dan 

mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk wilayah 

Kabupaten Bangka, sebagai wilayah perbatasan dan cenderung terisolasi, 

transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan orang 

serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar 

wilayah. 

Walaupun Kabupaten Bangka merupakan kawasan yang berbatasan dengan laut 

tetapi alat angkut dan sarana perhubungannya sebagian besar menggunakan 

transportasi darat terutama untuk melayani pergerakan orang atau barang di 

dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten/kota di dalam wilayah Pulau 

Bangka. Untuk transportasi darat ini, sarana jalan yang dimiliki Kabupaten 

Bangka, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi 

maupun non ekonomi meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. 

Kinerja urusan wajib pekerjaan umum Kabupaten Bangka diukur dari beberapa 

indikator dengan uraian seperti yang tertera di bawah ini. 
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1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

Rasio proporsi panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami 

peningkatan. Di tahun 2013 rasionya sebesar 47,89 persen dan terus 

mengalami peningkatan menjadi 55,46 persen di tahun 2014 dan 64,34 

persen di tahun 2015. Di banding tahun sebelumnya rasio jalan dalam 

kondisi baik di tahun 2017 sebesar 73,18 persen atau mengalami mengalami 

peningkatan sebesar 5,93 persen disbanding tahun 2016. 

Tabel 2.25 
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jalan dalam Kondisi Baik (Km) 407,358 329,579 458,966 461,842 537.422 

Panjang Jalan seluruhnya (Km) 734.501 734.501 734.501 734.501 734.501 

Ratio (%) 55,46 44,87 62,48 62,87 73,18 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

 

2) Rasio Jaringan Irigasi 

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik 

sepanjang tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dimana pada tahun 

2013 sebesar 97,70% meningkat menjadi sebesar 98% di tahun 2017, 

seperti tersaji pada Tabel 2.26.   

Tabel 2.26 
Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

 

 
 
 
 
 

 Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 

Peningkatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan 

daerah dengan melaksanakan pembangunan cetak sawah yang dilakukan 

dalam skala maksimal pada tahun sampai dengan tahun 2017 melalui Dinas 

Pertanian Kabupaten Bangka baik dari APBD Kabupaten Bangka, APBD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN. Pembangunan cetak sawah 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas irigasi Kabupaten 
dalam kondisi baik 

1.309 1.174 1206 2.210 2.220 

Luas irigasi Kabupaten  1.337 1.337 1337 2.284 2.284 

Ratio (%) 97,70 86,69 90,20 96,76 98,00 
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dilaksanakan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat melalui kegiatan 

Upaya Khusus tanaman padi tahun 2016 diharapkan mampu mendukung 

upaya ketahan pangan daerah Kabupaten Bangka . 

3) Rasio Tempat Peribadatan per Satuan Penduduk 

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kabupaten  Bangka tahun 2015 

adalah 1,01,tahun 2016 angka rasio ini meningkat menjadi 1,26 dari 1,06 

yang ditargetkan dengan capaian  118,86%.  

Tabel 2.27 
Rasio Tempat Peribadatan per Satuan Penduduk  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Tempat Peribadatan 309 309 309 309 309 

Jumlah Penduduk 298.013 304.485 311.085 317.735 324.305 

Ratio (%) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Sumber : BPS Kab Bangka & BPS Prov Babel, 2018 

Peningkatan ini disebabkan bertambahnya jumlah pembangunan tempat 

peribadatan berbagai agama di Kabupaten Bangka yang cukup tinggi jika 

dibadingkan pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2016. Di tahun 

2017 rasio tempat ibadah mengalami penurunan yang disebabkan 

pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan bertambahnya 

jumlah tempat ibadah.  

4) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

Realisasi rumah tinggal bersanitasi Kabupaten  Bangka sepanjang tahun 

2013-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 adalah 81,50% 

dan pada tahun 2017 meningkat menjadi menjadi 98,01%, seperti tersaji 

pada Tabel 2.28. 

Kenaikan ini merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan (Pokja-AMPL) yang telah mengupayakan 

tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan 

jamban yang didanai dari APBD Kabupaten (Pemicuan), Program 
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Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

melalui APBD Kabupaten Bangka 2017, Program Pembangunan Rumah 

Layak Huni APBD Kabupaten Bangka 2017, Program Pembangunan Rumah 

Layak Huni Dana Bantuan Provinsi 2017, peran serta masyarakat  (arisan 

jamban), peran serta swasta (Corporate Social Responsibility/CSR) serta 

program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) lainnya yang intinya 

memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui 

penyehatan lingkungan. 

Tabel 2.28 
Persentase Rumah Tinggal  Bersanitasi  
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Rumah 
Tinggal Bersanitasi 

60.723 65.261 66.868 70.472 89.190 

Jumlah Rumah 
Tangga 

74.503 76.121 77.771 81.180 90.998 

(%) 81,50 85,73 85,98 86,81 98,01 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017  

Tahun 2015 Kabupaten Bangka kembali mendapatkan penghargaan atas 

inisiatif kemitraan pembangunan sanitasi dan tahun 2016 Kabupaten Bangka  

mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian PAN dan Reformasi 

Birokrasi untuk 2 Inovasi yang terkait Sanitasi yaitu SIM Data AMPL Bangka 

dan Arisan Jamban.Khusus untuk Arisan Jamban Kabupaten Bangka masuk 

kedalam TOP 35 Inovasi Publik (SINOVIK) Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   

5) Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk 

Realisasi rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kabupaten  

Bangka sepanjang tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, dimana pada 

tahun 2013 sebesar 0,16% menjadi  0,23%  pada tahun 2017, seperti tersaji 

pada Tabel 2.29.  

Tabel 2.30 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian luas lahan 

pemakaman seiring pertambahan jumlah penduduk. 
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Tabel 2.29 
Luas Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas Areal Pemakaman Umum (Ha) 499,81 639,42 653,28 705,54 710,25 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 304.185 305.158 309.067 311.525 313.689 

Ratio (%) 0,16 0,21 0,21 0,23 0.23 

Sumber : LPPD Kab Bangka, 2017 & BPS Kab Bangka, 2018 

 

6) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk 

Realisasi rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

Kabupaten Bangka tahun 2017 sebesar 0,23%, meningkat disbanding tahun 

2016 yaitu sebesar 0,07%.  

Tabel 2.30 
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk 

di Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Daya Tampung  
TPS 

330 914,4 20.576,8 20.656,3 70.717,3 

Jumlah Penduduk 314.686 305.158 309.067 311.525 313.689 

Rasio 0,01 0,03 0,07 0,07 0,23 

  Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

Capaian ini terhitung sangat signifikan sebab bertambahnya jumlah 

penduduk yang mamput diimbangi dengan penambahan jumlah TPS sebagai 

tepat pembuangan sampah secara proporsional pada tahun 2017. 

Penambahan TPS telah disertai penambahan jumlah pelayanan 

pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menjaga 

agar kondisi TPS tetap kosong setiap harinya sehingga bisa dimanfaatkan 

secara optimal oleh masyarakat. Selain itu perlu dilakukan upaya 

pengurangan volume sampah  yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) melalui pembangunan TPS3R dan Pengolahan Bank Sampah. 

Pemanfaatan kembali sampah-sampah yang dikumpulkan serta pengolahan 

sampah-sampah organik menjadi pupuk bila berjalan efektif akan 

mengurangi volume sampah ke TPA dengan siginifikan. Selain itu bila APBD 

Kabupaten Bangka memungkinkan maka  penambahan jumlah pelayanan 
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meliputi Sarana berupa mobil truck pengangkut sampah beserta Sumber 

Daya Manusia pengangkut sangat diperlukan,sehingga penambahan volume 

sampah akibat penambahan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat 

dapat diantisipasi agar indikator ini meningkat signifikan. 

7) Panjang Jalan dilalui Roda 4 (Km) 

Realisasi rasio panjang jalan dilalui roda empat didasarkan jumlah penduduk 

tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 1.344,26 km atau 

sebesar 0,0043 pada tahun 2016 menjadi 1.441,01 km atau sebesar 0,0045 

di tahun 2017, seperti tersaji  pada Tabel 2.31.      

Tabel 2.31 
Panjang Jalan dilalui Roda Empat per Satuan Penduduk 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang Jalan dilalui 
Roda  4 ( Km)  

928,215 980,766 1.121,717 1.344,26 1.441,01 

Jumlah Penduduk 298.013 304.485 311.085 309.975 313.689 

Ratio 0,0031 0,0032 0,0036 0,0043 0,0045 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

 
8) Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman 

Penduduk (Minimal dilalui Roda Empat) 

Tabel 2.32 
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan  

Pemukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4) 
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kawasan 
permukiman penduduk 
yang belum dilalui 
kendaraan roda empat 

1.208,150 1.208,150 1.208,150 1.232,330 1.256,959 

Jumlah seluruh kawasan 
permukiman penduduk 

28.045,36 28.045,36 28.045,36 28.045,36 28.045,36 

Ratio 0,0431 0,0431 0,0431 0,0439 0,0448 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 
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Realisasi indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan 

pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) diperoleh dari jumlah 

kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat 

dibagi dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk. Tahun 2016 

realisasi panjang jalan dilalui roda empat adalah 0,0439 meningkat menjadi 

0,0448 di  tahun 2017, seperti tersaji pada Tabel2.32.  

9) Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) 

Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) 

diperoleh dari panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang 

seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut, seperti tersaji pada Tabel 2.33. 

Tabel 2.33 
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam) 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang Jalan Kab dalam 
kondisi baik (Km)  

417,39 464,46 466,97 586,923 537.422 

Panjang seluruh Jalan 
Kabupaten (Km) 

734,501 734,501 734,501 734,501 734,501 

Ratio (%) 56,83 63,23 63,58 79,91 73,18 

 Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

Pada tahun 2017  realisasi panjang jalan dilalui roda empat ini sebesar 

73,18% mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 79,91%.  

10) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air                   

( minimal 1,5 m) 

Realisasi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 

pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Bangka hanya yang berada 

dalam kota Sungailiat seperti tersaji pada Tabel 2.34. 

Pada tahun tahun 2017 realisasi panjang jalan dilalui roda empat meningkat 

relative sama seperti tahun 2016 yaitu sebesar 3,07%. Telah terjadi 

peningkatan panjang trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki namun belum 

signifikan dibandingkan target yang diharapkan. Dalam 5 tahun masa RPJM 

2014-2018 titik berat pembangunan infrastruktur diutamakan pada 
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pembangunan dan rehabilitasi jalan. Terbatasnya APBD dan adanya 

kebijakan pengurangan dana perimbangan membuat berbagai skala prioritas 

menjadi strategi utama kebijakan daerah dalam pembangunan.  Sehingga 

pembangunan trotoar  jalan di perkotaan belum dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

Tabel 2.34 
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran 

Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kabupaten Bangka 
Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang jalan yang 
memiliki trotoar dan 
drainase ( Km)  

6,134 6,134 6,134 6,177 6,177 

Panjang seluruh Jalan 
Kabupaten (Km) 

201,338 201,338 201,338 201,338 201,338 

Ratio (%) 3,05 3,05 3,05 3,07 3,07 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

 

11) Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah 
Liar 

Realisasi sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan 

rumah liar diperoleh dari panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang 

kaki lima atau bangunan rumah liar dibagi panjang seluruh sempadan jalan 

kabupaten di daerah tersebut. Penggunaan sempadan oleh pedagang kaki 

lima atau bangunan liar terjadi hanya dikota-kota atau wilayah Kabupaten 

Bangka yang menunjukkan perkembangan sebagai perkotaan. Berdasarkan 

RTRW Kabupaten Bangka  daerah  di Kabupaten  Bangka yang ditetapkan 

sebagai wilayah perkotaan adalah Kecamatan ungailiat dan Belinyu. 

Sehingga sempadan jalan yang diperhitungkan adalah sempadan jalan di dua 

kecamatan tersebut dengan jumlah 326,805 Km, seperti disajikan pada Tabel 

2.35. Tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 15,40% 

dibanding tahun 2016 sebesar 16,11%. Penurunan ini dilaksanakan melalui 

program penataan kota Sungailiat dan Belinyu dalam upaya membangunan 

kawasan kuliner berbasis UMKM  dalam mendukung pariwisata Kabupaten 

Bangka. Penertiban ini dilakukan melalui mekanisme Forum Badan 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 58 

 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam proses pemanfaatan 

ruang bagi kepentingan usaha di Kabupaten Bangka. 

Tabel 2.35 
Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan  

Rumah Liar Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Sempadan jalan yang dipakai 
pedagang kaki lima atau 
bangunan rumah liar  (Km)  

65,77 64,37 55,71 52,64 50,34 

Panjang seluruh Sempadan 
Jalan Kabupaten (Km) 

326,805 326,805 326,805 326,805 326,805 

Ratio (%) 20,12 19,70 17,05 16,11 15,40 

  Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

12) Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar 

Realisasi indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar diperoleh 

dari panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi panjang 

seluruh sempadan sungai di Kabupaten Bangka dalam kuru waktu 2013-

2017, seperti disajikan pada Tabel 2.36.  

Tabel 2.36 
Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar 

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang Sempadan sungai 
yang dipakai bangunan liar 
( Km) 

12.498 12.498 12.355 12.258 12.012 

Panjang seluruh sempadan 
sungai  Kabupaten (Km) 

349.450 349.450 349.450 349.450 349.450 

Ratio (%) 3,58 3,58 3,54 3,51 3,37 

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Bangka, 2017 

Tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 3,37% dibanding 

tahun 2016 sebesar 3,51%. Penurunan ini dilakukan melalui mekanisme 

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam proses 

pemanfaatan ruang bagi kepentingan penataan kota dalam mengurangi 

kumuh perkotaan di Kabupaten Bangka. 
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13) Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat  

Kurun waktu tahun 2013-2017, rasio drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Bangka 

menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebesar 52,31 

meningkat menjadi 72,25 pada tahun 2017, seperti tersaji pada Tabel 2.37.  

Tabel 2.37 
Rasio Drainase dalam Kondisi Baik/ 

Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat 
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang Drainase 
dalam Kondisi Baik/ 
Pembuangan Aliran Air 
tidak Tersumbat ( Km) 

28.585,32 29.410,48 31.722,00 32.087,10 39.481,335 

Panjang Seluruh 
Drainase (Km) 

54.646 54.646 54.646 54.646 54.646 

Ratio (%) 52,31 53,82 58,05 58,72 72,25 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

14) Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka menunjukan 

peningkatan dalam kurun waktu tahun 2013-2017, dimana pada tahun 2013 

sebesar 1.129 ha meningkat secara berturut-turut menjadi sebesar 1.174 ha di 

tahun 2014; 1.206 ha di tahun 2015;  2.210 ha di tahun 2016; dan 2.220 ha pada 

tahun 2017, seperti tersaji pada Tabel 2.38.   

Tabel 2.38 
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas irigasi Kabupaten 
dalam kondisi baik (ha) 

1.129 1.174 1.206 2.210 2.220 

  Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

Peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik disebabkan adanya dukungan Dana 

Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan khususnya pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur irigasi. 
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4. Perumahan 

Pada urusan wajib perumahan ini yang menjadi indikator untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pembangunannya adalah sebagai berikut: 

1) Rumah Layak Huni 

Pada pada tahun 2017, persentase rumah layak huni kurang lebih sebesar 

95%. Kabupaten Bangka mendapatkan bantuan rumah layak huni dari 

alokasi anggaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui 

program Satu Milyar Satu Kecamatan (SATAM EMAS) dimana setiap 

kecamatan mendapatkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 24 unit.  

Tabel 2.39 
Persentase Rumah Layak Huni  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Rumah Layak 
Huni 

60.102 61.057 61.638 61.712 65.901 

Jumlah Seluruh Rumah 60.909 62.592 62.990 63.080 69.388 

Persentase 0,99 0,98 0,98 0,98 0,95 

  Sumber : LPPD Kab. Bangka,  2017 

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka mendapatkan 192 Unit Rumah layak 

huni yang dberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 

setiap Kecamatan. Selain itu peningkatan jumlah rumah layak huni 

Kabupaten Bangka didukung oleh APBD Kabupaten Bangka sebanyak 102 

Unit, dukungan dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Rumah 

Swadaya (BSPS) sebanyak  576 unit, APBN Kementerian Sosial tahun 2017 

sebanyak 80 Unit. Seluruhnya merupakan upaya pencapaian target RPJMD 

terhadap kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Bangka.  

2) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, 

tersaji pada Tabel 2.40. Realisasi jumlah rumah tangga pengguna air bersih 

pada tahun 2017 meningkat menjadi 81.160 atau sebesar 98,01% dibanding 

tahun 2016 sebesar 78.775. Dukungan pencapaian target ini dilakukan 
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melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan 

Pengolahan Air Baku, Program Pengembangan, Pengelolaandan Konservasi 

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya serta Program Pengembangan 

Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan dari APBN melalui 

program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) I dan II.     

Tabel 2.40 
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah RT yang dapat 
mengakses air bersih  

62.686 65.435 66.910 78.775 81.960 

Jumlah RT 74.503 76.121 77.771 81.180 90.998 

Ratio (%) 84,14 85,96 86,03 97,04 98,01 

Sumber : LPPD Kab. Bangka,  2017 

3) Rumah Tangga Pengguna Listrik 

Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan listrik di Kabupaten Bangka 

pada tahun 2017 meningkat menjadi 60.211 rumah tangga atau sebesar 

86,77% dibanding tahun 2016 sebanyak 51.026 rumah tangga, seperti tersaji 

pada Tabel 2.41. Pada prinsipnya seluruh desa di Kabupaten Bangka sudah 

dialiri listrik walaupun belum semua masyarakat memiliki sambungan 

rumah terhadap listrik yang sudah tersedia. 

Tabel 2.41 
Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah RT yang memiliki 
sambungan listrik (Unit)  

38.530 44.280 47.653 51.026 60.211 

Jumlah RT (Unit) 60,909 62,592 62,909 63,080 69,388 

Ratio (%) 63.26 70.74 75.75 80.89 86.77 

  Sumber : BPS Kab Bangka dan DinDukcapil Kab, Bangka, 2017 

4) Rumah Tangga Bersanitasi 

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Bangka tahun 2017 meningkat 

menjadi 89.190 rumah tangga atau sebesar adalah 98,01% dibanding tahun 

2016 sebanyak 70.472 rumah tangga, seperti tersaji pada table 2.42. 

Kenaikan ini merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan (Pokja-AMPL) yang telah mengupayakan 
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tercapainya target melalui berbagai program mulai dari pembangunan 

jamban yang didanai dari APBD Kabupaten (Pemicuan), peran serta 

masyarakat  (arisan jamban), peran serta swasta (Corporate Social 

Responsibility/CSR) serta program Sanitasi berbasis masyarakat (STBM) 

lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidup melalui penyehatan lingkungan. Pencapaian target ini juga didukung 

oleh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Bangka melalui program 

lingkungan sehat perumahan dan program pengembangan lingkungan sehat 

maupun APBN melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). 

Tahun 2012 Kabupaten bangka juga mendapatkan penghargaan dari MDG’s 

atas keberhasilannya dalam program pembangunan sektor air minum dan 

penyehatan lingkungan, Tahun 2015 Kabupaten Bangka kembali 

mendapatkan penghargaan atas inisiatif kemitraan pembangunan sanitasi 

dan tahun 2016 Kabupaten Bangka mendapatkan penghargaan SINOVIK dari 

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk 2 Inovasi yang terkait 

Sanitasi yaitu SIM Data AMPL Bangka dan Arisan Jamban. 

Tabel 2.42 
Persentase Rumah Tinggal  Bersanitasi 
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Rumah Tinggal 
Bersanitasi 

60.723 65.261 66.868 70.472 89.190 

Jumlah Rumah Tangga 
74.503 76.121 77.771 81.180 90.998 

(%) 
81,50 85,73 85,98 86,81 98,01 

Sumber : LPPD Kab. Bangka,  2017 

5) Rasio Pemukiman Layak Huni  

Rasio permukiman layak huni Kabupaten Bangka  pada tahun 2017, secara 

luas wilayah mengalami penurunan menjadi 302.797,84 ha  dibanding tahun 

tahun 2016 yaitu sebesar 302.800,95 ha. Luas wilayah permukiman 

diperoleh dari jumlah luas wilayah permukiman berdasarkan RTRW 

Kabupaten Bangka 2010-2030 sedangkan angka luas permukiman layak huni 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 63 

 

diperoleh dari luas wilayah permukiman dikurangi dengan luas wilayah 

kumuh Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 

nomor: 188.45/325.5/PU/2014, seperti disajikan pada Tabel.2.44. 

Tabel 2.43 
Rasio Permukiman Layak Huni  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas Permukiman 
Layak Huni (Ha) 

292.512,90 301.990,84 302.800,95 302.800,95 302.797,84 

Luas Wilayah 
(Ha) 

295.068,00 302.069,36 302.879,47 302.879,47 302.879,47 

Ratio 0,991 0,997 0,997 0,997 0,997 

 Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

Rasio permukiman layak huni dari tahun 2013-2017 cenderung stabil, yaitu 

kurang lebih sebesar 0,997.  Namun dilihat dari program pengentasan 

permukiman kumuh perkotaan baik melalui program pembangunan rumah 

layak huni maupun program penyehatan lingkungan belum memberikan 

dampak yang signifikan dalam mendukung tercapainya target indikator ini.  

6) Lingkungan Permukiman Kumuh 

Luas lingkungan permukiman kumuh  di Kabupaten Bangka. berdasarkan 

Surat keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 

Maret 2014 Penetapan Lokasi Lingkungan perumahan dan permukiman 

Kumuh di Kabupaten Bangka adalah Lingkungan Nelayan I 26,32 ha, 

Lingkungan Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat 

3,572 ha serta Kelurahan Kuto Panji 2,44 ha dan Air Jukung 27,98 ha 

Kecamatan Belinyu dengan total luas 105,42 Ha.  Namun setelah dilakukan 

verifikasi data melalui program kota tanpa kumuh diperoleh data kawasan 

kumuh perkotaan Kabupaten Bangka seluas 81,63 ha. 

Luas lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Bangka tahun 2017 kurang 

lebih 72,25 ha atau sebesar 0,02% dari total luas wilayah, seperti tersaji pada 

Tabel 2.44. Kondisi ini menurun dibanding luas tahun 2016 yang kurang 

lebih sebesar 78,52 ha atau sebesar 0,025% dari total luas wilayah. Kondisi 

ini disebabkan keberhasilan dari program pengentasan kumuh kota 
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terhadap lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan dan perbaikan 

drainase, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana persampahan, 

dan air limbah. 

Tabel 2.44 
Lingkungan Permukiman Kumuh  

di Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 
 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas Lingkungan 
Permukiman 
Kumuh 

2.555,10 78,52 78,52 78,52 72,25 

Luas Wilayah 295.068,00 302.069,36 302.879,47 302.879,47 302.879,47 

Ratio (%) 8,659 0,025 0,025 0,025 0,020 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

 

5. Penataan Ruang 

Pada urusan wajib penataan ruang indikator tingkat keberhasilan terbagi dalam 

3 jenis yang berupa Indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah, 

indikator rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang 

publik yang berubah peruntukannya. 

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah 

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)  di Kabupaten Bangka pada tahun 2015 

luas RTH  adalah 98.703,00 Ha dan pada tahun 2017 tetap pada luas 

98.703,00 Ha dengan luas wilayah Kabupaten Bangka 302.879,00 ha, seperti 

tersaji pada Tabeel 2.45. Luas RTH sebesar 32,38% dari luas wilayah 

Kabupaten  di th 2015 dan tahun 2016 sudah melebihi ketentuan yang 

ditetapkan pada RTRW Kabupaten Bangka yang mensyaratkan penetapan 

RTH 20% dari luas wilayah.  

Tabel 2.45 
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah  

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Luas RTH 81.816,52 81.816,52 98.073,00 98.073,00 98.073 

Luas Wilayah 
Kabupaten  

302.879,00 302.879,00 302.879,00 302.879,00 302.879,00 

Ratio 27,01 27,01 32,38 32,38 32,38 

    Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 
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2) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 

Jumlah rumah bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2017 

sebanyak 3.468 unit mengalami kenaikan sebanyak 671 unit atau naik 

sebesar 23,99% dibanding tahun 2016 yaitu sebanyak 2.797, seperti 

disajikan pada Tabel 2.46.  Rasio rumah ber IMB pada tahun 2017 sebesar 

4,27 meningkat dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 3,52.   

Tabel 2.46 
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Rumah Ber IMB 969 1.228 1.803 2.797 3.468 

Jumlah Rumah 74.503 76.121 77.771 79.561 81.180   

Ratio 1,30 1,61 2,32 3,52 4,27 

  Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

6. Lingkungan Hidup 

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan 

refungsionalisasi local wisdom dan local knowledge dalam pengelolaan SDA dan 

lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan 

berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat yang 

terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

terhadap program pengelolaan SDA dan lingkungan. Selengkapnya 

perkembangan kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Bangka tahun 2013-

2017 tersaji pada tabel Tabel 2.47. 

Tabel 2.47 
Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase Penanganan Sampah 90,90 90,82 91,24 91,30 91,70 

TPS per Satuan Penduduk 0,10 0,29 0,14 0,19 0,23 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

7. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Capaian kinerja pelayanan admisnistrasi kependudukan, khususnya untuk 

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini terlihat dari rasio kepemilikan 
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KTP pada tahun 2017 mencapai 92,75 persen, meningkat dibandingkan dengan 

rasio kepemilikan KTP tahun 2016 sebesar 92,50 persen, seperti tersaji pada 

tabel 2.48. 

Tabel 2.48 
Perkembangan Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Rasio penduduk ber KTP per 
satuan penduduk 

0,74 0,79 0,84 0,93 0.95 

2 Rasio bayi berakte kelahiran 0,72 0,72 0,73 0,84 0,86 

3 Rasio pasangan berakte nikah 0,73 0,73 0,73 0,73 0.75 

4 Kepemilikan KTP (%) 69,23 81,45 85,80 92,50 92,75 

5 
Kepemilikan akta kelahiran per 
1000 penduduk (%) 

74,31 78,91 80,42 84,67 88,18 

6 
Ketersediaan database 
kependudukan skala provinsi 

Ada Ada Ada Ada Ada 

7 
Penerapan KTP Nasional 
berbasis NIK 

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 

Sumber : Dindukcapil Kab. Bangka, 2017 
 

Berdasarkan tabel 2.48, untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 

mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga tahun 2017 telah mencapai nilai 

sebesar 88,18%. Hal ini di sebabkan karena adanya inovasi “Bang Muda” atau 

Bangka Mudah Dapat Akta. Program ini merupakan inovasi dimana begitu bayi 

lahir langsung mendapatkan akta gratis. Sedangkan untuk ketersediaan database 

kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah 

dilaksanakan sejak tahun 2011, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam 

Negeri RI Nomor 25 Tahun 2011. 

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai 

kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya 

pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun 

telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan 
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menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) masih terjadi di sebagian 

besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan 

dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki. 

Tabel 2.49 
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 

Rasio perempuan terhadap laki-laki di 
tingkat pendidikan dasar, menengah 
dan tinggi 

   
 

 

� Rasio APM perempuan/laki-laki di 
SD 

0,97 1,07 1,02 0,96 0,99 

� Rasio APM perempuan/laki-laki di 
SMP 

0,96 1,02 1,96 1,01 1,51 

� Rasio APM perempuan/laki-laki di 
SMA 

0,60 1,08 0,58 1,04 1,06 

Rasio melek huruf perempuan terhadap 
laki-laki  

0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan 
upahan di sektor non formal 

30,53 31,11 34,63 34,85 34,93 

Proporsi kursi yang diduduki 
perempuan di DPRD 

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan 

memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan, maupun laki-

laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indeks 

paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI) angka partisipasi murni (APM), 

atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki. Perkembangan kinerja urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 

2013-2017 tersaji pada Tabel 2.49. 

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah PUS yang ikut dalam program 

keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menekan jumlah angka 

kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. 

Dari table 2.50, diketahui bahwa pada tahun 2017, jumlah pasangan Usia Subur 

(PUS) di Kabupaten Bangka sebanyak 49.980 pasangan. Sementara itu, jumlah 
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peserta aktif sampai dengan tahun 2017 sebanyak 37.041 orang, mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 38.350 peserta KB.   

Tabel 2.50 
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah PUS 54.845 56.196 56.196 47.318 49.980 

2 Jumlah Peserta KB Aktif 42.898 45.799 43.073 38.350 37.041 

Sumber : D2PKBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2017 

 

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2017 terdapat 80.238 kepala keluarga. 

Jumlah ini lebih kecil meningkat dari tahun sebelumnya.  

Tabel 2.51 
Jumlah Pra KS dan KS 1 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017 
 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pra KS 1.697 1.324 2.271 1.936 1.694 

2 KS1 4.181 3.630 11.892 11.680 11.368 

3 Jlh. Pra KS & KS 1 5.878 4.954 14.163 13.616 13.062 

4 Jumlah KK 78.852 80.549 81.180 78.321 80.238 

5 % KK Miskin 7,45 6,15 17,45 17,38 16,28 
Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2017 

Tabel 2.51 menunjukan bahwa dari jumlah keluarga sampai dengan tahun 2017 

terdiri dari Pra Keluarga Sejahtera sebanyak 1.694 kepala keluarga, KS 1 

sebanyak 11.368 kepala keluarga dengan persentase kepala keluarga miskin 

sebesar 16,28 persen,  mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 

17,38 persen. 

10. Ketenagakerjaan 

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 

meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 dimana pada tahun 2016 sebanyak 

144.755 orang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 149.103 orang seperti 

disajikan Tabel 2.5.2. Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun, dimana pada tahun 

2016 sebanyak 215.370 orang naik menjadi 218.530 orang pada tahun 2017. 
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Data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka 

menunjukkan bahwa dari 977 orang jumlah pekerja yang mendaftar pada tahun 

2017, dan sebanyak 862 orang pekerja diantaranya telah ditempatkan. Jumlah ini 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 dimana pekerja yang 

mendaftar sebanyak 824 orang dan yang ditempatkan sebanayak 763. 

Tabel 2.52 
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 - 2017 
 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Penduduk angkatan Kerja 220.243 144.181 144.364 146.755 149.103 

2 Jumlah Penduduk  usia 15 – 64 215.873 192.813 211.247 215.370 218.530 

3. Jumlah Pekerja yang ditempatkan 1.750 1.001 512 763 862 

4. Jumlah Pekerja yang mendaftar 1.977 1.125 617 824 977 

Sumber : LPPD Kabupaten Bangka, 2017 

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka menunjukkan 

tren yang meningkat. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 187 unit 

dan tetap stabil di tahun 2017 sebanyak 187 unit.  Sedangkan jumlah UKM yang 

ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 sebanyak 52.064 unit, seperti tersaji 

pada Tabel 2.53. 

Tabel 2.53 
Jenis dan Jumlah Koperasi  

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

NO. JENIS KOPERASI 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Koperasi Aktif (unit) 161 169 178 187 187 

2 Koperasi Tidak Aktif (unit) 38 38 38 37 45 

3 Jumlah Induk Koperasi (unit) 199 207 216 224 224 

4 Jumlah Koperasi Primer (unit) 195 206 215 215 215 

5 Jumlah KUD (unit) 9 9 9 9 9 

6 Jumlah Non KUD (unit) 186 198 207 204 204 

7 Usaha Mikro dan Kecil (unit) 51.213 53.163 51.991 51.991 52.091 

8 Jumlah UKM (unit) 51.468 53.447 52.055 52.055 52.064 

Sumber : BPS Kab Bangka, 2017 
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12. Penanaman Modal 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun 

terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi 

biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain

lain. Komoditi inilah ya

modal di Kabupaten Bangka

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang 

mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang 

berupa barang dan jasa. Se

subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan subsektor 

restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu se

yang mengalami pe

(tahun) terakhir. 

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2013

dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada Grafik 2.15.

Total nilai investasi pada tahun 2013, dimana 

571.416.427.836,- 

investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 201

dan PMA sebanyak U$

 

 

 
 
 

Sumber : DINPMP2KUKM
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2013 2014 2015 2016

PMA (Ribu $) 269,471 20,009. 26,241. 32,564.

PMDN (Juta Rp) 571,416 183,868 242,442 258,942

-
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Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun 

terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi 

biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain

Komoditi inilah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan 

modal di Kabupaten Bangka, baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. 

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang 

mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang 

berupa barang dan jasa. Sektor ini dibentuk oleh 3 (tiga) 

subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan subsektor 

restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu se

yang mengalami peningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 

Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2013

dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada Grafik 2.15.

Total nilai investasi pada tahun 2013, dimana total PMDN sebesar 

dan PMA sebesar U$269.471.724,- Total nilai tertinggi 

investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 sebanyak 1.175

dan PMA sebanyak U$1.175,79.  

Grafik 2.15 
Nilai Investasi PMDN/PMA 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 
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2017

1,175.7

1,175,7

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu empat tahun 

terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang berasal dari komoditi 

biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari kaolin, pasir kwarsa dan lain-

untuk menanamkan 

baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. 

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor penunjang yang 

mempunyai peran cukup penting dikarenakan produk yang dihasilkan adalah 

uk oleh 3 (tiga) subsektor yaitu: 

subsektor perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel dan subsektor 

restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sektor 

ningkatan nilai tambah yang cukup signifikan selama 3 

-2017 berfluktuasi 

dengan kecenderungan meningkat, seperti tersaji pada Grafik 2.15. 

total PMDN sebesar Rp. 

Total nilai tertinggi 

175,78 milyar rupiah 
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Terjadi pergeseran sektor investasi selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-

2014, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan 

energi serta bidang perdagangan sebagai sektor penunjang. Namun, selama tahun 

2015-2016, bidang pertambangan dan energimulai ditinggalkan dan investor 

beralih ke bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta 

perdagangan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten 

Bangka dapat terus berjalan meskipun tidak lagi ditopang oleh sektor 

pertambangan sebagai sektor penggerak utama perekonomian. Dengan demikian, 

Kabupaten Bangka dapat dikatakan telah berhasil menghadapi era 

pascapertambangan timah dengan mencari sektor alternatif penggerak 

perekonomiannya. 

13. Kerasipan dan Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan peranan strategis untuk turut mendukung kecerdasan 

bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti saat ini, 

keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam pengusaan 

informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan daerah 

Kabupaten Bangka hingga tahun 2017 menunjukkan trend yang meningkat.  

 

Tabel 2.54 
Jumlah Kearsipan, Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Jumlah OPD yang 
menerapkan Manajemen 
Kearsipan secara baku 

13 48 48 53 53 

2. 
Jumlah koleksi judul buku di 
Perpustakaan daerah 

8.044 8.644 6.976 7.761 7.913 

3. 
Jumlah koleksi buku di 
Perpustakaan daerah 

15.865 15.236 13.646 15.216 15.959 

4. 
Jumlah Pengunjung 
Perpustakaan selama 1 
tahun 

2.574 5.468 4.230 4.720 78.282 

Sumber : Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2017 

Pada tahun 2017, jumlah koleksi judul buku sebanyak 7.913 judul buku, naik 

sebanyak 152 judul dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tersaji pada Tabel 

2.54. Sementara itu, jumlah koleksi buku pada tahun 2017 sebanyak 15.959 buku 
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atau naik sebanyak 

dengan jumlah pengunjung p

berjumlah 4.720 orang dan naik secara signifikan di tahun 2017 menjadi 78.282 

orang. 

14. Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan adalah kondisi terp

tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, merata, dan terjangkau. Te

kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri 

merupakan hal yang amat penting

sendiri. Dengan te

terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, 

Grafik 2.16 menunjukkan rata

Bangka selama tahun 201

di Bulog ditambah jumlah 

Berdasarkan Grafik 2.

(beras) selama kurun waktu 201

beras pada tahun 201

di tahun tahun berikutnya.

meningkat dan stok Bulog yang juga mengalami peningkatan. Selain itu, stok 
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atau naik sebanyak 743 buku dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula 

jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 201

orang dan naik secara signifikan di tahun 2017 menjadi 78.282 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki 

kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri 

kan hal yang amat penting, disamping ketersediaan pangan nasional itu 

sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka 

enuhinya gizi masyarakat akan cenderung lebih tinggi. 

Grafik 2.16 
Rata-Rata Jumlah Stock Pangan 

Kabupaten BangkaTahun 2013–2017 
 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka, 2017 

menunjukkan rata-rata jumlah stok pangan (beras) di Kabupaten 

Bangka selama tahun 2013-2017. Jumlah stok tersebut merupakan stok yang ada 

di Bulog ditambah jumlah produksi lokal dan stok yang ada di pasar Sungailiat.

Berdasarkan Grafik 2.16 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah stock pangan 

selama kurun waktu 2013-2017 kecenderungan meningkat. Jumlah stok 

beras pada tahun 2013 sebanyak 3.323.740 kg, dan terus mengalami peningkatan 

di tahun tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh produksi lokal yang 

meningkat dan stok Bulog yang juga mengalami peningkatan. Selain itu, stok 

3,323,740.00 

4,385,251.00 
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buku dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula 

an selama 1 tahun pada tahun 2016 

orang dan naik secara signifikan di tahun 2017 menjadi 78.282 

enuhinya pangan bagi rumah tangga yang 

tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

enuhinya hak masyarakat untuk memiliki 

kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri 

disamping ketersediaan pangan nasional itu 

enuhinya kebutuhan pangan secara mandiri, maka 
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. Jumlah stok tersebut merupakan stok yang ada 

produksi lokal dan stok yang ada di pasar Sungailiat. 

rata jumlah stock pangan 

kecenderungan meningkat. Jumlah stok 

us mengalami peningkatan 

Hal ini disebabkan oleh produksi lokal yang 

meningkat dan stok Bulog yang juga mengalami peningkatan. Selain itu, stok 
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beras mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan tahun 2017 

Kabupaten Bangka memiliki cadangan pangan daerah sehingga total stock 

pangan di tahun 2017 mencapai 5.738.630 Kg. 

15. Sosial 

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana, 

lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah 

diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan. 

Tabel 2.55 
Jumlah Penduduk Miskin, Penduduk Penyandang Masalah Sosial, Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

Uraian 
Tahun 

Satuan 
2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Jumlah Penduduk 
miskin*) 

16.200 16.009 14.987 16.760 15.014 Orang 

2.  Penduduk Penyandang 
Masalah Sosial     

 
 

a.  Penduduk rawan 
Sosial dan Sarana     

 
 

1).  Lanjut Usia 
Terlantar 

257 258 251 247 35 Orang 

2).  Komunitas Adat 
Terpencil 

50 50 - - 0 Orang 

3).  Penyandang Cacat 1.045 1.009 1073 1.053 930 Orang 

4).  Pengungsi dan 
Korban Bencana 

149 3.099 17  713 343 Orang 

b.  Jumlah Penghuni 
Panti Asuhan 

288 87 107 51 106 Orang 

3.  Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) 

    
 

 

a.  Karang Taruna 41 177 76 76 76 Orang 

b.  Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat (TKSM) 

8 8 8 8 8 Orang 

Sumber  :   DinSosPemdes Kab. Bangka dan BPS Kab. Bangka, 2017 

Berdasarkan tabel 2.55, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka dalam 

kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Bangka sebanyak 16.200 orang, turun di tahun 

2015 menjadi 14.987 dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 15.014. 
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Tabel 2.55 juga menunjukkan penduduk penyandang masalah sosial yang terdiri 

dari:penduduk lanjut usia terlantar pada tahun 2016 sebanyak 247 orang, turun 

di tahun 2017 menjadi 35 orang; penyandang cacat pada tahun 2017 sebanyak 

930 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 

1.053 orang; pengungsi dan korban bencana sebanyak 343 orang pada tahun 

2017 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 713 orang saja. 

Adapun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu 

membantu mengatasi masalah sosial tersebut diantaranya jumlah pemuda yang 

tergabung dalam karang taruna sebanyak 76 orang. Disamping itu tersedia juga 

tenaga kesejahteraan masyarakat sosial untuk melakukan pendampingan 

sebanyak 8 orang.  

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang 

urusan pertanian, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Berikut ini disajikan hasil 

analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut: 

1. Pertanian 

Pembangunan sektor pertanian merupakan program prioritas sebagai 

perwujudan misi pertama dalam agenda pembangunan Kabupaten Bangka tahun 

2014-2018. Target yang ingin dicapai hingga tahun 2016 adalah kontribusi 

sektor pertanian pada tahun 2017 sebesar 23,12 persen. Untuk mencapai target 

tersebut, salah satunya harus didukung oleh peningkatan produksi dari sektor 

pertanian, yang terdiri dari subsektor pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Berdasarkan tabel 2.56, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 luas panen padi 

seluas 5.078 hektar dengan jumlah produksi gabah sebesar 16.54 ton. Produksi 

beras sampai dengan tahun 2017 sebesar 9.569,4 ton dengan jumlah konsumsi 

beras pertahun sebesar 35.088 ton/tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap beras dari luar daerah 

masih tinggi, yaitu sekitar 25.523,6 ton. 
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Tabel 2.56 
Luas Produksi Padi, Jagung dan Singkong 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

Uraian 
Capaian 

Satuan 
2013 2014 2015 2016 2017 

� Padi    
  

 

1).  Luas Areal Produksi (Panen) 1.806 2.362 3.118 3.585,5 5.078 Ha 

2).  Jumlah Produksi Gabah 3.700 4.866 6.011,2 7.792,2 16.514 Ton 

3).  Produksi Beras 2.220 3.163 3.799 4.320 9.569,4 Ton 

4).  Jumlah Konsumsi Beras 26.567 24.108 29.437 31.899 35.088 Ton/Tahun 

� Jagung       

1).  Jumlah Areal Produksi 
(Panen) 

50 221 26 325,4 407 Ha 

2).  Jumlah Produksi 150 1.668 78 976 1.223,1 Ton 

3).  Jumlah Konsumsi 2.102 579,80 370 483 661,7 Ton/tahun 

� Singkong dan Hasil Umbi-
Umbian 

      

1).  Luas Areal Produksi (Panen) 510 595 701 1.333 1.148 Ha 

2).  Jumlah Produksi 3700 4.728 5.990 12.107 10.158,5 Ton 

3).  Jumlah Konsumsi 8.511 12.084 7.983 9.118 10.485,7 Ton/tahun 

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bangka, 2017 

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun 2017 seluas 

407 Ha, naik dibandingkan tahun sebelumnya seluas 325,4 Ha. Dengan demikian, 

produksi jagung pada tahun 2017 naik menjadi 1.223,1ton. Konsumsi perkapita 

jagung selama tahun 2017 sebanyak 661,7 ton. Terdapat gap yang cukup lebar 

antara tingkat produksi dan konsumsi jagung. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan data, dimana  data produksi jagung tidak mencakup produksi jagung 

basah, tetapi hanya terbatas pada jagung pipilan. Sedangkan untuk jumlah 

konsumsi perkapita pertahun mencakup seluruh jenis jagung yang dikonsumsi, 

baik pipilan maupun jagung sayuran. 

Tabel 2.57 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong dan 

umbi-umbian pada tahun 2017 seluas 1.148 Ha, menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya seluas 1.333 Ha. Dengan demikian, terjadi penurunan produksi 

menjadi 10.158,5 ton. Produksi tersebut ternyata belum mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsi penduduk dimana pada tahun 2017 mencapai 10.485,7 ton. 
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Masih terjadi kekurangan ketersediaan umbi-umbian sebanyak 327,2 ton pada 

tahun 2017. 

2. Peternakan 

Usaha di subsektor peternakan yang dilakukan masyarakat Di daerah Kabupaten 

Bangka umumnya saat ini hanya merupakan peternakan rakyat yang diusahakan 

secara sambilan. 

Tabel 2.57 
Jumlah Populasi dan Industri Peternakan  

Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

Uraian 
Capaian 

Satuan 
2013 2014 2015 2016 2017 

� Ternak Sapi Potong       

1).  Jumlah Populasi 712 1.041 1.003 1.213 1.207 Ekor 

2).  Jumlah Pemotong-an per 
Tahun 

1.320 2.158 846 1.025 1.362 Ekor 

3).  Rata-Rata Kepemilikan 5 17 - 19 21 Ekor 

� Ternak Kecil       

1).  Jumlah Populasi Kambing 979 211 277 305 339 Ekor 

2).  Jumlah Populasi Domba - - - 30 40 
 

3).  Jumlah Populasi Babi 13.642 21.233 22.509 24.653 21.864 Ekor 

� Unggas       

1).  Jumlah Ayam Buras 94.080 124.888 118.318 121.583 96.473 Ekor 

2).  Ayam Pedaging 
 

    
 

a.  Jumlah Populasi 1.747.128 3.126.180 1.220.241 1.422.070 353.814 Ekor 

b.  Jumlah Peternak 8.736 3.381 1.025 1.300 780 
 

c.  Jumlah Produksi 883.316 1.948.062 - 1.275.036 731.230 Ekor/Tahun 

d.  Rata-Rata 
Kepemilikan per 
Peternak 

200 920 1.200 1.100 400 
Ekor/KK/ 

Tahun 

3).  Itik 
 

    
 

a.  Jumlah Populasi 242.004 34.717 28.091 34.321 26.604 Ekor 

b.  Jumlah Peternak 1.210 1.100 1.050 1.050 1.075 Peternak 

c.  Jumlah Produksi 34.309 20.755 - 27.848 33.702 Ekor/Tahun 

d.  Rata-Rata 
Kepemilikan per 
Peternak 

200 31 26 32 25 
Ekor/ 

Peternak 

� industri Peternakan       

1).  Jumlah Perusahaan 
Pembibitan Ayam 

1 2 2 2 2 Buah 

a.  Jumlah Rumah Potong 
Hewan (RPH) 

3 5 5 5 5 Buah 

Sumber : Dinas Pertanian Bangka Tahun 2017 

Tabel 2.57 menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak sapi potong pada tahun 

2017 sebanyak 1.307 ekor, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

sebanyak 1.213 ekor. Dengan demikian, jumlah pemotongan selama tahun 2017 

juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.362 

ekor. 
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Tabel 2.57 menunjukkan bahwa jumlah populasi ternak sapi potong pada tahun 

2017 sebanyak 1.307 ekor, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

sebanyak 1.213 ekor. Dengan demikian, jumlah pemotongan selama tahun 2017 

juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.362 

ekor. 

Jumlah populasi ternak kambing pada tahun 2017 meningkat dibandingkan 

tahun sebelumnya. Jumlah populasi kambing meningkat menjadi 339 ekor dan 

babi menurun menjadi21.864 ekor pada tahun 2017. Jumlah perusahaan 

pembibitan ayam dan jumlah rumah potong tidak mengalami perubahan 

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masing-masing 2 perusahaan dan 5 RPH. 

3. Kehutanan 

Pembangunan subsektor kehutanan di Kabupaten Bangka lebih diarahkan pada 

program pemanfaatan potensi dan sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan 

lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Sebagai salah 

satu bagian dari sektor pertanian, subsektor ini juga memberikan peranan yang 

relatif besar dalam pembangunan. 

Tabel 2.58 
Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan, Land Use dan  

Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Bangka Tahun 2013-2017 

URAIAN 
TAHUN 

SATUAN 
2013 2014 2015 2016 2017 

a.  Hasil Hutan Non HPH 
      

1)  Kayu Bulat 753,366 1.707,000 99.655,002 99.969.320 - M3 

b.  Luas Lahan Kritis 76.030,62 33.638,59 33.638,59 33.638,59 - Ha 

c.  Luas Lahan Reboisasi  125 172 17 17 - Ha 

d.  Luas Lahan Penghijauan 798 175 237,5 505,60 - Ha 

e.  Luas Land Use 
(Penggunaan Lahan) 
Lainnya Di Luar Hutan 

194.553,40 - 204.910,35 204.910,35 - Ha 

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bangka, 2017 

Tabel 2.58 menunjukkan bahwa luas lahan kritis sampai dengan tahun 2016 

seluas 33.638,59 ha, sama dengan luasan pada tahun 2015. Dari luasan lahan 

kritis tersebut, seluas 17 hektar di lakukan reboisasi melalui penanaman rehab 

DAS, dan seluas 505,60 hektar dilakukan penghijauan melalui penanaman hutan 

rakyat serta KBR. Selain itu juga dilakaukan penanamn turus jalan sebanyak 
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27.500 batang pohon. Di samping itu, potensi hutan yang dimanfaatkan berupa 

kayu bulat yang diproduksi pada tahun 2016 sebanyak 99.969,32 M3. Hasil 

produksi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 

99.665,00 M3. 

4. Kelautan dan Perikanan 

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten 

Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan 

Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang relatif besar untuk 

dikembangkan. 

Tabel 2.59 
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 – 2017 

URAIAN 
TAHUN 

SATUAN 
2013 2014 2015 2016 2017 

� Perikanan Laut       

1).  Jumlah Tangkapan 25.023 26.115 26.005 27.216 27.761 Ton 

2).  Jumlah Kapal Penangkap Ikan 2.334 2.470 2.556 2.577 2.982 Unit 

3).  Jumlah Rumah Tangga Perikanan 3.321 4.579 5.176 10.082 8.949 KK 

4).  Jumlah Tempat Pelelangan Ikan 1 1 1 1 1 Unit 

� Perikanan Darat       

1). Tambak 
 

    
 

a.  Luas 120 120 16 23,50 66,11 Ha 

b.  Jumlah Produksi Perikanan 
Darat 

81 95 302,5 472,77 596,07 Ton 

2). Kolam 
 

    
 

a.  Luas 15,28 8.994 1.733 9,09 9,63 Ha 

b.  Jumlah Produksi Rumah 
Tangga 

179,87 339,32 162,82 180,20 187,02 Ton 

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, 2017 

Tabel 2.59 menunjukkan bahwa jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan 

tahun 2017 sebanyak 27.761 ton, mengalami kenaikan sebanyak 545 ton 

dibandingkan pada tahun 2016. Sementara itu,ketersediaan sarana kapal 

penangkap ikan di laut pada tahun 2017 sebanyak 2.982 unit, naik dibandingkan 

dengan tahun 2016 sebanyak 2.577 unit.  

Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga perikanan mengalami penurunan 

menjadi 8.949 KK dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 10.082 KK. 

Sementara itu, jumlah tempat pelelangan ikan tidak mengalami perubahan, yaitu 

sebanyak 1 unit. 
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Selain perikanan laut, di Kabupaten Bangka juga terdapat perikanan darat 

yang diusahakan oleh masyarakat berupa tambak dan kolam. Luasan tambak 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan, dari 16,00 Ha pada 

tahun 2015 menjadi 23,50 Ha pada tahun 2016dan meningkat lagi menjadi 66,11 

Ha di tahun 2017. Berbanding lurus dengan peningkatan luas produksi perikanan 

budidaya, jumlah produksinya juga meningkat sebanyak 596,07 ton. Hal yang 

sama juga terjadi pada luasan kolam, di mana pada tahun 2015 seluas 1,73 Ha, 

naik menjadi 9.63 Ha pada tahun 2017. Peningkatan luasan tersebut diikuti oleh 

peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 187,20 ton pada tahun 

2017. 

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai 

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap 

terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, domestik atau 

internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, 

fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi.  

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita  

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah 

pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran 

konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Kabupaten Bangka disajikan 

pada Tabel 2.60. 

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka selama tahun 2012-2016 

menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015, yaitu 

dari 10,90 juta rupiah/orang/tahun menjadi 11,28 juta rupiah/orang/tahun. 

Peningkatan per kapita tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor antara lain 

bertambahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 

(meningkatnya konsumsi barang dan jasa) atau juga bisa disebabkan oleh 
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kenaikan harga. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta 

perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku 

konsumsi masyarakat. 

Tabel 2.60 
Pengeluaran Per Kapita, Non Makanan per Kapita  

dan Makanan Per Kapita  
Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pengeluaran Konsumsi per Kapita (Ribu 
Rupiah/Orang/Tahun) 

10.647 10.679 10.904 11.279 11.523 

Pengeluaran konsumsi non makanan per 
kapita (%) 

54,72 45,41 44,33 46,82 47,83 

Pengeluaran konsumsi makanan per 
kapita (%) 

45,28 54,59 55,67 53,18 52,17 

 Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2017 

Meningkatnya pengeluaran per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran 

konsumsi non makanan per kapita dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi 

makanan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi non makanan 

per kapita terhadap pengeluaran konsumsi per kapita selama tahun 2013-2017 

rata-rata sebesar 47,22 persen sedangkan pengeluaran konsumsi makanan per 

kapita rata-rata sebesar 52,78 persen. 

5. Nilai Tukar Petani 

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam 

mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga 

dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat 

diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Kabupaten Bangka 

peningkatan dengan rasionalisasi tukar petani ditampilkan pada Tabel 2.61. 

Tabel 2.61 
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka 

Tahun 2015 - 2017 
 

Indikator 
Tahun 

2015 2016 2017 

Nilai Tukar Petani 89,80 89,96 89,98 

Sumber: LkjPD Pemerintah Kabupaten Bangka, 2017 
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Berdasarkan Tabel 2.62 diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2017 

menunjukkan trend yang terus meningkat di mana pada tahun 2017 sebesar 

89,98, meningkat dari sebelumnya sebesar 89,80 pada tahun 2015. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan 

Nilai Tukar Petani sudah cukup sejahtera. 

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur  

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam 

rangka mendukung pembangunan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 

dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja atas 

fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: ketaatan 

terhadap RTRW, luas wilayah produktif, dan luas wilayah industri. 

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus 

fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut : 

1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan 

program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun 

panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  

Bangka lebih lanjut perlu dilakukan ketaatan terhadap rencana tata ruang 

wilayah.  

Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem 

prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan 

sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan 

yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara 

bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya 

berbagai kendala dan tingkat kepentingan/urgensi dari program/sub program 

maupun sektor/ subsektor yang harus diprioritaskan. 

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan 

pembangunan program pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan 
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kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan 

pembangunan program pengembangan struktur tata ruang (pengembangan 

sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah). Secara 

detail  hasil pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka tahun 2013-2017 pada Tabel 

2.62. 

Tabel 2.62 
Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Realisasi Ketaatan RTRW 100 96 128 94 102 

2. Rencana Peruntukan RTRW 95 109 135 98 102 

3. Persentase 105,26 88 95 95,92 100 

4. Rasio (1/2) 1,05 0,88 0,95 0,96 1,00 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2017 

Pada tahun 2013 realisasi RTRW sebanyak 100 ketaatan dengan target rencana 

peruntukan RTRW 95 ketaatan dan rasio sebesar 0,88 persen, untuk tahun 2014 

realisasi RTRW sebanyak 96 ketaatan dengan target rencana peruntukan RTRW 

109 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 0,95 persen.  Pada tahun 2015, 

rencana peruntukan RTRW ditargetkan sebesar 128 persen, dan terealisasi 

mencapai 135 atau sebesar 94,81 persen dengan rasio ketaatan mencapai 0,95. 

Pada tahun 2016, rasio ketaatan meningkat menjadi 0,96 dengan rencana 

peruntukkan RTRW sebesar 94 dan terealisasi sebesar 98. Pada tahun 2017, 

rasio ketaatan meningkat menjadi 1,00 dengan rencana peruntukkan RTRW 

sebesar 102 dan terealisasi sebesar 102. 

2. Luas Wilayah Produktif 

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2017 memiliki luas sebesar 

216,554.17 ha dari luas seluruh wilayah/kawasan budidaya sebesar 261.823,44 

ha , secara rinci disajikan pada Tabel 2.63. 

Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah 

barat-timur. mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan 

tergolong sangat tinggi dan tinggi. 
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Tabel 2.63 
Luas Wilayah Produktif 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Luas Wilayah Produktif 
115,987.78 201,970.60 213,045.73 215,009.41 216,554.17 

2. 
Luas Seluruh Wil. 
Budidaya (ha) 

261.823,44 261.823,44 261.823,44 261.823,44 261.823,44 

3. Rasio (1/2) 
44,3 77,14 81,37 82,12 82,71 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2017 

Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi : 

1. Kawasan peruntukkan hutan produksi; 

2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari : 

3. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah; 

4. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering 

5. Kawasan peruntukkan perkebunan; 

6. Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat; 

7. Kawasan peruntukkan peternakan; 

8. Kawasan peruntukkan perikanan; 

9. Kawasan peruntukkan pertambangan; 

10. Kawasan peruntukkan industri; 

11. Kawasan peruntukkan pariwisata; 

 

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: 

angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan 

retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, desa berstatus 

swasembada terhadap total desa. 

1. Angka kriminalitas 

Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 mengalami penurunan 

menjadi 426 kasus dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 469 kasus. seperti 

disajikan dalam tabel 2.64. 
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Tabel 2.64 
Angka Kriminalitas 

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Jumlah Tindak Kriminal 
Selama 1 Tahun 

594 676 480 469 426 

2. Jumlah Penduduk 304.185 305.158 309.067 311.525 313.689 

3. Angka Kriminalitas (1)/(2) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2018 

 

2. Lama Proses Perijinan 

Proses Penerbitan Perijinan di Kabupaten Bangka antara 1 (satu) sampai dengan 

15 (lima belas) hari. Dimana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang 

selanjutnya disingkat KPT adalah SKPD yang mempunyai wewenang di bidang 

pelayanan perizinan. Adapun pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di 

Kabupaten Bangka meliputi 13 (tiga belas) bidang, yaitu : 

1) Bidang Pendidikan 

2) Bidang Kesehatan 

3) Bidang Pekerjaan Umum 

4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

5) Bidang Perhubungan 

6) Bidang Lingkungan Hidup 

7) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

8) Bidang Kelautan dan Perikanan 

9) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

10) Bidang Pertanahan 

11) Bidang Peternakan 

12) Bidang Kehutanan 

13) Bidang Pendapatan 

Untuk penerbitan izin bidang kesehatan terdiri dari 24 (dua puluh empat) 

perizininan, bidang Pekerjaan Umum terdiri 2 (dua) perizinan, bidang 

Perindustrian dan Perdagangan terdir dari 6 (enam) perizinan, bidang 

Perhubungan 2 (dua) perijinan, bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 5(lima) 
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perijinan, bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas) 

perijinan, bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) perijinan, 

bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang 

Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidag Pertanahan terdiri dari 2 (dua) 

perijinan, bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang Kehutanan 

terdiri dari 1 (satu) perijinan, bidang pendapatan terdiri dari 2 (dua) perijinan 

dan bidang pendidikan terdiri dari 1 (satu) jenis perijinan. 

 Dalam ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam 

Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian 

Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu 

di Daerah, sehingga dengan peraturan Bupati tersebut penerbitan izin sesuai 

dengan pedoman dan petunjuk teknis sehingga pembangunan di bidang investasi 

di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik dan semestinya. 

3. Pajak dan Retribusi Daerah 

Di Kabupaten Bangka salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) ada di 

sektor pajak dan retribusi, dimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, 

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang 

ada di Kabupaten Bangka, sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. 

1) Pajak Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari : 

(1) Pajak Hotel 

(2) Pajak Restoran 

(3) Pajak Walet 

(4) Pajak BPHTB 

(5) Pajak Air Bawah Tanah 

(6) Pajak Minyak, Energi dan Bahan Bakar 

(7) Pajak Reklame 

(8) Pajak Parkir 
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2) Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(2) Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan 

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(5) Retribusi Pelayanan Pasar 

(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

(7) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

(8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

3) Retribusi Jasa Usaha 

(1) Retribusi Pemakaian Jasa Usaha 

(2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 

(3) Retribusi Tempat Pelelangan 

(4) Retribusi Terminal 

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

(6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dan Villa 

4) Retribusi Perizinan Tertentu : 
(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

(3) Retribusi Izin Gangguan 

(4) Retribusi Izin Trayek 

(5) Retribusi Izin Usaha Perikanan 

4. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha 

Penataan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bangka untuk mendukung 

iklim usaha sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009. Dengan 

demikian, masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin menginvestasi di 

Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara efisien sesuai dengan 

ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka. 

Perda yang dalam hal ini sangat efisien dalam hal mendukung iklim usaha di 

Kabupaten Bangka yang terdiri dari: 
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1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 

Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat. 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Daerah. 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Tambang Mineral. 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka. 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang. 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tanda 

Daftar Perusahaan. 

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tanda 

Daftar Industri dan Izin Usaha Industri. 

8) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Surat 

Izin Usaha Perdagangan. 

9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); 

10) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda 

Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha. 

11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda 

Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu. 

12) Peraturan Daerah Nomor 3  Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga 

Kepada Daerah. 

13) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 
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14) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan di Kabupaten Bangka. 

15) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan PKL. 

16) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di 

Kabupaten Bangka. 

17) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

18) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan. 

19) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

di Kabupaten Bangka 

20) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan 

Romodong Indah, Kelurahan Air Asam, Kelurahan Mantung dan Kelurahan 

Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. 

5. Lama Proses Perizinan 

Ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan 

Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian Wewenang 

Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Lama 

proses penyelesaiaan perizinan berdasarkan jenis perizinan yang diterbitkan 

disajikan pada Tabel 2.65.. 

Tabel 2.65 
Lama Proses Penyelesaian Perizinan 

Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2017 

No Jenis Perizinan 
Lama Proses Penyelesaian (Hari) 

2015 2016 2017 

1 SITU 4 3 3 

2 SIUP 4 3 3 

3 TDP 4 3 3 

4 IUI 7 7 7 

5 TDI 6 5 5 

6 IUJK 6 5 5 

7 IMB 6 5 5 

8 HO 5 4 4 

Sumber : Dinpmp2kukm Kab. Bangka, 2017 
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6. Desa Swasembada 

Pada tahun 2017, terdapat 81 Kelurahan/Desa di Kabupaten Bangka. Dari jumlah 

tersebut, 1 desa dalam kategori desa swasembada dan 80 desa dalam kategori 

desa swadaya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

tahun 2014, di mana terdapat 41 desa swadaya, seperti disajikan Tabel 2.66.  

Tabel 2.66 
Klasifikasi Desa/Kelurahan  

Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2017 

Klasifikasi Desa 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Swasembada 0 0 0 0 1 

Swadaya 26 41 77 77 80 

Swakarya 45 30 0 0 0 

Jumlah Desa 71 71 77 77 81 

Sumber  : BPS Kab Bangka, 2018 

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 

1. Angka ketergantungan 

Angka ketergantungan menunjukkan persentase penduduk yang tidak produktif 

dan menjadi tanggungan penduduk produktif. Semakin tinggi angka 

ketergantungan mengakibatkan beban penduduk yang produktif menjadi lebih 

tinggi untuk menanggung biaya hidup penduduk yang terkategori belum 

produktif. Selengkapnya perkembangan angka ketergantungan penduduk di 

Kabupaten Bangka tahun 2012-2016 tersaji pada Grafik 2.17. 

Grafik 2.17 
Perkembangan Angka Ketergantungan 
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber  : BPS Kab Bangka, 2017 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 90 

 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan 

Realisasi  RPJMD 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode 

perbandingan capaian kinerja program. Metode pembandingan capaian kinerja 

program dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja 

(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) 

yang dicapai. 

Pencapaian kinerja program sampai dengan tahun 2018 merupakan gambaran 

kinerja tahun kelima RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018, lebih lanjut 

pencapaian kinerja program menurut urusan pemerintahan tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 

2.2.1.1.   Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diintervensi melalui 6 program dengan 12 

indikator kinerja. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Capaian kinerja program PAUD dengan indikator persentase desa 

memiliki PAUD tahun 2017 sebesar 72,58 yang menunjukkan masih dibawah 

target yang telah ditetapkan sebesar 96,77. Program wajib dasar sembilan tahun 

dengan memiliki 2 indikator program untuk rasio siswa SD Usia 7-12 tahun 

terhadap jumlah penduduk 7-12 tahun progresnya hampir mendekati target yang 

sudah ditetapkan sebesar 96,89 dari target 97,18. Indikator rasio siswa SMP usia 

13-15 tahun terhadap jumlah penduduk 13-15 tahun realisasi capaiannya 

sebesar 86,24 dari target 86,69. Untuk Program Pendidikan Non Formal terdiri 

dari 2 indikator program, antara lain PKBM yang aktif dengan capaian sebanyak 9 

PKB dari target 11 PKBM, sedangkan untuk capaian indikator LKP yang aktif 

sudah tercapai sesuai target sebanyak 6 LKP.  Capaian program peningkatan 

mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan 2 indikator program antara lain 

persentase guru SD sesuai dengan kompetensi dengan capaian sebesar 91,46% 

dari target sebesar 79,96%. Indikator persentase guru SMP sesuai dengan 
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kompetensi sebesar tercapai 87,15% dari target 87,97%. Untuk program 

manajemen pelayanan pendidikan memiliki 3 indikator program yaitu untuk 

indikator Nilai rata-rata ujian siswa SD tercapai melamapaui target yaitu sebesar 

71,82 dari target 70,00. Untuk nilai rata-rata ujian siswa SMP capaiannya sebesar 

49,85 dari target 53,00. Untuk indikator persentase siswa SD yang mendapatkan 

beasiswa sesuai target yaitu sebesar 100%. Program Peningkatan Belajar 

Mengajar dengan 2 indikator program dengan masing-masing capaianya antara 

lain : untuk indikator siswa SD berprestasi akademis dan non akademis capainya 

sebanyak 102 orang dari target 105 orang. Untuk indikator siswa SMP 

berprestasi akademis dan non akademis dengan capaiannya 4 kali lipat yaitu 

sebesar 170 orang dari target 39 orang. Capaian program sampai dengan tahun 

2017, rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut dilakukan 

dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bangka 

melalui peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan, peningkatan 

kualitas/mutu layanan pendidikan dan berdaya saing dan mewujudkan tata 

kelola dan pencitraan public penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien 

dan akuntabel yang diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya rata-rata 

lama sekolah. Hal ini tergambar dengan dengan keberhasilan pencapaian 

realisasi indikator program-program urusan pendidikan yang telah dicapai. 

2. Kesehatan 

Kesehatan sebagai salah satu urusan pemerintah yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sekaligus sebagai “agent of health” mempunyai peranan penting 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, berperan mendorong masyarakat untuk mau dan 

mampu hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai 

perwujudan hak azazi manusia dibidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan 

beberapa program sudah tercapai, akan tetapi masih ada capaian program yang 

perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa program capaian dengan target 

yang realisasinya masih belum tercapai dari target yang sudah ditetapkan. Untuk 

program obat dan perbekalan kesehatan dengan 2 indikator yaitu persentase 

pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dengan capaian sebesar 
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80% dari target 85%. Untuk indikator persentase ketersediaan perbekalan 

kesehatan sesuai dengan standar dengan capaian sebesar 48% dari target 60%. 

Untuk program upaya kesehatan masyarakat dengan 4 indikator yaitu persentase 

pelayanan kesehatan pada usia produktif realisasi capaian sebesar 24,75% dari 

target 50%. Untuk indikator persentase pelayanan kesehatan matra dan haji 

tercapai 100%. Untuk persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar  tercapai 100%. Untuk indikator persentase masyarakat miskin yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tercapai 100%. untuk program ini 

hanya indikator persentase layanan kesehatan pada usia produktif yang perlu 

ditingkatkan. Program pengawasan obat dan makanan dengan indikator 

persentase produk pangan beredar yang memiliki sertifikat PIRT tercapai 100%. 

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan dengan indikator 

persentase rumah tangga ber PHBS capainnya sebesar 70,04% dari target 80%. 

Program perbaikan gizi  masyarakat dengan 2 indikator antara lain, persentase 

balita gizi buruk yang mendapat perawatan tercapai 100%. Untuk persentase 

balita yang berat badannya naik (N/D) capainya sebesar 89% melampaui target 

86%. Program lingkungan sehat dengan indikator persentase desa/lingkungan 

sehat capainnya sebesar 89,33% melampaui target 87,50%. Program pencegahan 

dan penanggulangan penyakit menular memiliki 3 indikator program yang terdiri 

dari persentase penemuan dan penanganan penyakit menular langsung, 

persentase penemuan dan penanganan penyakit endemik/epidemik, serta 

persentase penemuan dan penanganan penyakit menular seksual, semuanya 

sudah mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 100,00. Program 

standarisasi pelayanan kesehatan dengan 3 indikator antara lain persentase 

puskesmas yang menjalankan manajemen puskemas dengan capaian sebesar 

100,00, persentase FKTP yang memiliki SDM sesuai standar capaiannya sebesar 

86,82% melampaui target 60%, dan untuk indikator persentase FKTP yang 

memiliki sarana dan prasarana sesuai standar capaiannya sebesar 87,50% 

melampaui target 80%. Progam pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya dengan indikator persentase 

FKPT yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar capaiannya sebesar 
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87,50% melampaui target 80%. Program pengadaan, peningkatan sarana dan 

prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit 

Mata dengan 6 indikator program antara lain persentase FKPT yang memiliki 

sarana dan prasarana sesuai standar capaianya sebesar 87,5% melampaui target 

80%, persentase gedung Rumah Sakit yang terpenuhi capaiannya sebesar 90,00 

dari target 100%, persentase IPAL Rumah Sakit yang terpenuhi capaiannya 

sesuai target yaitu 50,00, persentase alat kesehatan yang terpenuhi capaiannya 

sebesar 90,00% dari target 100%, persentase perlengkapan rumah sakit yang 

terpenuhi tercapai sesuai target yaitu sebesar 100,00, dan persentase alat 

penunjang medis rumah sakit yang terpenuhi tercapai sesuai target yaitu 100%. 

Program pemeliharaan sarana dana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata dengan 2 indikator antara lain 

persentase gedung Rumah Sakit dalam kondisi baik tercapai sesuai target yaitu 

100%,  dan persentase sarana prasarana Rumah sakit dalam kondisi baik juga 

tercapai sesuai target yaitu 100%. Program peningkatan pelayanan kesehatan 

anak balita dengan 2 indikator antara lain persentase pelayanan kesehatan bayi 

baru lahir capaiannya 91,62% dari target 100%, dan persentase pelayanan 

kesehatan balita capaiannya 97,16% dari target 100%. Program peningkatan 

pelayanan kesehatan lansia dengan indikator pelayanan kesehatan pada usia 

lanjut capaiannya 65,16% melampaui target 60%. Program peningkatan 

keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan 2 indikator antara lain persentase 

ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil capainnya 88,78 dari 

target 100%, dan persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 

capaiannya 92,20 adri target 100%. Program peningkatan kualitas pelayanan 

umum kesehatan dengan 2 indikator program antara lain persentase puskesmas 

yang melaksanakan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar capainnya 

sesuai target yaitu sebesar 100%, dan persentase puskesmas yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan pengembangan wajib sesuai standar capaiannya sesuai 

target yakni 100%. Untuk program Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. 
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3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diintervensi melalui 

14 program dengan 19 indikator kinerja. Urusan pekerjaan umum dan penataan 

ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang da 

Perhubungan. Aksesibilitas kawasan dan tersedianya infrastruktur yang handal 

merupakan salah satu syarat penggerak roda perekonomian daerah. Indikator 

keberhasilan pencapaian kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan 

ruang berikut target dan capaiannya masih dalam kategori sangat baik. Program 

pembangunan jalan dan jembatan dengan 2 indikator antara lain persentase 

jaringan jalan dalam kondisi mantap capaiannya sesuai target yaitu 63%, dan 

persentase jaringan jembatan dalam kondisi mantap capaiannya sesuai target 

yaitu 60%. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan 

indikator persentase jaringan drainase jalan yang berfungsi baik capaiannya 

sesuai target yaitu 90%. Program pembangunan turap/talut/brojong dengan 

indikator persentase panjang turap/talud/brojong dalam kondisi baik 

capaiannya sesuai target yaitu 93,26%. Program rehabilitasi/pemliharaan jalan 

dan jembatan dengan 2 indikator antara lain persentase jaringan jalan dalam 

kondisi mantap capaiannya sesuai target yaitu 63%, dan persentase jembatan 

dalam kondisi mantap capaiannya 91,88% melampaui target 88,7%. Program 

pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan  dengan indikator 

persentase ketersediaan data dan informasi yang up to date tercapai sesuai target 

yaitu 100%. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan 

indikator persentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi mantap 

tercapai sesuai target yaitu 84,31%. Program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan indikator indeks 

kinerja  irigasi tercapai sesuai target yaitu 43,2%. Program pengembangan, 

pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya dengan 

indikator persentase sumber air baku yang dimanfaatkan tercapai sesuai target 

yaitu 33,33. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air 

limbah dengan 3 indikator antara lan cakupan layanan air bersih tercapai sesuai 

target yaitu 65%, cakupan layanan sistem pengelolaan air limbah skala kota 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 95 

 

tercapai sesuai target yaitu 43,57, dan persentase rumah yang bersanitasi 

capaiannya 83,6% dari target 85,1%. Program pengendalian banjir dengan 

indikator persentase jaringan drainase skala kawasan dan skala kota tercapai 

sesuai target yaitu 62,5%. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat 

tumbuh dengan indikator persentase pengembangan infrastruktur perumahan 

dan pemukiman wilayah strategis cepat tumbuh tercapai sesuai target yaitu 50%. 

Program pengembangan infrastruktur pedesaan dengan indikator persentase 

infrastruktur wilayah pedesaan yang memadai tercapai sesuai target yaitu 

91,79%. Program perencanaan tata ruang dengan indikator  jumlah perda 

rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang tercapai sesuai target 

yaitu 2 perda. Program pemanfaatan ruang dengan 2 indikator antara lain 

persentase kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW/RDTR tercapai sesuai 

target yaitu 100% dan lama waktu pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang 

tercapai sesuai target yaitu selama 3 hari. 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diintervensi 

melalui 4 program dengan 5 indikator kinerja. Urusan perumahan rakyat dan 

kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 

dan Pertanahan. Capaian kinerja program pengembangan perumahan dengan 2 

indikator antara lain persentase pengembangan perumahan yang memiliki site 

plan capaiannya 260% melampaui target 100%, dan persentase peningkatan 

MBR yang memiliki rumah capaiannya 63% dari target 63,6%. Program 

lingkungan sehat perumahan dengan indikator infrastruktur lingkungan yang 

memadai capaiannya sesuai target 94%. Program pelayanan dan rehabilitasi 

kesejahteraan sosial dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang 

ditangani capaiannya sesuai target yaitu 100%. SUntuk program pengelolaan 

areal pemakaman dengan indikator persentase fasilitas umum yang memadai 

capaiannya sesuai target yaitu 25%. 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  

Pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat diintervensi melalui 6 program dengan 11 indikator kinerja. Urusan 
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ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 

Satpol PP dan Kesbangpol. Capaian kinerja program peningkatan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan dengan indikator persentase desa/kelurahan yang 

melaksanakan siskamling capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program 

pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal dengan 6 

indikator antara lain persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada 

capaiannya sesuai target yaitu 98%, Angka Tunawisma capaiannya sesuai target 

yaitu 0,50%, Angka Prostitusi capaiannya sesuai target yaitu 1,5%, persentase 

penjualan minuman beralkohol tanpa izin capaiannya sesuai target yaitu 0,7%, 

persentase angka kasus perjudian capaiannya sesuai target yaitu 7%, dan 

persentase angka kasus penggunaan Narkotika dan barang zat adiktif capaiannya 

sesuai target yaitu 7,8%. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan 

indikator rasio rekomendasi koordinasi antara pemangku kepentingan terhadap 

rekomendasi yang dijalankan capaiannya sesuai target yaitu 2,00. Program 

pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan 

indikator Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota 

per 10.000 penduduk capaiannya sesuai target yaitu 41,00. Program peningkatan 

pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dengan indikator Persentase 

Penurunan Tingkat Kriminalitas yg terkait dengan Penyakit Masyarakat 

capaiannya sesuai target yaitu 23%. Program kelancaran penyelenggaraan 

PEMILU dengan indikator persentase objek vital Pemda yang aman dan terawasi 

capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

6. Sosial 

Pelaksanaan Urusan Sosial diintervensi melalui 3 program dengan 6 indikator 

kinerja. Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. Capaian kinerja program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 

sosial dengan 4 indikator antara lain persentase Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial sebesar 87,50; 

persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh 

jaminan sosial capaiannya sesuai target yaitu 87,5%; persentase Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan sosial 
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capaiannya sesuai target yaitu 109%; dan persentase Rumah Tidak Layak Huni 

yang ditangani capaiannya sesuai target yaitu 11%. Program pemberdayaan 

kelembagaan kesejahteraan sosial dengan indikator persentase PMKS skala 

Kabupaten yang menerima program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan 

sosial capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam dengan indikator efektivitas implementasi 

managemen penanggulangan bencana alam capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

2.2.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1. Tenaga Kerja 

Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja  diintervensi melalui 3 program dengan 3 

indikator kinerja. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Perdagangan. Capaian program peningkatan kualitas dan 

produktifitas tenaga kerja dengan indikator persentase meningkatnya tenaga 

kerja yang trampil dan kompeten capaiannya sesuai target yaitu 3,12%. Program 

peningkatan kesempatan kerja dengan indikator persentase pencari kerja 

terdaftar yang ditempatkan capaiannya 76,42% melampaui target 18,29%. 

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan 

indikator persentase perusahaan yang membuat dan mengesahkan peraturan 

perusahaan sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku capaiannya sesuai 

target yaitu 13,41%. 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

diintervensimelalui3programdengan 3 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. Capaian program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

anak dengan indikator Kabupaten Layak Anak dengan capaiannya Non Status 

dari target PRATAMA. Program peningkatan kualitas hidup, perlindungan 

perempuan dengan indikator rasio tindak kekerasan capaiannya 0,04 dari target 

0,17. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan 
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dengan indikator peningkatan keterampilan perempuan dalam pembangunan 

capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

3. Pangan 

Pelaksanaan Urusan Pangan diintervensi melalui 4 program dengan 13 indikator 

kinerja. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas pangan. Capaian program 

peningkatan ketahanan pangan dengan 4 indikator antara lain persentase rumah 

tangga yang memiliki toko/warung penyedia bahan pangan strategis capaiannya 

4,82% melampaui target 1,12%, untu persentase Pasar Tradisional yang diawasi 

capaiannya sesuai target yaitu 80%, untuk persentase Pasar Modern yang 

diawasi capaiannya sesuai target yaitu 80%, dan untuk persentase Pemenuhan 

Cadangan Pangan yang dimiliki Pemerintah Daerah capaiannya sesuai target 

yaitu 3,7%.  Program peningkatan bahan makanan dengan 2 indikator antara lain 

persentase peningkatan ketersediaan pangan strategis lokal capaiannya 47% dari 

target 56%, dan untuk persentase masyarakat yang mampu mewujudkan 

ketahanan pangan dan gizi capaiannya 35,8% dari target 41,97%. Program 

pengembangan pola pangan dengan 4 indikator antara lain Persentase 

Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita/Tahun capaiannya 5,22% dibawah target 

0,15%, untuk Persentase Peningkatan Konsumsi 8 Kelompok Bahan Pangan Per 

Kapita/Tahun capaiannya sesuai target yaitu 1,5%, Persentase Desa/Kelurahan 

yang Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari capaiannya sesuai 

target yaitu 55,56%, Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengolah 

Pangan Lokal capaiannya 25,9% melampai target 21,28%. Program peningkatan 

keamanan pangan segar dengan 3 indikator antara lain persentase penjual yang 

diberikan pembinaan tentang Keamanan Pangan Segar capaiannya sesuai target 

yaitu 9,6%, Persentase Produsen Pangan Segar yang mendapatkan yang 

mendapatkan Sertifikasi Halal capaiannya sesuai target yaitu 12,5%, dan 

persentase Komoditi Pangan Segar yang diawasi keamanannya capaiannya sesuai 

target yaitu 100%. 

4. Pertanahan 

Pelaksanaan Urusan Pertanahan diintervensi melalui 3 program dengan 4 

indikator kinerja. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, 
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Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Capaian program penataan penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 2 indikator kinerja antara 

lain persentase sertifikat lahan pemda yang terbit capaiannya 13% dari target 

50%; dan persentase izin lokasi yang berjalan sesuai aturan capaiannya sesuai 

target yaitu 100%. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan 

indikator kinerja persentase penurunan konflik pertanahan capaiannya sesuai 

target yaitu 100%. Program pengembangan sistem informasi pertanahan dengan 

indikator kinerja dokumen informasi pertanahan capaiannya 1 dokumen sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

5. Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diintervensi melalui 7 program  dengan 8 

indikator kinerja. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup. Capaian program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 

dengan indikator kinerja persentase pengelolaan persampahan capaiannya 

27,85% dari target 32%. Program pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup dengan 2 indikator kinerja antara lain indeks pencemaran air 

capainnya 59,17% dibawah target 50% dan persentase penurunan kasus 

lingkungan capaiannya sesuai target yaitu 42,8%. Program perlindungan dan 

konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan indikator kinerja 

persentase peningkatan lokasi pelestarian keanekaragaman hayati capaiannya 

sesuai target yaitu 100%. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber 

daya alam dengan indikator kinerja persentase peningkatan luas lahan kritis 

yang direhabilitasi capaiannya 8,43% dari target 11,16%. Program peningkatan 

kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan 

indikator kinerja persentase frekuensi penyampaian informasi bidang lingkungan 

hidup capaiannya 125% melampaui target 100%. Program peningkatan 

pengendalian polusi dengan indikator kinerja indeks pencemaran udara 

capainnya capaiannya 88,67% dari target 90%. Program pengelolaan ruang 

terbuka hijau (RTH) dengan indikator kinerja indeks tutupan vegetasi capaiannya 

sesuai target yaitu 52,41.  
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6. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diintervensi melalui 1 

program  dengan 6 indikator kinerja. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Capaian program 

penataan administrasi kependudukan dengan 6 indikator kinerja antara lain 

proses penertiban dokemen kependudukan akta kelahiran selama  capaiannya 

sesuai target yaitu 7 hari; kartu keluarga capaiannya sesuai target yaitu 7 hari; 

kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) capaiannya sesuai target yaitu 7 hari; 

akta kematian capaiannya sesuai target yaitu 11 hari; akta perkawinan selama 11 

hari; dan akta perceraian capaiannya sesuai target yaitu 11 hari. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diintervensi melalui 8 

program dengan 9 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian 

program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan indikator 

kinerja persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat  capaiannya sesuai 

target yaitu 61%. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan 

indikator kinerja persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif capaiannya 

sesuai target yaitu 96,46%. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa dengan indikator kinerja cakupan partisipasi masyarakat desa 

capaiannya sesuai target yaitu 99,24. Program peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah desa dengan indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas 

aparatur pemerintah desa capaiannya sesuai target yaitu 81,18%. Program 

peningkatan peran perempuan di pedesaan dengan 2 indikator kinerja antara 

lain peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan capaiannya sesuai 

target yaitu 75%, dan persentase tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor 

IKM capaiannya 18,68% dari target 20%. Program pengembangan dan 

pemasyarakatan teknologi tepat guna dengan indikator kinerja inovasi TTG yang 

dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

Program pemberdayaan sosial budaya dan usaha ekonomi desa dengan indikator 

kinerja persentase cakupan kelompok binaan PKK capaiannya sesuai target yaitu 
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100%. Program penataan desa dengan indikator kinerja persentase desa yang 

memiliki batas desaa yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati capaiannya 

sesuai target yaitu 50%. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

diintervensi melalui 5 program dengan 5 indikator kinerja. Urusan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Capaian program keluarga berencana dengan indikator kinerja persentase 

akseptor keluarga berencana capaiannya 68% dari target 75%. Program 

kesehatan reproduksi remaja dengan indikator kinerja persentase angka 

pernikahan dini capaiannya sesuai target yaitu 2,26%. Program pelayanan 

kontrasepsi dengan indikator cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi 

(Alkon) untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahunnya  

capaiannya sesuai target yaitu 112.471 buah. Program pembinaan peran serta 

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan indikator kinerja 

persentase akseptor KB/KR yang mandiri capaiannya sesuai target yaitu 70%.. 

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan 

tumbuh kembang anak dengan indikator kinerja persentase ketersediaan 

informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak capaiannya sesuai 

target yaitu 100%.. 

9. Perhubungan 

Pelaksanaan Urusan Perhubungan diintervensi melalui 4 program dengan 4 

indikator kinerja. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Capaian program pembangunan 

prasarana dan fasilitas perhubungan dengan indikator kinerja persentase sentra 

ekonomi yang memiliki akses transportasi yang aman capaiannya sesuai target 

yaitu 75%. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 

dengan indikator kinerja persentase kecukupan kelengkapan saran lalu lintas 

capaiannya sesuai target yaitu 66,67%. Program peningkatan pelayanan 

angkutan dengan indikator kinerja persentase pengoperasian kendaraan 
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bermotor yang laik jalan capaiannya sesuai target yaitu 65%. Program 

pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan indikator kinerja persentase 

penurunan angka pelanggaran lalu lintas capaiannya sesuai target yaitu 5%. 

10. Komunikasi dan Informatika 

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika diintervensi melalui 2 program 

dengan 2 indikator kinerja. Urusan Komunikasi dan informatika dilaksanakan 

oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Capaian program 

pengembanan komunikasi, informasi dan media massa dengan indikator kinerja 

rasio intensitas penyampaian informasi pemerintah daerah capaiannya 38 dari 

target 40. Program peningkatan penyelenggaran pemerintah berbasis teknologi 

informasi dengan indikator kinerja persentase OPD yang menerapkan 

penyelenggaraan kinerja berbasis teknologi informasi capaiannya sesuai target 

yaitu 100%. 

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diintervensi melalui 3 

program dengan 3 indikator kinerja. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Capaian program pengembangan 

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah dengan 

indikator kinerja persentase jumlah wirausaha baru UMKM capaiannya sesuai 

target yaitu 5%. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha 

mikro kecil menengah dengan indikator kinerja persentase UMKM yang naik 

kelas capaiannya sesuai target yaitu 5%. Program peningkatan kualitas 

kelembagaan koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif/sehat 

capaiannya 85,85% dari target 87%.  

12. Penanaman Modal 

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal diintervensi melalui 3 program dengan 4 

indikator kinerja. Urusan Penanaman Modal  dilaksanakan oleh Dinas 

penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah dan Sekretariat Daerah. Capaian program peningkatan promosi dan 
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kerjasama investasi dengan 2 indikator kinerja antara lain persentase kerjasama 

investasi yang dilaksanakan capaiannya sesuai target yaitu 9%, dan persentase 

promosi investasi yang dilaksanakan capaiannya sesuai target yaitu 80%. 

Program pengembangan potensi sumber daya alam dengan indikator kinerja 

evaluasi kebijakan KDH dalam bidang sumber daya alam capaiannya sesuai 

target yaitu 100%. Program penetapan potensi sumber daya alam dengan 

indikator kinerja persentase BUMD berkinerja baik capaiannya sesuai target 

yaitu 25%. 

13. Kepemudaan dan Olahraga 

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diintervensi melalui 6 program 

dengan 6 indikator kinerja. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Capaian program peningkatan peran 

serta kepemudaan dengan indikator kinerja persentase pemuda yang aktif 

berorganisasi capaiannya sesuai target yaitu 85%. Program peningkatan upaya 

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan indikator 

kinerja persentase pemuda yang berwirausaha capaiannya sesuai target yaitu 

25%. Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dengan indikator 

kinerja persentase sarana dan prasaran kepemudaan yang memadai capaiannya 

sesuai target yaitu 100%. Program pengembangan kebijakan dan manajemen  

olahraga dengan indikator kinerja persentase sertifikat dan standarisasi profesi 

capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program pembinaan dan pemasyarakatan 

olahraga dengan indikator kinerja persentase cabang olahraga yang berkembang 

di masyarakat capaiannya sesuai target yaitu 80%.. Program peningkatan sarana 

prasarana olahraga dengan indikator kinerja persentase sarana dan prasarana 

olahraga yang memadai capaiannya sesuai target yaitu 90%. 

14. Statistik 

Pelaksanaan Urusan Statistik diintervensi melalui 1 program dengan 1 indikator 

kinerja. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik. Capaian program pengembangan data/informasi/statistik daerah 

dengan indikator kinerja persentase ketersediaan data informasi statistik yang 

akurat dan up to date capaiannya sesuai target yaitu 100%. 
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15. Kebudayaan 

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan diintervensi melalui 4 program dengan 4 

indikator kinerja. Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Capaian program pengembangan nilai budaya dengan indikator 

kinerja persentasi apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan 

capaiannya 50,65% dari target 51,50%. Program pengelolaan kekayaan budaya 

dengan indikator kinerja persentase situs dan cagar budaya yang dilestarikan 

capaiannya 61% dari target 64%. Program pengelolaan keragaman budaya 

dengan indikator kinerja persentase peningkatan pagelaran dan festival budaya 

daerah capaiannya sesuai target yaitu 25%. Program pengembangan kerjasama 

pengelolaan kekayaan budaya dengan indikator kinerja persentase budaya local 

yang dilestarikan capaiannya sesuai target yaitu 50%. 

16. Perpustakaan 

Pelaksanaan Urusan perpustakaan diintervensi melalui 1 program dengan 3 

indikator kinerja. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan. Capaian program pengemabangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan dengan 3 indikator kinerja antara lain persentase jenis koleksi 

sarpras dan layanan perpustakaan capaiannya sesuai target yaitu 50%, 

persentase layanan perpustakaan umum daerah capaiannya sesuai target yaitu 

92,59%, dan persentase sarana dan prasrana perpustakan umum daerah 

capaiannya sesuai target yaitu 59%. 

17. Kearsipan 

Pelaksanaan Urusan Kearsipan diintervensi melalui 3 program dengan 7 

indikator kinerja. Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan. Capaian program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah dengan 4 indikator kinerja antara lain persentase arsip dinamis daerah 

yang terselamatkan capaiannya sesuai target yaitu 3,39%; persentase arsip 

dinamis daerah yang disusutkan dan dimusnahkan capaiannya sesuai target yaitu 

10,35%; persentase arsip statis daerah yang diselamatkan dan diakuisisi 

capaiannya sesuai target yaitu 15,25%; dan persentase arsip statis daerah yang 
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direproduksi capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program pemeliharaan 

rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dengan 2 indikator kinerja antara 

lain persentase OPD, kelurahan dan pemerintah desa yang tertib arsip 

capaiannya sesuai target yaitu 81,74% dan persentase arsip dinamis dan statis 

daerah yang tertata dan terpelihara capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. 

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan indikator persentase 

OPD kelurahan dan pemerintah desa yang dibina dan dilatih capaiannya sesuai 

target yaitu 81,74%. 

2.2.1.3. Urusan Pilihan 

1. Kelautan dan Perikanan 

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan  diintervensi melalui 3 program 

dengan 5 indikator kinerja. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh 

Dinas Perikanan. Capaian program pengembangan budidaya perikanan dengan 3 

indikator kinerja antara lain jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 

capaiannya 783,26 ton melampaui target 553,93 ton; persentase penerapan 

teknologi tepat guna capaiannya sesuai target yaitu 16,00%, dan persentase 

pelaku usaha yang melakukan kemitraan capaiannya 34,00% melampaui target 

22%. Program pengembangan perikanan tangkap dengan indikator kinerja 

jumlah produksi perikanan tangkap capaiannya 26785,55 ton lebih rendah dari 

target 28.090 ton. Program peningkatan mutu hasil perikanan dengan indikator 

kinerja persentase penurunan produksi perikanan yang menggunakan zat adiktif 

capaiannya sesuai target yaitu 10,00%.  

2. Pariwisata 

Pelaksanaan Urusan Pariwisata  diintervensi melalui 3 program dengan 3 

indikator kinerja. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga. Capaian program pengembangan pemasaran pariwisata dengan 

indikator kinerja persentase promosi pariwisata melalui in bound dan in take 

capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. Program pengembangan destinasi 

pariwisata dengan indikator kinerja persentase objek wisata yang dikelila dengan 

baik dan beragam capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. Program 
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pengembangan kemitraan dengan indikator kinerja persentase mitra pariwisata 

yang dibina capaiannya capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. 

3. Pertanian 

Pelaksanaan Urusan Pertanian  diintervensi melalui 8 program dengan 16 

indikator kinerja. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Capaian 

program peningkatan kesejahteraan petani dengan 2 indikator kinerja antara lain 

persentase gapoktan penerima PUAP capaiannya sesuai target yaitu 100,00%, 

dan persentase gapoktan dengan usaha agribisnis pedesaan capaiannya sesuai 

target yaitu 100,00%. Program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan dengan 4 indikator kinerja antara lain persentase 

kelompok tani yang menggunakan benih/bibit tanaman pangan capaiannya 

2,00% melampaui target 1,69%; persentase kelompok tani yang menerima 

sarana prasarana pertanian capaiannya 70,00% dari target 75%; persentase 

kelompok tani yang membudidayakan hortikultura capaiannya 9,07% 

melampaui target 2,94%; dan persentase luas tanaman pertanian capaiannya 

sesuai target yaitu 1,81%. Program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan dengan indikator kinerja persentase kelompok tani yang 

menggunakan teknologi pertanian capaiannya 70,00% dari target 75%. Program 

peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan 5 indikator kinerja antara 

lain persentase poktan yang menggunakan benih padi bersertifikat capaiannya 

10% dari target 11%; persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman 

dengan cepat dan tepat capaiannya sesuai target yaitu 7%; persentase poktan 

yang menggunakan pupuk subsidi dan organik capaiannya 70% dari target 75%; 

persentase kelompok tani yang menanam tanaman perkebunan capaiannya 

sesuai target yaitu 2,26%; dan perentase kelompok tani yang menerima sarana 

prasarana perkebunan capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program 

pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan indikator kinerja 

persentase kasus penyakit hewan menular/zoonosis yang ditangani capaiannya 

sesuai target yaitu 100%. Program peningkatan produksi hasil peternakan 

dengan indikator kinerja persentase ternak yang sehat capaiannya sesuai target 

yaitu 100%. Program pembangunan sarana dan prasarana perkebunan dan 
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kehutanan dengan indikator kinerja persentase kelompok tani yang menerima 

sarana dan prasarana perkebunan capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program 

pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan dengan indikator kinerja 

persentase penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No. 

91/permentan/OT.140/9/2013) capainnya 60% dari target 65%. 

4. Kehutanan 

Pelaksanaan Urusan Kehutanan diintervensi melalui 1 program dengan 1 

indikator kinerja. Urusan Kehutanan merupakan kewenangan dari Provinsi 

bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, akan tetapi program dalam 

urusan kehutanan masih bisa di pergunakan. Untuk urusan kehutanan 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Capaian program perlindungan dan 

konservasi sumber daya hutan dengan indikator kinerja keanekaragaman hayati 

hutan yang dilindungi capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

5. Energi dan Sumber daya Mineral 

Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber daya Mineral diintervensi melalui 1 

program dengan 1 indikator kinerja. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 

merupakan kewenangan dari provinsi bukan lagi menjadi kewenangan 

kabupaten/kota, akan tetapi program dalam urusan Energi dan Sumber daya 

Mineral masih bisa di pergunakan. Untuk urusan Energi dan Sumber daya 

Mineral dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Capaian program pembinaan dan 

pengembangan bidang ketenagalistrikkan dengan indikator kinerja jumlah dan 

jenis energi alternatif yang dikembangkan capaiannya sesuai target yaitu 3 unit. 

6. Perdagangan 

Pelaksanaan Urusan Perdagangan diintervensi melalui 3 program dengan 6 

indikator kinerja.  Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Perdagangan. Capaian program perlindungan konsumen dan 

pengamanan perdagangan dengan 2 indikator kinerja antara lain persentase 

penurunan peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar capaiannya 

sesuai target yaitu 10,81% dan persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang 

capaiannya sesuai target yaitu 12,72%. Program peningkatan efisinsi 
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perdagangan dalam negeri dengan 2 indikator kinerja antara lain persentase 

pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina terhadap jumlah 

pasar/ruko yang ada capaiannya sesuai target yaitu 23,53%, dan persentase 

peningkatan ketersediaan barang sampai di tingkat pasar dan kecamatan 

capaiannya 60% dari target 91,67%. Program peningkatan dan pengembangan 

ekspor dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai ekspor 

perdagangan capaiannya sesuai target yaitu 8,07%. 

7. Industri  

Pelaksanaan Urusan Industri diintervensi melalui 3 program dengan 5 indikator 

kinerja.  Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian 

dan Perdagangan. Capaian program peningkatan kapasitas IPTEK sistem 

produksi dengan indikator kinerja persentase peningkatan penjamin mutu 

produk capaiannya sesuai target yaitu 69,20%. Program pengembangan industri 

kecil menengah dengan 3 indikator kinerja antara lain persentase peningkatan 

pertumbuhan dan perkembangan IKM capaiannya sesuai target yaitu 11,11%; 

persentase peningkatan nilai produksi IKM capaiannya sesuai target yaitu 

11,11%; dan persentase peningkatan IKM yang berbasis teknologi capaiannya 

sesuai target yaitu 69,20%. Program pengembangan sentra-sentra industri 

potensial dengan indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana induk 

pengembangan industri kabupaten (RIPIK) tidak tercapai sesuai target 1 

dokumen. 

2.2.1.4. Penunjang Urusan 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan Penunjang Urusan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

diintervensi melalui 18 program dengan 22 indikator kinerja.  Penunjang Urusan 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Capaian program peningkatan 

pengembangan sumber daya insani dengan indikator kinerja jumlah prestasi 

regional dan nasional dibidang IMTAQ capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat  dengan indikator 
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kinerja persentase cakupan pemenuhan SOP bagian perundang-undangan 

capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program peningkatan pelayanan kedinasan 

Kepala Daerah/ Wakl Kepala Daerah dengan indikator kinerja persentase 

koordinasi kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang terlayani 

capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program Pembinaan dan Fasilitasi 

Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator kinerja Persentase Desa yang 

melaksanakan penyusunan dan Pelaporan APBDesa Tepat Waktu capaiannya 

sesuai target yaitu 80%. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 4 indikator kinerja antara lain 

Persentase SAKIP OPD yang dibina capainnya 66,66% melampaui target 60%; 

Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Keuangan yang Material capaiannya 

sesuai target yaitu 34 OPD; Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset yang 

Material capainnya sebesar 34 OPD; dan Persentase rekomendasi temuan hasil 

pengawasan APIP dan BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti capaiannya sesuai 

target yaitu  34 OPD. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem 

dan Prosedur Pengawasan dengan indikator kinerja Persentase BUMD yang 

memiliki manajemen yang sehat capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. 

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan indikator 

kinerja Jumlah Fasilitasi, Koordinasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah 

capaiannya sesuai target yaitu 12 kegiatan. Program Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Raperda yang diajukan dan 

Raperbup yang disahkan capaiannya sesuai target yaitu 100,00%. Program 

Penataan Daerah Otonomi Baru dengan indikator kinerja Persentase Penerapan 

kebijakan administrasi wilayah dan perbatasan capaiannya sesuai target yaitu 

25%. Program Penataan Kelembagaan dengan indikator kinerja Persentase OPD 

yang  Memiliki SOP, Anjab, ABK dan Tupoksi yang Transparan dan Akuntabel 

capaiannya sesuai target yaitu 60%. Program Peningkatan dan Penerapan 

Prinsip-prinsip Good Governance dengan indikator kinerja  Evaluasi Penilaian 

Kinerja Kecamatan capaiannya sesuai target yaitu Baik. Program Peningkatan 

dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan 2 indikator kinerja antara lain 

Persentase Penyelenggaraan Layanan Publik yang sesuai dengan SOP capaiannya 
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sesuai target yaitu 2/15, dan Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan 

sesuai SOP capaiannya sesuai target yaitu 87,45%. Program Advokasi dan 

Bantuan Hukum dengan indikator kinerja Persentase Kasus Hukum Pemerintah 

Daerah yang diadvokasi capaiannya sesuai target yaitu 1 kasus. Program 

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan indikator 

kinerja Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Kompeten 

sesuai Tupoksi capaiannya sesuai target yaitu 35%.  Program Ketatalaksanaan 

dengan indikator kinerja Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan capaiannya sesuai target yaitu 

100%. Program Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Persentase 

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

Program Pelayanan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Persentase 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RUP capaiannya sesuai 

target yaitu 100%.  Program Sosialisasi Kebijakan dan Program Pemerintah 

Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah 

daerah yang diinformasikan kepada masyarakat capaiannya sesuai target yaitu 

100%. 

2. Bidang Perencanaan 

Pelaksanaan Penunjang Urusan Bidang Perencanaan diintervensi melalui 5 

program dengan 13 indikator kinerja.  Penunjang Urusan Bidang Perencanaan 

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian program 

Pengembangan Data/Informasi dengan 2 indikator kinerja antara lain Persentase 

Ketersediaan Data dan Informasi Capaian Pembangunan Daerah capaiannya 

sesuai target yaitu 85,71%, dan Persentase OPD yang mengintegrasikan data 

perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah capaiannya 

sesuai target yaitu 58,88%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

6 indikator kinerja antara lain Persentase Keselarasan  Antar Dokumen 

Perencanaan capaiannya sesuai target yaitu 100%; Persentase Pelaksanaan 

Program OPD yang sesuai dengan Renja OPD capaiannya 97,01% melampaui 

target 85%; Persentase usulan masyarakat  yang diakomodir dalam Musrenbang 

RKPD capaiannya 100% melampaui target 95%; Persentase  peningkatan 
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keterlibatan masyarakat dalam musrenbang capaiannya 25,08% melampaui 

target 25%; Persentase usulan masyarakat  melalui  DPRD yang diakomodir 

dalam  Musrenbang RKPD capaiannya sesuai target yaitu 100,00%; dan 

Persentase  ketersediaan  dokumen rencana pembangunan strategis berbasis 

spasial capaiannya sesuai target yaitu 100%. Program Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dengan 2 indikator kinerja antara lain Persentase 

penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan capaiannya sesuai 

target yaitu 100% dan Persentase  ketersediaan  dokumen rencana 

pembangunan strategis berbasis  sektoral capaiannya sesuai target yaitu 100%. 

Program Perencanaan Sosial Budaya dengan 2 indikator kinerja antara lain 

Persentase penelitian yang mendukung perencanaan yang dilaksanakan 

capaiannya sesuai target yaitu 100% dan Persentase  ketersediaan  dokumen 

rencana pembangunan strategis berbasis  sektoral capaiannya sesuai target yaitu 

100%. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 

indikator kinerja Persentase  ketersediaan  dokumen rencana pembangunan 

strategis berbasis  sektoral capaiannya sesuai target yaitu 100%.  

3. Bidang Keuangan 

Pelaksanaan Penunjang Urusan Bidang Keuangan diintervensi melalui 2 program 

dengan 14 indikator kinerja.  Penunjang Urusan Bidang Keuangan dilaksanakan 

oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah. Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 12 indikator kinerja antara lain 

Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah capaiannya 110,84% 

melampaui target 50%; Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor 

PBB dan BPHTB capaiannya 110,84% melampaui target 70%; Persentase 

Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Potensi PAD capaiannya 50% dari 

target 90%; Penerimaan Daerah dari Sektor Dana Perimbangan/Transfer 

capaiannya 75% dari target 100%; Persentase OPD yang Menerapkan 

Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dengan hasil terukur 

capaiannya sesuai target 100%; Persentase OPD yang Mencatat Aset ke dalam 

Buku Inventaris secara Benar capaiannya sesuai target 100%; Persentase 
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Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Benar dan sesuai Standar 

capaiannya sesuai target 100%; Persentase OPD yang menggunakan Aset secara 

tepat capaiannya sesuai target 100%; Persentase OPD yang menerapkan sistem 

pengelolaan informasi keuangan daerah yang baik capaiannya sesuai target 

100%; Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Penatausahaan 

Perbendaharaan dengan baik capaiannya sesuai target 100%; Persentase 

Penyerapan Belanja Daerah Tahunan sesuai dengan Dokumen Pelaksana 

Anggaran (DPA) capaiannya 83% dari target 90,67%; dan Cakupan Pelayanan 

Perpajakan sesuai SOP capaiannya sesuai target 100%. Program Peningkatan, 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aset Pemerintah Daerah dengan 2 indikator 

kinerja antara lain persentase Dukungan Sarana dan Prasarana Aset Pemerintah 

Daerah capaiannya sesuai target 100% dan Persentase Aset dan Barang Daerah 

yang diinventarisir capaiannya sesuai target 100%. 

4. Bidang Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah 

Pelaksanaan Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia 

Daerah diintervensi melalui 4 program dengan 9 indikator kinerja.  Penunjang 

Urusan Bidang Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah dilaksanakan oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Capaian 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 3 indikator 

kinerja antara lain Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan 

kompetensi manajerial dan fungsional capaiannya sesuai target 12%; Persentase 

aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis capaiannya 

sesuai target 30%; dan Persentase data profil aparatur yang up to date 

capaiannya sesuai target 30%. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

dengan 2 indikator kinerja antara lain Persentase Penurunan Pelanggaran 

Disiplin Aparatur  capaiannya sesuai target 60,50%, dan Persentase aparatur 

yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya capaiannya sesuai target 12%. 

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dengan 3 

indikator kinerja antara lain Persentase rekrutmen aparatur yang kompeten 

capaiannya sesuai target 50%;  Persentase aparatur yang penempatannya sesuai 

kompetensi capaiannya sesuai target 50%; dan Persentase pelayanan 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 113 

 

administrasi kepegawaian yang sesuai SOP berdasarkan tugas dan fungsi setiap 

bidang capaiannya sesuai target 100%. Program Pendidikan dan Pelatihan 

dengan indikator kinerja Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan 

kompetensi teknis capaiannya sesuai target 100%. 

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Pelaksanaan Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan 

diintervensi melalui 1 program dengan 3 indikator kinerja.  Penunjang Urusan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah. Capaian program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

dengan 3 indikator kinerja antara lain Persentase penelitian yang mendukung 

perencanaan yang dilaksanakan capaiannya 12% dari target 12,33%;  Persentase 

rumusan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian capaiannya sesuai target 

100%; dan Persentase rumusan inovasi daerah yang dikembangkan capaiannya 

sesuai target 100%. 

2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2017 terhadap Capaian RPJMD 

sampai dengan Tahun 2018 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sebagaimana pada Tabel 

2.67,  terdapat beberapa capaian indikator kinerja program yang telah mencapai 

target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018. Namun di 

satu sisi, masih terdapat indikator kinerja program yang belum tercapai sesuai target 

RPJMD Tahun 2014-2018. Beberapa capaian indikator kinerja program yang belum 

tercapai akan menjadi titik fokus untuk dilaksanakan pada tahun 2019 yang tertuang 

dalam RKPD Tahun 2019. 

Beberapa capaian indikator kinerja per urusan  dan indikator capaian program 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Urusan Pendidikan. Urusan pendidikan memiliki 6 program dan 12 indikator 

program. Dari 12 indikator program tersebut sebanyak 2 indikator program telah 

tercapai dan sebanyak 10 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD 

tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 
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2. Urusan Kesehatan. Urusan kesehatan memiliki 16 program dan 33 indikator 

program. Dari 33 indikator program tersebut sebanyak 19 indiktor prorgam 

telah tercapai dan 14 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD 

tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018.  

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang memiliki 14 program dan 19 indikator program. Dari 19 

indikator program tersebut sebanyak 9 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 10 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

4. Urusan Perumahan Rakyat. Urusan perumahan rakyat memiliki 4 program dan 5 

indikator program. Dari 5 indikator program tersebut sebanyak 2 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 3 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Urusan 

ini memiliki 6 program dan 11 indikator program. Dari 11 indikator program 

tersebut sebanyak 8 indikator program telah tercapai dan sebanyak 3 indikator 

belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD 

Tahun 2014-2018. 

6. Urusan Sosial. Urusan ini memiliki 3 program dan 6 indikator program. Dari 6 

indikator program tersebut sebanyak 4 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 2 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

7. Urusan Tenaga Kerja. Urusn ini memiliki 3 program dan 3 indikator program. 

Dari 3 indikator program tersebut sebanyak 3 indikator program telah tercapai 

sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

8. Urusan Pemberdayaan Perempuana dan Perlindungan Anak. Urusan ini memiliki 

3 program dan 3 indikator program. Dari 3 indikator program tersebut sebanyak 

3 indikator program telah tercapai dan sebanyak 1 indikator belum tercapai 

sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

9. Urusan Pangan. Urusan ini memiliki 3 program dan 13 indikator program. Dari 

13 indikator program tersebut sebanyak 4 indikator program telah tercapai dan 
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sebanyak 9 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

10. Urusan Pertanahan. Urusan ini memiliki 3 program dan 4 indikator program. Dari 

4 indikator program tersebut sebanyak 3 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 1 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

11. Urusan Lingkungan Hidup. Urusan ini memiliki 7 program dan 8 indikator 

program. Dari 8 indikator program tersebut sebanyak 5 indikator program telah 

tercapai dan sebanyak 3 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD 

tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan ini memiliki 1 program dan 1 

indikator program. Dari 1 indikator program tersebut telah tercapai sampai 

dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan ini memiliki 8 program dan 

9 indikator program. Dari 9 indikator program tersebut sebanyak 4 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 5 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

14. Urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Urusan ini 

memiliki 5 program dan 5 indikator program. Dari 5 indikator program tersebut 

sebanyak 3 indikator program telah tercapai dan sebanyak 2 indikator belum 

tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 

2014-2018. 

15. Urusan Perhubungan. Urusan ini memiliki 4 program dan 4 indikator program. 

Dari 4 indikator program tersebut sebanyak 4 indikator belum tercapai sampai 

dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

16. Urusan Komunikasi dan Informaatika. Urusan ini memiliki 2 program dan 2 

indikator program. Dari 1 indikator program tersebut sebanyak 1 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 1 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Urusan ini memiliki 3 program 

dan 7 indikator program. Dari 7 indikator program tersebut sebanyak 7 indikator 
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program telah tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target 

RPJMD Tahun 2014-2018. 

18. Urusan Penanaman Modal. Urusan ini memiliki 3 program dan 3 indikator 

program. Dari 4 indikator program tersebut sebanyak 2 indikator program telah 

tercapai dan sebanyak 1 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD 

tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Urusan ini memiliki 6 program dan 6 

indikator program. Dari 6 indikator program tersebut sebanyak 2 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 4 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

20. Urusan Statistik. Urusan ini memiliki 1 program dan 1 indikator program. Dari 1 

indikator program tersebut sebanyak 1 indikator program telah tercapai sampai 

dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

21. Urusan Kebudayaan. Urusan ini memiliki 4 program dan 4 indikator program. 

Dari 4 indikator program tersebut sebanyak 1 indikator program telah tercapai 

dan sebanyak 1 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 

2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

22. Urusan Perpustakaan. Urusan ini memiliki 1 program dan 3 indikator program. 

Dari 3 indikator program tersebut sebanyak 1 indikator program telah tercapai 

dan sebanyak 2 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 

2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

23. Urusan Kearsipan. Urusan ini memiliki 3 program dan 7 indikator program. Dari 

7 indikator program tersebut sebanyak 3 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 4 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

24. Urusan Kelautan dan Perikanan. Urusan ini memiliki 3 program dan 5 indikator 

program. Dari 5 indikator program tersebut sebanyak 5 indikator program telah 

tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 

2014-2018. 
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25. Pariwisata. Urusan ini memiliki 3 program dan 3 indikator program. Dari 3 

indikator program tersebut sebanyak 3 indikator program telah tercapai sampai 

dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

26. Urusan Pertanian. Urusan ini memiliki 8 program dan 16 indikator program. Dari 

16 indikator program tersebut sebanyak 10 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 6 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

27. Urusan Kehutanan. Urusan ini memiliki 1 program dan 1 indikator program. Dari 

1 indikator program tersebut sebanyak 1 indikator program telah tercapai 

sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan ini memiliki 1 program dan 1 

indikator program. Dari 1 indikator program tersebut telah tercapai sampai 

dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

29. Urusan Perdagangan. Urusan ini memiliki 3 program dan 5 indikator program. 

Dari 5 indikator program tersebut sebanyak 2 indikator program telah tercapai 

dan sebanyak 3 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 

2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

30. Urusan Industri. Urusan ini memiliki 3 program dan 4 indikator program. Dari 4 

indikator program tersebut sebanyak 1 indikator program telah tercapai dan 

sebanyak 3 indikator belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 

dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

31. Urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Urusan ini 

memiliki 18 program dan 22 indikator program. Dari 22 indikator program 

tersebut sebanyak 15 indikator program telah tercapai dan sebanyak 7 indikator 

belum tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD 

Tahun 2014-2018. 

32. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan. Urusan ini memiliki 5 program dan 

13 indikator program. Dari 13 indikator program tersebut sebanyak 11 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 2 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 
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33. Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Urusan ini memiliki 2 program dan 14 

indikator program. Dari 14 indikator program tersebut sebanyak 11 indikator 

program telah tercapai dan sebanyak 3 indikator belum tercapai sampai dengan 

realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

34. Urusan Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah. Urusan ini 

memiliki 4 program dan 9 indikator program. Dari 9 indikator program tersebut 

sebanyak 6 indikator program telah tercapai dan sebanyak 3 indikator belum 

tercapai sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 

2014-2018. 

35. Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Urusan ini memiliki  

1 program dan 3 indikator program. Dari 3 indikator program tersebut sebanyak 

2 indikator program telah tercapai dan sebanyak 1 indikator belum tercapai 

sampai dengan realisasi RKPD tahun 2017 dari target RPJMD Tahun 2014-2018. 

Secara tabulasi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 

2017, tahun berjalan, dan realisasi RPJMD didasarkan dari realisasi anggaran OPD 

seperti disajikan pada Tabel 2.67. 
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Tabel 2.67. 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2017 dan Tahun Berjalan (2018)  

KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 URUSAN RUTIN                         

 Program Pada Setiap OPD                         

 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase Layanan 
Administrasi Kantor 
yang Tertangani 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   Semua OPD 

 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
Dalam Kondisi Baik 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   Semua OPD 

 
Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase Peningkatan 
Disiplin Pegawai 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   Semua OPD 

 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan  

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan Tepat Waktu  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   Semua OPD 

 
Program Peningkatan 
Pengembangan Potensi 
Pembangunan Daerah 

Persentase Informasi 
Hasil Pembangunan 
Daerah yang 
disosialisasikan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   Semua OPD 

 
URUSAN WAJIB 
PELAYANAN DASAR 

                        

 URUSAN PENDIDIKAN                         

 
Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Persentase desa yang 
memiliki PAUD 

100,00 67.74 96.77 72.58 75.00 100.00 72.58 72.58  100.00 Pendidikan Dinas Pendidikan 

 
Program Wajib Belajar  
Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun   

Rasio Siswa SD Usia 7-
12 Tahun terhadap 
Jumlah Penduduk 7-12 
Tahun 

98.18 96.18 97.18 96.89 99.71 98.18 96.89 98.69  98.18 Pendidikan Dinas Pendidikan 

  

Rasio Siswa SMP Usia 
13-15 Tahun terhadap 
Jumlah Penduduk 13-15 
Tahun 

88.86 84.57 86.69 86.24 99.48 88.86 86.24 97.05  88.86 Pendidikan Dinas Pendidikan 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Pendidikan Non 
Formal 

PKBM yang aktif 11 PKBM 5 11 9 81.81 11 9 81.82  11 Pendidikan Dinas Pendidikan 

  LPK yang aktif 6 LPK 3 6 6 100.00 6 6 100.00  6 Pendidikan Dinas Pendidikan 

 
Program Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Persentase Guru SD 
sesuai dengan 
kompetensi 

82,00 76.16 79.96 75.00 93.79 82.00 75 91.46  82.00 Pendidikan Dinas Pendidikan 

  
Persentase Guru SMP 
sesuai dengan 
kompetensi 

92,00 83.79 87.97 87.15 99.06 92.00 87.15 94.73  92.00 Pendidikan Dinas Pendidikan 

 
Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Nilai rata-rata ujian 
sekolah siswa SD 

75.00 67.70 70.00 71.82  102.60 75.00 67.31  89.75  75.00 Pendidikan Dinas Pendidikan 

  
Nilai rata-rata ujian 
nasional siswa SMP 

55.00 50.62 53.00 49.85 94.05 55.00 50.63 92.05  55.00 Pendidikan Dinas Pendidikan 

  
Persentase  siswa SD 
yang mendapat  
beasiswa 

0.85 0.85 0.85 0.85 100.00 0.85 0.85 100.00 0.85 Pendidikan Dinas Pendidikan 

 
Program Peningkatan 
Belajar Mengajar 

Siswa SD berprestasi 
akademis dan non 
akademis 

525 orang 110 orang 105 orang 102 orang 97.14 105 orang 68 orang 64.76  525 orang Pendidikan Dinas Pendidikan 

  
Siswa SMP Berprestasi 
Akademis dan Non 
Akademis 

195 orang 61 orang 39 Orang 170 orang 435.89 39 Orang 63 orang 161.54  195 orang Pendidikan Dinas Pendidikan 

 URUSAN KESEHATAN                         

 
Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

80.00 85.00 85.00 80.00 90.00 80.00 85.00 94.44  90.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
Persentase ketersedian 
perbekalan kesehatan 
sesuai standar 

80.00 60.00 60.00 48,00 80.00 80.00 60.00 75.00  80.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
produktif 

50,00 50.00 50.00 24.75 49.52 50.00 24.75 49.50  50.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
persentase pelayanan 
kesehatan matra dan 
haji 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pendidikan dasar 

  

Persentase masyarakat 
miskin yang 
mendapatkan  
pelayanan kesehatan 
dasar 

56,20 56.20 56.20 56.20 100.00 56.20 56.20 100.00  56.20 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Pengawasan Obat 
dan Makanan 

Persentase produk 
pangan beredar yang 
memiliki sertifikat PIRT 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

Persentase rumah 
tangga ber PHBS 

80,00 60.00 80.00 70.04 87.55 80.00 70.04 87.55  80.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Persentase balita gizi 
buruk yang 
mendapatkan 
perawatan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
Persentase balita yang 
berat badannya naik 
(N/D) 

89,00 80.00 86.00 89.00 103.48 89.00 89.00 100.00  89.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase lingkungan 
desa/kelurahan sehat 

90,00 70.00 87.50 89.33 102.00 90.00 89.33 99.26  90.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

Presentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit Menular 
langsung 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  

Persentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit 
endemik/epidemik 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  

Persentase Penemuan 
dan Penanganan 
Penyakit menular 
seksual 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Persentase puskesmas 
yang menjalankan 
manajemen puskesmas 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
Persentase FKTP yang 
memiliki SDM sesuai 
standar 

90,00 60.00 60.00 86.82 144.70 90.00 86.82 96.47  90.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

90,00 80.00 80.00 87.50 109.38 90.00 87.50 97.22  90.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 

Program Pengadaan, 
Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/Pustu dan 
Jaringannya 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

90,00 80.00 80.00 87.50 109.38 90.00 87.50 97.22  90.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 

Persentase FKTP yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
standar 

90,00 80.00 80.00 87.50 109.38 90.00 87.50 97.22  90.00 Kesehatan RSUD 

  
Persentase Gedung 
Rumah Sakit yang 
Terpenuhi 

100,00 70.00 100.00 90.00 90.00 100.00 90.00 90.00  100.00 Kesehatan RSUD 

  
Persentase IPAL Rumah 
Sakit yang Terpenuhi 

50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 50.00 50.00 10.00  50.00 Kesehatan RSUD 

  
Persentase Alat 
Kesehatan yang 
terpenuhi 

100,00 75.00 100.00 90.00 90.00 100.00 90.00 90.00  100.00 Kesehatan RSUD 

  

Persentase 
Perlengkapan Rumah 
Tangga Rumah Sakit 
yang terpenuhi 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 Kesehatan RSUD 

  
Persentase Alat 
Penunjang Medis Rumah 
Sakit yang terpenuhi 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 Kesehatan RSUD 

 

Program Pemeliharaan 
Sarana Prasarana Rumah 
Sakit/Rumah Sakit 
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata 

Persentase Gedung 
Rumah Sakit Dalam 
Kondisi Baik 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 Kesehatan RSUD 

  
Persentase Sarana 
Prasarana Rumah Sakit 
Dalam Kondisi Baik 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 Kesehatan RSUD 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan Anak 
Balita 

Persentase Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru 
Lahir 

100,00 85.00 100.00 91.62 91.62 100.00 91.62 91.62  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
Persentase Pelayanan 
kesehatan balita 

100,00 85.00 100.00 97.16 97.16 100.00 97.16 97.16  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
lanjut 

80,00 50.00 60.00 65.16 108.60 80.00 65.16 81.45  80.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Peningkatan 
Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan Anak 

Persentase Ibu Hamil 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

100,00 90,00 100,00 88.78 88.78 100,00 88.78 88.78  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  
Persentase Ibu Bersalin 
Mendapat Pelayanan 
Persalinan  

100,00 90,00 100,00 92.20 92.20 100,00 92.20 92.20  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

 
Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Umum 
Kesehatan 

persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
esensial sesuai standar 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

  

Persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
pelayanan kesehatan 
pengembangan wajib 
sesuai standar 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 Kesehatan Dinas Kesehatan 

              

 
URUSAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN 
RUANG 

                        

 
Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Jaringan 
Jalan  dalam Kondisi 
Mantap (%) 

72,50 60.00 63.00 63.00 100.00 72.50 63 86.90  72.50 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

  
Persentase Jaringan 
Jembatan dalam Kondisi 
Mantap (%) 

93,00 60.00 60.00 60.00 100.00 93.00 60.00 0.00  93.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pembangunan 
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong 

Persentase Sistem 
Jaringan Drainase Jalan 
yang Berfungsi Baik 

95,00 85,00 90,00 90,00 100,00 95,00 90 94.74  95.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pembangunan 
Turap/Talut/Bronjong 

Persentase Panjang 
Turap/Talud/Brojong  

100 88,69 93.26 93.26 100,00 100 93.26 93.26  88.69 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

dalam Kondisi Baik 

 
Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Jaringan 
Jalan dalam Kondisi 
Mantap (%) 

72,50 60,00 63,00 63,00 100,00 72,50 63 86.90  72.50 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

  
Persentase Jembatan 
dalam Kondisi Mantap 
(%) 

93,00 60,00 
88,70 

 
91,88 103,59 93,00 103,59 111,39  93.00 

Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pembangunan 
Sistem Informasi/Data Base 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Ketersediaan 
Data dan Informasi 
Infrastruktur yang up to 
date 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Kebinamargaan 

Persentase Infrastruktur 
Kebinamargaan dalam 
Kondisi Mantap 

90,00 
0.00 

 
84.31 84.31 100,00 80,00 84.31 105.39  80.00 

Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 

Program Pengembangan 
dan Pengelolaan Jaringan 
Irigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya 

Indeks Kinerja Irigasi 43,24 43,2 43,2 43,2 100.00 43.24 43,2 100.00  43.24 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 

Program Pengembangan, 
Pengelolaan dan 
Konservasi Sungai, Danau 
dan Sumber Daya Air 
Lainnya 

Persentase Potensi  
Sumber Air Baku yang 
dimanfaatkan 

33,33 33,33 33,33 33,33 100.00 33.33 33,33 100.00  33.33 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum dan Air Limbah 

Cakupan Layanan Air 
Bersih (%) 

70,00 60.00 65.00 65.00 100.00 70.00 65 92.86  70.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

  
Cakupan Layanan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Skala Kota (%) 

43,57 43,57 43,57 43,57 100.00 43.57 43,57 100.00  43.57 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

  
Persentase Rumah yang 
Bersanitasi 

100,00 67.20 85.10 83.6 98.23 100.00 83.6 83.60  100.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

 

 
Program Pengendalian 
Banjir 

Persentase Sistem 
Jaringan Drainase Skala 
Kawasan dan Skala Kota 
(%) 

62,50 62,50 62,50 62,50 100.00 62.50 62,50 100.00  62.50 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
Cepat Tumbuh 

Persentase 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Perumahan dan 

100,00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00  100.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 
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REALISASI 
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S/D TAHUN 

2018 
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CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Permukiman Wilayah 
Strategis Cepat Tumbuh 

 
Program Pembangunan 
Infrastruktur Perdesaan 

Persentase Infrastruktur 
Wilayah Pedesaan yang 
Memadai  

91,79 91,79 91,79 91,79 100.00 91.79 91,79 1000.00  91.79 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Perencanaan Tata 
Ruang 

Jumlah Perda Rencana 
Tata Ruang Wilayah dan 
Rencana Detail Tata 
Ruang 

2,00 2,00 2,00 2,00 100.00 2.00 2,00 100.00  2.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
Program Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan terhadap 
RTRW/RDTR 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00  110.00 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

  
Lama Waktu Pelayanan 
Rekomendasi 
Pemanfaatan Ruang 

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 100.00  3 hari 
Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

DPUPR 

 
URUSAN PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

                        

 
Program Pengembangan 
Perumahan 

Persentase 
Pengembangan 
Perumahan yang 
Memiliki 
Site Plan 

100,00 100.00 100.00 260.00 260.00 100.00 260.00 260.00  100.00 
Perumahan dan 

Kawasan 
Pemukiman 

DINPERKPP 

  
Persentase Peningkatan 
MBR yang memiliki 
Rumah 

65,00 60.00 63.60 63.00 99.06 65.00 63.00 96.92  65.00 
Perumahan dan 

Kawasan 
Pemukiman 

DINPERKPP 

 
Program Lingkungan Sehat 
Perumahan 

Infrastruktur 
Lingkungan yang 
Memadai (%) 

100,00 85.00 94.00 94.00 100.00 100.00 94.00 94.00  100.00 
Perumahan dan 

Kawasan 
Pemukiman 

DPUPR 

 
Pelayanan Dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase Rumah Tidak 
Layak Huni yang 
ditangani 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00  
Perumahan dan 

Kawasan 
Pemukiman 

DINPERKPP 

 
Program Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Persentase Fasilitas 
Umum yang Memadai 

37,50 20.00 25.00 25.00 100.00 37.50 25.00 66.67  37.50 
Perumahan dan 

Kawasan 
Pemukiman 

DPUPR 

 

URUSAN KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN UMUM DAN 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
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TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

Persentase 
Desa/Kelurahan yang 
Melaksanakan 
Siskamling  

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

 

Program Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Persentase Penyelesaian 
Pelanggaran Perda dan 
Perkada 

100,00 97.00 98.00 98.00 100.00 100.00 98.00 98.00  100.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

  Angka Tunawisma (%) 0,60 0.50 0.50 0.50 100.00 0.60 0.50 83.33  0.60 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

  

  Angka Prostitusi (%) 1,50 1.50 1.50 1.50 100.00 1.50 1.50 100.00  1.50 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

  

  
Persentase Penjualan 
Minuman Beralkohol 
tanpa Izin 

0,80 0.60 0.70 0.70 100.00 0.80 0.70 87.50  0.80 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

  
Persentase Angka Kasus 
Perjudian 

7,00 7.00 7.00 7.00 100.00 7.00 7.00 100.00  7.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

  
Persentase Angka Kasus 
Penggunaan Narkotika 
dan Barang Zat Adiktif 

7,80 7.80 7.80 7.80 100.00 7.80 7.80 100.00  7.80 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

 
Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Rasio rekomendasi 
koordinasi antar 
pemangku kepentingan 
terhadap rekomendasi 
yang dijalankan   

2,00 2,00 2,00 2,00 100.00 2.00 2,00 100.00  2.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

KESBANGPOL 

 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat untuk Menjaga 
Ketertiban dan Keamanan 

Rasio Petugas 
Perlindungan 
Masyarakat (Linmas) di 
Kabupaten/Kota per 
10.000 Penduduk 

41,00 41.00 41.00 41.00 100.00 41.00 41.00 100.00  41.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

KESBANGPOL 

 
Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

Persentase Penurunan 
Tingkat Kriminalitas yg 
terkait dengan Penyakit 
Masyarakat  

20,00 25.00 23.00 23.00 100.00 20.00 23.00 115.00  20.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

SATPOL PP 

 
Program Dukungan 
Kelancaran 

Presentase Objek Vital 
Pemda yang Aman dan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 
Ketentraman dan 

Perlindungan 
SATPOL PP 
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(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Penyelenggaraan PEMILU Terawasi Masyarakat 

 URUSAN SOSIAL                         

 
Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh 
Rehabilitasi Sosial 

100,00 72.45 100.00 87.50 87.50 100.00 87.50 87.50 100,00 Ssosial DINSOSPEMDES 

  

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh Jaminan 
Sosial 

100,00 100.00 100.00 109.00 109.00 100.00 109.00 109.00 100,00 Ssosial DINSOSPEMDES 

  

Persentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
Memperoleh 
Perlindungan Sosial 

100.00 60.20 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 Ssosial DINSOSPEMDES 

  
Persentase Rumah Tidak 
Layak Huni yang 
ditangani 

11,00 11.00 11.00 11.00 100.00 11.00 11.00 100.00 11,00 Ssosial DINPERKPP 

 
Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase PMKS Skala 
Kabupaten yang 
Menerima Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial  

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Ssosial DINSOSPEMDES 

 
Program Pencegahan Dini 
dan Penanggulangan 
Korban Bencana Alam 

Efektivitas Implementasi 
Managemen 
Penanggulangan 
Bencana Alam 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ssosial DINAS PUPR 

 
URUSAN WAJIB NON 
PELAYANAN DASAR 

                        

 URUSAN TENAGA KERJA                         

 
Peningkatan Kualitas dan 
Produktifitas Tenaga Kerja 

Persentase 
Meningkatnya Tenaga 
Kerja yang terampil dan 
Kompeten 

3,12 3,12 3,12 3,12 100.00 3.12 3,12 100.00 3,12 Tenaga Kerja DINAKERPERINDAG 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Persentase Pencari Kerja 
Terdaftar yang 
ditempatkan 

23,17 15.20 18.29 76.47 418.10 23.17 76.47 330.04 23,17 Tenaga Kerja DINAKERPERINDAG 

 
Program Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Persentase Perusahaan 
yang membuat & 
Mengesahkan Peraturan 
Perusahaan sesuai 
dengan UU 
Ketenagakerjaan yang 
berlaku 

13,41 13,41 13,41 13,41 100.00 13.41 13,41 0.00 13,41 Tenaga Kerja DINAKERPERINDAG 

 
URUSAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

                        

 

Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Anak  

Kabupaten Layak Anak PRATAMA 
NON 

STATUS 
PRATAMA 

NON 
STATUS 

NON 
STATUS 

PRATAMA NON STATUS NON STATUS PRATAMA 

Pe,berdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

DPPKBP3 

 
Program Peningkatan 
Kualitas Hidup, 
Perlindungan Perempuan  

Rasio Tindak Kekerasan 0,15 0.08 0.17 0.04 23.53 0.15 0.04 26.67 0,15 

Pe,berdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

DPPKBP3 

 

Program Peningkatan 
Peran Serta dan Kesetaraan 
Gender Dalam 
Pembangunan  

Peningkatan 
Keterampilan 
Perempuan dalam 
Pembangunan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 

Pe,berdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

DPPKBP3 

 URUSAN PANGAN                         

 
Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan  

Persentase Rumah 
Tangga yang 
Memiliki Toko/Warung 
Penyedia 
Bahan Pangan Strategis 
(%) 

1,50 0.80 1.12 4.82 430 1.50 4.82 321.33 1,50 Pangan DINPAN 

  
Persentase Pasar 
Tradisional Yang 
Diawasi 

90,00 75.00 80.00 80.00 100.00 90.00 80.00 88.89 90,00 Pangan DINPAN 

  
Persentase Pasar 
Modern yang Diawasi 

90,00 70.00 80.00 80.00 100.00 90.00 80.00 88.89 90,00 Pangan DINPAN 

  Persentase Pemenuhan 15,00 2.00 3.70 3.70 100.00 15.00 3.70 24.67 15,00 Pangan DINPAN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cadangan 
Pangan yang Dimikiki 
Pemerintah 
Daerah 

 
Program Peningkatan 
Bahan Makanan 

Persentase Peningkatan 
Ketersediaan 
Pangan Strategis Lokal 
(%) 

58,00 50.00 56.00 47.00 83.00 58.00 47.00 81.03 58,00 Pangan DINPAN 

  

Persentase Masyarakat 
Yang Mampu 
Mewujudkan Ketahanan 
Pangan dan 
Gizi (%) 

44,45 36.00 41.97 35.80 85.00 44.45 35.80 80.54 44,45 Pangan DINPAN 

 
Program Pengembangan 
Pola Pangan 

Persentase Penurunan 
Konsumsi Beras 
Per Kapita/Tahun (%) 

0,15 0.15 0.15 5.22 3480 0.15 5.22 3480 0,15 Pangan DINPAN 

  

Persentase Peningkatan 
Konsumsi 8 Kelompok 
Bahan Pangan Per 
Kapita/Tahun (%) 

1,75 1.25 1.50 1,50 100.00 1.75 1,75 100,00 1,75 Pangan DINPAN 

  

Persentase 
Desa/Kelurahan Yang 
Menerapkan Konsep 
Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (%) 

55,56 50.00 55.56 55.56 100.00 55.56 55.56 100.00 55,56 Pangan DINPAN 

  

Peningkatan Jumlah 
Kelompok 
Masyarakat Yang 
Mengolah Pangan 
Lokal (%) 

26,28 18.00 21.28 25.90 121.00 26.28 25.90 98.55 26,28 Pangan DINPAN 

 
Program Peningkatan 
Keamanan Pangan Segar 

Persentase Penjual Yang 
Diberikan Pembinaan 
tentang Keamanan 
Pangan Segar 

12,00 8.00 9.60 9.60 100.00 21.50 9.60 44.65 21,50 Pangan DINPAN 

  

Persentase Produsen 
Pangan Segar 
Yang Mendapatkan Yang 
Mendapatkan Sertifikasi 
Halal (%) 

12,5 8.90 12,5 12,5 100.00 12.5 10.00 80.00 12,5 Pangan DINPAN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
Persentase Komoditi 
Pangan Segar yang 
diawasi keamanannya 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Pangan DINPAN 

 URUSAN PERTANAHAN                        

 

Program Penataan 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Persentase Sertifikat 
Lahan Pemda yang 
Terbit 

50,00 50.00 50.00 13.00 30.00 50.00 13.00 30.00 50,00 Pertanahan DINPERKPP 

  
Persentase Izin Lokasi 
yang Berjalan Sesuai 
Aturan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Pertanahan DPUPR 

 
Program Penyelesaian 
Konflik-Konflik Pertanahan 

Persentase Penurunan 
Konflik Pertanahan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Pertanahan DINPERKPP 

 
Program Pengembangan 
Sistem Informasi 
Pertanahan 

Dokumen Informasi 
Pertanahan 

1,00 1.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1,00 Pertanahan DINPERKPP 

 
URUSAN LINGKUNGAN 
HIDUP 

                        

 
Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase pengelolaan 
sampah 

32,50 24.50 32.00 27.85 87.03 32.50 27.85 85.69 32,50 Lingkungan Hidup DLH 

 
Program Pengendalian 
Pencemaran & Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Indeks Pencemaran Air 50,01 50.00 50.00 59.17 118.4 50.01 59.17 118.32 50,01 Lingkungan Hidup DLH 

  
Persentase penurunan 
kasus lingkungan 

42,80 42,80 42,80 42,80 100.00 42.80 42,80 100.00 42,80 Lingkungan Hidup DLH 

 

Program Perlindungan dan 
Konservasi Lingkungan 
Hidup dan Sumber Daya 
Alam 

Persentase Peningkatan 
Lokasi Pelestarian 
Keanekaragaman Hayati 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Lingkungan Hidup DLH 

 
Program Rehabilitasi dan 
Pemulihan Cadangan 
Sumber daya Alam 

Persentase Peingkatan 
Luas Lahan Kritis yang 
direhabilitasi 

14,24 8.75 11.16 8.43 75.54 14.24 8.43 59.20 14,24 Lingkungan Hidup DLH 

 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Persentase Frekuensi 
Penyampaian Informasi 
Bidang Lingkungan 
Hidup 

100,00 100.00 100.00 125.00 125.00 100.00 125.00 125.00 100,00 Lingkungan Hidup DLH 
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(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Peningkatan 
Pengendalian Polusi 

Indeks Pencemaran 
Udara 

90,01 90.00 90.00 88.67 98.52 90.01 88.67 98.52 90,01 Lingkungan Hidup DLH 

 
Program Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Indeks Tutupan Vegetasi 52,41 52.41 52.41 52.41 100.00 52.41 52.41 100.00 52,41 Lingkungan Hidup DLH 

 
URUSAN 
KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL 

                       

 
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Proses Penerbitan 
Dokumen 
Kependudukan : 

                  
Kependudukan 

dan catatan sipil 
DINDUKPENCAPIL 

   - Akta Kelahiran  7 hari 12 7 hari 7 hari 100.00 7 hari 7 hari 100.00 7 hari     

   - Kartu Keluarga 7 hari 12 7 hari 7 hari 100.00 7 hari 7 hari 100.00 7 hari     

   
- Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) 

7 hari 12 7 hari 7 hari 100.00 7 hari 7 hari 100.00 7 hari     

   - Akta Kematian 7 hari 12 7 hari 7 hari 100.00 7 hari 7 hari 100.00 7 hari     

   - Akta Perkawinan 11 hari 12 11 hari 11 hari 100.00 11 hari 11 hari 100.00 11 hari     

   - Akta Perceraian 11 hari 12 11 hari 11 hari 100.00 11 hari 11 hari 100.00 11 hari     

 
URUSAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

                        

 
Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

Persentase Cakupan 
Pembinaan Lembaga 
Masyarakat 

61,00 61,00 61,00 61,00 100.00 61.00 61,00 100.00 61,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

Persentase Lembaga 
Ekonomi Pedesaan yang 
Aktif  

100,00 90.00 96.46 96.46 100.00 100.00 96.46 96.46 100,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

Cakupan Partisipasi 
Masyarakat Desa 

100,00 92.45 99.24 99.24 100.00 100.00 99.24 99.24 100,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Persentase Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

98,85 75.61 81.18 81.18 100.00 98.85 81.18 82.12 98,85 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
Program Peningkatan 
Peran Perempuan di 
Pedesaan 

Peningkatan Peran Serta 
Perempuan dalam 
Pembangunan (%) 

75,04 75.00 75.00 75.00 100.00 75.04 75.00 99.95 75,04 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

  Persentase TK Wanita 23,50 15.00 20.00 18.68 93.40 23.50 18.68 79.49 23,50 Pemberdayaan DINSOSPEMDES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

yang bekerja pada 
sektor IKM 

Masyarakat dan 
Desa 

 
Program Pengembangan 
dan Pemasyarakatan 
Teknologi Tepat Guna 

Inovasi TTG yang dapat 
dikembangkan dan 
dimasyarakatkan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
Program Pemberdayaan 
Sosial Budaya dan Usaha 
Ekonomi Desa 

Persentase Cakupan 
Kelompok Binaan PKK 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 Program Penataan Desa 

% Desa yang memiliki 
batas desa yang telah 
ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati  

80,00 30.00 50.00 50.00 100.00 80.00 50.00 62.50 80,00 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 
DINSOSPEMDES 

 
URUSAN PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA  

                        

 
Program Keluarga 
Berencana 

Persentase akseptor 
keluarga berencana 

76,83 74.00 75.00 68.00 90.66 76.83 68.00 88.51 76,83 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 
DP2KBP3A 

 
Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Persentase angka 
pernikahan dini 

2,26 2,26 2,26 2,26 100.00 2,26 2,26 100.00 2,26 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 
DP2KBP3A 

 
Program Pelayanan 
Kontrasepsi  

Cakupan Penyediaan 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi untuk 
Memenuhi Permintaan 
Masyarakat 30% setiap 
Tahun (Alkon) 

112.471,00 112.471,00 112.471,00 112.471,00 100.00 112,471.00 112.471,00 100.00 112.471,00 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 
DP2KBP3A 

 

Program Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat Dalam 
Pelayanan KB/KR Yang 
Mandiri  

Persentase Akseptor 
KB/KR yang mandiri 

71,00 67.00 70.00 70.00 100.00 71.00 70.00 98.59 71,00 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 
DP2KBP3A 

 

Program Pengembangan 
Bahan Informasi Tentang 
Pengasuhan Dan 
Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak  

Persentase ketersediaan 
Informasi Pengasuhan 
dan Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 
DP2KBP3A 

 URUSAN PERHUBUNGAN                         

 
Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Persentase Sentra 
Ekonomi yang Memiliki 
Akses Trasportasi yang 

80,00 50.00 75.00 75.00 100.00 80.00 75.00 93.75 80,00 Perhubungan DPUPR 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aman 

 
Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Persentase Kecukupan 
Kelengkapan Sarana 
Lalu Lintas 

70,00 60.00 66.67 66.67 100.00 70.00 66.67 95.24 70,00 Perhubungan DPUPR 

 
Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Persentase 
Pengoperasioan 
Kendaraan Bermotor 
yang laik jalan 

75,00 55.00 65.00 65.00 100.00 75.00 65.00 86.67 75,00 Perhubungan DPUPR 

 
Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Persentase penurunan 
angka pelanggaran lalu 
lintas 

7,00 3.00 5.00 5.00 100.00 7.00 5.00 71.43 7,00 Perhubungan DPUPR 

 
URUSAN KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA 

                        

 
Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 

Rasio Intesitas 
Penyampaian Informasi  
Pemerintah Daerah  

60,00 30.00 40.00 38.00 95.00 60.00 38.00 63.33 60,00 
Komunikasi dan 

Informatika 
DINKOMINFOTIK 

 

Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Berbasis 
Teknologi Informasi 

Persentase OPD yang 
menerapkan 
penyelenggaraan kinerja 
berbasis teknologi 
informasi 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Komunikasi dan 

Informatika 
DINKOMINFOTIK 

 
URUSAN KOPERASI DAN 
USAHA KECIL MENENGAH 

                        

 

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

Persentase Jumlah 
wirausaha Baru UMKM 

5,00 5.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 100.00 5,00 
Koperasi dan 

UMKM 
DINPMP2KUKM 

 

Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha 
bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

Persentase UMKM Yang 
Naik Kelas 

5,00 5.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 100.00 5,00 
Koperasi dan 

UMKM 
DINPMP2KUKM 

 
Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi 
Aktif/Sehat 

88,00 85.00 87.00 85.85 98.85 88.00 85.85 97.56 88,00 
Koperasi dan 

UMKM 
DINPMP2KUKM 

 
URUSAN PENANAMAN 
MODAL 

                        

 
Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Persentase Kerjasama 
Investasi Yang 
Dilaksanakan 

10,00 8.00 9.00 9.00 100.00 10.00 9.00 90.00 8,00 Penanaman Modal SETDA 
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Persentase Promosi 
Investasi Yang 
Dilaksanakan 

8,00 8.00 8.00 8.00 100.00 8.00 8.00 100.00 8,00 Penanaman Modal SETDA 

 
Program Pengembangan 
Potensi Sumber Daya Alam 

Evaluasi Kebijakan KDH 
dalam Bidang Sumber 
Daya Alam (%) 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Penanaman Modal SETDA 

 
Program Pemetaan Potensi 
Sumber Daya Alam 

BUMD Berkinerja Baik 
(%) 

25,00 25.00 25.00 25.00 100.00 25.00 25.00 100.00 25,00 Penanaman Modal SETDA 

 
URUSAN KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA 

                        

 
Program Peningkatan 
Peran Serta Kepemudaan 

Persentase pemuda yang 
aktif berorganisasi 

95,00 75.00 85.00 85.00 100.00 95.00 85.00 89.47 95,00 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 

Program Peningkatan 
Upaya Penumbuhan 
Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup Pemuda 

Persentase Pemuda yang 
Berwirausaha 

30,00 20.00 25.00 25.00 100.00 30,00 25.00 83.33 30,00 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasaran 
Kepemudaan 

Persentase sarana dan 
prasarana kepemudaan 
yang memadai 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 
Program Pengembangan 
Kebijakan dan Manajemen 
Olahraga 

Persentase Sistem 
Sertifikasi dan 
Standarisasi Profesi 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 
Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

Persentase Cabang 
Olahraga yang 
berkembang di 
Masyarakat 

95,00 75.00 80.00 80.00 100.00 95.00 80.00 84.21 95,00 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 
Program Peningkatan 
Sarana Prasarana Olahraga  

Persentase Sarana dan 
Prasarana Olahraga yang 
Memadai 

99,99 80.00 90.00 90.00 100.00 99.99 90.00 90.01 99,99 
Kepemudaan dan 

Olahraga 
DINPARPORA 

 URUSAN STATISTIK                         

 
Program Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 
Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Data Informasi Statistik 
yang Akurat dan Up to 
Date 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Statistik DINKOMINFOTIK 

 URUSAN KEBUDAYAAN                         

 
Program Pengembangan  
Nilai Budaya 

Persentase Apresiasi 
Pemerintah terhadap 

54,55 45.60 51.50 50.65 98.34 54.55 50.65 92.85 54,55 Kebudayaan DINDIKBUD 
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Seniman dan 
Budayawan 

 
Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Persentase Situs dan 
Cagar Budaya yang 
dilestarikan 

71,43 60.28 64.00 61.00 95.31 71.43 61.00 85.40 71,43 Kebudayaan DINDIKBUD 

 
Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase Peningkatan 
Pagelaran dan Festival 
Budaya Daerah 

27,27 22.00 25.00 25.00 100.00 27.27 25.00 91.68 27,27 Kebudayaan DINDIKBUD 

 
Program Pengembangan 
Kerjasama Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Persentase Budaya 
Lokal yang dilestarikan 

50,00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50,00 Kebudayaan DINDIKBUD 

 URUSAN PERPUSTAKAAN                         

 
Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Persentase Jenis Koleksi, 
Sarpras dan Layanan 
Perpustakaan (%) 

50,00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50 Perpustakaan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

   
Persentase Layanan 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

95,89 90.00 92.59 92.59 100.00 88.89 92.59 104.16 88,89 Perpustakaan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

   
Persentase Sarana dan 
Prasarana Perpustakaan 
Umum Daerah 

67,33 50.00 59.00 59.00 100.00 57.33 59.00 102.91 57,33 Perpustakaan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

 URUSAN KEARSIPAN                         

 
Program Penyelamatan dan 
Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah 

Persentase Arsip 
Dinamis Daerah yang 
terselamatkan 

3,39 3.39 3.39 3.39 100.00 3.39 3.39 100.00 3,39 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

   

Persentase Arsip 
Dinamis Daerah yang 
disusutkan dan 
dimusnahkan 

12.55 9.25 10.35 10.35 100.00 12.55 10.35 82.47 12.55 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

   

Persentase Arsip Statis 
Daerah yang 
diselamatkan dan 
diakuisisi 

17.65 12.15 15.25 15.25 100.00 17.65 15.25 86.40 17.65 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

   
Persentase Arsip Statis 
Daerah yang 
direproduksi  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

 Program Pemeliharaan Persentase OPD, 90,00 75.00 81.74 81.74 100.00 90,00 81.74 90,82 90,00 Kearsipan DINAS 
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Rutin/Berkala Sarana dan 
Prasarana Kearsipan 

Kelurahan dan 
Pemerintahan Desa yang 
Tertib Arsip 

PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

  

Persentase Arsip 
Dinamis dan Statis 
Daerah yang tertata dan 
terpelihara baik 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

 
Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

Persentase OPD, 
Kelurahan dan 
Pemerintahan Desa yang 
Dibina dan Dilatih 

87,83 76.47 81.74 81.74 100.00 87.83 81.74 93.07 87,83 Kearsipan 
DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

 URUSAN PILIHAN                         

 
URUSAN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

                        

 
Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Jumlah Produksi 
Perikanan Budidaya 
(Ton) 

593,65 510.14 553.93 783.26 141.4 593.65 783.26 131.94 593,65 Perikanan DINPERKAN 

  
Persentase Penerapan 
Teknologi Tepat Guna 
(%) 

16,00 16.00 16.00 16.00 100.00 16.00 16.00 100.00 16,00   DINPERKAN 

  
Persentase Pelaku Usaha 
yang Melakukan 
Kemitraan (%) 

34,00 18.00 22.00 34.00 154.55 34.00 34.00 100.00 34,00   DINPERKAN 

 
Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Jumlah Produksi 
Perikanan Tangkap 
(Ton) 

26.793,05 27893 28090 26785.55 95.36 26,793.05 26785.55 99.97 
      

26.793,05  
Perikanan DINPERKAN 

 
Program Peningkatan Mutu 
Hasil Perikanan 

Prosentase Penurunan 
Produksi Perikanan 
yang Menggunakan Zat 
Adiktif (%) 

10,00 10.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 100.00 10,00 Perikanan DINPERKAN 

 URUSAN PARIWISATA                         

 
Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Persentase promosi 
pariwisata melalui in 
bound dan in take 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pariwisata DINPARPORA 

 
Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Persentase objek wisata 
yang dikelola dengan 
baik dan beragam 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pariwisata DINPARPORA 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Pengembangan 
Kemitraan 

Persentase Mitra 
Pariwisata yang dibina 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pariwisata DINPARPORA 

 URUSAN PERTANIAN                         

 
Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Persentase Gapoktan 
Penerima PUAP 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

   
Persentase Gapoktan 
dengan usaha agribisnis 
pedesaan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

 
Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Pertanian/Perkebunan  

Persentase Kelompok 
Tani yang Menggunakan 
Benih/Bibit Tanaman 
Pangan 

1,70 1.52 1.69 2.00 118.34 1.70 2.00 117.65 1,70 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
Sarana Prasarana 
Pertanian 

78,08 65.00 75.00 70.00 93.33 78.08 70.00 89.65 78,08 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  

Persentase Kelompok 
Tani yang 
membudidayakan 
Hortikultura 

3,00 2.00 2.94 9.07 308.50 3.00 9.07 302.50 3,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  
Persentase Luas Tanam 
Pertanian 

1,81 1.81 1.81 1.81 100.00 1.81 1.81 100.00 1,81 Pertanian   

 
Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase Kelompok 
Tani yang Menggunakan 
Teknologi Pertanian 

75,00 75.00 75.00 70.00 93.33 75.00 70.00 93.33 75,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

 
Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase Poktan yang 
Menggunakan Benih 
Padi Bersertifikat 

13,00 9.00 11.00 10.00 90.91 10.00 10.00 100.00 13,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  

Persentase 
Pengendalian Hama dan 
Penyakit Tanaman 
dengan Cepat dan Tepat 

7,00 7.00 7.00 7.00 100.00 7.00 7.00 100.00 7,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  
Persentase Poktan yang 
Menggunakan Pupuk 
Subsidi dan Organik 

80,00 70.00 75.00 70.00 93.33 80.00 70.00 87.50 80,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

  
Persentase Kelompok 
Tani yang Menanam 
Tanaman Perkebunan 

2,40 2.00 2.26 2.26 100.00 2.40 2.26 100.00 2,40 Pertanian DINAS PERTANIAN 
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URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
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PERKIRAAN REALISASI 
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RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
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KINERJA 

PADA 
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RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
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KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 
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TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
Sarana Prasarana 
Perkebunan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Pertanian DINAS PERTANIAN 

 
Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Persentase Kasus 
Penyakit Hewan 
Menular/Zoonosis yang 
ditangani 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Peternakan DINAS PERTANIAN 

 
Program Peningkatan 
Produksi Hasil Peternakan 

Persentase Ternak yang 
Sehat 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Peternakan DINAS PERTANIAN 

 
Program Pengembangan 
Sarana dan Prasarana 
Perkebunan dan Kehutanan 

Persentase Kelompok 
Tani yang menerima 
sarana prasarana 
perkebunan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 Pertanian   

 
Program Pemberdayaan 
Penyuluh 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase Penyuluh 
Pertanian Berkinerja 
BAIK (sesuai kriteria 
Permentan 
No.91/Permentan/OT.1
40/9/2013) 

70,00 60.00 65.00 60.00 92.31 70.00 60.00 85.71 70,00 Pertanian   

 URUSAN KEHUTANAN                         

 
Program Perlindungan dan 
Konservasi Sumber Daya 
Hutan 

Persentase 
keanekaragaman hayati 
hutan yang dilindungi 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kehutanan DLH 

 
URUSAN ENERGI DAN 
SUMBERDAYA MINERAL 

                        

 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Bidang  
Ketenagalistrikkan 

Jumlah dan Jenis Energi 
Alternatif yang 
dikembangkan (Unit) 

3,00 3,00 3,00 3,00 100,00 3,00 3,00 100,00 3,00 
Energi dan 

Sumberdaya 
Mineral 

SETDA 

 URUSAN PERDAGANGAN                         

 
Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

Persentase Penurunan 
Peredaran Barang dan 
jasa yang tidak sesuai 
standar 

16,22 8.11 10.81 10.81 100.00 16.22 10.81 66.65 16,22 Perdagangan DINAKERPERINDAG 

  
Persentase Alat UTTP 
yang ditera/tera Ulang 

100,00 0.00 12.72 12.72 100 100.00 12.72 12.72 100,00 Perdagangan DINAKERPERINDAG 

 
Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 

Persentase Pengelola 
Sarana Distribusi 

29,41 19.62 23.53 23.53 100.00 29.41 23.53 80.01 29,41 Perdagangan DINAKERPERINDAG 
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TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dalam Negeri Perdagangan yang 
dibina terhadap jumlah 
pasar/ruko yang ada 

  

Persentase Peningkatan 
Ketersediaan Barang 
sampai di Tingkat Pasar 
Kecamatan 

95,83 90.00 91.67 60.00 65.45 95.83 60.00 62.61 95,83 Perdagangan DINAKERPERINDAG 

 
Program Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor 

% Peningkatan Nilai 
ekspor perdagangan 

8,07 8,07 8,07 8,07 100.00 8.07 8,07 100.00 8,07 Perdagangan DINAKERPERINDAG 

 URUSAN INDUSTRI                          

 
Program Peningkatan 
Kapasitas IPTEK Sistem 
Produksi 

Persentase Peningkatan 
Penjamin Mutu Produk 
IKM 

68,74 65.00 69.20 69.20 100.00 68.74 69.20 106.67 68,74 Industri DINAKERPERINDAG 

 
Program Pengembangan 
Industri Kecil Menengah 

Persentase Peningkatan 
Pertumbuhan dan 
Perkembangan IKM 

13,33 9.00 11.11 11.11 100.00 13.33 11.11 83.35 13,33 Industri DINAKERPERINDAG 

  
Persentase Peningkatan 
Nilai Produksi IKM 

13,33 9.00 11.11 11.11 100.00 13.33 11.11 83.35 13,33 Industri DINAKERPERINDAG 

  
% Peningkatan IKM 
yang berbasis teknologi 

70,74 67.48 69.20 69.20 100.00 70.74 69.20 97.82 70,74 Industri DINAKERPERINDAG 

 
Program Pengembangan 
Sentra-Sentra Industri 
Potensial 

Tersusunnya Dokumen 
Rencana Induk 
Pembangunan Industri 
Kabupaten (RIPIK) 

1,00 1.00 1.00 0,00 100.00 1.00 1.00 100.00 1,00 Industri DINAKERPERINDAG 

 PENUNJANG URUSAN                          

 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN  BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH DAERAH 

                        

 
Program Peningkatan 
Pengembangan Sumber 
Daya Insani 

Jumlah Prestasi Regional 
dan Nasional di Bidang 
IMTAQ 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   SETDA 

 
Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

% Cakupan Pemenuhan 
SOP Bagian Perundang-
Undangan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   SETWAN 

 
Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 

Persentase Koordinasi 
Kedinasan Kepala 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   SETDA 
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TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kepala Daerah/ Wakil 
Kepala Daerah 

Daerah/Wakil Kepala 
Daerah yang terlayani 

 
Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Persentase Desa yang 
melaksanakan 
penyusunan dan 
Pelaporan APBDesa 
Tepat Waktu (%) 

90,00 70,00 80,00 80,00 100,00 90,00 80,00 88.89 90,00   SETDA 

 

Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Persentase SAKIP OPD 
yang dibina 

100,00 40.00 60.00 66.66 111.00 100.00 66.66 66.66 100,00   
SETDA/BAPPEDA/IN
SPEKTORAT 

  
Persentase OPD yang 
Bebas Penyimpangan 
Keuangan yang Material 

34 OPD 34 OPD 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD   INSPEKTORAT 

  
Persentase OPD yang 
Bebas Penyimpangan 
Aset yang Material 

34 OPD 34 OPD 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD   INSPEKTORAT 

  

Persentase rekomendasi 
temuan hasil 
pengawasan APIP dan 
BPK-RI yang selesai 
ditindaklanjuti 

34 OPD 34 OPD 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD 34 OPD 100.00 34 OPD   INSPEKTORAT 

 

Program Penataan dan 
Penyempurnaan Kebijakan 
Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

Persentase BUMD yang 
memiliki manajemen 
yang sehat 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   SETDA 

 
Program Peningkatan 
Kerjasama antar 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Fasilitasi, 
Koordinasi Kerjasama 
antar Pemerintah 
Daerah 

15,00 8.00 12.00 12.00 100.00 15.00 12.00 80.00 15,00   SETDA 

 
Program Penataan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Raperda yang diajukan 
dan Raperbup yang 
disahkan (%) 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   SETDA 

 
Program Penataan Daerah 
Otonomi Baru 

Persentase Penerapan 
kebijakan administrasi 
wilayah dan perbatasan 

40.00 20.00 25.00 25.00 100.00 40.00 25.00 62.50 40.00   SETDA 

 
Program Penataan 
Kelembagaan 

Persentase OPD yang  
Memiliki SOP, Anjab, 

80,00 50.00 60.00 60.00 100.00 80.00 60.00 75.00 80,00   SETDA/ BPKDSDMD 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ABK dan Tupoksi yang 
Transparan dan 
Akuntabel 

 
Program Peningkatan dan 
Penerapan Prinsip-prinsip 
Good Governance 

Evaluasi Penilaian 
Kinerja Kecamatan 

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik   SETDA 

 
Program Peningkatan dan 
Pengembangan Pelayanan 
Publik 

Persentase 
Penyelenggaraan 
Layanan Publik yang 
sesuai dengan SOP 

2/15 2/15 2/15 2/15 100.00 2/15 2/15 100.00 2/15   SETDA 

  
Persentase Penyelesaian 
Perizinan/Non Perizinan 
sesuai SOP 

96,00 80.00 87.45 87.45 100.00 96.00 87.45 91.09 96,00     

 
Program Advokasi dan 
Bantuan Hukum 

Persentase Kasus 
Hukum Pemerintah 
Daerah yang diadvokasi  

1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 100.00 1 Kasus 1 Kasus 100.00 1 Kasus   SETDA 

 
Program Penataan Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

Persentase Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur yang 
Kompeten sesuai 
Tupoksi 

50,00 30.00 35.00 35.00 100.00 50.00 35.00 70.00 50,00   BKPPSDMD 

 Program Ketatalaksanaan 

Persentase Standar 
Pelaksanaan 
Tatalaksana yang sesuai 
dengan Peraturan 
Perundang-undangan 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   SETDA 

 
Program Reformasi 
Birokrasi 

Persentase Pelaksanaan 
Program Reformasi 
Birokrasi 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   SETDA 

 
Program Pelayanan Barang 
dan Jasa 

Persentase Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa sesuai dengan RUP 
(%) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00     

 
Program Sosialisasi 
Kebijakan dan Program 
Pemerintah Daerah 

Persentase Kebijakan 
Strategis Pemerintah 
daerah yang 
diinformasikan kepada 
masyarakat 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   SETDA 
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(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
PERENCANAAN 

                        

 
Program Pengembangan 
Data/Informasi 

Persentase Ketersediaan 
Data dan Informasi 
Capaian Pembangunan 
Daerah  

100,00 82.50 85.71 85.71 100.00 100.00 85.71 85.71 100,00   BAPPEDA 

  

Persentase OPD yang 
mengintegrasikan data 
perencanaan dalam 
Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

100,00 45.81 58.88 58.88 100.00 100.00 58.88 58.88 100,00   BAPPEDA 

 
Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase Keselarasan  
Antar Dokumen 
Perencanaan  

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BAPPEDA 

  

Persentase Pelaksanaan 
Program OPD yang 
sesuai dengan Renja 
OPD 

88,00 81.92 85.00 97.01 114.13 88.00 97.01 110.24 88,00   BAPPEDA 

  

Persentase usulan 
masyarakat  yang 
diakomodir dalam 
Musrenbang RKPD 

97,01 90.00 95.00 100.00 105.26 97.01 100.00 103.08 97,01   BAPPEDA 

  
Persentase  peningkatan 
keterlibatan masyarakat 
dalam musrenbang 

25,00 25.00 25.00 25.08 100.32 25.00 25.08 100.32 25,00   BAPPEDA 

  

Persentase usulan 
masyarakat  melalui  
DPRD yang diakomodir 
dalam  Musrenbang 
RKPD 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BAPPEDA 

   

Persentase  ketersediaan  
dokumen rencana 
pembangunan strategis 
berbasis spasial 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BAPPEDA 

 
Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   BAPPEDA 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   

Persentase  ketersediaan  
dokumen rencana 
pembangunan strategis 
berbasis  sektoral 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   BAPPEDA 

 
Program Perencanaan 
Sosial Budaya 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00     

   

Persentase  ketersediaan  
dokumen rencana 
pembangunan strategis 
berbasis  sektoral 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   BAPPEDA 

 
Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Persentase  ketersediaan  
dokumen rencana 
pembangunan strategis 
berbasis  sektoral  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   BAPPEDA 

 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
KEUANGAN 

                        

 

Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Prosentase Peningkatan 
Pendapatan Pajak 
Daerah 

100,00 45.00 50.00 110.84 221.68 100.00 110.84 110.84 100,00   BP2RD 

  
Persentase Peningkatan 
Pendapatan Daerah dari 
Sektor PBB dan BPHTB 

100,00 65.00 70.00 110.84 158.34 100.00 110.84 110.84 100,00   BP2RD 

  

Persentase Peningkatan 
Perencanaan dan 
Pengembangan Potensi 
PAD 

100,00 60.00 90.00 50.00 55.56 100.00 50.00 50.00 100,00   BP2RD 

  
Penerimaan Daerah dari 
Sektor Dana 
Perimbangan/Transfer 

100,00 80.00 100.00 75.00 75.00 100.00 75.00 75.00 100,00   BP2RD 

  

Persentase OPD yang 
Menerapkan 
Penganggaran yang 
Tepat Sasaran dan Tepat 
Waktu dengan hasil 
terukur 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Persentase OPD yang 
Mencatat Aset ke dalam 
Buku Inventaris secara 
Benar 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  

Persentase Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan dengan Benar 
dan sesuai Standar 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  
Persentase OPD yang 
menggunakan Aset 
secara tepat 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  

Persentase OPD yang 
menerapkan sistem 
pengelolaan informasi 
keuangan daerah yang 
baik 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  

Persentase Pemenuhan 
Pelayanan Administrasi 
Penatausahaan 
Perbendaharaan dengan 
baik 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  

Persentase Penyerapan 
Belanja Daerah Tahunan 
sesuai dengan Dokumen 
Pelaksana Anggaran 
(DPA) 

100,00 85.00 90.67 83.00 91.54 100.00 83.00 83.00 100,00   BPKAD 

  
Cakupan Pelayanan 
Perpajakan sesuai SOP 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00   BPKAD 

 

Program Peningkatan, 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Aset Pemerintah 
Daerah 

Dukungan Sarana dan 
Prasarana Aset 
Pemerintah Daerah (%) 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

  
Persentase Aset dan 
Barang Daerah yang 
diinventarisir 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BPKAD 

 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
KEPEGAWAIAN DAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

DAERAH 

 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur  

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi manajerial 
dan fungsional 

12,00 12.00 12.00 12.00 100.00 12.00 12.00 100.00 12,00   BKPSDMD 

  

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi teknis 

39,00 27.00 30.00 30.00 100.00 39.00 30.00 76.92 39,00   BKPSDMD 

  
Persentase data profil 
aparatur yang up to date 

39,00 27.00 30.00 30.00 100.00 39.00 30.00 76.92 39,00   BKPSDMD 

 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Persentase Penurunan 
Pelanggaran Disiplin 
Aparatur 

70,00 55.00 60.50 60.50 100.00 70.00 60.50 86.43 70,00   BKPSDMD 

  

Persentase aparatur 
yang meningkatkan 
kualifikasi 
pendidikannya 

12,00 12.00 12.00 12.00 100.00 12.00 12.00 100.00 12,00   BKPSDMD 

 
Program Penataan Sistem 
Manajemen Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

Persentase rekrutmen 
aparatur yang kompeten 

50,00 50,00 50,00 50,00 100.00 50.00 50,00 100.00 50,00   BKPSDMD 

  
Persentase aparatur 
yang penempatannya 
sesuai kompetensi 

50,00 50,00 50,00 50,00 100.00 50.00 50,00 100.00 50,00   BKPSDMD 

  

Persentase pelayanan 
administrasi 
kepegawaian yang 
sesuai SOP berdasarkan 
tugas dan fungsi setiap 
bidang 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BKPSDMD 

 
Program Pendidikan dan 
Pelatihan 

Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
pengembangan 
kompetensi teknis 

100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00   BKPSDMD 

 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
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KODE 

URUSAN/BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 

PROGRAM 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM (OUTCOME) 

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA 
RPJMD 
TAHUN 

2018 

REALISASI 
TARGET 
KINERJA 

HASIL 
PROGRAM 

S/D TAHUN 
2016 

TARGET DAN REALISASI KINERJA 
RKPD TAHUN 2017 TARGET 

KINERJA 
RKPD 

TAHUN 
BERJALAN 

(2018) 

PERKIRAAN REALISASI 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

RPJMD S/D TAHUN BERJALAN 
(2018) 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 
(2018) 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB 
TARGET 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

REALISASI 
KINERJA 

RKPD 
TAHUN 

2017 

TINGKAT 
REALISASI 

(%) 

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM 
S/D TAHUN 

2018 

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET S/D 
TAHUN 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Persentase penelitian 
yang mendukung 
perencanaan yang 
dilaksanakan 

14,71 10,65 12,33 12,00 97,32 14,71 12,00 81.57 14,71   BAPPEDA 

  

Persentase rumusan 
kebijakan yang 
dihasilkan dari hasil 
penelitian 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

   
Persentase rumusan 
inovasi daerah yang 
dikembangkan 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   BAPPEDA 
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2.2.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh capaian kinerja utama RPJMD 

Kabupaten Bangka Tahun 2017, menghasilkan beberapa rekomendasi atas capaian 

kinerja yang memiliki tingkat capaian kinerja sangat baik, baik, cukup baik dan tidak 

baik sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan 

kinerjanya dan hasil evaluasi  tersebut menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 

sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.    

Tabel 2.68 
Isu Strategis Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMD 

Kabupaten Bangka Tahun 2017 

Indikator Kinerja Utama Capaian 2017 Target RPJMD 
Hasil 

Evaluasi 
Prioritas 

Pembangunan 

Laju Pertumbuhan Sektor 
Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

6,86% 12,07% 

Rendahnya 
Stabilitas 
Keamanan 
Pangan 

Pertanian PDRB Sub Sektor Pertanian, 
Peternakan, Perburuan dan 
Jasa Pertanian  

2.056.075,00 2.277.736,00 

PDRB Sub Sektor Perikanan 744.441,00 812.267,00 

 
Hasil Evaluasi AKIP BB BB 

Implementasi 
Reformasi 
Birokrasi 
belum optimal 

Reformasi 
Birokrasi 

Opini Hasil Pemeriksaan 
atas LKPD Tahun 
Sebelumnya 

WTP WTP 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat  

67,37 68,08 

Peningkatan PDRB Perkapita 5,27% 5,81% 
 

Ekonomi 

Persentase Angka 
Kemiskinan 

5,10% 5,00% 
Penurunan 
Angka 
Kemiskinan 
belum optimal 

Kemiskinan 

Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan  

4,52% 6,50% 
Lemahnya 
Promosi dan 
Event 
Pariwisata 

Pariwisata dan 
Kebudayaan 

Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah 

7,98 Tahun 8,06 Tahun Rendahnya 
Aksesibilitas 
dan Kualitas 
Pendidikan 

Pendidikan 
Angka Harapan Lama 
Sekolah 

12,39 Tahun 12,67 Tahun 

Angka kematian bayi per 
1.000 kelahiran hidup 

4,36 4,01 Rendahnya 
Aksesibilitas 
dan Kualitas 
Kesehatan 

Kesehatan 

Angka usia harapan hidup 70,54 Tahun 71,00 Tahun 
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Indikator Kinerja Utama Capaian 2017 Target RPJMD 
Hasil 

Evaluasi 
Prioritas 

Pembangunan 

Persentase balita gizi buruk 0,04% 0,05% 

Angka kematian ibu 
melahirkan per 1.000 
kelahiran hidup 

0,68 0,80 

Proporsi panjang jaringan 
jalan dalam kondisi baik 

73,18% 77,00% 

Disparitas 
Perekonomian 
antar 
Kecamatan 

Infrastruktur 

Rasio jaringan irigasi 98,00% 100,00% 

Persentase panjang 
jembatan baik di Kabupaten 

91,88% 94,23% 

Drainase dalam kondisi 
baik/pembuangan aliran air 
tidak tersumbat 

72,25% 70,00% 

Persentase rumah tangga 
(RT) yang menggunakan air 
bersih 

98,01% 100,00% 

Persentase rumah tinggal 
Bersanitasi 

90,07% 90,00% 

Penilaian Adipura 75,92% 95,00% 

Rendahnya 
Aksesibilitas 
dan Pelayanan 
Kebersihan 

Lingkungan 
Hidup 

Ketaatan terhadap RTRW 75,92% 100,00% Kurangnya 
Ketaatan 
terhadap 
RTRW  

Penataan Ruang 
Rasio ruang terbuka hijau 
per satuan luas wilayah  

32,38 35,00% 

 

2.2.4. Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) 

merupakan amanah dari Inpres Nomor. 1 tahun 2011 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDG’s 

Kabupaten Bangka sesuai RKPD Tahun 2018 Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target 

MDG’s yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis 

yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian 

target MDG’s yang dilakukan. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, bahwa hampir 

semua indikator MDG’s telah tercapai, namun masih beberapa indikator yang belum 

tercapai terutama yang termasuk ke dalam indikator pada T.3, T.5, dan T.7 yaitu : 
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indikator angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), indikator unmeet 

need (kebutuhan Keluarga Berencana/ KB) dan memastikan kelestarian lingkungan 

hidup, sehingga pada tahun 2019, urusan kesehatan dan lingkungan hidup 

diharuskan menjadi prioritas pembangunan daerah untuk mencapai target MDG’s 

yang telah ditetapkan. 

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB 

mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dicapai 

pada tahun 2030 ke depan. Program  yang diluncurkan meliputi program 

pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (Sustainable Development Goals 

(SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) 

yang akan selesai pada akhir tahun 2015.  

 

Gambar 2.15. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat 

mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. RKPD 

Kabupaten Bangka tahun 2018 sudah menjadikan SDG’s sebagai salah satu referensi 

pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018. Secara detail, sinkronisasi SDG’s dan 

indikator pembangunan Bangka tersaji pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.69 
Bidang dan Tujuan Utama 

Sustainable Development Goals (SDG’s) dan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2017 
 

No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

Capaian 
Kinerja 
Daerah 

2017 

1 Kemiskinan 

Mengurangi kemiskinan 

dalam berbagai bentuk 

dan aspek 

Angka Kemiskinan (%) 5,10 

Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1) 
0,42 

Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) 
0,06 

2 Makanan 

Mengurangi kelaparan 

melalaui peningkatan 

ketahanan pangan, 

perbaikan gizi dan 

mempromosikan 

pertanian berkelanjutan 

Peningkatan Ketersediaan Pangan 

Utama per 1.000 Penduduk 

(Kg/1000 Penduduk) 

131.579 

 

Cakupan Bina Wilayah 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

(%) 

72,95 

Ketersediaan Energi dan Protein 

per Kapita 
179,83 

3 Kesehatan 

Mengkampanyekan pola 

hidup sehat dan 

mempromosikan 

kesejahteraan bagi semua 

pada segala usia 

Angka Usia Harapan Hidup 

(Tahun) 

70,54 

 Angka Kematian Bayi per 1.000 

Kelahiran Hidup 

4,22 

 Angka Kematian Ibu Melahirkan 

per 1.000 Kelahiran Hidup 

0,68 

 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,04 

4 Pendidikan 

Memastikan kualitas 

pendidikan inklusif dan 

adil serta 

mempromosikan 

kesempatan belajar 

seumur hidup bagi semua 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

(Tahun) 
7,98 

Angka Harapan Lama Sekolah 

(Tahun) 
12,39 

5 Perempuan 

Mencapai kesetaraan 

gender dan 

memberdayakan semua 

perempuan dan anak 

perempuan 

Indeks Pemberdayaan Gender 

(IPG) 
61,32 

Indeks Pembangunan Gender  

 

88,07 

6 Air 

Memastikan ketersediaan 

dan pengelolaan yang 

berkelanjutan sumber 

daya air dan sanitasi 

untuk semua 

Persentase Rumah Tangga (RT) 

yang Menggunakan Air Bersih 

(%) 

97,04 

 

Persentase Rumah Tinggal 

Bersanitasi (%) 

91,67 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

Capaian 
Kinerja 
Daerah 

2017 

7 Energi 

Memastikan akses ke 

energi yang terjangkau, 

handal, berkelanjutan 

dan modern untuk semua 

Rasio Elektrifikasi 98,12 

8 Ekonomi 

Mempromosikan 

pertumbuhan yang 

berkelanjutan, inklusif 

dan ekonomi 

berkelanjutan, pekerjaan 

penuh dan produktif dan 

pekerjaan yang layak 

untuk semua 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 
4,62 

 

Peningkatan PDRB per Kapita (%) 
5,27 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

(%) 
4,29 

9 Infrastruktur 

Membangun 

infrastruktur, 

mempromosikan 

pembangunan inklusif 

dan industrialisasi  yang 

berkelanjutan dan 

mendorong inovasi 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan 

dalam Kondisi Baik (%) 

70,00 

 Rasio Jaringan Irigasi (%) 96,76 

Persentase Panjang Jembatan 

Baik di Kabupaten 
91,88 

Drainase dalam Kondisi 

Baik/Pembuangan Aliran Air 

tidak tersumbat 

73,20 

10 Ketimpangan 

Mengurangi 

ketidaksetaraan dalam 

dan diantara negara-

negara 

Indeks Gini 0,280 

Indeks Williamson 0,189 

Kriteria Bank Dunia 23,06 

11 Hunian 

Membuat kota dan 

pemukiman manusia 

inklusif, aman, tangguh 

dan berkelanjutan 

Rasio Rumah Layak Huni per 
Satuan Penduduk 
� Rasio Pemukiman Layak Huni 
� Rasio Lingkungan Permukiman 

Kumuh 

0,21 
 

0,997 
0,027 

12 Konsumsi 

Memastikan pola 

konsumsi dan produksi 

secara berkelanjutan 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,00 

Persentase Pengeluaran 

Konsumsi RT untuk Makanan (%) 

53,74 

 Persentase Pengeluaran 

Konsumsi RT Non Makanan (%) 
46,26 

13 Iklim 
Mengambil tindakan 

mendesak untuk 

memerangi perubahan 

Rasio Ruang Terbuka Hijau per 

Satuan Luas Wilayah 

32,38 

Ketaatan terhadap RTRW 100% 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

Capaian 
Kinerja 
Daerah 

2017 

iklim dan dampaknya Prosentase Jumlah Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Mentaati 

Persyaratan Administrasi dan 

Teknis Pencegahan Pencemaran 

Air (%) 

100,00 

 

Prosentase Jumlah Usaha 

dan/atau Kegiatan Sumber yang 

tidak Bergerak yang Memenuhi 

Persyaratan Administrasi dan 

Teknis Pencegahan Pencemaran 

Udara (%) 

100,00 

14 Ekosistem Laut 

Menghemat dan 

menggunakan sumber 

daya samudera, laut dan 

sumber daya kelautan 

untuk pembangunan 

berkelanjutan 

Menurunnya Praktik Illegal 

Fishing dan Perusakan Sumber 

Daya Kelautan 

22,73 

15 Ekosistem 

Melindungi, memulihkan 

dan mempromosikan 

pemanfaatan ekosistem 

darat, pengelolaan hutan 

secara berkelanjutan, 

memerangi penggurunan, 

dan berhenti dan 

membalikkan degradasi 

lahan dan menghentikan 

hilangnya 

keanekaragaman hayati 

Rasio Kawasan Lindung untuk 

Menjaga Kelestarian 

Keanekaragaman Hayati terhadap 

Total Luas Kawasan Hutan 

16,13 

 

 
Penegakan Hukum Lingkungan 

(%) 

100,00 

 

Persentase Penurunan Luas 

Lahan Kritis di Kabupaten Bangka 

(%) 

4,07 

16 Lembaga 

Mempromosikan 

masyarakat yang damai 

dan inklusif untuk 

pembangunan 

berkelanjutan, 

memberikan akses 

keadilan bagi semua dan 

membangun institusi 

yang efektif, akuntabel 

dan inklusif di semua 

tingkatan. 

Hasil Evaluasi AKIP 66,77 

 Opini Hasil Pemeriksaan atas 

LKPD Tahun Sebelumnya 
WTP 

Indeks Kepuasan Pelayanan 

Publik 
67,37 

Persentase Partisipasi Perempuan 

di lembaga Pemerintah 

68,17 

 

Persentase Partisipasi Perempuan 

di lembaga Swasta 
31,83 

Peningkatan Keterampilan 

Perempuan dalam Pembangunan 

90,27 

 

Perlindungan dan Pembinaa 

KDRT 

0,20 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

Capaian 
Kinerja 
Daerah 

2017 

17 Keberlanjutan 

Memperkuat sarana 

pelaksanaan dan 

merevitalisasi kemitraan 

global untuk 

Kuantitas Kerjasama dengan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha dan Swasta serta 

Perguruan Tinggi 

54 

2.2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu  pencapaian SPM 

secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, 

berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan 

rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah, digunakan untuk mengukur 

kepastian penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, 

daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari 

batas waktu yg ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki daerah. 

 Tabel 2.70 
Target Pelaksanaan SPM Kabupaten Bangka 

NO SPM 
Jenis 

Pelayanan 
Jumlah 

Indikator 
Target 

Pencapaian 

1 Perumahan*) 2 3 2025 

2 Pemdagri 3 6 2011 

3 Sosial*) 4 14 2015 

4 Kesehatan 4 18 2015 

5 PP & PA*) 5 8 2014 

6 Lingkungan Hidup*) 7 7 2013 

7 KB & KS 3 9 2015 

8 Ketenaga Kerjaan*) 5 8 2016 

9 Pendidikan 2 27 2014 

10 PU & PR 8 23 2014 

11 Ketahanan Pangan*) 4 7 2015 

12 Kesenian*) 2 7 2014 

13 Kominfo 1 2 2014 

14 Perhubungan*) 8 43 2014 

15 Penanaman Modal*) 7 10 2014 

 Jumlah 65 192  

 

Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah banyak berakhir pada 

tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa tetap menjadi prioritas 

pembangunan tahun 2018 dan meskipun beberapa SPM telah melewati target waktu 
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pencapaian namun indikator SPM tersebut tetap digunakan sebagai salah satu target 

kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka pada tahun 2018. Adapun SPM yang 

menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.70 di bawah 

ini. 

Mekanisme pelaksanaan SPM sehubungan dengan peningkatan mutu pelayanan 

publik telah menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam seluruh 

perencanaan strategis daerah. Korelasi prioritas pembangunan Kabupaten Bangka 

dalam mendukung pelaksanaan SPM secara detail tersaji pada tabel berikut.    

Tabel 2.71  
Korelasi Prioritas Kabupaten Bangka dalam Mendukung Pelaksanaan SPM 

No. Standar Pelayanan Minimal 
Prioritas Kab. Bangka 

 2014-2018 
1. Bidang Kesehatan Kesehatan 

2. Bidang Sosial Penanggulangan kemiskinan 

3. Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup 

4. Bidang Pemdagri Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan 

5. Bidang Perumahan Rakyat Infrastruktur 

6. Bidang PP dan PA Penanggulangan kemiskinan 

7. Bidang KB & KS Penanggulangan kemiskinan 

8. Bidang Pendidikan Dasar Pendidikan 

9. Bidang PU & Penataan Ruang • Infrastruktur  

• Pemanfaatan ruang 

10. Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan kemiskinan 

11. Bidang Kominfo • Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan 

• Infrastruktur 

12. Bidang Ketahanan Pangan • Pertanian 

• Perekonomian 

• Penataan ruang 

• Infrastruktur 

• Lingkungan Hidup 

13. Bidang Kesenian • Penanggulangan kemiskinan 

• Kebudayaan dan pariwisata 

14. Bidang Perhubungan • Infrastruktur 

• Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan 

• Penataan ruang 

15. Penanaman Modal • Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan 

• Perekonomian 

• Pertanian 

• Penataan ruang 

 

Adapun target dan realisasi kinerja serta perbandingan capaian tahun 2016 

terhadap target nasional pelayanan dasar masing-masing bidang SPM eksisting 

Kabupaten Bangka tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut : 
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1. Bidang Kesehatan 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar dan 

Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target Nasional 
Target dan Realisasi 

SPM Kab. Bangka 

Capaian 

SPM Kab. 

Bangka 

2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1. Pelayanan 

Kesehatan 

Dasar 

1.  Cakupan Kunjungan 

Ibu Hamil K4 

95 2015 87,50 87,50 97,35 

2. Cakupan Ibu hamil 

dengan komplikasi 

kebidanan yang 

ditangani 

80 2015 92,74 92,74 108,10 

3. Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang 

memiliki kompetensi 

kebidanan 

90 2015 91,38 91,38 105,44 

4. Cakupan pelayanan ibu 

nifas 

90 2015 89,52 89,52 105,44 

5.  Cakupan neonatus 

dengan komplikasi 

yang ditangani 

80 2010 87,5 62,54 82,19 

6.   Cakupan kunjungan 

bayi 

90 2010 92,74 99,51 111,61 

7.   Cakupan 

desa/kelurahan UCI 

100 2010 91,38 100,00 

 

97,40 

8.   Cakupan pelayanan 

anak balita 

90 2010 89,52 100,00 109,12 

9.    Cakupan pemberian 

makanan pendamping 

ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga 

miskin 

100 2010 62,54 100,00 100,00 

10. Cakupan balita gizi 

buruk mendapat 

perawatan 

100 2010 99,51 100,00 100,00 

11. Cakupan penjaringan 

kesehatan siswa SD 

dan setingkat 

100 2010 100 93,74 100,00 

12. Cakupan peserta KB 

aktif 

70 2010 100 67,08 109,31 

13. Cakupan penemuan 

dan penanganan 
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No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar dan 

Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target Nasional 
Target dan Realisasi 

SPM Kab. Bangka 

Capaian 

SPM Kab. 

Bangka 

2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

penderita penyakit 

a. Penemuan Penderita 

Pneumonia Balita 

100 2010 115,33 115,33 100,00 

b. Penemuan Pasien 

Baru TB BTA Positif 

100 2010 126,78 126,78 123,37 

c. Penderita DBD yang 

ditangani 

100 2010 100 100,00 44,02 

d. Penemuan penderita 

Diare 

100 2010 108,63 108,63 100,00 

14. Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar 

masyarakat miskin 

100 2015 43,04 43,04 100,00 

2 Pelayanan 

Kesehatan 

Rujukan 

15. Cakupan pelayanan 

kesehatan rujukan 

pasien masyarakat 

miskin 

100 2015 12,30 12,30 80,77 

16. Cakupan pelayanan 

gawatdarurat level 1 

yang harus diberikan 

sarana kesehatan (RS) 

di Kabupaten/Kota 

100 2015 100 100,00 100,00 

3 Penyelidika

n 

17. Cakupan 

Desa/Kelurahan 

mengalami KLB yang 

dilakukan 

penyelidikan 

epidemiologi < 24 jam 

100 2015 100 100,00 100,00 

4 Promosi 18. Cakupan Desa Siaga 

Aktif 

80 2015 100 100,00 118,51 

2. SPM Bidang Sosial 

No. 

Jenis Pelayanan 

Dasar dan Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target 

Nasional 
Tahun Nilai 

Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1. Pelaksanaan 

Program/Kegiatan 
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No. 

Jenis Pelayanan 

Dasar dan Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target 

Nasional 
Tahun Nilai 

Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

a. Pemberian 

bantuan sosial 

bagi Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial Skala 

Kabupaten 

1. Persentase (%) 

PMKS skala 

kab/kota yang 

memperoleh 

bantuan sosial untuk  

pemenuhan 

kebutuhan dasar. 

80 2008-

2015 

80 98,66 120,50 

b. Pelaksanaan 

kegiatan 

pemberdayaan 

sosial skala 

Kabupaten/ Kota 

2. Persentase (%) 

PMKS skala 

kab/kota yang 

menerima program 

pemberdayaan 

sosial melalui 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) 

atau kelompok sosial  

ekonomi sejenis 

lainnya. 

80 2008-

2015 

100 100,00 71,25 

2. Penyediaan sarana 

dan prasarana 

sosial: 

  

     

a. Penyediaan 

sarana prasarana 

panti sosial skala 

kabupaten/ kota 

3. Presentase (%) panti 

sosial skala 

kabupaten/ kota 

yang menyediakan 

sarana prasarana 

pelayanan 

kesejahteraan sosial. 

80 2008-

2015 

100 100,00 125,00 

b. Penyediaan 

sarana prasarana 

pelayanan luar 

panti skala 

Kabupaten/ Kota 

4. Presentase (%) 

wahana 

kesejahteraan sosial 

berbasis masyarakat 

(WKBSM) yang 

menyediakan sarana 

prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial. 

80 2008-

2015 

100 100,00 125,00 

3. Penanggulangan 

korban Bencana 
  

     

a. Bantuan sosial 

bagi korban 

bencana skala 

Kabupaten/ Kota 

5.Presentase (%) 

korban bencana 

skala kabupaten/ 

kota yang menerima 

80 2008-

2015 

100 100,00 125,00 
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No. 

Jenis Pelayanan 

Dasar dan Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target 

Nasional 
Tahun Nilai 

Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

bantuan sosial 

selama masa 

tanggap darurat 

b. Evaluasi korban 

bencana skala 

Kabupaten/ kota 

6. Presentase (%) 

korban bencana 

skala kabupaten/ 

kota yang dievakuasi 

dengan 

menggunakan 

sarana prasarana 

tanggap darurat 

lengkap 

80 2008-

2015 

100 100,00 125,00 

4. Pelaksanaan dan 

pengembangan 

jaminan sosial bagi 

penyandang cacat 

fisik dan mental, 

serta lanjut usia 

tidak potensial: 

  

     

  

Penyelenggaraan 

jaminan sosial skala 

Kabupaten/Kota 

7.Presentase (%) 

penyandang cacat 

fisik dan mental, 

serta lanjut usia 

tidak potensial yang 

telah menerima 

jaminan sosial 

40 2008-

2015 

40 53,22 98,75 

 
3. SPM Bidang Lingkungan Hidup 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar dan 

Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target Nasional Tahun Nilai 
Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air          

    

Prosentase jumlah usaha 

dan/atau kegiatan yang 

mentaati persyaratan 

administrasi dan teknis 

pencegahan pencemaran 

air 

100 2013 100 100 100,00 

2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak  
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar dan 

Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Target Nasional Tahun Nilai 
Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

    

Prosentase jumlah usaha 

dan/atau kegiatan sumber 

yang tidak bergerak yang 

memenuhi persyaratan 

administrasi dan teknis 

pencegahan pencemaran 

udara 

100 2013 100 100 100,00 

3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi 

Biomassa 
 

    

Prosentase luasan lahan 

dan/atau tanah untuk 

produksi biomassa yang 

telah ditetapkan dan 

diinformasikan status 

kerusakannya  

100 2013 100 100 100,00 

4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
 

    

Prosentase jumlah 

pengaduan masyarakat 

akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan 

hidup yang ditindaklanjuti 

100 2013 100 100 100,00 

 

4. SPM Bidang Pemerintahan 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 Pelayanan 

Dokumen 

Kependuduk

an 

1. Cakupan Penerbitan 
Kartu Keluarga 

100 2015 100 93,90 77,45 

2. Cakupan Penerbitan 
Kartu Tanda 
Penduduk 

100 2015 100 93,90 89,37 

3. Cakupan Penerbitann 
Kutipan Akta 
Kelahiran 

90 2020 94,17 100,64 111,11 

4. Cakupan Penerbitan 
Kutipan Akta 
Kematian 

70 2020 54,97 100,47 142,86 
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No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

2 Pemeliharaa

n 

Ketentraman 

dan 

Ketertiban 

Masyarakat 

5. Cakupan penegakan 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala 
daeah di Kabupaten/ 
Kota 

100 2015 98,00 100,0 73,91 

6. Cakupan Patroli siaga 
ketertiban umum dan 
ketentraman 
masyarakat 

3 x 

patroli 

dalam 

sehari 

2014 3,00 1,5 50,00 

7. Cakupan rasio 
petugas perlindungan 
masyarakat (Linmas) 
di Kabupaten/ Kota 

1 orang 

setiap 

RT atau 

sebutan 

lainnya 

2014 1,31 1,5 130,00 

3 Penanggulan

gan Bencana 

Kebakaran 

8. Cakupan Pelayanan 
bencana kebakaran 
di Kabupaten/ Kota 

80 2015 70 75,52 94,40 

9. Tingkat Waktu 
Tanggap (Response 
Time Rate) 

75 2015 65 92,86 133,33 

10. Persentase aparatur 
pemadam kebakaran  
yang memenuhi 
standar kualifikasi 

85 2015 80 26,32 50,42 

11. Jumlah mobil 
pemadam kebakaran 
di atas 3000 – 5000 
liter pada 
WMK(Wilayah 
Manajemen 
Kebakaran) (%) 

90 2015 60 133,33 148,14 

 
5. SPM Bidang Perumahan 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 Rumah Layak 

Huni dan 

Terjangkau 

1.   Cakupan 

Ketersediaan 

rumah layak huni 

100 2009 - 

2025 

92,0 96,64 98,18 

2.   Cakupan Layanan 

Rumah Layak 

Huni yang 

terjangkau 

70 2009 - 

2025 

45,0 58,48 8,71 
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2 Lingkungan yang 

Sehat dan Aman 

yang didukung 

dengan 

Prasarana, 

Sarana dan 

Utilitas Umum 

(PSU) 

3.   Cakupan 
lingkungan yang 
sehat dan aman 
yang didukung 
prasarana, sarana 
dan utilitas umum 
(PSU) 

100 2009 - 

2025 

60,0 85,19 83,61 

 
6. SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

No. 
Jenis 

Pelayanan 
Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 Penanganan 

Pengaduan/ 

Laporan 

Korban 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

dan Anak 

1. Cakupan 

Perempuan dan 

Anak Korban 

Kekerasan yang 

Mendapatkan 

Penanganan 

Pengaduan oleh 

Petugas Terlatih di 

dalam Unit Pelayan 

Terpadu 

100 2014 70 100 100,00 

2 Pelayanan 
Kesehatan Bagi 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 

2. Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapatkan 
Layanan Kesehatan 
oleh Tenaga 
Kesehatan Terlatih 
di Puskesmas 
Mampu Tata 
Laksana KIP/A dan 
PPT/PKT di RS 

100 2014 100 100 100,00 

2a. Cakupan 
Puskesmas 
mampu 
tatalaksana kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak (KtP/A) 

  100 33,3  

2b. Cakupan RSU 
Vertikal/RSUD/RS 
Swasta/RS Polri 
yang 
melaksanakan 
pelayanan terpadu 

  100 100  
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No. 
Jenis 

Pelayanan 
Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

bagi perempuan 
dan anak korban 
kekerasan 

2c. Cakupan tenaga 
kesehatan terlatih 
tentang 
tatalaksana kasus 
korban kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak (KtP/A) di 
Puskesmas 

  100 100  

2d. Cakupan tenaga 
kesehatan terlatih 
tentang 
tatalaksana kasus 
korban kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak di Rumah 
Sakit 

  100 22,2  

3 Rehabilitasi 
Sosial Bagi 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 

3. Cakupan Layanan 
Bimbingan Rohani  
yang Diberikan Oleh 
Petugas Bimbingan 
Rohani Terlatih 
Bagi Perempuan 
dan Anak Korban 
Kekerasan di Dalam 
Unit Pelayanan 
Terpadu 

80 2014 100 100 125,00 

4 Penegakan dan 
Bantuan 
Hukum Bagi 
Perempuan 
dan Anak 
Korban 
Kekerasan 

5. Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapatkan 
Layanan Bantuan 
Hukum 

50 2014 100 100 200,00 

5a. Cakupan 
penyelesaian 
penanganan kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak di tingkat 
kepolisian 

  100 92,90  

5b. Cakupan 
ketersediaan Unit 
Pelayanan 
Perempuan dan 

  100 100  
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No. 
Jenis 

Pelayanan 
Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

Anak (UPPA) di 
Polda dan Polres 

5c. Cakupan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana di UPPA 

  50 14,3  

5d. Cakupan 
ketersediaan polisi 
yang terlatih 
dalam 
memberikan 
layanan yang 
sensitif gender 

  25,00 5,9  

5e. Cakupan 
ketersediaan jaksa 
yang terlatih 
dalam penuntutan 
kasus kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

  100 5,00  

5f. Cakupan 
ketersediaan 
hakim yang 
terlatih dalam 
menanggani 
perkara kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

  100 11,80  

6. Cakupan 
Perempuan dan 
Anak Korban 
Kekerasan yang 
Mendapatkan 
Layanan Bantuan 
Hukum 

  100 100  

6a. Cakupan 
ketersediaan 
petugas 
pendamping 
hukum atau 
advokat yang 
mempunyai 
kemampuan 
pendampingan 
pada saksi 
dan/atau korban 

  100 12,5  
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7. SPM Bidang Keluarga Berencana 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 Komunikasi 
Informasi dan 
Edukasi 
Keluarga 
Berencana dan 
Keluarga 
Sejahtera (KIE 
KB dan KS) 

1. Cakupan 
Pasangan Usia 
Subur yang 
isterinya dibawah 
usia 20 tahun 
(3,5%) 

100 2014 100 31,06 292,49 

2. Cakupan Sasaran 
Pasangan Usia 
Subur menjadi 
Peserta KB aktif 
(65%) 

100 2014 100 103,21 119,94 

3. Cakupan 
Pasangan Usia 
Subur yang ingin 
ber-KB tidak 
terpenuhi (unmet 
need) 5% 

100 2014 100 129,73 292,49 

4. Cakupan Anggota 
Bina Keluarga 
Balita (BKB) ber-
KB (70%) 

100 2014 100 98,31 114,36 

5. Cakupan PUS 
peserta KB Ang-
gota Usaha 
Peningkatan Pen-
dapatan  Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) 
yang ber-KB 
(87%) 

100 2014 78,60 92,71 82,90 

6. Ratio Petugas 
Lapangan 
Keluarga 
Berencana/Penyu
luh Keluarga 
Berencana 
(PLKB/ PKB)  1 
Petugas di setiap 
2 (dua) 
desa/kelurahan 

100 2014 100 2,47 2,60 

7. Ratio Pembantu 
Pembina Keluarga 
Berencana 
(PPKBD) 1 (satu) 
petugas di setiap 
desa/ kelurahan 

100 2014 100 111,11 103,90 

2 Penyediaan 
Informasi Data 
Mikro 

8. Cakupan 
penyediaan 
informasi data 

100 2014 100 100 100,00 
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

mikro keluarga di 
setiap 
desa/kelurahan 
100% setiap 
tahun 

3 Penyediaan 
Informasi Data 
Mikro 

9. Cakupan 
penyediaan 
informasi data 
mikro keluarga 
disetiap 
desa/kelurahan 
100% setiap 
tahun 

100 2014 100 100 100,00 

 
8. SPM Bidang Pendidikan 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pelayanan 

Pendidikan 

Dasar oleh 

Kab/Kota 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Tersedia satuan 
pendidikan dalam 
jarak yang terjang-
kau dengan berjalan 
kaki yaitu maksimal 
3 km untuk SD/MI 
dan 6 km untuk 
SMP/MTs dari ke-
lompok 
permukiman 
permanen di daerah 
terpencil; 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

2. Jumlah peserta 
didik dalam setiap 
rom-bongan belajar 
untuk SD/MI tidak 
melebihi 32 orang, 
dan untuk SMP/MTs 
tidak melebihi 36 
orang. Untuk setiap 
rombongan belajar 
tersedia 1 (satu) 
ruang kelas yang 
dilengkapi dengan 
meja dan kursi yang 
cukup untuk 
peserta didik dan 
guru, serta papan 
tulis; 

Jumlah SD/ MI yang semua rombongan belajar 

(rombel)nya tidak melebihi 32 orang 
 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang 

kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel 
 

SD  100 2015 100 73,74 73,74 

MI 100 2015 100 100 100,00 

Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak 

melebihi 36 orang 
 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

3. Di setiap SMP dan 
MTs tersedia ruang 

Jumlah SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium 

IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

laboratorium IPA 
yang dilengkapi 
dengan meja dan 
kursi yang cukup 
untuk 36 peserta 
didik dan minimal 
satu set peralatan 
praktek IPA untuk 
demonstrasi dan 
eksperimen peserta 
didik; 

peserta didik 

SMP 100 2015 50 93,02 93,02 

MTS 100 2015 50 41,18 31,25 

Jumlah SMP/ MTs yang memiliki satu set peralatan 

praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen 

peserta didik 

 

SMP 100 2015 50 93,02 93,02 

MTS 100 2015 50 18,75 18,75 

4. Di setiap SD/MI dan 
SMP/MTs tersedia 
satu ruang guru 
yang dilengkapi 
dengan meja dan 
kursi untuk setiap 
orang guru, kepala 
sekolah dan staf 
kependidikan 
lainnya; dan di 
setiap SMP/MTs 
tersedia ruang 
kepala sekolah yang 
terpisah dari ruang 
guru; 

SD 100 2015 70 47,49 27,37 

MI 100 2015 70 100 100,00 

SMP 100 2015 100 88,37 88,37 

MTs 100 2015 80 87,50 87,50 

Jumlah SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala 

sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan 

di lengkapi meja kurs 

 

SMP 100 2015 80 83,72 97,67 

MTS 100 2015 80 76,47 87,50 

5. Di setiap SD/MI 
tersedia 1 (satu) 
orang guru untuk 
setiap 32 peserta 
didik dan 6 (enam) 
orang guru untuk 
setiap satuan 
pendidikan, dan 
untuk daerah 
khusus 4 (empat) 
orang guru setiap 
satuan pendidikan 

SD 100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 87,50 

6. Di setiap SMP/MTs 
tersedia 1 (satu) 
orang guru untuk 
setiap mata 
pelajaran, dan 
untuk daerah 
khusus tersedia satu 
orang guru untuk 
setiap rumpun mata 
pelajaran; 

SMP 100 2015 95 100 100,00 

MTs 100 2015 95 100 100,00 

7. Di setiap SD/MI 
tersedia 2 (dua) 
orang guru yang 
memenuhi kuali-
fikasi akademik S1 
atau D-IV dan 2 

Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang 

memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV 
 

SD  100 2015 90 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah  
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

(dua) orang guru 
yang telah memiliki 
sertifikat pendidik 

memiliki sertifikat pendidik 

SD  100 2015 90 100 100,00 

MI 100 2015 90 100 100,00 

8. Di setiap SMP/MTs 
tersedia guru 
dengan kualifikasi 
akademik S-1 atau 
D-IV sebanyak 70% 
dan separuh dianta-
ranya (35% dari 
keseluruhan guru) 
telah memiliki 
sertifikat pendidik, 
untuk daerah 
khusus masing-
masing seba-nyak 
40% dan 20% 

SMP 100 2015 95 100 100,00 

MTS 100 2015 95 100 100,00 

9. Di setiap SMP/MTs 
tersedia guru 
dengan kualifikasi 
akademik S-1 atau 
D-IV dan telah 
memiliki sertifikat 
pendidik masing-
masing satu orang 
untuk mata pela-
jaran Matematika, 
IPA, Bahasa Indone-
sia, Bahasa Inggris 
dan PKn 

SMP 100 2015 70 53,49 69,77 

MTs 100 2015 70 81,25 76,47 

10. Di setiap Kabupa-
ten/Kota semua 
kepala SD/MI ber 
kualifikasi 
akademik S-1 atau 
D-IV dan telah 
memiliki sertifikat 
pendidik 

SD 100 2015 75 100 100,00 

MI 100 2015 75 100 100,00 

11. Di setiap kab/kota 
semua kepala SMP/ 
MTs berkualifikasi 
akademik S-1 atau 
D-IV dan telah 
memiliki sertifikat 
pendidik; 

SMP 100 2015 90 100 100,00 

MTs 100 2015 90 100 100,00 

12. Di setiap kab/kota 
semua pengawas 
sekolah/ madrasah 
memiliki kualifikasi 
akademik S-1 atau 
D-IV dan telah 
memiliki sertifikat 
Pendidik 

SD 100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

13. Pemerintah kab/ SD 100 2015 50 100 100,00 
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

kota memiliki ren 
cana dan 
melaksana-kan 
kegiatan untuk 
membantu satuan 
pendidikan dalam 
mengembangkan 
kurikulum dan 
proses 
pembelajaran yang 
efektif;  

100 bila kab/ kota me-

miliki rencana dan 

telah melaksanakan 

kegiatan untuk 

membantu sekolah 

mengembang-kan 

kurikulum dan proses 

pembelajaran yang 

efektif 

MI 100 2015 50 100 100,00 

50 bila memiliki 

rencana tetapi belum 

melaksanakan 

SMP 100 2015 50 100 100,00 

0 bila tidak memiliki 

rencana untuk mem-

bantu sekolah dalam 

mengembangkan kuri-

kulum dan proses pem-

belajaran yang efektif. 

MTs 100 2015 50 100 100,00 

14. Kunjungan penga-
was ke satuan pen-
didikan dilakukan 
satu kali setiap 
bulan dan setiap 
kunjungan dilaku-
kan selama 3 jam 
untuk melakukan 
supervisi dan 
pembinaan; 

SD 100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan 

dasar oleh 

satuan 

pendidikan 

  

  

  

  

  

  

15. Setiap SD/MI 
menyediakan buku 
teks yang sudah 
ditetapkan kela-
yakannya oleh 
Pemerintah menca-
kup mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, 
IPS dan PKn dengan 
perbandingan satu 
set untuk setiap 
peserta didik 

SD 100 2015 100 55,04 55,04 

MI 100 2015 100 0 0 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 169 

 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Setiap SMP/MTs 
menyediakan buku 
teks yang sudah 
ditetapkan kela-
yakannya oleh 
Pemerintah menca-
kup semua mata 
pelajaran dengan 
perbandingan satu 
set untuk setiap 
perserta didik; 

SMP 100 2015 80 94,08 94,08 

MTs 100 2015 80 0 0 

17. Setiap SD/MI 
menyediakan satu 
set peraga IPA dan 
bahan yang terdiri 
dari model 
kerangka manusia, 
model tubuh 
manusia, bola dunia 
(globe), con-toh 
peralatan optik, kit 
IPA untuk ekspe-
rimen dasar, dan 
poster/carta IPA; 

SD 100 2015 85 75,98 75,98 

MI 100 2015 85 0 0,00 

18. Setiap SD/MI 
memi-liki 100 judul 
buku pengayaan 
dan 10 buku 
referensi,dan setiap 
SMP/MTs memiliki 
200 judul buku 
pengayaan dan 20 
buku referensi; 

SD  100 2015 95 96,09 96,09 

MI 100 2015 95 87,50 87,50 

SMP 100 2015 90 81,40 81,40 

MTs 100 2015 90 81,25 81,25 

19. Setiap guru tetap 
bekerja 37,5 jam 
per minggu di 
satuan pendidikan, 
terma-suk 
merencanakan 
pembelajaran, me-
laksanakan pembe-
lajaran, menilai 
hasil pembelajaran, 
mem-bimbing atau 
mela-tih peserta 
didik, dan 
melaksanakan 
tugas  tambahan; 

guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan 

pendidikan 
 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

20. Satuan pendidikan 
menyelenggarakan 
proses pembela-
jaran selama 34 
minggu per tahun 
dengan kegiatan 
pembelajaran 
sebagai berikut : 

Jumlah 

rombel 

yang 

meme-

nuhi 

standar 

100 2015 100 100 100,00 
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

Kelas I - II : 18 jam per 

minggu 

SD 100 2015 100 100 100,00 

Kelas III : 24 jam per 

minggu 

MI 100 2015 100 100 100,00 

Kelas IV – VI : 27 jam 

per minggu 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

Kelas VII – IX : 27 jam 

per minggu 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

21. Setiap satuan 
pendi-dikan 
menerapkan 
kurikulum sesuai 
ketentuan yang 
berlaku 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

22. Setiap guru yang 
menerapkan Ren-
cana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP) yang disusun 
berda-sarkan 
silabus untuk setiap 
mata pelajaran 
yang diampunya 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

23. Setiap guru 
mengembangkan 
dan menerapkan 
program penilaian 
untuk membantu 
meningkatkan 
kemampuan belajar 
peserta didik 

Jumlah 

guru yang 

mengemb

angkan 

dan mene 

rapkan 

program 

penilaian 

untuk 

memban 

tu me 

ningkat 

kan 

kemampu

an belajar 

peserta 

didik 

100 2015 100 100 100,00 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

24. Kepala sekolah 
melakukan super 
visi kelas dan 
memberikan 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 
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No. 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator SPM Level 

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian 

SPM 2017 

terhadap 

Target 

Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

umpan balik 
kepada guru dua 
kali dalam setiap 
semester 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

25. Setiap guru 
menyampaikan 
laporan hasil 
evaluasi mata 
pelajaran serta 
hasil penilaian 
setiap peserta didik 
kepada Kepala 
sekolah pada akhir 
semester dalam 
bentuk laporan 
hasil presentasi 
belajar peserta 
didik 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 

26. Kepala Sekolah atau 
Madrasah 
menyampaikan 
laporan hasil 
Ulangan Akhir 
Semester (UAS) dan 
Ulangan Kenaikan 
Kelas (UKK) serta  
Ujian Akhir 
(US/UN) kepada 
orang tua peserta 
didik dan 
menyampaikan 
rekapitulasinya 
kepada Dinas 
Pendidikan 
kabupaten/kota 
atau  

  

  

  

  

Jumlah 

satuan 

pendidika

n yang 

menyamp

aikan 

laporan 

hasil 

Ulangan 

Akhir 

Semester 

(UAS) dan 

Ulangan 

Kenaikan 

Kelas 

(UKK) 

serta Ujian 

Akhir 

(US/UN) 

100 2015 100 100 100,00 

SD  100 2015 100 100 100,00 

MI 100 2015 100 100 100,00 

SMP 100 2015 100 100 100,00 

MTs 100 2015 100 100 100,00 
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9. SPM Bidang Pekerjaan Umum 

No Jenis Pelayanan Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 
Batas Waktu 
Pencapaian Tar-

get 
2017 

Reali-
sasi 

2017 

Capaian 
SPM 2016 
terhadap 

Target 
Nasional 

Indikator Nilai 
Batas 

Wak tu 

1 Sumber 
Daya Air 

Prioritas Utama 
penyediaan Air 
untuk 
kebutuhan 
masyarakat 

1 Tersedianya air baku 
untuk memenuhi 
kebutuhan pokok 
minimal sehari hari. 

100 2019 85 73,41 73,41 

2 Tersedianya air 
irigasi untuk 
pertanian rakyat pada 
sistem irigasi yang 
sudah ada. 

70 2019 85 85,88 122,69 

2 Jalan 

Jar 
ing
an 

Aksesa- 
bilitas 

3 Tersedianya jalan 
yang menghubung 
kan pusat-pusat 
kegiatan dalam wila 
yah kabupaten/kota. 

100 2019 66,33 62,81 62,81 

Mobilitas 

4 Tersedianya jalan 
yang memudahkan 
masyarakat perindi 
vidu melakukan 
perjalanan 

100 2019 66,33 14,42 14,42 

Kesela 
matan 

5 Tersedianya jalan 
yang menjamin peng 
guna jalan berken 
dara dengan selamat 

60 2019 66,33 95,92 159,87 

Ru
as 

Kondisi 
Jalan 

6 Tersedianya jalan 
yang menjamin ken 
daraan dapat berja 
lan dengan selamat 
dan nyaman. 

60 2019 66,33 48,25 80,42 

Kecepat an 7 Tersedianya jalan 
yang menjamin per  
jalanan dapat dilaku 
kan sesuai dengan 
kecepatan rencana 

60 2019 66,33 98,05 163,42 

3 
  

Air 
minum 
  

Cluster 
Pelayanan 

8 Tersedianya akses air 
minum yang aman 
melalui Sistem 
Penyediaan Air 
Minum dengan 
jaringan perpipaan 
dan bukan jaringan 
perpipaan terlin 
dungi dengan kebu 
tuhan pokok minimal 
60 liter/orang/ hari 

         

Sangat buruk 40% 2019 

80,00 87,48 99,37 

Buruk 50% 2019 

Sedang 70% 2019 

Baik 80% 2019 

Sangat  Baik 
100
% 

2019 

4 
  

Penyeha 
tan 
Lingkung 
an Pemu 
kiman 
(Sanitasi 
Ling 
kungan 
dan Per 
sampahan 

Air Limbah 
Permukiman 

9 Tersedianya sistem 
air limbah setempat 
yang memadai. 

60 2019 35 66,73 111,22 

10 Tersedianya sistem 
air limbah skala 
komunitas/kawasan/
kota 

5 2019 5 5 100,00 

Pengelolaan 
Sampah 

11 Tersedianya fasilitas 
pengurangan sam pah 
di perkotaan 

20 2019 50 50 250,00 
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No Jenis Pelayanan Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 
Batas Waktu 
Pencapaian Tar-

get 
2017 

Reali-
sasi 

2017 

Capaian 
SPM 2016 
terhadap 

Target 
Nasional 

Indikator Nilai 
Batas 

Wak tu 

  12 Tersedianya sistem 
penanganan sampah 
di perkotaan. 

70 2019 70 83,17 118,81 

Drainase 13.1 Tersedianya sistem 
jaringan drainase 
skala kawasan dan 
skala kota  

50 2019 60 86,01 172,02 

13.2 Tersedianya sistem 
jaringan drainase 
skala kawasan dan 
skala kota sehingga 
tidak terjadi genang 
an (lebih dari 30 cm, 
selama 2 jam) dan 
tidak lebih dari 2 kali 
setahun 

50 2019 40 18,75 37,50 

5 Penanganan Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

14 Berkurangnya luasan 
permukiman kumuh 
di kawasan perkotaan 

10 2019 10 25,93 259,30 

6 Penataan 
Bangunan 
dan 
Lingkunga
n 

Izin Mendirikan 
Bangunan 

15 Terlayaninya 
masyarakat dalam 
pengurusan IMB di 
kabupaten/kota 

100 2019 75 91,72 91,72 

Harga Standar 
Bangunan 
Gedung Negara 
(HSBGN) 

16 Tersedianya pedo 
man Harga Standar 
Bangunan Gedung 
Negara di Kabupa 
ten/kota 

100 2019 100 100 100,00 

7 Jasa Kons 
truksi 

Izin Usaha Jasa 
Konstruksi 
(IUJK) 

17 Penerbitan IUJK da 
lam waktu 10 (sepu 
luh) hari kerja sete 
lah persyaratan 
lengkap. 

100 2019 100 100 100,00 

Sistem Informasi 
Jasa Konstruksi 

18 Tersedianya Sistem 
Informasi Jasa 
Konstruksi setiap 
tahun 

100 2019 100 100 100,00 

8 
  
  
  
  

Penataan 
Ruang 
  
  
  
  

Informasi 
Penataan Ruang 
  

19.1 Tersedianya infor 
masi mengenai 
Rencana Tata Ruang 
(RTR) wilayah kabu 
paten/kota beserta 
rencana rincinya 
melalui peta analog  

100 2019 100 100 100,00 

100 2019 12,5 12,5 12,50 

100 2019 100 100 100,00 

19.2 Tersedianya 
informasi mengenai 
Rencana Tata Ruang 
(RTR) wilayah 
kabupaten/kota 
beserta rencana 
rincinya melalui peta 
analog  

100 2019 
Kabupaten/Kota 

100,00 
 100 100 

100 2019 
Kecamatan 

100,00 
100 100 

100 2019 
Kelurahan 

100,00 
100 100 
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No Jenis Pelayanan Dasar 

Standar Pelayanan Minimal 
Batas Waktu 
Pencapaian Tar-

get 
2017 

Reali-
sasi 

2017 

Capaian 
SPM 2016 
terhadap 

Target 
Nasional 

Indikator Nilai 
Batas 

Wak tu 

Pelibatan Peran 
Masyarakat 
Dalam Proses 
Penyusunan 
RTR 

20.1 Terlaksananya pen 
jaringan aspirasi 
masyarakat melalui 
forum konsultasi pu 
blik yang memenuhi 
syarat inklusif da lam 
proses penyu sunan 
RTR dan pro gram 
peman faatan ruang, 
yang dilaku kan 
minimal 2 (dua) kali 
setiap disusun nya 
RTR  

100 2019 50 50 50,00 

20.2 Terlaksananya pen 
jaringan aspirasi 
masyarakat melalui 
forum konsultasi 
publik yang meme 
nuhi syarat inklusif 
dalam proses penyu 
sunan  program 
pemanfaatan ruang 

100 2019 50 50 50,00 

Izin 
Pemanfaatan 
Ruang 

21 Terlayaninya masya 
rakat dalam pengu 
rusan izin peman 
faatan ruang sesuai 
dengan Peraturan 
Daerah tentang RTR 
wilayah kabupa 
ten/kota beserta 
rencana rincinya 

100 2019 
(Kabu
paten 

/ Kota) 

100 100 100,00 

Pelayanan 
Pengaduan 
Pelanggaran 
Tata Ruang 

22 Terlaksanakannya 
tindakan awal terha 
dap pengaduan 
masyarakat tentang 
pelanggaran di bidang 
penataan ruang, 
dalam waktu 5 (lima) 
hari kerja 

100 2019 
(Kab. 
/Kota 
dan 

Kecam
atan 

100 100 100,00 

Penyediaan 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 
Publik 

23 Tersedianya luasan 
RTH publik sebesar 
20% dari luas wilayah 
kota/kawasan 
perkotaan. 

25 2019 25 69,07 276,28 

 
10. SPM Bidang Ketenagakerjaan 

No. 
Jenis Pelayanan 
Dasar dan Sub 

Kegiatan 
Indikator 

Target Nasional Satuan Kerja/ 
Lembaga 

Penanggung 
Jawab 

Tahun Nilai 
Capaian 

SPM 
2017 

terhadap 
Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 
Waktu 

Target 
2017 

Realisa
si 

2017 

1. Pelayanan 
Pelatihan Kerja 

Besaran tenaga 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan 

60 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

100 100 166,67 
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No. 
Jenis Pelayanan 
Dasar dan Sub 

Kegiatan 
Indikator 

Target Nasional Satuan Kerja/ 
Lembaga 

Penanggung 
Jawab 

Tahun Nilai 
Capaian 

SPM 
2017 

terhadap 
Target 

Nasional 
Nilai 

Batas 
Waktu 

Target 
2017 

Realisa
si 

2017 

kewirausahaan 

2. Pelayanan 
Penempatan 
Tenaga Kerja 

Besaran pencari 
kerja yang terdaftar 
yang ditempatkan 

70 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

90 37,62 53,74 

3. Pelayanan 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan 
Industrial 

Besaran Kasus yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama 
(PB) 

50 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

50 81,25 162,50 

4. Pelayanan 
Kepesertaan 
Jamsostek 

Besaran 
Pekerja/buruh yang 
menjadi peserta 
Jamsostek 

50 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

50 72,70 145,40 

5. Pelayanan 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan 

1. Besaran 
pemeriksaan 
perusahaan 

45 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

45 45,22 100,49 

2. Besaran 
pengujian 
peralatan di 
perusahaan 

50 2016 Dinsosnaker 
Kab. Bangka 

50 50,03 100,06 

 
11. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika 

No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator SPM 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 Nilai 

Batas 
Waktu 

1 Pelaksanaan 
Diseminasi 
Informasi 
Nasional 

Pelaksanaan Diseminasi dan 
Pendistribusian Informasi Nasional 
melalui:  

        

a. Media massa:  
12 x / 
tahun 

 
 
 

2014 
 
 
 

100 
211,11 

 

 
- Majalah 50 

8,33 
 

 
- Radio 100 

541,67 
 

 
- Televisi 100 

83,33 
 

b. Media website (media online) Setiap hari 2014 100 100 

c. 
Media tradisionil seperti 
pertunjukan rakyat; 

12 x / 
tahun 

2014 100 0 

d. 
Media interpersonal seperti 
sarasehan, ceramah/diskusi dan 
lokakarya; 

12x / tahun 
setiap 

kecamatan 
2014 100 41,67 

e. Media luar ruang:  12 x / 
tahun 

 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 

50 31,94 

 
- Buletin   8,33 

 
- Booklet   18,33 

 
- Brosur   16,67 

 
- Spanduk   125,00 
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No. 
Jenis Pelayanan 

Dasar  
Indikator SPM 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 Nilai 

Batas 
Waktu 

  - Baliho 
 
 

 
  33,33 

2 Pengembangan 
dan 
Pemberdayaan 
Kelompok 
Informasi 
Masyarakat (KIM) 

Cakupan pengembangan dan 
pemberdayaan Kelompok Informasi 
Masyarakat di Tingkat Kecamatan 

50% 2014 25 100 

 
12. SPM Bidang Ketahanan Pangan 

No. 
Jenis Pelayanan 
Dasar dan Sub 

Kegiatan 
Indikator 

Target Nasional Hasil capaian (%) 
Capaian SPM 

2017 
terhadap 

Target 
Nasional Nilai 

Batas 
Waktu 

Target 
2017 

Realisasi 
2017 

1 

Ketersediaan dan 
Cadangan Pangan 

1. Ketersediaan Energi 
dan Protein Per Kapita 

90% 2015 100 135,34 150,38 

2. Penguatan Cadangan 
Pangan 

60% 2015 60 5,75 37,40 

2 

Distribusi dan Akses 
Pangan 

3. Ketersediaan Informasi 
Pasokan, Harga dan 
Akses Pangan di Daerah 

90% 2015 90 107,41 119,34 

4. Stabilitas Harga dan 
Pasokan Pangan 

90% 2015 90 100,00 111,11 

3 

Penganekaragaman 
dan Keamanan 
Pangan 

5. Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

90% 2015 90 92,00 102,22 

6. Pengawasan dan 
Pembinaan Keamanan 
Pangan 

80% 2015 80 133,93 125,00 

4 
Penanganan 
Kerawanan Pangan 

7. Penanganan Daerah 
Rawan Pangan 

60% 2015 60 100,00 166,67 

 
13. SPM Bidang Kesenian 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Target Nasional Tahun (Nilai) Capaian SPM 
2017 

terhadap 
Target 

Nasional 

Nilai  
Batas 
waktu 

Target 
2017 

Realisasi 
2017 

1 Perlindungan, 
Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Bidang 
Kesenian 

1. Cakupan Kajian Seni 
(50%) 

100 2014 100 120 120,00 

2. Cakupan Fasilitasi Seni 
(30%) 

100 2014 100 100 100,00 

3. Cakupan Gelar Seni  
(75%) 

100 2014 100 100 100,00 

4. Misi Kesenian (100%) 100 2014 100 100 100,00 

2 Sarana dan Prasarana 5. Cakupan Sumberdaya 
Manusia Kesenian (25%) 

100 2014 100 100 100,00 

6. Cakupan Organisasi 100 2014 100 100 100,00 
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14. SPM Bidang Perhubungan 

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Target Nasional 

Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
SPM 2016 
terhadap 

Target 
Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

1 Angkuta
n Jalan 

1 Jaringan 
Pelayana
n Angkut 
an Jalan 

1 Tersedianya 
angkutan umum 
yang melayani 
wilayah yang 
telah tersedia 
jaringan jalan 
untuk jaringan 
jalan 
Kabupaten/Kota 

75 2014 75 78,63 98,92 

        2 Tersedianya 
angkutan umum 
yang melayani 
jaringan trayek 
yang 
menghubungkan 
daerah tertinggal 
dan terpencil 
dengan wilayah 
yang telah 
berkembang pada 
wilayah yang 
telah tersedia 
jaringan jalan 
Kabupaten/Kota. 

60 2014 50 31,71 52,85 

    2 Jaringan 
Prasaran
a Angkut 
an Jalan 

3 Tersedianya halte 
pada setiap 
Kabupaten/Kota 
yang telah 
dilayani angkutan 
umum dalam 
trayek. 

100 2014 50 30 30,00 

      4 Tersedianya 
terminal 
angkutan 
penumpang pada 
setiap 
Kabupaten/Kota 
yang telah 
dilayani angkutan 
umum dalam 
trayek. 

40 2014 66,67 66,67 166,68 

    3 Fasilitas 
Perlengk
apan 
Jalan 

5 Tersedianya 
fasilitas 
perlengkapan 
jalan (rambu, 
marka, dan 
guardrill) dan 
penerangan jalan 
umum (PJU) pada 
jalan 
Kabupaten/Kota. 

60 2014 40 39,63 51,00 

    

4 

Pelayana
n Penguji 
an 
Kendaraa

6 Tersedianya unit 
pengujian kenda 
raan bermotor 
bagi Kabupa 

60 2014 88,45 61,30 66,58 
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No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 

Target Nasional 

Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
SPM 2016 
terhadap 

Target 
Nasional 

Nilai 
Batas 

Waktu 

n Bermo 
tor 

ten/Kota yang 
memiliki populasi 
kendaraan wajib 
uji minimal 4000 
(empat ribu) 
kendaraan wajib 
uji. 

    5 
 
 
 

Sumber 
Daya 
Manusia 
(SDM) 

 
 
 

7 Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) di 
bidang terminal 
pada 
Kabupaten/Kota 
yang telah 
memiliki terminal. 

50 2014 50 37,50 87,50 

    8 Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) di 
bidang pengujian 
kendaraan 
bermotor pada 
Kabupaten/Kota 
yang telah 
melakukan 
pengujian berkala 
kendaraan 
bermotor. 

100 2014 75 40 30,00 

    9 Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) di 
bidang MRLL, 
Evaluasi 
Andalalin, 
Pengelolaan 
Parkir pada 
Kabupaten/Kota. 

40 2014 40 20 50,00 

    

10 Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
yang memiliki 
kompetensi 
sebagai pengawas 
kelaikan 
kendaraan pada 
setiap perusahaan 
angkutan umum 

100 2014 100 50 50,00 

    

6 Kesela 
matan 

11 Terpenuhinya 
standar kesela 
matan bagi ang 
kutan umum yang 
melayani trayek 
di dalam 
Kab/Kota. 

100 2014 100 100 100,00 
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15. SPM Bidang Penanaman Modal 

No. 

Pelayanan Dasar 

Indikator 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
Pengertian Nilai 

Batas 
Waktu 

1. Kebijakan Penanaman 
Modal adalah 
serangkaian peraturan 
perundang-undangan 
untuk menciptakan 
iklim usaha  yang 
kondusif bagi  penanam 
modal, memperkuat 
daya saing  
perekonomian dan 
mempercepat 
peningkatan 
Penanaman modal  di 
sektor/bidang usaha 
unggulan daerah 

Tersedianya informasi 
peluang usaha 
sektor/bidang 
unggulan sampai 
dengan 2014 
sekurang-kurangnya 1 
(satu) sektor/bidang 
usaha pertahun : 

Satu 
sektor

/bi 
dang 

usaha/
ta 

hun 
  
  
  
  
  
  
  

2014 
  
  
  
  
  
  
  

Sektor 
Pertanian 

dan 
Industri 

Sektor 
Pertanian 

dan 
Industri 

100,00% 

-  Nama Bidang Usaha 
(Jenis Bidang Usaha 
yang dilakukan) 

Bid 
Produksi 

dan 
Perdagang

an 
(Industi 

Pengolaha
n Ubi 

Casesa 
dan Bahan 

Bakar 
Minyak, 

Perumaha
n)   

Bid 
Produksi 

dan 
Perdagang
an (Industi 
Pengolaha

n Ubi 
Casesa 

dan Bahan 
Bakar 

Minyak, 
Perumaha

n)   

100,00% 

-   Lokasi Peluang 
Usaha (Tempatnya 
pelaksanaan 
Kegiatan Bidang 
Usaha) 

Kec. 
Sungailiat, 
Riau Silip 

dan 
Puding 
Besar 

Kec. 
Sungailiat, 
Kec. Riau 
Silip, Kec. 
Belinyu 
dan Kec. 
Puding 
Besar 

100,00% 

-  Ketersediaan Lahan 
(Ha) 

Industri = 
586,31  

Pertanian 
= 

15.245,26 

Industri 
Kecamata

n 
Sungailiat 
34,35 Ha, 

Pemali 
3,43 Ha, 

Merawang
,  548,53 
Ha dan 

Pertanian, 
Sungailiat 
0,30 Ha, 
Pemali 

422,35 Ha, 
Merawang 

1418,78 
Ha, Puding 

Besar 
2763,60 

Ha, Bakam 
662,77 Ha, 

Mendo 
Barat 

7086,22 
Ha, Riau 

100,00% 
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No. 

Pelayanan Dasar 

Indikator 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
Pengertian Nilai 

Batas 
Waktu 

Silip 2596 
Ha dan 
Belinyu 

295,24 Ha 

Sektor bidang usaha 
unggulan  adalah 
sektor/bidang usaha  
yang memiliki 
keunggulan komparatif 
(comparative 
advantage) di 
daerahnya. 

-   Kesesuaian dengan 
Tata Ruang Daerah  
(sudah sesuai atau 
belum dan alasannya 

Sesuai Sesuai 100,00% 

-   Bentuk Dukungan 
pemerintah Daerah 
(Keuangan, Perijinan 
dll) 

Dibentuk 
BP2TPM 

Perijinan 
(Ijin 

Prinsip 
dan Ijin 
Usaha) 

100,00% 

Usaha Mencakup : 
Lokasi, Ketersediaan 
lahan, Kesesuaian 
dengan tata ruang, 
daerah, bentuk 
dukungan pemerintah 
daerah, Potensi Pasar, 
Perkiraan Investasi 

-   Potensi Pasar Nasional Nasional 100,00% 

-   Perkiraan Investasi 
(Perkiraan nilai (Rp) 
investasinya) 

73.000. 
000.000 

        
200.405. 
877.000  

 

100,00% 

2 Kerjasama Penanaman 
Modal Oleh PDPKM 
fasilitasi pemerintah 
daerah dalam rangka 
kerjasama kemitraan 
antara UMKMK tingkat 
Kabupaten/ Kota 
dengan pengusaha 
tingkat 
Provinsi/Nasional 

Terselenggaranya 
fasilitasi pemerintah 
daerah Kabupaten/ 
Kota dalam rangka 
kerjasama kemitraan: 

          

a. Antara Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dan 
Koperasi (UMKMK) 
tingkat kabupaten/ 
kota dengan 
pengusaha tingkat 
provinsi/nasional 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 1 9 100,00% 

b. Jumlah UMKMK 
potensial yang akan 
dimitrakan di 
Kab/Kota 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 0 0 100,00% 

c. Jumlah Potensi 
Pengusaha Provinsi 
/Nasional yang 
berminat melaku kan 
kemitraan dengan 
UMKMK tingkat 
Kabupaten/ Kota 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 0 0 0,00% 

3. Promosi Penanaman 
Modal PDKPM adalah  
kegiatan yang dituju kan 
untuk meningkat kan 
citra Indonesia dan Citra 
Kabupaten Kota secara 
khusus sebagai daerah 
tujuan penanaman 
modal yang kondusifdan 
me ningkatnya minat 
akan peluang pena 
naman modal yang 
prospektif di Kab/kota 
tersebut 

a. Terselenggaranya 
Promosi  Peluang 
Penanaman Modal 
Tingkat Kabupaten 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 1 1 200,00% 

b. Tindak Lanjut  
Kegiatan Hasil 
Promosi Penanaman 
Modal tingkat 
Kabupaten (Jenis 
kegiatan Promosi) 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 
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No. 

Pelayanan Dasar 

Indikator 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
Pengertian Nilai 

Batas 
Waktu 

4. Pelayanan Penanaman 
Modal adalah pemberi 
an segala bentuk perse 
tujuan untuk melaku 
kan penanaman modal 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Kab/Kota 
sesuai kewenangan nya 
berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

Terselenggaranya 
pelayanan  perizinan 
dan non perizinan 
bidang penanaman 
modal melalui 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) 
PDKPM di tingkat 
Kabupaten 

100 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

   

Rumus: Jumlah jenis 
perizinan dan non 
perizinan yang dilayani 
PTSP PDPKM / 6 X 
100% 

100 80 80,00% 

Jumlah jenis perizinan 
dan non perizinan yang 
dilayani PTSP PDPKM 
/ 6 X 100% 

100 80 80,00% 

1. Jumlah Pendaftaran 
Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

0 0 0,00% 

2. Jumlah Izin Prinsip 
Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

56 56 124,00% 

3. Jumlah Izin Usaha 
Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

48 48 20,00% 

4. Jumlah TDP 600 600 102,00% 

5. Jumlah SIUP *) 650 650 100,00% 

6. Jumlah Perpan 
jangan IMTA yang 
bekerja di lebih dari 
1 (satu) Kab/ Kota 

0 0 0,00% 

5. Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
adalah melaksanakan 
pemantauan pembinaan 
dan pengawasan 
terhdap pelaksanaan 

Terselenggaranya 
bimbingan pelaksana 
an Kegiatan 
Penanaman Modal 
kepada masyarakat 
dunia usaha Satu Kali 
dalam Setahun. 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 100 100 400,00% 

6. 
Pengelolaan Data dan 
Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

Terimplementasikanny
a Sistem Pelayanan 
Informasi dan 
Perizinan Investasi 
Secara Elektronik 
(SPIPISE):              
Rumus : Jumlah Jenis 
Pelayanan yang 
dilayani menggunakan 
SPIPISE / 4 x 100% 

100% 2014 

100 66,67 66,67% 

Jumlah Jenis Pelayanan 
yang dilayani SPIPISE 

100% 0% 0,00% 

1. Jumlah Pendaftaran 
Penanaman Modal 
Dalam Negeri 

0 0 0,00% 

2. Jumlah izin prinsip 
penanaman modal 
dalam negeri 

56 56 100% 
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No. 

Pelayanan Dasar 

Indikator 

Target Nasional 
Target 
2017 

Realisasi 
2017 

Capaian 
Pengertian Nilai 

Batas 
Waktu 

3. Jumlah izin usaha 
penanaman modal 
dalam negeri 

48 48 100,00% 

4. Jumlah Laporan 
Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) 

12 12 100,00% 

7. 
Penyebarluasan, Pendi 
dikan dan Pelatihan 
Penanaman Modal. 

Terselenggaranya 
sosialisasi kebijakan 
penanaman modal 
kepada masyarakat 
dunia usaha 

Satu 
kali/ 

tahun 
2014 0 0 0,00% 

2.2.6. Pokok – Pokok Pikiran DPRD  

Adapun yang menjadi masukan pokok-pokok pikiran DPRD, adalah : 

1) Alokasi dana urusan pendidikan minimal 20 persen 

2) Kesetaraan Pembangunan Infrastruktur antar Kecamatan.  

3) Alokasi dana urusan kesehatan minimal 12 persen. 

4) Alokasi dana urusan infrastruktur minimal 12 persen. 

5) Fokus pada pencapaian pertanian yang tangguh, 

6) Fokus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. 

7) Fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

8) Fokus dalam perbaikan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. 

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan 

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta 

antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan 

dibuat. 

Berdasarkan penjelasan dan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas 

pelaksanaan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2017 dan realisasi capaian RPJMD 

periode sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam gambaran umum di atas, terdapat 

berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami keberhasilan. Namun, disatu 

sisi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang memerlukan intervensi 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui sistem perencanaan secara 

konsisten, terintegrasi, sinergi, dan berkelanjutan. 



 

RKPD Kabupaten Bangka

 

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka didasarkan pada 

capaian atas kinerja RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018, pemetaan dan analisis 

permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran  pembangunan yang 

tertuang dalam RPJPD Kabupaten Ban

serta sasaran dan prioritas Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung dan 

nasional yaang tertuang dalam RKPD 

Hubungan Permasalahan RKPD Tahun 2019 dengan Tujuan dan Sasaran  
Pembangunan yang tertuang dalam 

Strategis serta Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung dan 

 Adapun penjelasan permasalahan pembangunan daerah yang terdapat di 

Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan D

Pembangunan D

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka 

berikut : 

RPJPD Kab. 
Bangka

Tantangan 
Perkonomian 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RKPD Kabupaten Bangka 2019 

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka didasarkan pada 

capaian atas kinerja RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018, pemetaan dan analisis 

berhubungan dengan tujuan dan sasaran  pembangunan yang 

RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025, SDG’s, SPM, isu

serta sasaran dan prioritas Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung dan 

nasional yaang tertuang dalam RKPD tahun 2019. 
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1. Permasalahan prioritas bidang perekonomian: Prioritas ini memiliki sasaran 

yaitu meningkatnya kontribusi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, 

pariwisata dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi disertai dengan 

keberhasilan mengatasi ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, 

pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran.  

Perekonomian di Kabupaten Bangka menghadapi beberapa permasalahan terkait 

dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural ekonomi 

sektor unggulan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi 

harus terus dilakukan sebagai prasyarat yang memiliki dampak (multiplayer 

effect) pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilan 

pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan tidak hanya diukur 

dengan pertumbuhan ekonomi (pro growth) tetapi juga harus disertai 

keberhasilan mengatasi kemiskinan (pro-poor), pengangguran (pro-job), 

pemerataan distribusi pendapatan (pro-equity), dan kualitas lingkungan (pro-

environment). 

2. Permasalahan prioritas bidang pertanian: Prioritas bidang ini memiliki sasaran 

meningkatnya nilai tambah (value added) melalui pembangunan industri. 

Pertanian merupakan sektor unggulan dan prospektif sebagai penggerak roda 

perekonomian Kabupaten Bangka. Penguatan sektor ini harus dilakukan sebagai 

sektor utama penggerak pembangunan Kabupaten Bangka ke depan. 

Permasalahan utama pembangunan sektor unggulan ini terkait belum 

optimalnya pembangunan industrialisasi bidang pertanian, perkebunan, dan 

perikanan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) sektor tersebut. 

Permasalahan utama tersebut disebabkan rendahnya akses teknologi, kualitas 

SDM dalam pemanfaatan teknologi serta terbatasnya investasi dalam pengelolaan 

produksi. 

3. Permasalahan prioritas bidang pariwisata: Prioritas bidang ini memiliki sasaran 

meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, kinerja sektor bidang industri kepariwisataan belum 
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memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian 

daerah. Kepariwisataan di Kabupaten Bangka belum menunjukkan tingkat 

perkembangan yang pesat yang ditunjukkan belum signifikannya kunjungan 

wisatawan nusantara dan asing. Jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 

2016 sebanyak 58 orang dan wisatawan nusantara sebesar 75.284 orang. Jumlah 

ini relatif sedikit dibandingkan potensi, intensitas kegiatan dan promosi serta 

dukungan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka. 

Permasalahan pengembangan bidang pariwisata yaitu masih terbatasnya fasilitas 

sarana dan prasarana pendukung pengembangan kepariwisataan, rendahnya 

partisipasi masyarakat, belum maksimalnya pengembangan potensi wisata, 

terbatasnya SDM bidang kepariwisataan, terbatasnya aksesabilitas menuju objek 

wisata. 

4. Permasalahan prioritas bidang pendidikan: Prioritas bidang ini memiliki sasaran 

meningkatnya rata-rata lama sekolah.  

Pembangunan prioritas bidang pendidikan memiliki permasalahan terkait, masih 

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru yang kurang 

merata, masih terdapatnya angka putus sekolah, rendahnya kompetensi guru 

yang berkualitas. 

 

5. Permasalahan prioritas bidang kesehatan: Prioritas bidang ini memiliki sasaran 

meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.  

Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam 

peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Angka harapan hidup masih dibawah 

rata-rata nasional, tingginya angka stunting, tingginya angka kematian bayi, 

masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap jumlah 

penduduk serta rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga, rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 

6. Permasalahan prioritas bidang kualitas sumber daya manusia: Prioritas bidang 

ini memiliki sasaran meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci 

keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang komponennya terdiri dari pendidikan, 

kesehatan, dan pendapatan riil perkapita rumah tangga. IMPM Kabupaten Bangka 

mengalami peningkatan pada periode 2013-2017. Pada tahun 2013 IPM 

Kabupaten Bangka sebesar 74,05 dan mengalami peningkatan menjadi 71,14  

pada 2017, IPM Kabupaten Bangka terus mengalami peningkatan dan menduduki 

urutan ke-3 di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kota 

Pangkalpinang dan Kabaupaten Belitung. 

7. Permasalahan prioritas bidang reformasi birokrasi dan E-Government: Prioritas 

bidang ini memiliki sasaran Meningkatnya kinerja pemerintahan dan kepuasan 

pelayanan masyarakat terhadap pelayanan publik.  

Dalam beberapa periode tahun 2014-2018 terdapat berbagai penghargaan yang 

diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka di tingkat nasional dalam bidang 

reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik. Namun, masalah reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik yang masih perlu terus diperbaiki. Beberapa isu 

penting dalam bidang reformasi birokrasi dan E-Government di era industri 4.00 

ini adalah menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan melalui 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Masih rendahnya pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pelayanan publik membuat Pemerintah Kabupaten 

Bangka memberikan perhatian serius pada penerapan E-Government. Reformasi 

birokrasi juga masih menghadapi permasalahan kedisiplinan aparatur, kualitas 

atau kinerja aparatur serta kelembagaan dan ketatalaksanaan. 

8. Permasalahan prioritas bidang infrastruktur: Prioritas bidang ini memiliki 

sasaran meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan.  

Masalah mendasar pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan dan kualitas 

infrastruktur yang belum memadai untuk menunjang pembangunan daerah. 

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mobilitas manusia, 

distribusi barang dan jasa serta untuk mendukung konektivitas antar pemukiman 

dan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial. Hingga tahun 2017 

kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 73,18 

%. Masih terdapatnya layanan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangka tentunya 

menjadi faktor penghambat bagi kelancaran kegiatan bidang ekonomi. 
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Permasalahan pembangunan infrastruktur lainnya yang harus ditingkatkan 

adalah pembangunan saluran irigasi, saluran drainase, instalasi air minum dan 

gedung-gedung pelayanan umum lainnya. Kondisi jalan yang kurang baik juga 

dapat menjadi penghambat aksesibilitas masyarakat.    

9. Permasalahan prioritas bidang kemiskinan: Prioritas bidang ini memiliki sasaran 

berkurangnya jumlah masyarakat miskin yang ditandai dengan meningkatnya 

jumlah keluarga kategori keluarga prasejahtera I, pra sejahtera II, dan 

prasejahtera III.  

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda dan isu strategis Kabupaten 

Bangka ke depan. Hal tersebut cukup relevan karena kemiskinan merupakan 

masih menjadi masalah yang mendasar yang menjadi hambatan dalam 

peningkatan perekonomian maupun pembangunan di Kabupaten Bangka. 

Persentase kemiskinan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dan hingga 

tahun 2017 yaitu sebesar 5,10%. Persentase ini berada di bawah rata-rata 

persentase kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,20% dan 

nasional yang mencapai angka 10,12%. 

10. Permasalahan prioritas bidang pengangguran: Prioritas bidang ini memiliki 

sasaran berkurangnya angka pengangguran.  

Tingkat pengangguran secara teoritis memiliki hubungan positif dengan 

besarnya tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Bangka, tingkat pengangguran 

cenderung mengalami trend penurunan. Penurunan tingkat pengangguran cukup 

signifikan dimana pada tahun 2017 persentase tingkat pengangguran mencapai 

4,29. Capaian ini berada di bawah persentase Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sebesar 5,10% dan nasional sebesar 5,50%. Namun demikian, masalah 

pengangguran dan langkanya lapangan pekerjaan merupakan masalah klasik 

yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam pembangunan. Permasalahan 

mengurangi pengangguran bidang ini yaitu rendahnya produktivitas tenaga 

kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, 

rendahnya partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja.  



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 188 

 

11. Permasalahan prioritas bidang lingkungan hidup: Prioritas bidang ini memiliki 

sasaran meningkatnya nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan 

kekayaan alam harus memperhatikan aspek berkelanjutan untuk kepentingan 

generasi mendatang.  Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 

Permasalahan terkait prioritas lingkungan hidup yaitu rendahnya ketaatan 

terhadap peraturan tata kelola lingkungan, terdapatnya tumpang tindih 

peraturan antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

12. Permasalahan prioritas bidang penataan ruang: Belum optimalnya pelaksanaan 

fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan ketaatan terhadap RTRW dalam mewujudkan 

pembangunan yang terintegratif. 

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

1. Pendidikan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pendidikan adalah 

sebagai berikut:  

1) Masih Rendahnya RLS (Rata-rata Lama Sekolah) serta Rendahnya APK 

(Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). Ketiga 

variabel tersebut merupakan pembentuk indeks komposit IPM. Angka 

harapan lama sekolah meningkat dari 12,37 pada tahun 2016 menjadi 12,38 

di tahun 2017. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,96 pada tahun 2016 

menjadi 7,98 tahun di tahun 2017. Namun demikian, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan daya saing IPM Kabupaten Bangka secara sustainable guna 

menyongsong bonus demografi tahun 2045.  

2) Belum optimalnya ketersediaan SDM guru baik secara kualitas (sertifikasi, 

kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan) maupun kuantitas.  

3) Masih rendahya tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT) pada setiap jenjang pendidikan.  
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4) Masih terdapat disparitas nilai akreditasi pada beberapa lembaga 

pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen target seluruh 

jenjang pendidikan memiliki nilai akreditasi A. 

5) Belum optimalnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 61,76 % pada tahun 2017. 

6) Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket 

B yang baru mencapai 73,79 % pada tahun 2017. 

2. Kesehatan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai 

berikut : 

1) Belum optimalnya ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas kinerja 

pelayanan tenaga kesehatan secara profesionalitas dalam bidang pelayanan 

kesehatan.  

2) Belum otpimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 

Terjadi penurunan pencapaian dari 56,50% pada tahun 2016 menurun 

menjadi 43,04% pada tahun 2017 . 

3) Belum optimalnya cakupan pelayanan ibu nifas dari target 100% baru 

tercapai 92,97%. 

4) Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 

miskin yang baru mencapai 63,41 % pada tahun 2017. 

5) Belum optimalnya penurunan kasus stanting di masyarakat, dari Target 

penurunan kasus 25 % dan baru mencapai 26,7 %. 

6) Masih terdapatnya temuan angka kesakitan penyakit tidak menular (diare) 

sebanyak 108,63 %, TB BTA Positif 126,78 %, Penderita Pneumonia Balita 

115,33 % pada tahn 2017. 

7) Kurang optimalnya cakupan peserta KB aktif yang baru mencapai 67,08 % 

pada tahun 2017. 

3. Pekerjaan Umum  

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah 

sebagai berikut: 
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1) Kurang mantapnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik. 

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 baru mencapai 73,18 %.  

2) Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah 

yang baru mencapai 32,38 % pada tahun 2017. 

3) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jalan yang layak. Hal ini dapat 

dilihat dari kondisi jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan 

selamat dan nyaman sebesar 48,25%, jalan yang memudahkan masyarakat 

perindividu melakukan perjalanan 14,42%,  jalan yang menghubungkan 

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten sebesar 62,81%. 

4) Belum maksimalnya ketersediaan sistem air limbah setempat dimana pada 

tahaun 2017 baru mencapai 66,73%, sistem air limbah skala 

komunitas/kawasan/kota sebesar 66,73% . 

4. Pengairan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pengairan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pelayanan dan akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air 

Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 

baru mencapai 87,48%. 

2) Belum optimalnya fasilitasi sarana dan prasaran pengelolaan air minum 

melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk mengoptimalkan 

pelayanan ke seluruh wilayah di kecamatan dan desa di Kabupaten Bangka. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mendukung perilaku hidup 

sehat  dalam upaya pelayanan sanitasi. 

5. Penataan Ruang 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

penataan ruang adalah sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah 

yang baru mencapai 32,38 % pada tahun 2017. 

2) Kurangnya ketaatan masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang yang telah 

ditetapkan sesuai Perda RTRW. 
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6. Perumahan dan Kawasan Permukinan 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut 

1) Masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,02%. 

Lingkungan pemukiman kumuh perkotaan terdapat di wilayah Kecamatan 

Sungailiat dan Kecamatan Belinyu. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka 

mengimplementasikan program “KOTA KU” untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan kumuh perkotaan.  

2) Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 5% pada tahun 2017.  

3) Masih terbatasnya cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau 

yang baru mencapai 58,48 % pada tahun 2017.  

7. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

1) Relatif masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Data tahun 2016 

menunjukkan terjadi 58 kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal 

sebanyak 56 orang, 22 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan. 

2) Masih relatif tingginya tingkat kriminalitas. Pada tahun 2016 kasus penipuan 

sebanyak 16 kasus, pencurian 22 kasus, penganiayaan 35 kasus, 

pengoroyokan 15 kasus, perjudian 19 kasus.   

3) Masih terjadi tindakan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba. 

Data tahun 2016 terdapat 51 kasus penyalahgunaan narkoba.    

4) Masih rendahnya partisipasi politik dan demokrasi masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala 

daerah 57%, pemilihan gubernur 62%, pemilihan presiden 64%, dan 

pemilihan legislatif sebesar 71%.  
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8. Sosial 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

sosial adalah sebagai berikut: 

1) Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terkover BPJS kesehatan yang 

berimplikasi terhadap permasalahan seperti Balita Gizi Buruk, Balita dari 

Keluarga Miskin,  dan PMKS.  

2) Masih terdapatnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak 

potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 53,22%. 

9. Ketenagakerjaan 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh 

yang baru mencapai 67,60 % pada tahun 2017. 

2) Masih terbatasnya akses pencari kerja yang ditempatkan yaitu sebesar 

15,05%. 

3) Komposisi jumlah tenaga kerja masih didominasi oleh industri kecil sebesar 

3.068 orang. Sementara industri besar dan sedang hanya menyerap tenaga 

kerja  masing-masing sebesar 1.851 orang dan 1.163 orang.Data ini 

menunjukkan bahwa industri kecil memiliki potensi untuk menyerap tenaga 

kerja lebih besar dengan modal yang relatif kecil. 

4) Daya serap tenaga kerja masih didominasi oleh wilayah dengan aglomerasi 

ekonomi perkotaan yaitu kota Sungailiat. Sehingga tidak terjadi pemerataan 

daya serap tenaga kerja karena konsentrasi daya tarik industri pada wilayah 

perkotaan sebanyak 10 industri besar. 

5) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angakatan kerja  yang disebabkan 

terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja 

didukung dengan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dunia industri. 

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 
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1) Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dengan 

capaian kinerja sebesar  21,78 % pada tahun 2017. 

2) Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

dasar kebutuhan kaum perempuan dan anak.  

11. Ketahanan Pangan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan ketahanan pangan adalah 

sebagai berikut: 

1) Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah.  

2) Terjadinya fluktuasi harga bahan pangan.  

3) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  baru 

mencapai 3,57 ton/ha. Relatif rendahnya produktivitas ini berkorelasi 

dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal terutama beras. 

4) Masih ditemukannya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan 

pangan.  

12. Lingkungan Hidup 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah 

sebagai berikut: 

1) Masih terdapat pencemaran lingkungan darat dan air yang disebabkan oleh 

aktivitas pertambangan timah.  

2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan 

pengelolaan limbah B3. Pada tahun 2017, fasilitas pengurangan sampah di 

perkotaan baru mencapai 50%.  

3) Masih rendahnya kesadaran atau perilaku masyarakat untuk mendukung 

budaya hidup bersih. 

4) Masih terbatasnya teknologi pengolahan sampah.  

5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan atau dunia usaha terhadap 

kelestarian lingkungan.   

13. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut: 
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1) Belum optimalanya pelaksanaan KTP Elektronik. Data kependudukan 

menunjukkan  bahwa pada tahun 2017 data kepemilikian KTP sebesar 

92,75%.  Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran Tahun 2017 

sebesar 835,74 per 1000 penduduk.  

2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen 

kependudukan. 

14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa adalah sebagai berikut: 

1) Belum Optimalnya pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa. Pada 

tahun 2017, seluruh desa (62 desa) tidak terdapat lagi desa tertinggal, 

namun masih terdapat desa berkembang. Kabupaten Bangka menargetkan 

seluruh desa di Kabupaten Bangka berstatus sebagai desa maju.  

2) Belum optimalnya peran Pemerintahan desa dalam merencanakan, 

memonitoring, serta mengevaluasi penggunaan dana desa untuk 

meningkatkaan kesejahteraan masyarakat desa.  

3) Kompetensi SDM Penyelenggaraan Pemeritahan Desa masih belum optimal, 

termasuk terkait pelaksanaan UU Desa, Berdasarkan data Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2017, 

Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang 

tepat waktu masih di bawah 20 persen, begitupula Persentase desa yang 

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan.  

4) Masih ditemukannya tidak adanya sinkronisasi perencanaan program desa 

dengan sistem perencanaan yang didesain oleh pemerintah kabupaten.  

5) Masih rendahnya kinerja administrasi, pengelolaan aset, dan inisiatif 

kerjasama untuk mengelola potensi desa. 

15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana adalah sebagai berikut: 
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1) Rendahnya partisipasi kader kordinator KB untuk mensosialisasikan 

program KB kepada masyarakat. Pada tahun 2016, Jumlah kordinator KB 

terdapat 376 kordinator yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Bangka. 

2) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Data 

tahun 2017 menunjukkan persentase Pasangan Usia Subur dalam 

penggunaan peralatan pengendalian kelahiraan (Implant dan Suntikan) 

sebesar 74,82%.  

3) Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan program KB.  

4) Masih banyak usia remaja di yang belum mendapatkan pendidikan dan 

penyuluhan serta fasilitasi dalam program dan kegiatan Keluarga Berencana.  

16. Perhubungan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan perhubungan adalah 

sebagai berikut: 

1) Jumlah kecelakan lalu lintas mengalami penurunan dari 67 insiden pada 

tahun 2015 menurun menjadi 58 insiden tahun 2016.  Kerugian yang 

ditimbulkan mencapai Rp.225.450.000. Sementara angka pelanggaran lalu 

lintas pada tahun 2016 mencapai 3.442 kasus. 

2) Masih tingginya kesenjangan antar wilayah baik di tingkat desa dan 

kecamatan yang memiliki konektifitas transportasi khususnya wilayah. 

Kesenjangan peenyediaan transportasi ini disebabkan karena beberapa 

wilayah di Kabupaten Bangka masih memiliki keterbatasan dalam 

penyediaan serta kualitas infrastruktur jalan. Beberapa masyarakat yang 

berdomisili di daeerah kepulauan menggunakan transportasi laut sebagai 

sarana transportasi. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi diperlukan 

partisipasi stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.  

3) Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam pelayanan urusan transportasi. 

Untuk memberikan pelayanan yang optimal di bidang transportasi 

diperlukan SDM sektor transportasi yang berkompeten.  
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17. Komunikasi dan Informatika 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan komunikasi dan 

informatika adalah sebagai berikut: 

1) Masih terjadinya kesenjangan pelayanan dan akses (acces gap) dalam bidang 

komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan 

pedesaan, karena infrastruktur  komunikasi baik secara kualitas dan 

kuantitas belum menjangkau secara merata ke berbagai wilayah khususnya 

wilayah terpencil.  

2) Belum optimalnya peran kelompok Tenaga Informasi dan Komunikasi yang 

dibentuk oleh kabupaten dalam pembinaan kepada masyarakat khususnya di 

pedesaan.  

3) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaran Pemerintahan 

dan Pelayanan Publik.  

4) Masih terbatasnya pembinaan kepada masyarakat dalam mengakses 

informasi yang baik dan berkualitas. Hal ini dapat menimbulkan 

permasalahan munculnya informasi yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoax). Tersumbatnya kebenaran 

terhadap arus informasi dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. 

18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah adalah sebagai berikut: 

1) Rendahnya daya saing Koperasi dan UKM. Kurang dari 10.000 Koperasi dan 

UMKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (data 

Kemenkop UKM RI)  

2) Rendahnya manajemen pengelolaan koperasi dan UKM  

3) Rendahnya produktivitas koperasi dan UKM  

4) Lemahnya SDM koperasi dan UKM. Rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) pengelola Koperasi  

5) Lemahnya kelembagaan koperasi dan UKM 

6) Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Struktur modal 

koperasi masih di dominasi oleh modal sendiri sebesar Rp.21.452.101.969, 
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dan modal luar sebesar Rp.1.515.375.282. Data ini menunjukkan koperasi 

masih mengalami permasalahan dalam akses permodalan dan masih 

mengandalkan modal sendiri.  

7) Minimnya akses pemasaran produk bagi koperasi dan UKM  

19. Penanaman Modal 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah 

sebagai berikut: 

1) Masih adanya disparitas penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di 

wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Pada tahun 2017 persetujuan 

rencana realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berada di 

Kecamatan Sungailiat sebesar Rp.7.901.717.274.000 dan Kecamatan 

Merawang sebesar Rp.3.219.024.993.385. Data ini menunjukkan proses 

aglomerasi industri terjadi di perkotaan dan daerah hinterland karena faktor 

bahan baku dan faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal).  

2) Masih kurangnya dukungan paket kebijakan investasi seperti infrastruktur 

listrik, penciptaan birokrasi yang efisien melalui kemudahan berinvestasi. 

Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang lebih rendah dari rencana investasi 

dimana rencana investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar 

Rp.11.268.913.241.453 terealisasi sebesar Rp.59.962.093.584. Sementara 

nilai rencana investasi asing (PMA) sebesar Rp. 1.490.502.957.777 terealisasi 

sebesar Rp.207.137.722.184.  

3) Belum optimalnya upaya untuk melakukan strategi promosi investasi karena 

keterbatasan anggaran dan SDM.  

4) Paket kebijakan untuk mendorong investasi belum sepenuhnya mendorong 

pelibatan stakeholders seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 

dan swasta. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyediakan beberapa 

kawasan strategis industri antara lain kawasan industri Jelitik dan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK)  dalam rangka menampung perusahaan kecil dan 

besar untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka.  
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20. Kepemudaan dan Olah Raga 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah 

raga adalah sebagai berikut: 

1) Rendahnya daya saing pemuda dibidang Wirausaha. Jumlah penduduk 

Kabupaten Bangka pada tahun 2016 sekitar 317.735, dan sekitar 22,80 

persennya adalah penduduk berusia 16-40 tahun. Jumlah ini menunjukkan 

bahwa Kabupaten Bangka memiliki sumber daya manusia pemuda yang 

cukup besar sebagai penggerak pembangunan. Daya saing pemuda di 

Kabupaten Bangka tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan 

pemuda. Menurut data BPS, jumlah pencari kerja didominasi oleh lulusan 

SLTA sebanyak 418 orang dan sarjana sebanyak 283 orang. Data ini 

menunjukkan bahwa daya saing pendidikan sumber daya manusia masih 

tergolong rendah untuk mendapatkan pekerjaan.   

2) Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Peran 

organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. 

Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan 

bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian 

dan kepeloporan.  

3) Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan 

Pengembangan olahraga prestasi. Prasarana dan sarana olahraga memiliki 

arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prasarana 

dan sarana keolahragaan yang belum sepenuhnya memadai, lengkap dan 

terstandardisasi menjadi persoalan dalam peningkatan prestasi olahraga. 

Jumlah gelanggang/balai pemuda sebanyak 10 gelanggang remaja yang 

tersebar di wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka. Selain itu, Pemerintah 

Kabupaten Bangka menyediakan lapangan olah raga yang dapat difungsikan 

oleh sekolah, masyarakat, dan organisasi keolahragaan untuk melakukan 

pembinaan dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga.  
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21. Kebudayaan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurang optimalnya kegiatan dan pengembangan inovasi cipta karya seni dan 

budaya yang memiliki hak cipta.   

2) Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan budaya daerah.  

22. Perpustakaan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Masih rendahnya budaya minat baca siswa dan masyarakat. Pengunjung 

perpustakaan dengan capaian kinerja sebesar  33,07%. 

2) Belum optimalnya pemerataan kelembagaan perpustakaan di tingkat 

desa/kelurahan.  

3) masih terbatasnya jumlah tenaga pustakawan berdasarkan jurusan dan 

jenjang kependidikan.  

4) Pelayanan perpustakaan masih belum berbasis teknologi informasi dengan 

jaringan yang sangat terbatas. 

5) Masih rendahnya koleksi perpustakaan yang berbasis e-book.  

23. Kearsipan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai 

berikut: 

1) Minimnya sarana & prasaranan pendukung kearsipan.  

2) Penyimpanan arsip belum menggunakan teknologi digital atau yang dikenal 

dengan e arsip.  

3) Terbatasnya kuantitas SDM tenaga kearsipan.  

4) Masih kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan 

arsip/dokumen.  

24. Kelautan dan Perikanan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan 

adalah sebagai berikut: 
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1) Ketersediaan Stok Sumber Daya Ikan (SDI) yang semakin menurun. Hal ini 

disebabkan terganggunya ekosistem laut akibat aktivitas ilegal mining dan 

ilegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat dan penambangan timah oleh 

perusahaan di wilayah laut. 

2) Masih rendahnya jumlah dan produksi budidaya ikan.  

3) Masih adanya aktivitas ilegal fishing (penggunaan alat tangkap terlarang dan 

bahan peledak) karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.  

4) Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum 

berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Kabupaten Bangka karena 

dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.  

25. Pariwisata 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai 

berikut: 

1) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata bagi pendapatan daerah yaitu 

sebesar Rp.240.000.000 pada tahun 2016. 

2) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2016 

sebanyak 58 orang yang berasal dari Amerika 2 orang, Singapore 4 orang, 

Tiongkok 13 orang, Mexico 6 orang, Inggris 4 orang, Jepang 1 orang, 

Denmark 2 orang, Belgia 8 orang, Francis 23 orang, Norwegia 6 orang, dan 

Afrika 1 orang. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan Kunjungan Wisatawan 

sebesar 4,48%. Jumlah ini relatif sedikit dibandingkan intensitas kegiatan 

dan promosi serta dukungan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Bangka. 

3) Rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah pada event-event di tingkat 

Propinsi, Nasional, Regional dan Internasional.  

4) Rendahnya daya saing obyek wisata milik Pemda, Pemdes maupun 

stakeholders pelaku wisata.  

5) Belum optimalnya kemitraan (kerjasama) untuk mendorong pembangunan 

pariwisata.  

6) Kurangnya sinergi antar stakeholders dalam pembangunan pariwisata yang 

menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar berbagai pihak.    



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 II - 201 

 

7) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana serta aksesibiltas 

destinasi wisata.  

8) Belum adanya pembinaan yang terstruktur kepada pelaku wisata.  

9) Belum optimalnya Pelatihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif  

10) Rendahnya kualitas SDM Pariwisata (aparatur, pemandu wisata, pelaku 

usaha pariwisata) sehingga Industri Pariwisata kurang berkembang.  

11) Minimnya pembinaan kepada seniman dan kelompok seni budaya lokal.  

12) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, pengelola usaha jasa dan sarana 

wisata.  

13) Belum intensifnya pembinaan tentang kepariwisataan.  

14) Kurangnya ketersediaan infrastruktur (hotel dan jalan) untuk mendukung 

aksesibilitas daerah tujuan wisata.  

15) Kurang berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang 

perkembangan destinasi pariwisata daerah.  

16) Belum adanya keterpaduan dan sinergi bidang kepariwisataan dengan 

bidang yang mendukung pariwisata, sehingga berpengaruh pada kunjungan 

wisata yang masih belum maksimal.  Industri kepariwisataan memerlukan 

keterlibatan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

berhubungan dengan kepariwisataan mulai dari obyek wisata berbasis alam, 

berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wista berbasis 

pendidikan/kebangsaan dan atau wisata ilmiah. Untuk mengembangkan 

seluruh potensi ini diperlukan kreativitas dan inovasi agar terwujudnya 

pariwisata yang berkelanjutan (tourism sustainable). 

26. Pertanian 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai 

berikut: 

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  

dengan capaian kinerja sebesar  3,57 ton/ha. Data ini menunjukkan masih 

rendahnya produktivitas tanaman padi sebagai konsumsi utama masyarakat 

Kabupaten Bangka. Data ini juga menunjukkan kebutuhan yang tinggi 

terhadap konsumsi beras dari daerah luar.  
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2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017  dengan capaian 

kinerja sebesar  21,71%. 

3) Tingginya ketergantungan hortikultura terhadap daerah luar. 

4) Kurangnya minat masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura 

5) Berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh aktivitas penambangan 

timah dan alih fungsi lahan 

6) Rendahnya penggunaan dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan 

teknologi dalam mengolah lahan dan hasil pertanian.  

27. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya 

mineral adalah sebagai berikut: 

1) Masih belum stabilnya distribusi pasokan energi listrik di Kabupaten Bangka.  

2) Rasio elektrifikasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2017 telah mencapai 

89,78%. Namun, capaian rasio elektrifikasi tersebut belum merata 

terdistribusi terutama pada wilayah pedesaan terpencil yang belum memiliki 

akses listrik.  

3) Masih terdapatnya wilayah dengan potensi pertambangan yang dilakukan 

oleh masyarakat secara ilegal. Kondisi ini menimbulkan permasalahan 

penambangan liar yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan 

karena keterbatasan untuk melakukan monitoring dan sumber daya 

perusahaan dan pemerintah daerah.   

28. Perdagangan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan perdagangan adalah 

sebagai berikut: 

1) Konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017   dengan 

capaian kinerja sebesar  12,99%. 

2) Ekspor Bersih Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar  US$ 

277.135.440,36 atau sebesar Rp.3.707.131.951.792,20. 

29. Perindustrian 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan perindustrian adalah 

sebagai berikut: 
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1) Perkembangan industri di Kabupaten Bangka masih didominasi oleh industri 

pengolahan timah sebagai pengungkit perekonomian dengan kontribusi 

sebesar 21,85% terhadap PDRB pada tahun 2016. Industri ini sangat rentan 

karena pengaruh kebijakan harga dan permintaan luar negeri. Efeknya 

sangat berpengaruh pada lapangan usaha jasa lainnya. Sementara indsutri 

pertanian dan pariwisata sebagai alternatif pengungkit ekonomi daerah 

belum berkembang sebagaimana mestinya.  

2) Pengembangan industri sebagai penopang perekonomian Kabupaten Bangka 

masih terkendala bahan baku impor yang masih bergantung pada komponen 

luar daerah dan luar negeri.  

30. Kesekretariatan Daerah 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kesekretariatan daerah 

adalah sebagai berikut: 

1) Belum semua Perangkat Daerah Kabupaten Bangka yang menerapkan 

standar pelayanan secara maksimal seperti SPM (Standar Pelayanan 

Minimal), SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan 

Publik).  

2) Belum optimalnya capaian penilaian SAKIP. Saat ini SAKIP Kabupaten 

Bangka mendapatkan kategori B dari target yang ingin dicapai yaitu BB.  

3) Masih belum maksimalnya sosialisasi terkait kebijakan pemerintah daerah 

yang telah dilakukan oleh Pemda kepada masyarakat,  

4) Masih adanya kesepakatan kerjasama antara pemerintahan daerah atau 

instansi/lembaga lainnya yang telah ditanda tangani namun belum ada 

implementasinya atau tindak lanjutnya. 

5) Masih terdapatnya ego sektoral antar lembaga dalam proses pelaksanaan 

tugas dan fungsinya.   

31. Pengawasan 

Permasalahan yang penyelenggaraan urusan pengawasan adalah kompetensi 

Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada peningkatan yang 

signifikan. Di sisi lain ASN yang memiliki keahlian pemeriksaan bidang keuangan 

memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan 
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tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif 

untuk menjadi auditor yang kompeten dibidangnya. 

32. Perencanaan 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Belum optimalnya implementasi perencanaan dan penganggaran secara 

terintegrasi perencanaan dan penganggaran yang berdampak kurang 

optimalnya pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan pada 

tingkat OPD dan pemerintah daerah. 

2) Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan yang berdampak pada maksimalisasi 

pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen 

perencanaan. 

3) Belum tersedianya data secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi 

sebagai basis analisis untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan.  

33. Kepegawaian 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan kepegawaian adalah 

sebagai berikut: 

1) Belum proporsionalnya distribusi pegawai sesuai dengan formasi dan 

kebutuhan.  Hal ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dalam perekrutan dan formasi pegawai. 

2) Belum tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan 

dan tugasnya. 

3) Terbatasnya jumlah pegawai tetap sehingga pemerintah daerah melakukan 

pengangkatan tenaga  untuk memenuhi kebutuhan pegawai. 

4) Rekrutan dan penempatan pegawai honorer belum dilakukan dengan uji 

kompetensi. 

5) Terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai honorer. 
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34. Penanggulangan Bencana 

Beberapa permasalahan yang penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana 

adalah sebagai berikut: 

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya 

penanggulangan bencana. Hal ini ditunjukkan masih terdapatnya aktivitas 

masyarakat yang mengarah pada dampak munculnya bencana seperti 

penebangan kayu ilegal (illegal logging), penambangan liar (illegal mining), 

perilaku membuang sampah sembarangan. Rendahnya kesadaran dan 

perilaku merusak lingkungan berdampak pada munculnya bencana banjir, 

tanah longsor dan angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bangka. 

Data BPS tahun 2016 menunjukkan telah terjadi 27 peristiwa bencana banjir 

dan 3 kebakaran hutan.  Pada tahun 2017 tercatat beberapa insiden yang 

tergolong bencana yakni insiden kebakaran baik kebakaran rumah sebanyak 

6 Kejadian yang menimpa 6 KK, insiden banjir sebanyak 33 Kejadian yang 

menimpa 520 KK, insiden angin puting beliung sebanyak 13 Kejadian dengan 

korban 154 KK, insiden kebakaran hutan/kebun sebanyak 43 kejadian 

dengan luas areal kebakaran 520 Ha, insiden tanah longsor sebanyak 1 Kali 

dengan korban 1 orang. 

2) Belum semua pihak terlibat dalam mengatasi kondisi darurat bencana. Hal 

ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kapasitas stakeholders 

dalam upaya berpartisipasi dalam penagggulangan bencana. Partisipasi aktif 

ini memerlukan kesadaran sehingga penaggulangan bencana dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien disaat keterbatasan SDM dan dana 

pemerintah daerah.  

3) Masih terbatasnya dukungan dana dan SDM dalam upaya penanggulangan 

bencana. Adapun anggaran operasional dari APBD Kabupaten Bangka untuk 

penanggulangan bencana kebakaran yang dilaksanakan oleh OPD Satuan 

Polisi Pamong Praja pada tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 835.527.600. 

Selain itu, APBD Kabupaten Bangka juga melaksanakan perbaikan 

infrastruktur terkait pencegahan dan penanggulangan bencana melalui OPD 
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Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp.240.895.000,00. 

4) Belum adanya data base identifikasi daerah yang memiliki rawan bencana. 

Identifikasi daerah rawan bencana diperlukan untuk mendeteksi secara dini 

kemungkinan munculnya bencana sehingga dapat dilakukan upaya preventif 

untuk menyusun program dan kegiatan agar bencana tidak dapat terulang.  

5) Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka untuk  

memperbaiki kerusakan infrastruktur dan sosial ekonomi pasca bencana. Hal 

disebabkan kemampuan APBD yang terbatas. Oleh karena itu, ini 

memerlukan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

dan pihak swasta serta masyarakat.  

6) Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran  yang memenuhi standar 

kualifikasi sebesar 26,32%. 

7) Belum optimalnya upaya cakupan pelayanan bencana kebakaran yang baru 

mencapai 75,52%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan sarana 

dan prasarana pemedam kebakaran dan jangkauan wilayah. 

 

 





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 III - 1 

 

BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 
 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta 

isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan 

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Sehingga arah 

kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta 

berpedoman pada dokumen RPJPD 2005-2025. Rancangan Kerangka Ekonomi 

Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi 

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 yang keberhasilannya 

dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan 

pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. 

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan 

provinsi dan harus diselaraskan dengan arah pembangunan RPJPD 2005-2025 tahun 

ketiga yangdiarahkan untuk melakukan reformasi ekonomi menuju perekonomian 

yang berbasis keunggulan kompetitif. Peningkatan nilai tambah (value added)dari 

sektor – sektor unggulan daerah melalui pembangunan industri yang mengolah 

sektor unggulan daerah akan dikembangkan sebagai industri pendukung (supporting 

industries)dalam konteks pembangunan industri nasional yang menerapkan 

pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster (klaster industri) dalam 

upaya membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM 

pada era ini harus tetap dijadikan prioritas. Pembangunan kualitas SDM melalui 

peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas 

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kemandirian lokal. Upaya untuk 

mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan 

berupa kesenjangan antar daerah (backwash effect) dan kelompok masyarakat 
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melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat yang dirugikan 

dari proses pembangunan serta pembangunan kewilayahan lainnya. 

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi 

daerah, perlu dilakukan analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bangka secara 

menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan time series methods agar 

memperoleh hasil yang signifikan dengan tingkat kriteria kesalahan ramalan yang 

kecil. 

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018 

3.1.1.1. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, stabilitas perekonomian nasional 

dihadapkan pada kondisi yang cukup berat, yang berasal dari ketidakpastian dan 

turbulensi kondisi perekonomian global. Kondisi ini dilatarbelakangi kekhawatiran 

pasar terhadap ketidakpastian kekebijakan pemerintah Amerika Serikat pasca 

terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden, sehinga dibutuhkan formulasi baru 

dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakmampuan negara maju 

untuk menggerakan perekonomian secara cepat tentunya secara langsung 

berdampak pada stabilitas perekonomian negara-negara berkembang (developing 

country) terutama terkait dengan tingginya tingkat arus keluar modal asing dari pasar 

keuangan (capital outflow) yang akan mengakibatkan nilai tukar mata uang di 

sejumlah negara berkembang mengalami fluktuasi dan cenderung melemah. Di 

kawasan eropa, ketidakpastian juga muncul terkait proses peralihan Inggris keluar 

dari Uni Eropa (Brexit) diperburuk dengan prospek pemulihan (recovery) dari krisis 

ekonomi masih belum berjalan sesuai harapan.Demikian juga yang terjadi di China 

sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia yang dihadapkan pada 

ketidakstabilan ekonomi setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu tumbuh 

diatas 10 persen.  

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut secara kongkret telah 

berdampak pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan 

ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan pada tahun 2016 kemarin, 

pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,0 persen saja, jauh lebih rendah 
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dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelumnya yang masih 

berada diatas level 6 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 

2017 tumbuh sebesar 5,10 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang 

hanya mencapai 5,03 persen atau lebih rendah dari penyesuaian target sasaran 

pembangunan nasional tahun 2017 yakni sebesar 5,2 persen. Secara detail, 

perkembangan indikator ekonomi makro nasional tahun 2016-2017 dan proyeksi 

tahun 2018-2019 tersaji pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1.  

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016-2017 

Dan Proyeksi Tahun 2018-2019 

 

Indikator Makro 2016 2017 
Proyeksi 

2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,03 5,10 5,40 5,4-5,8 

Pengangguran (%) 5,61 5,50 5,0-5,3 4,8-5,2 

Angka Kemiskinan (%) 10,70 10,12 9,5-10,0 8,5-9,5 

Inflasi 3,02 3,61 3,50 2,5-4,5 

Gini Rasio 0,394 0,391 0,38 0,38-0,39 

Indeks Pembangunan Manusia 70,18 70,81 71,50 71,98 

 

Pertumbuhan ekonomi nasional diroyeksi sebesar 5,4 - 5,8 persen. 

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sejalan dengan perkiraan 

membaiknya kondisi ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 

lebih tinggi didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan 

membaiknya kontribusi ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi juga 

diperkirakan mengalami peningkatan terutama proyek–proyekinfrastruktur 

pemerintah yang mulai memberikan hasil serta terus membaiknya investasi swasta. 

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian akan berdampak positip terhadap 

indikator makro lainnya seperti tingkat pengangguran dan kesejahteraan.    

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi, maka kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada : 

1) Akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

2) Stabilitas ketahanan ekonomi. 

3) Perbaikan kesejahteraan. 

4) Penanganan masalah pangan. 

5) Ketahanan fiskal. 
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3.1.1.2. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi 

Secara umum, kondisi perekonomian provinsi tidak jauh berbeda dengan 

kondisi perekonomian nasional. Rendahnya harga komoditas unggulan daerah 

sebagai dampak instabilitas perekonomian global mempengaruhi kontribusi ekspor 

daerah. Investasi yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah 

ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan akibat melemahnya nilai 

tukar sehingga resiko investasi cenderung lebih tinggi. Disisi lain, melambatnya 

perekonomian daerah juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. 

Dalam kurun waktu terakhir, pertumbuhan ekonomi provinsi terus mengalami 

perlambatan. Secara detail, perkembangan indikator ekonomi makro provinsi tahun 

2016-2017 dan proyeksi tahun 2018-2019 tersaji pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2. 

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2016-2017 

dan Proyeksi Tahun 2018-2019 

Indikator Makro 2016 2017 
Proyeksi 

2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,11 5,50 6,26 5,30 

Pengangguran (%) 6,17 5,10 4,50 5,60 

Angka Kemiskinan (%) 5,22 5,20 4,42 4,15 

Inflasi (%) 2,56 3,51 3,80 3,54 

Gini Rasio 0,28 0,28 0,27 0,26 

Indeks Pembangunan Manusia 69,55 69,99 69,92 70,33 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, beberapa indikator makro mengalami 

peningkatan kinerja, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 justru mencapai 5,50 

persen  dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,11 persen saja. 

Angka kemiskinan yang terkoreksi positif dari 5,22 persen pada tahun 2016 menjadi 

hanya 5,20 persen pada tahun 2017. Demikian juga dengan tingkat pengangguran 

mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 2016 menjadi 5,10 persen pada 

tahun 2017. Dengan demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat 

dari 69,55 menjadi 69,99 pada tahun 2017.   

Dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian provinsi maka 

kebijakan pembangunan ekonomi provinsi diarahkan pada : 
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1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan 

industri dan kesehatan kerja. 

2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja 

pada semua sektor pembangunan. 

3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk 

meningkatkan daya saing. 

4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah. 

5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan industri pengolahan 

sumber daya alam. 

6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi. 

7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral. 

8. Pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya 

koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha 

dan investasi di daerah. 

9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-

undangan kelautan dan perikanan. 

10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan 

lingkungan dan berdaya saing global. 

11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, 

keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan. 

12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan. 

13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta 

peningkatan fungsi kelembagaan pertanian. 

14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran 

serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata. 

15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran 

pariwisata. 
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3.1.1.3. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten 

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara 

makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai 

indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, 

Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun 

indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian 

seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan. 

Tabel 3.3. 

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro  

Kabupaten Bangka Tahun 2016-2017 dan Proyeksi Tahun 2018-2019 
 

Indikator Makro 2016 2017  
Proyeksi 

2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,62 5,21 5,47 5,66 

Pengangguran (%) 6,72 4,29 4,11 3,97 

Angka Kemiskinan (%) 5,52 5,10 4,86 4,52 

� Indeks Kedalaman 

Kemiskinan 

0,74 0,42 0,38 0,34 

� Indeks Keparahan 

Kemiskinan 

0,16 0,06 0,04 0,03 

Inflasi (%) 2,24 4,76 3,83 3,40 

PDRB Per Kapita (Juta Rp) 37.109 39.877 43.771 47.144 

Gini Rasio 0,282 0,280 0,278 0,275 

Indeks Williamsom 0,191 0,189 0,187 0,185 

Ketimpangan Kriteria Bank 

Dunia 

23,08 23,06 23,09 23,11 

Indeks Ketimpangan Wilayah  0,31 0,30 0,30 0,29 

 

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang 

terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. 

Perekonomian Kabupaten Bangka sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

tumbuh dengan laju 4,54 persen - 5,35 persen atau dengan rata-rata tingkat 

pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada 

tahun 2016 yang diukur menurut PDRB Harga Konstan tumbuh sebesar 4,62 persen, 

mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnnya 

yang hanya mencapai 4,54 persen. Krisis ekonomi global tahun 2013 yang masih 

belum pulih sampai tahun 2016 memberikan andil terhadap perlambatan 
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pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi oleh trend 

pertumbuhan ekonomi nasional yang juga masih mengalami perlambatan (5,0%) 

seiring perlambatan perekonomian global pasca krisis tahun 2013. Pada tahun 2017 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka diproyeksi kembali tumbuh hingga sebesar 

5,21 persen, dan diperkirakan terus mengalami pertumbuhan menjadi 5,47 persen 

pada tahun 2018. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2012 – 2016 tersaji 

pada Grafik 3.1. 

Grafik 3.1. 

Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka 

Tahun 2012 – 2016 

 

 
     Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2018 

Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2016 yang tercermin 

dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, mengalami 

sedikit perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pola tersebut 

diakibatkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dari tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh banyaknya perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Krisis finansial 
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global tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok – ASEAN, 

perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan perkembangan 

teknologi merupakan beberapa contoh perubahan yang di adaptasi dalam mekanisme 

pencatatan statistik nasional. 

Secara makro struktur perekonomian Kabupaten Bangka masih didominasi oleh 

sektor primer dan tersier dengan kontribusi masing-masing sebesar 34,85 persen dan 

33,07 persen. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kabupaten Bangka akan 

didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yang diproyeksi sebagaithe nextcore business 

Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun kedepan dengan core sector (1) industri 

pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) pertambangan dan 

penggalian. 

Sektor primer masih memegang peranan utama kontribusi terhadap PDRB 

dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang 

terbesar sektor ini, walaupun dari tahun 2012 sampai 2016 terlihat bahwa 

peranannya selalu mengalami penurunan dari 35,39 persen menjadi 34,28 

persen.Demikian juga pada tahun 2017kontribusi sektor ini diperkirakan kembali 

mengalami penurunan menjadi 34,06 persen. Penurunan kontribusi sektor primer ini 

didorong oleh kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus 

mengalami penurunan sedangkan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan 

dan perikanan yang kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya. 

Sedangkan. Kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten 

Bangka tahun 2016 diwakili oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 34,74 

persen dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor sebagai akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 12,90 persen. 

Seperti halnya dengan sektor primer, sektor tersier juga mengalami peningkatan 

kontribusi hingga mencapai 1,10 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(33,65%). Sedangkan pariwisata yang merupakan potensi unggulan daerah yang di 

representasikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, 

kontribusinya terhadap struktur perekonomian relatif kecil meskipun dengan 

kecenderungan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor tersier 
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pada tahun 2017diperkirakan meningkat menjadi 34,82 persen dan kembali tumbuh 

hingga mencapai 34,95 persen pada tahun 2018. 

 Sektor sekunder berada pada peringkat ketiga dalam perekonomian dengan 

kontribusi hanya sebesar 30,98 persen, yang didominasi oleh lapangan usaha industri 

pengolahan serta lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,85 persen 

dan 8,90 persen saja. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga mencapai -

0,49 persen jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya (31,48%). 

Selama 5 (lima) tahunterakhir kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. 

Padatahun 2017 sektor ini berkontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 31,12 

persen dan diperkirakan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 

31,53 persen. Selengkapnya, nilai dan kotribusi sektor dalam PDRB Kabupaten 

Bangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.2. 

Grafik 3.2. 

Distribusi PDRB Kabupaten Bangka 

Menurut Sektor Tahun 2012 – 2016 

 

 

 

 

Tabel 3.4. 

Distribusi PDRB Kabupaten Bangka 

Menurut Sektor Tahun 2012 – 2016 

  
TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

PRIMER 35,39 34,71 34,99 34,88 34,28 

SEKUNDER 32,97 32,78 32,16 31,48 30,98 

TERSIER 31,64 32,51 32,85 33,64 34,74 

Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2018 
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Tahun 2012 sampai 2016, industri pengolahan masih merupakan lapangan 

usaha dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2016 kontribusi sektor ini sebesar 

21,85 persen. Peranan terbesar pada lapangan usaha (kategori) ini disumbangkan 

oleh subkategori industri logam dasar yaitu sebesar 37,56 persen pada tahun 2016. 

Namun trend perkembangan lapangan usaha ini terus mengalami penurunan yang di 

sebabkan penurunan pada subkategori industri logam dasar dengan komoditas 

utamanya timah. Tingginya tingkat ketergantungan sektor tersebut terhadap timah 

dengan tingkat produksi yang terus berkurang maka peranannya diproyeksikan akan 

digeser oleh sektor unggulan lainnya terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan 

dan perikanan.  

Kontributor terbesar kedua adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan, dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 21,71 persen dan meningkat 

menjadi 21,93 persen pada tahun 2017. Kedepan, lapangan usaha ini diproyeksikan 

akan menjadi kontributor terbesar PDRB Kabupaten Bangka. Sejak tahun tahun 2012, 

kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah 

yang mengalahkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diproyeksikan 

akan terus meningkat seiring dengan kebijakan daerah yang mengedepankan 

lapangan usaha ini. Prioritas utama pada lapangan usaha ini dimaksudkan untuk 

memperkuat fondasi menuju Kabupaten Bangka sebagai pusat industri dan 

perdagangan yang terkait dengan pertanian (perkebunan), perikanan dan pariwisata. 

Semakin menurunnya sektor pertambangan dan penggalian lebih disebabkan tingkat 

produksi  yang semakin berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang 

unrenewable serta daya degradasi lahan dan landscape yang sangat tinggi. Dengan 

pertumbuhan yang fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor pertambangan 

dan penggalian tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. 

Walaupun lapangan usaha ini dengan komoditas utama berupa timah sangat identik 

dengan Kabupaten Bangka dan telah menjadi jantung kehidupan ekonomi masyarakat 

Bangka sejak belum merdeka. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 

diproyeksikan sebagai the next prime mover karena sektor ini mampu (1) 

memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, (2) memiliki derajat kepekaan 

dan derajat penyebaran yang tinggi, dan (3) merupakan sektor utama yang banyak 
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memberikan pengaruh positif terhadap sektor lain. Diharapkan kedepan lapangan 

usaha ini, menjadi dasar pertumbuhan Kabupaten Bangka menjadi pusat industri dan 

perdagangan. 

Dilihat dari pertumbuhan riil lapangan usaha, pertumbuhan di tahun 2016 

masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Bangka memiliki pertumbuhan yang 

bervariasi. Pertumbuhan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai kategori 

lapangan usaha dengan perincian yakni (i) kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 

15,15 persen, (ii) kategori jasa lainnya sebesar 11,16 persen, (iii) kategori informasi 

dan komunikasi sebesar 9,20 persen, (iv) kategori jasa keuangan dan asuransi 

sebesar 6,81 persen, (v) kategori jasa pendidikan sebesar 6,54 persen, (vi) kategori 

penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,42 persen, (vii) kategori 

konstruksi sebesar 6,28 persen; (viii) kategori administrasi pemerintahan, 

pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,19 persen, (ix) kategori transportasi 

dan pergudangan sebesar 5,66 persen, (x) kategori pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,35 persen; (xi) kategori perdangangan 

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,29 persen, (xii) kategori 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,12 persen, (xiii) kategori pertanian, 

kehutanan dan perikanan sebesar 5,08 persen; (xvi) kategori industri pengolahan 

sebesar 4,06 persen, (xv) kategori real estet sebesar 2,89 persen, dan (xvi) kategori 

jasa perusahaan sebesar 2,50 persen; serta (xvii) kategori pertambangan dan 

penggalian sebesar 1,49 persen 

Grafik 3.3. 

Peranan Sektoral PDRB ADHB  

Kabupaten Bangka Tahun 2016 

 

 
Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2018 
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Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun 

kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka core business dan posisi relatif 

masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangkaakan 

mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian ini sekaligus juga memberikan 

gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan tetap akan mendominasi. Sedangkan lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian diperkirakan tidak lagi menjadi bagian core business yang bisa 

dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan kepada 

lapangan usaha industri pengolahan khususnya subkategori industri makanan dan minuman 

dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai representasi dari 

pariwisata. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di masa depan, mulai  

beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra 

dan suprastruktur pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi core business 

beberapa tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi 

yang dapat dijadikan akseleratornya. 

Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi 

pada beberapa perubahan variabel ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi 

dan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Bangka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan 

mendorong tingkat permintaan atau konsumsi masyarakat yang akan berdampak 

pada kenaikan harga (inflasi). 

Grafik 3.4. 

Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka 

Tahun 2012 – 2016 
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Grafik 3.4 menunjukkan laju inflasi lapangan usaha selama kurun waktu tahun 

2012 sampai dengan 2016. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi relatif 

rendah yakni di bawah sepuluh persen. Pada tahun 2016 sektor-sektor yang ada 

dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi 

sebesar 2,24 persen. Angka inflasi tahun 2016 ini relatif lebih rendah dari angka 

inflasi tahun 2015 yang sebesar 3,26 persen. Namun pada tahun 2017, angka inflasi  

meningkat menjadi 4,76 persen dan diproyeksikan pada tahun 2018 turun menjadi 

3,83 persen. Laju inflasi sektoral pada tahun 2016 sebagian besar disumbang oleh 

lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan dan perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berturut-turut sebesar 16,59, 6,62 dan 

6,27 persen. Sedangkan laju inflasi terkecil ada di sektor informasi dan komunikasi 

yakni hanya sebesar 0,49 persen. 

Grafik 3.4 diatas juga menunjukkan trend laju inflasi yang dibawah 5 (lima) 

persen dalam kurun waktu 2013-2016 mengindikasikan bahwa pergerakan 

perekonomian atau aktivitas perekonomian berjalan lancar, dengan kata lain semua 

aspek perekonomian dari hulu ke hilir memberikan dampak positip bagi ekonomi 

daerah. Meningkatnya penghasilan perkapita penduduk maupun tingkat 

kesejahteraan penduduk tentunya berkorelasi positip terhadap meningkatnya daya 

beli serta daya saving masyarakat. 

Tabel 3.5. 

Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka 

Tahun 2013 – 2016 

 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,29 6,37 3,78 2,65 

Pertambangan dan Penggalian 0,23 3,68 0,85 (0,71) 

Industri Pengolahan 2,16 5,14 (1,15) (0,23) 

Pengadaan Listrik dan Gas (5,70) 38,42 12,50 16,59 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,22 6,31 6,26 3,55 

Konstruksi 7,11 7,73 5,58 2,09 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,26 6,88 6,48 6,27 

Transportasi dan Pergudangan 7,75 6,21 8,91 2,57 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,85 5,10 5,85 5,01 

Informasi dan Komunikasi (2,14) 2,27 3,61 0,49 

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,94 4,74 5,58 2,55 
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Lapangan Usaha 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 

Real Estat 4,78 4,60 3,84 3,41 

Jasa Perusahan 8,44 6,42 5,64 3,80 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 5,96 6,61 6,18 2,86 

Jasa Pendidikan 7,49 7,26 9,26 6,62 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,97 5,77 4,49 2,13 

Jasa Lainnya 7,07 8,85 5,07 5,22 

PDRB  4,30 5,88 3,26 2,24 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2018 

 

Sasaran pembangunan daerah tahun 2019 tidak hanya fokus pada 

pembangunan ekonomi namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran 

pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap 

peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, 

peningkatan kulaitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus 

termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk 

melihat tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan di daerah, maka pengukuran 

Indeks Pemberdayan Perempuan menjadi sangat penting. Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan progress yang singnifikan 

dari 59,40 di tahun 2013 hingga mencapai 64,99 di tahun 2016 dan diproyeksi akan 

terus mengalami peningkatan hingga menjadi 71,26 di tahun 2019. 

 

Tabel 3.6. 

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2016-2017 

dan Proyeksi Tahun 2018-2019 
 

Indikator Makro 2016 2017  
Proyeksi 

2018 2019 

Indeks Pemberdayaan Gender 64,99 67,08 69,17 71,26 

Indeks Pembangunan Gender 88,07 88,34 88,78 89,23 

Indeks Pembangunan Manusia 70,43 71,09 71,21 71,69 

 

Sejalan dengan tujuan SDG’s, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan 

trend yang sangat menggembirakan yakni dari 86,77 di tahun 2013 hingga mencapai 

88,07 di tahun 2016. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan 

gender di Kabupaten Bangka sudah semakin sempit, sehingga besaran IPG 

diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 89,23 di tahun 2019. Peningkatan kedua 
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indikator makro tersebut ternyata berbanding lurus terhadap pencapaian Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang secara umum dianologikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka dalam 

kurun 5 tahun terakhir sangat menggembirakan yakni berkisar antara 69,34 hingga 

70,43 dengan rataan sebesar 69,52. Pencapaian IPM tahun 2015 (70,03) 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi (high human 

development) dan diperkirakan pada tahun 2019, IPM Kabupaten Bangka berada 

dalam kisaran 71,69.           

KEBUTUHAN PENDANAAN 2019

• Kerangka Pemikiran PDRB

LOCATION  QUOTIENT 

(LQ)

SEKTOR 

PRIORITAS

LAJU 

PERTUMBUHAN 

PDRB

TREND 

LINEAR

PROYEKSI 

PERTUMBUHAN 

PDRB

INVESTASI

ICOR

KOEFISIEN 

ICOR

KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR UNGGULAN

(CORE BUSINESS)

SHIFT SHARE 

ANALYSIS

ANALYTICAL HYRARCY 

PROCESS

 

Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilihat pada tabel dibawah menunjukkan 

hampir 76,47 persen sektor dalam struktur perekonomian memiliki potensi untuk 

dapat dikembangkan lebih lanjut menimbang sektor - sektor tersebut mempunyai 

keunggulan komperatif dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya seperti 

sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai LQ mencapai 1,14, kemudian sektor jasa 

pendidikan 1,06, jasa lainnya 1,05 dan sektor perekonomian lainnya dengan rentang 

1,01 – 1,04. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi 

dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan progress yang cukup baik 

dengan rataan diatas 5 persen, maka memperhatikan pencapaian tersebut laju 

pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diproyeksi masih berada dalam rentang yang 

sama yakni sebesar 5,66 persen. Analisis ICOR dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas tingkat produksi dan memperkirakan kebutuhan dana yang dapat 
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diinvestasikan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah. 

ICOR tahun 2015 - 2017 sebesar 4,13 merupakan komposisi terbaik yang diperoleh 

dalam kondisi normal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sehingga diperkirakan 

kebutuhan pendanaan tahun 2019 mencapai 2,09 triliun rupiah untuk menggerakkan 

kurang lebih 13 sektor perekonomian potensial berdasarkan hasil analisis LQ. Sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan membutuhan investasi sebesar 

464,1 milyar rupiah, kemudian sektor industri pengolahan dan perdagangan besar, 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan membutuhkan dana masing – 

masing sebesar 588,1 milyar rupiah dan 383,3 milyar rupiah. Selengkapnya analisis 

terkait kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019 tersaji 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.7. 

Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2019 

Sektor   
Rataan LQ 

2015 - 2017  

Proyeksi 

P E 

(2019)  

Proyeksi 

PDRB 2019  

(Juta  Rp) 

ICOR 

Kebutuhan 

Investasi 

(Juta Rp)  

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,02 7,62% 2.340.969 2,60 464.092 

Pertambangan & Penggalian 0,95 0,96% 1.363.722 5,71 74.845 

 Industri Pengolahan 0,97 4,76% 2.442.643 5,06 588.088 

Pengadaan listrik dan gas 1,14 12,86% 24.813 0,58 1.851 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

1,03 7,24% 2.011 0,62 90 

Konstruksi 1,02 5,02% 831.226 0,74 30.898 

Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

1,02 8,08% 1.265.056 3,75 383.253 

Transportasi dan Pergudangan 1,04 7,38% 214.692 6,28 99.488 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

1,01 9,72% 232.702 3,69 83.464 

Informasi dan Komunikasi 1,01 5,71% 218.755 6,03 75.346 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,00 7,81% 304.530 2,53 60.208 

Real Estate 0,99 3,23% 346.354 3,61 40.359 

Jasa Perusahaan 1,01 5,88% 23.718 2,47 3.447 

Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

1,03 3,51% 461.005 3,16 51.146 

Jasa Pendidikan 1,06 12,51% 197.063 3,38 83.335 

 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,01 4,93% 98.381 3,44 16.678 

Jasa Lainnya 1,05 13,34% 75.993 3,03 30.718 

Kab. Bangka 1,02 5,66% 10.443.631 4,13 2.087.305 

Sumber : Data diolah 

Kedepan, fokus pemerintah daerah selain terus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, perlu diperhatikan permasalahan distribusi pendapatan masyarakat agar 

tidak terjadi gap yang cukup besar antar kelompok masyarakat kecil, menengah dan 

kaya. Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bangka tahun 

2015-2016 dan proyeksi tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. 

Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka 

 2015 – 2016 dan Proyeksi Tahun 2018 – 2019 

No Indikator Makro 
Realisasi Bertambah/

Berkurang 
2017 

Proyeksi 

2015 2016 2018 2019 

1 PDRB (Milyar Rupiah)   
 

      
 

  a. Harga Berlaku 11.022.314 11.790.710 768.396 12.748.785 13.998.846 15.545.406 

  b. Harga Konstan 8.513.207 8.906.770 393.563 9.371.222 9.884.046 10.443.631 

2 
Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi 
4,81 4,62 (0,19) 5,21 5,47 5,66 

3 Tingkat Inflasi 3,26 2,24 (1,02) 4,76 3,83 3,40 

4 
Distribusi Persentase 

ADHB       

  Primer 34,88 34,28 (0,60) 34,06 33,51 32,97 

  
a. Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 
21,53 21,71 0,18 21,93 21,75 21,79 

  
b. Pertambangan dan 

Penggalian 
13,35 12,57 (0,78) 12,13 11,77 11,18 

  Sekunder 31,48 30,98 (0,50) 31,12 31,53 31,88 

  c. Industri Pengolahan 22,51 21,85 (0,66) 21,94 22,28 22,51 

  
d. Pengadaan Listrik dan 

Gas 
0,18 0,22 0,04 0,22 0,23 0,23 

  

e. Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah 

Limbah dan Daur Ulang 

0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 

  f. Kontruksi 8,77 8,90 0,13 8,94 9,00 9,12 

  Tersier 33,64 34,74 1,10 34,82 34,95 35,15 

  

g. Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

12,34 12,90 0,56 13,17 12,99 13,75 

  
h. Transportasi dan 

Pergudangan 
2,22 2,25 0,03 2,24 2,38 2,37 

  
i. Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
2,40 2,50 0,10 2,52 2,56 2,48 

  
j. Informasi dan 

Komunikasi 
1,77 1,82 0,05 1,78 1,81 1,74 

  
k. Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
2,72 2,78 0,06 2,52 2,56 2,50 

  l. Real Estet 3,36 3,34 (0,02) 3,36 3,34 3,20 

  m. Jasa Perusahaan 0,24 0,24 0,00 0,24 0,24 0,24 

  

n. Adm. Pemerintahan, 

Pertanahan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

4,97 5,08 0,11 5,12 5,20 5,01 

  o. Jasa Pendidikan 2,05 2,18 0,13 2,20 2,23 2,22 

  

p. Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
0,94 0,95 0,01 0,96 0,94 0,92 

  q. Jasa Lainnya 0,64 0,69 0,05 0,70 0,70 0,72 

5 Ketenagakerjaan 
      

  

a. Tk. Penangguran 

Terbuka (%) 
8,87 6,72 (2,15) 4,46 4,11 3,97 
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No Indikator Makro 
Realisasi Bertambah/

Berkurang 
2017 

Proyeksi 

2015 2016 2018 2019 

b. Jumlah Pengangguran 

(Jiwa) 
12.805 9.815 (2.990) 7.398 6.194 5.503 

6 % Penduduk Miskin 5,63 5,52 (0,11) 5,10 4,86 4,52 

a. Jumlah Penduduk 

Miskin (Ribu Jiwa) 
17,39 17,29 (0,10) 16,86 16,53 16,20 

7 PDRB Perkapita (Juta Rp) 35.432 37.109 1.677 39.877 43.771 47.144 

8 Indeks Pembangunan 

Manusia 
70,03 70,43 0,40 71,14 71,21 71,69 

a. Angka Harapan Hidup 

(Tahun) 
70,48 70,52 0,04 70,54 70,56 70,58 

b. Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah (Tahun) 
7,94 7,96 0,02 7,98 8,00 8,02 

c. Angka Harapan Lama 

Sekolah (Tahun) 
12,36 12,37 0,01 12,39 12,41 12,43 

d. Pengeluaran per Kapita 

(Ribu Rp) 
10.904 11.279 375 11.408 11.620 11.824 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka,  diolah, 2018 

 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan 2020 

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan 2020 

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana 

perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan 

kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai 

oleh pemerintah Kabupaten Bangka disamping meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat 

kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut pada tahun 2019 

diimplementasikan dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan 

memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya 

pencapaian tujuan tersebut. Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-

benar memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, 

sosial dan budaya.  

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2018, maka tantangan pokok 

sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2019, yakni : 

1) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam beberapa tahun ini 

cenderung mengalami perlambatan. 
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Retrogresi laju pertumbuhan tersebut disebabkan dampak ketidakpastian 

perekonomian global yang secara masif mempengaruhi sektor pertanian, 

pariwisata, agro industri, jasa-jasa, pertambangan dan industri logam dasar. 

Komoditas yang terdampak dari kontraksi perekonomian global seperti bijih 

timah, lada, karet, kelapa sawit (CPO), ubi kasesa, tapioka dan perikanan. Selain 

itu kurangnya inovasi dalam teknologi produksi dalam rangka mendorong 

peningkatan nilai tambah (value added) komoditas unggulan menyebabkan 

output produksi yang dihasilkan belum memiliki keunggulan komperatif. 

Anomali iklim, hama/penyakit dan rendahnya tingkat pembukaan lahan-lahan 

baru terutama untuk pertanian, perkebunan dan tanaman pangan akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas disamping dipengaruhi rendahnya 

produktivitas tenaga kerja sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan 

produksi (return to scale). Untuk lebih meningkatkan kontribusi dan 

pertumbuhan ekonomi, maka pengembangan sektor unggulan tersebut di atas di 

masa depan seharusnya diarahkan pada peningkatan investasi pengembangan 

agroindustri yang disertai dengan perbaikan kualitas tenaga kerja sektor 

pertanian, pariwisata, agroindustri, jasa–jasa, pertambangan dan industri logam 

dasar. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena beberapa sektor tersebut 

memiliki tingkat backward and forward linkage yang tinggi. 

2) Minimnya peran investasi di sektor agroindustri dan industri hilir pertanian 

dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi. Rendahnya kontribusi investasi di 

sektor tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang 

masih terbatas, kemampuan ekspor yang masih rendah, kurangnya daya dukung 

infrastruktur pertanian, dan masih lemahnya kemitraan antara agroindustri skala 

besar/sedang dengan agroindustri skala kecil/rumah tangga. 

Iklim usaha yang sehat dan kondusif akan memacu pertumbuhan ekonomi 

daerah. Perkembangan investasi yang sehat dan kondusif menjadi syarat mutlak 

bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Penciptaan iklim investasi 

yang kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi 

pemerintah daerah saat ini. Komitmen perbaikan iklim investasi ini berupa 

perbaikan dibidang perundang-undangan (simplifikasi regulasi), pelayanan dan 
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penyederhanaan prosedur serta birokrasi perlu semakin diperkuat dan 

dimplementasikan.  

3) Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah sebagai core 

bussines baru dalam perekomonian daerah. Sektor pariwisata mempunyai peran 

strategis dalam menciptakan nilai tambah perekonomian daerah. Selain sebagai 

nilai tambah, sektor pariwisata juga mampu menyerap banyak tenaga kerja., 

sehingga diharapkan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif 

dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam 

menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penyediaan lapangan pekerjaan (pro 

job).  

4) Kontribusi terbesar PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bangka didominasi 

oleh ekspor dengan kisaran sebesar 36 - 67 persen, terutama yang berasal dari 

komiditi unggulan seperti karet, kelapa sawit, lada, perikanan, CPO, timah dan 

industri turunannya. Dengan demikian beberapa sektor unggulan seperti 

pertanian, pariwisata, agroindustri sangat dipengaruhi oleh praktek liberalisasi 

perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan sektor unggulan daerah 

seperti sektor pertanian, pariwisata, agro industri, jasa - jasa, pertambangan dan 

industri logam dasar akan melahirkan pasar yang tidak sehat dan melebarkan 

ketidakadilan. Pengaturan harga oleh kartel tanpa melalui interaksi penawaran 

dan permintaan oleh perusahaan merupakan bentuk kegagalan pasar yang akan 

berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 

5) Lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan kemitraan 

usaha sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani lada, 

karet, kelapa sawit, ubi kasesa dan tapioka. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir masih dibawah kisaran 100,00. Rendahnya kekuatan posisi tawar petani 

disisi hulu menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh atas penjualan 

produk pertanian menjadi rendah, tingkat keuntungan yang seharusnya 

diperoleh petani justru diperoleh para pedagang dan pelaku usaha lainnya di 

sektor hilir.  
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6) Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh sehingga 

berdampak pada kinerja sektor unggulan (sektor basis) yaitu sektor industri 

pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan 

dan penggalian sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya, rendahnya 

keunggulan komperatif sektor unggulan tersebut mengakibatkan pemenuhan 

kebutuhan wilayah termasuk ke daerah lain belum dapat terpenuhi sepenuhnya.      

7) Sektor UMKM memberikan kontribusi berkisar 60-70 persen dalam PDRB. Hal ini 

disebabkan terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor 

keuangan formal dalam pembangunan daerah melalui pengembangan skema 

mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Kondisi jasa keuangan saat ini masih 

didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka 

pendek sedangkan pemanfaatan pasar modal masih terbatas sehingga akses 

perkreditan melalui bank konvensional sulit untuk dipenuhi oleh UMKM.   

8) Rentannya landasan perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 

perdesaan yang berkelanjutan. Merumuskan definisi maupun kriteria yang tepat 

bagi desa yang akan mendapatkan alokasi dana. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan dan mengurangi kesenjangan. Masyarakat desa dapat 

memanfaatkan dana desa secara produktif. Memberikan pendampingan kepada 

aparat di desa dalam perumusan program, pembukuan, dan sistem pelaporan. 

Sistem pelaporan juga harus dibuat sederhana untuk mempermudah pengelola 

dana di desa yang secara umum terbatas secara kapasitas dan infrastruktur. 

Pemerintah daerah juga perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam 

pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut oleh di tingkat desa, agar potensi 

penyelewengan dan penyimpangan dapat dihindari. 

9) Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

Pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam upaya mendorong tumbuh dan 

berkembangnya dunia usaha serta meningkatnya kepuasan masyarakat sangat 

terkait dengan inovasi dan kreativitas dan strategi pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, murah dan transparan serta 

efisien. Sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting bagi 
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pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan 

dunia usaha melalui berbagai macam inovasi pelayanan publik. 

10) Sulitnya menjaga interaksi antara permintaan dan penawaran tetap harmonis 

terutama terhadap gejolak komponen harga bahan makanan (volatile food). 

Produksi barang dan jasa daerah sangat terbatas dan tingkat permintaan daerah 

semakin tinggi membuat ketergantungan pasokan dari luar daerah (impor) 

terutama bahan makanan.  Upaya stabilisasi harga dengan cara mendorong 

peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai 

distorsi harga bahan pangan harus menjadi komitmen seluruh stakeholders. 

Beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakstabilan harga diantaranya (1) 

mahalnya bongkar muat barang di pelabuhan, (2) distributor yang melakukan 

pratek penimbunan barang, dan (3) infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas. 

11) Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama yang 

kooperatif antar daerah untuk mengurangi kesenjangan dalam kebijakan 

perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan daya tahan terhadap krisis. Peran penting pemerintah provinsi 

menjadi krusial dalam menjaga stabilitas regional. Keberhasilan pembangunan 

daerah merupakan hasil kolaborasi yang harmonis melalui kerjasama daerah 

baik pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi maupun dengan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kurangnya implementasi terhadap 

kesepakatan kebijakan yang diambil dalam forum koordinasi daerah 

menyebabkan permasalahan yang seharusnya dapat diatasi menjadi terulang 

kembali. 

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten 

Bangka pada tahun 2019 baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dan 

berdasarkan forecasting, kondisi perekonomian mengalami peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 5,66%. 

Untuk melihat gambaran kondisi perekonomian untuk tahun 2019 dapat dilihat pada 

tabel 3.9.  
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Dari sisi output/produksi PDRB harga berlaku untuk lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan diprediksi pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

menjadi 3,39 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 21,79%  terhadap  

pembentukan  PDRB Kabupaten  Bangka,  sedangkan  PDRB harga konstan untuk 

tahun yang sama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi 2,34 

triliun rupiah. 

 Tabel 3.9.  

Prediksi Kondisi Ekonomi 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 dan Tahun 2020 

No Indikator Makro Tahun 2019 Tahun 2020 

1 LAPANGAN USAHA  PDRB HB 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HK 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HB 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HK 

(Jutaan Rp)  

  a Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

3.387.237 2.340.969 3.673.265 2.517.995 

  b Pertambangan dan Penggalian 1.737.817 1.363.722 1.958.214 1.372.273 

  c Industri Pengolahan 3.499.040 2.442.643 3.983.709 2.606.013 

  d Pengadaan Listrik dan Gas 36.519 24.813 40.490 29.080 

  e Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah. Limbah dan Daur Ulang 

3.155 2.011 3.377 2.377 

  f Kontruksi 1.417.828 831.226 1.587.270 855.146 

  g Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2.137.869 1.265.056 2.572.977 1.310.850 

  h Transportasi dan Pergudangan 368.866 214.692 396.496 225.175 

  i Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

385.216 232.702 437.227 243.263 

  j Informasi dan Komunikasi 269.990 218.755 294.771 232.068 

  k Jasa Keuangan dan Asuransi 389.216 304.530 442.227 332.427 

  l Real Estet 497.410 346.354 536.845 368.131 

  m Jasa Perusahaan 36.577 23.718 38.158 25.494 

  n Adm. Pemerintahan, Pertanahan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

779.240 461.005 848.207 501.268 

  o Jasa Pendidikan 344.746 197.063 380.836 234.558 

  p Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

143.016 98.381 158.507 104.515 

  q Jasa Lainnya 111.664 75.993 133.792 86.823 

  PDRB 15.545.406 10.443.631 17.486.367 11.047.454 

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,66 5,78 

3 Tingkat Inflasi 3,40 3,22 

4 Ketenagakerjaan   

  a Tk. Pengangguran Terbuka (%) 3,97 3,69 

5 Jumlah Penduduk Miskin  4,52 4,47 

6 PDRB Perkapita (ribu Rp)  47.144 51.716 

7 IPM 71,69 72,04 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka,  diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel 3.9 diatas maka dapat diketahui bahwa sektor tersier 

merupakan penyumbang tersebar terhadap PDRB dengan kontribusi mencapai 

35,15% dengan menempatkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor sebagai lapangan usaha kontributor terbesar 

dengan kontribusi sebesar 13,75%. Sektor tersier diharapkan dapat menjadi sektor 

unggulan Kabupaten Bangka pada masa-masa mendatang dengan motor penggerak 

lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai representasi 

sektor pariwisata yang kontribusinya hanya sebesar 2,48% kemudian diikuti oleh 

sektor primer yang dipengaruhi supply & demand dalam kaitannya dengan 

perdagangan internasional yakni sebesar 32,97%.Peningkatan kontribusi lapangan 

usaha ini sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Selain itu, yang juga terus 

menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yakni bagaimana untuk terus 

meningkatkan sektor sekunder terutama lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas 

serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

karena hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,23% dan 0,02%. Hal  

ini dirasakan masih kurang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sektor 

ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan disamping sebagai 

pendorong perekonomian juga sebagai faktor pendorong laju investasi terutama 

berkaitan dengan energi listrik. Perlu diketahui bahwa PDRB harga konstan 

digunakan dalam mengukur perekonomian suatu daerah karena faktor inflasi sudah 

dieliminasi. 

PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2019 diperkiraan mengalami 

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perekonomian berkembang kearah yang baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

juga mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 

47.144.000,-. Tetapi yang perlu diperhatikan apakah distribusi pendapatan berjalan 

sempurna atau persentasi dari total pendapatan berbanding lurus dengan persentasi 

jumlah penduduk dalam menikmati pendapatan daerah. Hal ini akan terus menjadi 

prioritas pemerintah daerah dalam rangka memberantas kemiskinan dan 

memperluas kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi masyarakat. 
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Salah satu indikator ekonomi yang penting seperti inflasi tetap berada pada level 

aman yakni hanya sebesar 3,40%. Menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok 

dalam rangka menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

perekonomian daerah berjalan stabil, walaupun tingkat harga barang pada beberapa 

sub sektor terutama sektor sekunder dan tersier justru mengalami peningkatan. 

Inflasi di sektor tersebut dipengaruhi oleh biaya hidup (life cost) yang tinggi di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada 

khususnya terutama didominasi oleh naiknya harga bahan pokok karena memang 

sebagian besar bahan pokok tersebut dikirim dari luar Bangka yang memerlukan 

sarana transportasi yang mahal. 

Mencermati kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi 

serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan 

ekonomi Kabupaten Bangka pada tahun 2019 diarahkan pada kebijakan-kebijakan 

seperti pada Gambar 3.2. 

1) Mendorong laju produksi sektor unggulan daerah terutama perkebunan, 

pertanian, kelautan, perikanan, industri dan pariwisata.  

Pengembangan potensi sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah 

merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. 

Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk 

pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan 

pemasaran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui 

partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia terutama UMKM dilakukan melalui pemberian 

keterampilan, pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, bantuan 

pinjaman modal usaha, pengembangan wirausaha baru dan pemberian subsidi 

dan sarana dan prasarana produksi target-target usaha kecil dalam mendorong 

penguatan daya saing produk termasuk fasilitasi promosi produk-produk 

industri dan promosi pariwisata serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha 

pariwisata.       
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Gambar 3.2. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi 

yang terus Melambat 
 

2) Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor.  

Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor untuk 

komoditas unggulan seperti lada, karet, Crude Palm oil (CPO) dan 

timahdiharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas unggulan 

sekaligus dalam rangka penguatan penguasaan pangsa pasar internasional, 

Kehadiran kantor perwakilan pemasaran akan menjembatini produsen dan 

konsumen secara lebih dekat, memangkas spekulan, mendorong sektor unggulan 

bergerak lebih cepat, meningkatkan posisi tawar, mempermudah akses informasi 

dan meningkatkan realisasi investasi sektor unggulan yang akan berdampak pada 

perbaikan kinerja perekonomian daerah.  

3) Meningkatkan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup 

Pemuda.  

Kewirausahaan dewasa ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu 

daerah. Semakin besar jumlah wirausahawan menunjukkan semakin maju dan 

mapan suatu daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemuda sebagai pionir 

dan pelopor perubahan dapat diikutsertakan dalam menggerakkan sektor 
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perekonomian daerah melalui pengembangan potensi keterampilan dan 

kemandirian berusaha dengan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang belum 

memulai usaha, pelatihan  penguatan usaha bagi pemuda yang baru memiliki 

usaha dan pelatihan pengembangan usaha bagi pemuda yang usahanya telah 

berkembang.  

4) Mengurangi Ketergantungan terhadap Sektor Pertambangan.  

Meskipun memberikan kontribusi besar, namun pertumbuhan sektor ini 

menunjukkan trend yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Dengan tingkat 

pertumbuhan yang cenderung fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor ini 

tidak dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Hal ini disebabkan 

karena tingkat produksi yang terus berkurang, harga output yang fluktuatif, 

sifatnya yang unrenewable serta degradasi lahan dan landscape yang sangat 

tinggi. Sebagai gantinya pengembangan perekonomian harus diarahkan pada 

sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 

informasi dan komunikasi dan real estate. 

5) Perluasan Kesempatan Kerja, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga 

Kerja.  

Mengingat kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan masih 

terbatas, maka diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan 

prioritas pada sektor-sektor yang mempunyai efek penggandaan yang tinggi 

terhadap penciptaan lapangan pekerjaan seperti kebijakan padat karya (labor 

intensive). 

6) Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatan perekonomian daerah. 

Banyaknya kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan baik yang dapat 

memberikan pemasukan keuangan bagi daerah maupun memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Disamping itu, perkembangan perekonomian global yang 

sarat dengan kompetensi menutut setiap BUMD untuk dapat mengelola bidang 

usahanya secara produktif, efisien, kompetitif dan berkelanjutan (sustainable 
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competitive advantage). Sehubungan dengan peningkatan daya saing tersebut, PD. 

Agro Lestari Mandiri, PD Bangka Bahari Mandiri dan PDAM Tirta Bangka harus 

memiliki corporate plan yang jelas baik  dengan kemampuan SDM yang memiliki 

komitmen untuk mengembangkan perusahaan yang pada akhirnya dapat 

menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan jasa dan penyediaan kebutuhan 

tertentu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.  

7) Mendorong investasi agro industri dan industri hilir pertanian yang akan 

berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian daerah.  

 

 

Gambar 3.3. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Minimnya Peran Investasi Agro 

Industri dan Industri Hilir  

 

Komoditi investasi yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

adalah investasi industri biogas, tapioka, karet dan CPO. Dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir, investasi industri di sektor unggulan semakin meningkat, 

salah satunya akan dioperasikannya pabrik tapioka Puding Besar, Pertumbuhan 

investasi inilah yang memiliki keterkaitan backwardlinkage dan forward linkage 

yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Peningkatan investasi 

pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha baru yang mampu 
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memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan 

dan tingkat pengangguran.  

8) Memperbaiki Tata Niaga Pertanian.  

Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pasar domestik dan 

memperkuat daya saing produk pertanian. Kebijakan daerah terkait tata niaga 

lebih kearah penguatan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Kebijakan tersebut terdiri dari tarif/pajak/regulasi terkait ekspor dan impor 

produk pertanian yang dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam 

negeri ditengah ketidakpastian kondisi  perekonomian global yang 

mempengaruhi harga komoditas unggulan daerah. 

9) Menjaga Ketersediaan Bahan Baku.  

Dukungan ketersedian bahan baku produk pertanian seperti sawit, karet, lada, 

ubi casesa yang menopang agro industri dan industri hilir dilakukan melalui 

perluasan lahan pertanian, dukungan riset teknologi dengan BPPT dan POLMAN 

dalam perbenihan dan pembibitan yang unggul, kemudahan perizinan terhadap 

pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian, dan menerapkan sertifikasi mutu 

benih/bibit serta memperkuat kemitraan usaha dengan pengusaha atau lembaga 

ekonomi lainnya.   

10) Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian.  

Peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah sangat vital dengan 

memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten 

Bangka hingga sebesar 21,92 persen sehingga pemerintah daerah terus berusaha 

untuk menyediakan infrastuktur yang memadai mulai dari proses industri hingga 

pemasaran. Akses jalan yang memadai sangat mempermudah akses hasil usaha 

tani ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pelabuhan. Konservasi, 

rehabilitasi dan reklamasi lahan pertambangan diarahkan pada perbaikan 

dampak dari kerusakan tanah yang berpengaruh langsung terhadap 

produktivitas pertanian. 
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11) Mempercepat Proses Investasi dan Hilirisasi Produk Pertanian.  

Investasi sektor pertanian merupakan suplemen penting dalam menstimulan 

pembangunan sektor pertanian. Reformasi birokrasi di bidang perizinan menjadi 

salah satu prasyarat utama yang penting. Dimasa lalu, masyarakat mungkin tidak 

begitu mempersoalkan dengan proses pengurusan perizinan yang membutuhkan 

15 – 30 hari. Namun dengan tingkat kesibukan masyarakat yang begitu tinggi, 

pengurusan perizinan dalam waktu 1 minggu seperti lazim sekarang ini dirasa 

masih lamban. Peran investasi sektor swasta terhadap sektor pertanian masih 

sangat kecil, namun peningkatan investasi swasta akan mencerminkan kondisi 

yang kondusif bagi sektor pertanian daerah sebagai tujuan investasi.  

12) Mempercepat groundbreaking zona rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

pariwisata Bangka.  

Tahapan awal pembangunan di zona rencana KEK menjadi bukti nyata komitmen 

daerah untuk mengembangkan potensi sektor pariwisata daerah yang mendunia. 

Keberadaan destinasi pariwisata bertaraf internasional yang bernuansa sport 

tourism dan culture tourism yang terintegrasi dalam KEK menjadi salah satu 

solusi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  

13) Pemasaran Pariwisata Daerah.  

Tourism Marketing identik dengan konsep yang ditawarkan baik branding, 

advertising, selling, paid media, social media, endorsement yang bertujuan untuk 

dapat menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk dapat meraup sebesar – 

besarnya pendapatan dari wisatawan tersebut. Disamping itu, pentingnya 

meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positip 

pariwisata daerah yang disertai identifikasi terhadap destinasi pariwisata melalui 

pendekatan segmen pasar personal, pasar bisnis dan pemerintah. Triatlon 

Sungailiat sebagai “wisata ciptaan” perlu dikemas secara khusus dalam rangka 

menunjang pembangunan pariwisata Bangka yang mendunia. Sejatinya jumlah 

kunjungan wisatawan sebagai eksternalitas dari event tersebut telah 

menunjukkan progress yang cukup baik yakni dari 72 ribu orang di tahun 2016 

menjadi 75 ribu orang di tahun 2017.    
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Gambar 3.4. 

Arah Pembangunan dalam Mengatasi Rendahnya Akselerasi Sektor Pariwisata 

sebagai Core Sector Baru 

 

14) Pembangunan Destinasi dan Industri Pariwisata melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas destinasi wisata dalam rangka menunjang daya saing pariwisata 

daerah.  

Pembangunan infrastruktur penunjang yang terintegrasi terutama terhadap 

destinasi wisata unggulan seperti Tanjung Pesona Beach, Parai Tenggiri Beach, 

Kebun Raya Rimbe Mambang dan Puri Tri Agung yang memiliki keunggulan 

komperatif terhadap daya dukung KEK Pantai Timur Sungailiat yang akan segera 

terealiasi pada tahun 2018. Pengembangan destinasi wisata seperti kuliner (nasi 

aruk), sejarah (situs kota kapur) dan religi (mandi belimau) dan wisata ekologi 

dan pertualangan (kebun raya mambang) melalui penguatan kelompok sadar 

wisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata dan menerapkan standar green 

hoteldi zona pengembangan wisata bahari dan ekologi.    

15) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.  

Penguatan jaringan kelembagaan pariwisata yang telah ada terutama 

kelembagaan pariwisata di tingkat masyarakat menimbang embrio tersebut 

sudah lama terbentuk. Selain itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 
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(BPPD) akan mendorong pembangunan pariwisata ketitik yang lebih tinggi. BPPD 

yang terdiri dari elemen pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi 

(quadruple helix) sangat mutlak diperlukan mengingat keberhasilan pariwisata 

tanpa adanya dukungan manajerial disisi kelembagaan akan sulit tercapai.  

 
 

 

Gambar 3.5. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Liberalisasi Perdagangan Sektor 

Unggulan 

 

16) Merubah struktur pasar oligopoli pada komoditi pertanian.  

Munculnya fenomena pasar oligopoli pada komoditi pertanian terutama 

komiditas unggulan daerah (lada, karet, sawit, dan perikanan) menyebabkan 

terjadinya kegagalan pasar (market failure) yang berdampak terhadap disparitas 

penguasaan sumber daya yang dapat menyebabkan pengaturan harga. Price taker 

seharusnya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (supply dan demand) 

bukan berdasarkan kesepakatan harga di tingkat penjual. Regulasi terkait 

perijinan usaha dan kemudahan investasi melalui PTSP akan mendorong 

partisipasi perusahan baru dan ikut dalam persaingan usaha yang berdampak 

pada perubahan struktur pasar menjadi lebih kompetetif (clearing market). 

    

17) Menghilangkan fenomena principal agent pada produk pertanian.  

Fenomena makelar, kartel dan pemilik modal menjadi penggerus utama tingkat 

pendapatan petani. Keterbatasan modal menyebabkan petani dan nelayan 

terpaksa melakukan pinjaman kepada kartel, makelar dan pemilik modal dengan 

perjanjian tertentu yang sangat merugikan petani dan nelayan. Harga penjualan 

produk pertanian dibawah harga normal kepada kreditur merupakan salah satu 

bentuk dampak perjanjian tertentu tersebut yang masih terjadi hingga sekarang. 
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Pemberian sarana dan prasarana produksi, pemberian subsidi BBM pada nelayan 

dan pemberikan kredit usaha, pengutan kelembagaan petani dan pengembangan 

kemitraan usaha secara linear akan mengurangi tingkat ketergantungan petani 

dan nelayan pada pihak-pihak tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

petani.     

 

Gambar 3.6 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Lemahnya Tata Kelola 

Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan Usaha 

 

18) Memperpendek rantai pemasaran pada komoditi pertanian.  

Membangun kelembagaan ekonomi yang solid yang dibentuk, dikelola dan 

dimiliki oleh petani melalui koperasi, BUMDes, Gapoktan dan lembaga keuangan 

mikro disertai dengan pengembangan usaha kemitraan guna memperlancar 

distribusi berbagai produk yang dihasilkan dalam rangka memperkuat posisi 

tawar sehingga rantai pemasaran nilai usaha sektor pertanian menjadi lebih 

maksimal yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani yang 

selama ini tingkat keuntungan kegiatan usaha tani lebih banyak dinikmati oleh 

pedagang dan pelaku usaha pertanian lainya. Panjang rantai pemasaran 

komoditas unggulan menyebabkan rendahnya margin harga yang diterima oleh 

petani yang dalam pemetaannya melalui 5 jalur distribusi barang hingga 

mencapai konsumen dan pasar.   
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besar bagi tingkat kesejahteraan daerah. Penguatan ini dapat dilakukan melalui 

pemberdayaan kelembagaan kelompok petani, pengembangan jaringan 

kemitraan bisnis dan peningkatan daya saing. 

20) Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya, Penataan Ruang dan 

Cluster.   

 

 

Gambar 3.7. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rapuhnya Keterkaitan antar 

Sektor Perekonomian 

 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendorong terjadinya pertumbuhan 

wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan pemetaan potensi wilayah 

berdasarkan sumber daya seperti karekteristik fisik, kependudukan dan ekonomi 

yang dapat dikembangkan di masing-masing wilayah. Identifikasi kedua dengan 

melakukan mapping sektok basis. Pengembangan wilayah Kecamatan Sungailiat 

dan Pemali difokuskan kepada pembangunan sektor industri, jasa-jasa, 

komunikasi dan administrasi pemerintahan, hiburan dan rekreasi. Sedangkan 

wilayah lainnya difokuskan kepada sektor air minum (Merawang), Kehutanan 

(Belinyu), Mendo Barat (Tanaman Pangan), Riau Silip (kehutanan), Bakam 

(Tanaman Pangan) dan Puding Besar (Perkebunan).  Dalam dimensi spasial, 

kebijakan pengembangan daerah tersebut tetap memperhatikan pola tata ruang. 
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21) Stimulus fiskal untuk sektor pertanian dan UMKM.  

Pengembangan kapasitas industri dan produksi sektor pertanian dan UMKM 

melalui penjaminan mikro kredit melalui JAMKRIDA, skema mikro kredit tanpa 

bunga dan tanpa anggunan melalui BPRS Babel, subsidi pupuk untuk petani dan 

BBM untuk nelayan melalui APBD dan bantuan yang tidak dalam bentuk fiskal 

antara lain bantuan bibit tanaman, ikan dan bantuan sarana produksi untuk 

petani, nelayan dan pembudidaya ikan. 

 

 

Gambar 3.8. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Keterbatasan Daya Dukung 

Pembiayaan Jangka Panjang 

 

22) Pemanfaatan Resi Gudang bagi Petani.  

Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan akses pembiayaan 

yang efektif dan cepat bagi pelaku produksi sangat diperlukan dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan sektor komoditas pertanian dan perkebunan. Sistem 

pemberdayaan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik 

yang dihadapi oleh petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai 

pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi sentral dan langsung bagi 

perkembangan perekonomian daerah. Kemampuan daya tawar petani yang tinggi 

terhadap hasil pertaniannya dan kemudahan akses permodalan akan mendorong 

transformasi petani menjadi petani mandiri.  

23) Mendorong peran pemerintah desa dalam perekonomian.  

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran 

Desa (ADD) melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan 

mendorong perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dan 

lingkungan. 

 

 
Gambar 3.9. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rentannya Landasan 

Perekonomian Pedesaan 
 

24) Desentralisasi kewenangan perijinan tertentu kepada kecamatan.  

Otorisasi  tersebut melalui pelimpahan kewenangan perijinan skala kecil ke 

kecamatan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan dan mempermudah akses pelayanan 

kepada masyarakat sekaligus menciptakan citra positip dan legitimasi 

pemerintah daerah di mata masyarakat. 

 
Gambar 3.10. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Kompleksitas Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

 

25) Penguatan lembaga pelayanan perijinan dan pelayanan modal.  

Menata kelembagaan pemerintah daerah bidang pelayanan perijinan dan 

pelayanan modal dari kantor menjadi badan termasuk pendelegasian seluruh 

urusan perijinan dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui 

pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih 

baik, melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik dan 

melakukan penyederhanaan aturan (simplifikasi regulasi) yang menghambat 

akselerasi pembangunan terkait pelayanan perijinan dan pelayanan modal.  

26) Proteksi input dan ouput produksi.  

Proses transformasi input produksi menjadi output produksi menjadi prasyarat 

penting dalam peningkatan kapasitas produksi dalam rangka menjaga 

momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk proteksi dilakukan 

melalui kestabilan harga bahan baku komoditas ungulan daerah (lada, karet, 

sawit, perikanan dan bijih timah), menjamin ketersediaan dan distribusi bahan 

baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, proteksi 

dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (value added), penentuan 

harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, memperkuat regulasi perizinan, 

investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran produk 

melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah dan 

kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya. 

 

Gambar 3.11. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Sulitnya Menjaga Permintaan 

dan Penawaran Barang 

 

27) Menjaga inflasi daerah.  

Stabilitas harga dilakukanmelalui kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi sisi 

permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) melalui kebijakan 

menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar kelompok bahan 
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makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam koridor UU Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan efisiensi 

pengeluaran belanja pemerintah terutama terhadap program dan kegiatan yang 

tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan komperatif serta 

memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada UMKM yang bergerak 

sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, perikanan, industri 

dan pariwisata).  

28) Meningkatkan koordinasi kebijakan perekonomian antar daerah.  

Menimbang krusialnya peran pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang 

mensinergikan arah kebijakan ekonomi antar daerah dalam rangka mendorong 

pengembangan perekonomian daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis 

terkait dengan perekonomian daerah sekaligus menghasilkan arah kebijakan 

yang bersifar strategis bagi kepentingan daerah. Diharapkan, koordinasi ini 

mampu mendorong wadah ini juga mampu mendorong upaya perbaikan iklim 

usaha dan investasi daerah, peningkatan ekspor, dan percepatan program 

hilirnisasi industri. 

 
Gambar 3.12. 

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Inkonsistensi Komitmen 

Kerjasama Antar Daerah 

 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta 

proyeksi pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 

3.10 dibawah ini. 
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Tabel 3.10. 

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2016 s/d 2020  

 

URAIAN 

REALISASI PROYEKSI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan Asli Daerah : 129.295.983.587 125.810.434.750 140.834.516.250 131.106.004.200 135.228.240.600 

Pajak Daerah 43.856.887.840 38.130.001.000 53.724.918.000 49.038.326.100 50.955.560.000 

Retribusi Daerah 10.426.155.803 7.442.005.500 9.776.532.500 9.204.811.000 10.114.803.600 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 
5.584.383.968 5.076.651.000 4.900.000.000 4.997.007.700 5.108.970.000 

Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
69.428.555.975 75.161.777.250 72.433.065.750 67.865.859.400 69.048.907.000 

Dana Perimbangan : 826.499.466.310 785.715.844.000 790.712.526.000 1.669.571.771.100 1.700.585.699.600 

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak 
83.224.197.816 67.825.634.000 102.038.873.000 104.069.017.000 106.543.417.600 

Bagi Hasil Pajak 24.572.826.020 25.525.278.000 30.119.543.000 31.885.586.300 31.794.657.000 

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 58.651.371.796 42.300.356.000 71.919.330.000 72.183.430.700 74.748.760.600 

Dana Alokasi Umum (DAU) 535.973.885.000 535.973.885.000 529.693.057.000 981.284.000.850 995.443.602.000 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 207.301.383.494 181.916.325.000 158.980.596.000 584.218.753.250 598.598.680.000 

Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah : 
121.442.663.688 152.486.941.000 148.960.033.000 133.815.977.400 141.094.945.400 

Pendapatan Hibah 5.171.951.630 - - - - 

Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

27.819.775.058 53.315.954.000 45.546.363.000 57.579.900.800 59.095.945.500 

Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 
40.696.985.000 51.955.343.000 - - - 

Dana Otonomi Khusus 40.696.985.000 51.955.343.000 - - - 

Dana Penyesuaian - - - - - 

Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya 

47.753.952.000 47.215.644.000 35.100.000.000 55.500.000.000 63.743.379.000 

Dana Desa - - 51.813.670.000 - - 

Dana Insentif Daerah - - 16.500.000.000 20.736.076.600 18.255.620.900 

JUMLAH PENDAPATAN 

DAERAH 
1.077.238.113.585 1.064.013.219.750 1.080.507.075.250 1.934.493.752.700 1.976.908.885.600 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2018  

 

Berdasarkan pada proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas, 

maka penerimaan pendapatan daerah diperkirakan terus mengalami peningkatan. 

Jika pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai Rp. 

1.064.013.219.750,-, maka pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 

1.080.507.075.250,- sebagai akibat meningkatnya pendapatan negara yang 

dibagihasilkan yang berpengaruh terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, 

dan seiring dengan optimisme meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian global 

maka pada tahun 2019, diperkirakan pendapatan daerah justru mencapai Rp. 
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1.934.493.752.700,- dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi Rp. 

1.976.908.885.600,-. 

Kemampuan penerimaan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah 

dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan sangat berperan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pembiayaan 

pembangunan daerah merupakan cerminan dari penerimaan pendapatan daerah, 

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-

Lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut berasal 

dari beberapa komponen sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagaimana 

tabel 3.10. diatas. 

1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 diproyeksikan sebesar 

Rp. 131.106.004.200,-, diperkirakan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 

Rp. 135.228.240.600,-. PAD tahun 2019 diproyeksikan berasal dari : 

� Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp. 49.038.326.100,-; 

� Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp. 9.204.811.000,-; 

� Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan sebesar Rp. 

4.997.007.700,-; 

� Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp. 

67.865.859.400,-. 

2) Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 diproyeksikan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pendapatan transfer 

pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.669.571.771.100,- atau meningkat 

sebesar 111,15 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang 

hanya mencapai Rp. 790.712.526.000,- yang berasal dari : 

� Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di perkirakan sebesar Rp. 104.069.017.000,-; 

� Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan sebesar Rp. 981.284.000.850,-; 

� Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan sebesar Rp. 584.218.753.250,-; 

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp. 

133.815.977.400,-yang terdiri dari : 
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� Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

diperkirakan sebesar Rp. 57.579.900.800,-; 

� Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

diperkirakan sebesar Rp. 55.500.000.000,-; 

� Dana Insentif Daerah diperkirakan sebesar Rp. 20.736.076.600,-. 

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2019 di 

fokuskan adalah sebagai berikut :  

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang Memiliki Keunggulan 

Komperatif dan Kompetitif 

Pilihan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang 

memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif diarahkan untuk memberikan 

kontribusi nyata dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang 

secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan 

retribusi daerah, dengan melihat pendapatan daerah yang memang memiliki nilai 

potensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, memiliki efek 

pengganda yang besar bagi pendapatan daerah dan dipastikan memiliki potensi 

yang lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah 

lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Daerah (PAD, Dana 

Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah) dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah. 

Intensifikasi pendapatan daerah merupakan upaya peningkatan intensitas 

pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun 

belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja 
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pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya 

intensifikasi pendapatan dapat dilakukan dengan cara: penyempurnaan 

administrasi pajak/retribusi, peningkatan mutu pegawai dan petugas 

pungut, serta penyempurnaan regulasi pajak/retribusi.  

Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki 

administrasi pajak, mempermudah pembayaran pajak melalui e-banking, 

membuka payment point Bank Sumsel Babel di Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka, pembayaran pajak dan 

retribusi melalui mekanisme non tunai, pembayaran IMB melalui Kecamatan 

melalui program PATEN, memperbanyak dan meningkatkan kualitas petugas 

pungut, dan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang 

berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.  

Ekstensifikasi pendapatan merupakan upaya memperluassubyek dan obyek 

pajak/retribusi serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pendapatan dapat 

dilakukan dengan cara : perluasan wajib pajak/retribusi, penyempurnaan 

tariff, dan perluasan objek pajak/retribusi. 

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang tarif PAD 

yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak penerangan jalan, 

pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan PBB. 

Peninjauan ulang dan rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan PAD yang 

berasal pajak daerah. Selanjutnya untuk retribusi daerah dilakukan dengan 

cara penyesuaian tariff pada retribusi pelayanan kesehatan umum, retribusi 

pelayanan sampah, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian 

menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 

pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat parkir khusus, retribusi IMB 

dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain 

itu juga dengan memperluas wajib pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi. 

Diversifikasi Pendapatan adalah upaya untuk memperbanyak sumber 

pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini 

dilakukan antara lain melalui peningkatan target dividen dari Bank Sumsel 

Babel dan Bank Syariah Bangka, meningkatkan kontribusi asset yang 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 III - 43 

 

dikerjasamakan dan penjualan asset lainnya. Selain itu juga dengan mencari 

sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 

2) Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui 

perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah secara 

terintegrasi berbasis elektronik (e-mapping, smart-mapping, e-filling, e-

registration, e-payment dan e-councelling, sistem informasi zonasi harga 

tanah). 

3) Meningkatkan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan 

daerah. Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan dana perimbangan dan 

Dana Bantuan dari Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada 

Kabupaten Bangka. 

4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangka agar mampu memberikan kontribusi maksimal 

terhadap pendapatan daerah antara lain melalui dividen dari Bank Sumsel 

Babel dan Bank Syariah Bangka, Jamkrida, PT. Eljhon Parai Indah Hotel, 

Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangka, PT.Rambang Jaya Semesta, 

Yayasan Eljhon Indonesia, PT.Dreamland Prorety, CV.Karya Lestari, 

Persatuan Pemuda Matras Peduli (PPMP), Bank Rakyat Indonesia dan 

Yayasan Pendidikan Lembaga Nasional (YPLN).  

5) Optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan 

asset-aset daerah, melalui kerjasama penggunaan asset Pemda dan 

penjualan asset lainnya. 

6) Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

wajib pajak dan memberikan reward kepada wajib pajak maupun petugas 

pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui 

target. Upaya ini dilakukan melalui pemasangan banner terhadap objek 

pajak/retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu 

untuk meningkatkan pembayaran IMB maka dilakukan program pemutihan 

IMB. 

2. Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan Daerah 
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Kebijakan ini dilakukan dengan menderegulasi perda-perda yang berkaitan 

dengan pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan 

penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan 

perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan 

perdagangan. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang 

kemandirian fiskal sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka 

berdasarkan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh objek 

Pendapatan Asli Daerah diperoleh beberapa objek PAD yang memang 

mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif dibandingkan objek PAD 

lainnya yakni (1) lain-lain PAD yang sah; dan (2) pajak daerah.  

3. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Daerah 

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah yang berasal dari 

dana transfer daerah adalah sebagai berikut: 

1) Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel 

perhitungan DAU dan DAK. 

2) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data wajib pajak baik orang pribadi 

maupun badan pasca amnesti pajak terutama adanya penambahan wajib 

pajak baru  yang akan berimbas positip bagi daerah pada masa mendatang.  

3) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan produksi 

perusahaan pertambangan dan migas. 

4) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi pertambangan, land rent dan 

industri timah. 

5) Memperbaiki performa kinerja pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan dana insentif daerah.  

6) Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi perikanan dan kehutanan. 

7) Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu. 
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8) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada 

perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada 

perairan. 

9) Mengingkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan 

sumber daya kelautan secara efektif. 

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

1) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dengan memperhatikan arahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta arahan 

sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka tahun 2005 – 2025 

melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menyasar pada 6 

(enam) prioritas pembangunan daerah yakni (1) sarana dan prasarana; (2) 

lingkungan hidup, (3) ekonomi; (4) kesejahteraan sosial; (5) pemerintahan; dan 

(6) pengembangan sumber daya manusia.  

2) Memprioritaskan alokasi dana hibah terutama kepada MUI, PMI, KONI, BAZNAS, 

Pramuka, insentif GTT/PTT tingkat SD/SMP swasta, , BOS tingkat SD/SMP swasta, 

insentif guru TK, guru PAUD serta beberapa lembaga sosial kemasyarakatan 

lainnya.  

3) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang 

difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. 

Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang 

berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan 

hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang 

kuat. 

Alokasi belanja pembangunan kesehatan dititikberatkan pada berbagai upaya 

perbaikan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif,  

peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga secara keseluruhan 

dapat meningkatkan angka harapan hidup tahun 2019 dan pencapaian 

keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs). 
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Arah Kebijakan Belanja LangsungDimensi Pembangunan Manusia

 

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan 

disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan 

perumahan disamping berorientasi pada 

prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni, yang 

didukung program 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

diprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia tersaji pada 

4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.

Belanja pertanian dititikberatkan p

rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk 

pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan 

sarana dan prasarana produksi.

Pembangunan pariwisata diarahkan kepada usaha 

pariwisata daerah disamping melalui event

didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata 

daerah hingga level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri 

diprioritaskan pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang 

memadai terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu 

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

PENDIDIKAN

Peningkatan Akses Pendidikan 
yang 

Berkualitas, Terjangkau, Relevan 
dan Efisien Menuju Terangkatnya 

Kesejahteraan Hidup 
Rakyat, Kemandirian, Keluhuran 

Budi Pekerti dan Karakter Bangsa 
yang Kuat
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Gambar 3.13. 

Arah Kebijakan Belanja LangsungDimensi Pembangunan Manusia

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan 

disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan 

perumahan disamping berorientasi pada prioritas nasional, juga melaksanakan 

prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni, yang 

didukung program GERBANG MASA yang merupakan program Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah kebijakan belanja langsung yang 

iprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia tersaji pada 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri.

Belanja pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk 

pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan 

sarana dan prasarana produksi.  

Pembangunan pariwisata diarahkan kepada usaha lokal dalam industri 

pariwisata daerah disamping melalui event-event pariwisata dan budaya, yang 

didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata 

daerah hingga level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri 

kan pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang 

memadai terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu 

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Peningkatan Akses Pendidikan 

Berkualitas, Terjangkau, Relevan 
dan Efisien Menuju Terangkatnya 

Kesejahteraan Hidup 
Rakyat, Kemandirian, Keluhuran 

Budi Pekerti dan Karakter Bangsa 

KESEHATAN

1. Upaya Perbaikan Kesehatan 
Masyarakat

2. Meningkatkan Angka Harapan 
Hidup

3. Pencapaian Sustainable 
Development Goal's (SDG's)

1. Penyediaan Rumah Layak Huni 

2. Revitalisasi Rumah Layak Huni 

3. Penyediaan Fasilitas Air Minum 
dan Sanitasi yang Layak dan 
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Arah Kebijakan Belanja LangsungDimensi Pembangunan Manusia 

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan 

disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan 

prioritas nasional, juga melaksanakan 

prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni, yang 

yang merupakan program Pemerintah 

rah kebijakan belanja langsung yang 

iprioritaskan pada dimensi pembangunan manusia tersaji pada Gambar 3.13.  

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pariwisata dan industri. 

ada peningkatan produksi pangan dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk 

pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan 

lokal dalam industri 

event pariwisata dan budaya, yang 

didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata 

daerah hingga level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri 

kan pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang 

memadai terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu 

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

PERUMAHAN

Penyediaan Rumah Layak Huni 

2. Revitalisasi Rumah Layak Huni 
(SATAM EMAS)

3. Penyediaan Fasilitas Air Minum 
dan Sanitasi yang Layak dan 

Terjangkau
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pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri 

daerah.   

Informasi arah kebijakan belanja lan

pembangunan sektor unggulan tersaji pada Gambar 3.1

 

5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari 

penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan 

melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan 

dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga ke

pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama 

berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program 

pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil 

dan mikro dan klaster keempat program pro rakyat.

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan 

dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. D

sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan  

penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral 

dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAULATAN PANGAN

1. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

2. Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan

3. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana 

Produksi, Bantuan Usaha dan Subsid
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pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri 

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi 

pembangunan sektor unggulan tersaji pada Gambar 3.14. 

Gambar 3.14. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung  

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari 

penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan 

melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan 

dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan 

pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama 

berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program 

pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil 

ikro dan klaster keempat program pro rakyat. 

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan 

dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. D

sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan  

penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral 

dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAULATAN PANGAN

1. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

2. Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan

3. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana 

Produksi, Bantuan Usaha dan Subsidi

PARIWISATA DAN INDUSTRI

1. Event Pariwisata dan Kebudayaan

2. Meningkatkan Promosi Wisata Berbasis 
Teknologi Informasi

3. Meningkatkan Daya Saing Produk Daerah 
Berbasis IPTEK
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pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri 

sung yang diprioritaskan pada dimensi 

 

 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari 

penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan 

melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan 

rja, dan peningkatan pelayanan 

pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama 

berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program 

pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil 

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan 

dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Di lain 

sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan  menjadi sangat 

penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral 

dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

PARIWISATA DAN INDUSTRI

1. Event Pariwisata dan Kebudayaan

2. Meningkatkan Promosi Wisata Berbasis 
Teknologi Informasi

3. Meningkatkan Daya Saing Produk Daerah 
Berbasis IPTEK
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kualitas pelayanan 

berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan 

pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada 

koridor-korodor utama perekonomian kecamatan.

langsung yang diprioritaskan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan tersaji 

pada Gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

6) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan 

Belanja tata kelola dan r

klaster yakni: i) sumber daya manusia aparatur, 

menjadi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel

difokuskan pada pemerintahan yang bersih (

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN

difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, 

mendorong setiap entitas akuntabilitas ki

(OPD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di 

lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang 

terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus emendukung 

one innovation.Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang 

berkesinambungan meliputi pengembangan sistem informasi infrastruktur, 

sistem informasi kemiskinan terintegrasi Kabupaten Bangka, sistem pajak 

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PEMERATAAN

1. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan 
Koperasi

2. Perluasan Kesempatan dan Lapangan 
Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja

3. Peningkatan Pelayanan pada PMKS
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kualitas pelayanan prasarana untuk daerah-daerah yang perekonomiannya 

berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan 

pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada 

korodor utama perekonomian kecamatan. Arah kebijak

langsung yang diprioritaskan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan tersaji 

 

 

 

Gambar 3.15. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi.

Belanja tata kelola dan reformasi birokrasi sendiri ditujukan 

klaster yakni: i) sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu menghasilkan 

menjadi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel; ii) pengawasan yang 

an pada pemerintahan yang bersih (clean government

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan iii) kluster akuntabilitas yang 

difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, 

mendorong setiap entitas akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

PD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di 

lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang 

terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus emendukung 

Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang 

berkesinambungan meliputi pengembangan sistem informasi infrastruktur, 

sistem informasi kemiskinan terintegrasi Kabupaten Bangka, sistem pajak 

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PEMERATAAN

1. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan 
Koperasi

2. Perluasan Kesempatan dan Lapangan 
Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja

3. Peningkatan Pelayanan pada PMKS

KEWILAYAHAN

1. Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan 
Kelembagaan Desa

2. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya 
Masyarakat dalam Pembangunan

3.  Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas 
Pelayanan Prasarana pada Daerah yang 
Perekonomiannya Berkembang Pesat 

4. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah
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daerah yang perekonomiannya 

berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan 

pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada 

rah kebijakan belanja 

langsung yang diprioritaskan pada dimensi pemerataan dan kewilayahan tersaji 

reformasi birokrasi. 

eformasi birokrasi sendiri ditujukan pada 3 (tiga) 

sehingga mampu menghasilkan 

; ii) pengawasan yang 

clean government) dan bebas 

; dan iii) kluster akuntabilitas yang 

difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, 

Perangkat Daerah 

PD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di 

lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang 

terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus emendukung one agency 

Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang 

berkesinambungan meliputi pengembangan sistem informasi infrastruktur, 

sistem informasi kemiskinan terintegrasi Kabupaten Bangka, sistem pajak 

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

KEWILAYAHAN

1. Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan 
Kelembagaan Desa

2. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya 
Masyarakat dalam Pembangunan

3.  Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas 
Pelayanan Prasarana pada Daerah yang 
Perekonomiannya Berkembang Pesat 

4. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah
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online, arisan jamban, kartu Bangka cerdas, majlis 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD), nasi aruk dalam APBD, kerjasama POLMAN 

mesin beras aruk, kebun kelapa sawit rakyat, kultur jaringan lada ex

pilar jambanisasi (Pemda, Pemdes, TNI, Perguruan Tinggi, 

Responsibility (CSR), dan masyarakat), kelas unggulan tiap tingkat sekolah per 

kecamatan, kebun karet rakyat, kebun singkong rakyat, Pelayanan Terpagu 

(PATEN) seluruh kecamatan, kerjasama Universitas Bangka Belitung terkait 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar,

android, kebun raya dalil dan kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

(STPN) dalam rangka pengembangan SDM bidang pertanahan.

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi tata 

kelola dan reformasi birokrasi tersaji pada Gambar 3.

Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

 

7) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan 

risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana 

lainnya.  

Oleh karena itu, substan

pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan 

pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan 

DIMENSI TATA KELOLA DAN REFORMASI 

1. Penataan Kelembagaan, Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

2, Menerapkan  Sistem Informasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan 

4. Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Terbaik, Berkualitas dan 
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online, arisan jamban, kartu Bangka cerdas, majlis sabtu Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD), nasi aruk dalam APBD, kerjasama POLMAN 

mesin beras aruk, kebun kelapa sawit rakyat, kultur jaringan lada ex

pilar jambanisasi (Pemda, Pemdes, TNI, Perguruan Tinggi, 

(CSR), dan masyarakat), kelas unggulan tiap tingkat sekolah per 

kecamatan, kebun karet rakyat, kebun singkong rakyat, Pelayanan Terpagu 

(PATEN) seluruh kecamatan, kerjasama Universitas Bangka Belitung terkait 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar, Raskin gratis, SPGDT berbasis 

android, kebun raya dalil dan kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

(STPN) dalam rangka pengembangan SDM bidang pertanahan.

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi tata 

rmasi birokrasi tersaji pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan 

risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana 

Oleh karena itu, substansi program aksi bidang ini mencakupi optimalisasi 

pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan 

pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan 

DIMENSI TATA KELOLA DAN REFORMASI 
BIROKRASI

. Penataan Kelembagaan, Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

2, Menerapkan  Sistem Informasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan 
Pembangunan

3. Pemekaran dan Penataan Batas Desa

4. Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Terbaik, Berkualitas dan 
Berkesinambungan

4. Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP
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sabtu Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD), nasi aruk dalam APBD, kerjasama POLMAN 

mesin beras aruk, kebun kelapa sawit rakyat, kultur jaringan lada ex-vitro, enam 

pilar jambanisasi (Pemda, Pemdes, TNI, Perguruan Tinggi, Corporate Social 

(CSR), dan masyarakat), kelas unggulan tiap tingkat sekolah per 

kecamatan, kebun karet rakyat, kebun singkong rakyat, Pelayanan Terpagu 

(PATEN) seluruh kecamatan, kerjasama Universitas Bangka Belitung terkait 

Raskin gratis, SPGDT berbasis 

android, kebun raya dalil dan kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

(STPN) dalam rangka pengembangan SDM bidang pertanahan. 

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi tata 

 

 

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan. 

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan 

risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana 

si program aksi bidang ini mencakupi optimalisasi 

pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan 

pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan 

DIMENSI TATA KELOLA DAN REFORMASI 

. Penataan Kelembagaan, Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

2, Menerapkan  Sistem Informasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan 

4. Penciptaan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Terbaik, Berkualitas dan 
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lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

berwawasan lingkungan tersaji pada Gambar 3.

 

8) Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih 

langsung. 

Kebijakan ini terkait dengan pembangunan yang 

dan pro environment.

prioritas pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian 

sasaran pokok pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 

2019 yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

9) Mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 201

2020 tersaji pada Tabel 3.1

DIMENSI BERWAWASAN LINGKUNGAN

2, Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
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lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

berwawasan lingkungan tersaji pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Berwawasan Lingkungan 

Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak 

Kebijakan ini terkait dengan pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, 

pro environment. Tingginya proprosi belanja langsung tersebut diarahkan 

prioritas pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian 

sasaran pokok pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 

sung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan. 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 201

Tabel 3.11. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSI BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

2, Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

3. Revitalisasi Sektor Pertanian

4. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

5. Peningkatan Kemampuan Penanggulangan Bencana
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lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana. 

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

 

besar dari belanja tidak 

pro poor, pro job, pro growth, 

Tingginya proprosi belanja langsung tersebut diarahkan 

prioritas pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian 

sasaran pokok pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 

sung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen 

dengan Undang-Undang 

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2016-

DIMENSI BERWAWASAN LINGKUNGAN

2, Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
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Tabel 3.11. 

Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2016 s/d 2020 
 

BELANJA 
REALISASI PROYEKSI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Tidak 

Langsung 
546.770.631.882 600.905.440.050 625.268.575.750 642.175.582.050 663.203.114.800 

Belanja Pegawai 419.287.065.240 445.213.712.250 445.765.712.450 490.008.591.800 498.106.451.600 

Belanja Subsidi 500.000.000 350.000.000 350.000.000 423.500.000 550.000.000 

Belanja Hibah 35.345.003.850 33.714.854.000 52.808.356.000 22.794.973.000 30.759.877.200 

Belanja Bantuan Sosial 1.561.062.500 1.727.500.000 1.727.500.000 2.090.275.000 2.737.700.000 

Belanja Bagi Hasil 

kepada 

Provinsi/Kab/Kota 

dan Pemerintah Desa  

5.394.883.000 4.764.078.800 6.330.144.800 5.764.535.300 6.278.214.000 

Belanja Bantuan 

Keuangan kepada 

Provinsi/Kab/Kota 

dan Pemerintahan 

Desa 

84.363.969.093 113.135.295.000 115.786.862.500 118.893.706.950 122.370.872.000 

Belanja Tidak Terduga 318.648.200 2.000.000.000 2.500.000.000 2.200.000.000 2.400.000.000 

Belanja Langsung 605.873.787.937 525.715.275.925 455.938.499.500 1.361.561.711.858 1.380.627.104.200 

Belanja Pegawai 82.246.047.490 83.971.339.750 91.268.617.450 105.786.109.200 109.009.500.200 

Belanja Barang dan 

Jasa 
262.836.504.469 225.875.164.603 279.559.387.600 504.510.780.358 512.817.300.000 

Belanja Modal 260.791.235.978 215.868.771.572 85.110.494.450 751.264.822.300 758.800.304.000 

Total 1.152.644.419.820 1.126.620.715.975 1.081.207.075.250 2.003.737.293.908 2.043.830.219.000 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2018  
  

 

Kemampuan belanja daerah tahun 2019 akan mengalami peningkatan menjadi 

Rp, 2.003.737.293.908,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

Rp. 1.081.207.075.250,-. Proyeksi belanja yang demikian apabila dibandingkan 

dengan proyeksi pendapatan sebagaimana diatas maka terdapat defisit penyediaan 

dana (penerimaan kurang). Kondisi yang demikian diproyeksikan akan ditutup dari 

pos pembiayaan netto yakni sebesar  Rp. 69.243.541.208,-. 

Mengingat terbatasnya anggaran, maka diperlukan skala prioritas pembangunan 

daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 yang diproyeksikan membutuhkan dana 

belanja langsung sebesar Rp. 1.361.561.711.858,- dan untuk membiayai belanja tidak 

langsung sebesar Rp. 642.175.582.050,-. 
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3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2019 

diarahkan pada :  

1) Meningkatkan akses pembiayaan permodalan Jaminan Kredit Daerah 

(JAMKRIDA) dan Bank Sumsel Babel. 

2) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka 

meningkatkan perekonomian daerah. 

3) Meningkatkan proporsi pinjaman daerah sebagai upaya pemerintah daerah 

untuk menggerakan perekonomian daerah melalui pengembangan usaha sektor 

unggulan seperti Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR), Kebun Singkong Rakyat 

(KSR), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE).  

4) Upaya untuk menutup difisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber 

penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di 

masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya; 

5) Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan 

sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang 

bersumber dari pinjaman daerah; 

6) Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan 

untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat 

ditunda pengeluarannya. 

Pada Tabel 3.11, dari sisi penerimaan pembiayaan, untuk tahun anggaran 2019, 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan sebesar 

Rp. 72.043.541.208,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang justru mencapai Rp. 37.000.000.000,-. Ditambah penerimaan 

kembali pemberian daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan penerimaan piutang 

daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sehingga penerimaan pembiayaan mencapai 

75.743.541.208,-. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2019, 

direncanakan untuk melakukan penyertaan modal/investasi pemerintah daerah 

sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 

1.500.000.000,-. 
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Selengkapnya pagu dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka tahun 

2016 – 2020 tersaji pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. 

Pagu dan Proyeksi Pembiayaah Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2016 s/d 2020 

PEMBIAYAAN 
REALISASI PROYEKSI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Penerimaan Pembiayaan 138.485.513.014 62.607.496.225 37.000.000.000 75.743.541.208 75.921.333.400 

SILPA TA. Tahun 

Sebelumnya 
138.219.817.464 62.607.496.225 37.000.000.000 72.043.541.208 71.921.333.400 

Pencairan Dana Cadangan - - - - - 

Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 
- - - - - 

Penerimaan Piutang 

Daerah 
- - - - - 

Penerimaan Kembali 

Pemberian Daerah 
265.695.550 - - 2.500.000.000 2.500.000.000 

Penerimaan Piutang 

Daerah 
- - - 1.200.000.000 1.500.000.000 

Pengeluaran 

Pembiayaan 
8.761.264.130 - 1.200.000.000 6.500.000.000 9.000.000.000 

Pembentukan Dana 

Cadangan 
- - - - - 

Penyertaan 

Modal/Investasi 

Pemerintah Daerah 

5.171.951.630 - - 5.000.000.000 7.000.000.000 

Pembayaran Pokok Utang - - - - - 

Pembentukan Dana 

Bergulir 
- - - - - 

Pemberian Pinjaman 

Daerah 
5.171.951.630 - 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 

Pembiayaan Netto 129.724.248.884 62.607.496.225 35.800.000.000 69.243.541.208 66.921.333.400 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2018 
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1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB 

mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan 

dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi 

program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama Sustainable 

Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium  

Development Goals (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015. 

Agenda ini mendorong keterlibatan seluruh organisasi dunia untuk terlibat 

mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di dunia. 

RKPD Kabupaten Bangka tahun 2019 menjadikan SDG’s sebagai salah satu 

referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2019. Secara detail, 

sinkronisasi SDG’s dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Bidang dan Tujuan Utama 

Sustainable Development Goals (SDG’s) dan Capaian Kinerja Daerah 

No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

1 Kemiskinan Mengurangi kemiskinan dalam 

berbagai bentuk dan aspek 

Persentase Angka Kemiskinan 

(%) 

2 Makanan Mengurangi kelaparan melalaui 

peningkatan ketahanan pangan, 

perbaikan gizi dan 

mempromosikan pertanian 

Berkelanjutan 

Ketersediaan pangan utama 

kg/kapita/tahun 

Regulasi ketahanan pangan 

Daya dukung lahan (%) 

3 Kesehatan Mengkampanyekan pola hidup 

sehat dan mempromosikan 

kesejahteraan bagi semua pada 

segala usia 

Angka Usia Harapan Hidup 

(Tahun) 

Angka Kematian Bayi per 1.000 

Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Ibu 

Melahirkan per 1.000 

Kelahiran Hidup 

 Persentase Balita  Gizi Buruk 

(%) 

4 Pendidikan Memastikan kualitas pendidikan 

inklusif dan adil serta 

mempromosikan kesempatan 

belajar seumur hidup bagi semua 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

(Tahun) 

Angka Harapan Lama Sekolah 

(Tahun) 

Angka Partisipasi Sekolah (%): 

-  SD/MI 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

-  SMP/MTs 

-  SMA/SMK/MA 

      Angka Partisiipasi Murni (%) : 

-  SD/MI 

-  SMP/MTs 

-  SMA/SMK/MA 

      Angka Kelulusan (%): 

-  SD/MI 

-  SMP/MTs 

-  SMA/SMK/MA 

      Angka Putus Sekolah (%): 

- SD/MI 

- SMP/MTs 

- SMA/SMK/MA 

5 Perempuan Mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua 

Perempuan dan anak Perempuan 

Indeks Pemberdayaan     

Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender 

Persentase   partisipasi   

perempuan   di   lembaga 

pemerintah 

Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

6 Air Memastikan ketersediaan dan 

pengelolaan yang berkelanjutan 

sumber daya air dan sanitasi 

untuk Semua 

Persentase Rumah Tangga (RT) 

yang Menggunakan Air Bersih 

(%) 

 
Persentase Rumah Tinggal 

Bersanitasi (%) 

7 Energi Memastikan akses ke energi yang 

terjangkau, handal, berkelanjutan 

dan modern untuk semua 

  

  

 

 

 

 

Rumah Tangga Pengguna 

Listrik (%) 

 
    Rasio Ketersediaan Daya Listrik 

 

    Persentase   Rumah   Tangga   

yang   Menggunakan Listrik (%) 

 

8 Ekonomi berkelanjutan, inklusif dan 

ekonomi berkelanjutan,pekerjaan 

penuh dan produktif dan 

pekerjaan yang layak untuk 

semua 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Peningkatan PDRB per Kapita 

(%) 

Tingkat Inflasi (%) 

 Tingkat Pengangguran Terbuka 

(%) 

9 Infrastruktur Membangun infrastruktur, 

mempromosikan pembangunan 

Persentase  panjang  jaringan  

jalan  dalam  kondisi baik 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

inklusif dan industrialisasi yang 

berkelanjutan dan mendorong 

inovasi 

Mobilitas Km/1000 Penduduk 

Luas Irigasi kabupaten Baik 

10 Ketimpangan Mengurangi ketidaksetaraan 

dalam dan diantara negara-

negara 

Indeks Gini 

Indeks Williamson 

11 Hunian Membuat kota dan pemukiman 

manusia inklusif, aman, tangguh 

dan berkelanjutan 

Kawasan Kumuh (%) 

Luasan Lingkungan 

Permukiman Kumuh (%) 

Rumah layak huni (%) 

12 Konsumsi Memastikan pola konsumsi dan 

produksi secara Berkelanjutan 

Pengeluaran konsumsi rumah 

tangga per kapita (%) 

Pengeluaran konsumsi non 

pangan per kapita (%) 

Rata-rata konsumsi Ikan 

perkapita (%) 

13 Iklim Mengambil tindakan mendesak 

untuk memerangi perubahan 

iklim dan dampaknya 

-   Rasio Ruang Terbuka Hijau  

per  Satuan Luas Wilayah  

Persentase wilayah produktif 

Persentase wilayah industri 

14 Ekosistem Laut Menghemat dan menggunakan 

sumber daya samudera, laut dan 

sumber daya kelautan untuk 

pembangunan berkelanjutan 

Penegakan hukum lingkungan 

(%) 

15 Ekosistem Melindungi, memulihkan dan 

mempromosikan pemanfaatan 

ekosistem darat, pengelolaan 

hutan secara berkelanjutan, 

memerangi penggurunan, dan 

berhenti dan membalikkan  

degradasi lahan dan 

menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati 

-   Rasio  Kawasan Lindung 

untuk Menjaga Kelestarian 

Keanekaragaman  Hayati 

Terhadap Total Luas Kawasan 

Hutan 

- Penegakan Hukum 

Lingkungan (%) 

- Persentase Penurunan Luas  

Lahan Kritis di Kabupaten 

Bangka (%) 

16 Lembaga Mempromosikan masyarakat 

yang damai dan Inklusif untuk 

pembangunan berkelanjutan, 

memberikan akses keadilan bagi 

semua dan membangun institusi 

yang efektif, akuntabel dan 

inklusif di semua tingkatan. 

-  Cakupan  Pembinaan 

Lembaga  Masyarakat (%) 

Jumlah LPM 1/Desa 

(Kelurahan) 

LPM berprestasi 

Jenis dan jumlah bank dan 

cabang 
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No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah 

17 Keberlanjutan Memperkuat sarana pelaksanaan 

dan merevitalisasi kemitraan 

global untuk pembangunan 

berkelanjutan 

-  Kuantitas  Kerjasama dengan 

Pemerintah, Pemerintah 

Daerah,  Badan Usaha dan 

Swasta 

 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka 

Tahun 2005-2025. 

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari tahapan RPJPD 

Kabupaten Bangka (2005 – 2025) pada tahapan lima tahun ketiga (2016-2020). 

Pada era pembangunan lima tahun ketiga reformasi ekonomi menuju 

perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif masih terus ditingkatkan. 

Peningkatan nilai tambah (value added) dari sektor-sektor unggulan daerah 

melalui pembangunan industri yang mengolah sektor unggulan daerah akan 

dikembangkan sebagai industri pendukung (supporting industries) dalam 

konteks pembangunan industri nasional yang menerapkan pendekatan 

pengembangan industri melalui konsep klaster  dalam upaya membangun daya 

saing industri yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan tetap 

memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan 

derajat pendidikan dan kesehatan, mengurangi kesenjangan pembangunan 

antar daerah dan kelompok masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa 

dan pembangunan kewilayahan lainnya. Prioritas pembangunan ditekankan 

pada pembangunan perekonomian melalui sektor Industri dan Perdagangan 

bersumber pada Pertanian, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata, 

pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan Pendidikan, 

Kesehatan, kesejahteraan sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, 

peningkatan kinerja pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi dan Tata 

Pemerintahan,  peningkatan sarana dan prasarana melalui pembangunan 

infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian alam dan Lingkungan Hidup 

serta penataan ruang. 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 IV - 6 

 

3. Tantangan Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2019 dan 2020. 

Sebagaimana diuraikan pada bab III dari dokumen ini, kondisi perekonomian 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan menghadapi 

beberapa hal antara lain sebagai berikut : 

1) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam beberapa 

tahun ini cenderung mengalami perlambatan.   

2) Minimnya peran investasi di sektor agroindustri dan industri hilir 

pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3) Masih rendahnya akselerasi pembangunan sektor pariwisata daerah 

sebagai core bussines baru dalam perekomonian daerah. Sektor pariwisata 

mempunyai peran strategis dalam menciptakan nilai tambah 

perekonomian daerah. 

4) Pengaruh praktek liberalisasi perdagangan internasional sektor unggulan 

seperti pertanian, pariwisata, agroindustri. 

5) Lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan 

kemitraan usaha sektor pertanian dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan petani lada, karet, kelapa sawit, ubi kasesa dan tapioka. 

6) Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih rapuh 

sehingga berdampak pada kinerja sektor unggulan serta rendahnya 

keunggulan komperatif sektor unggulan tersebut mengakibatkan 

pemenuhan kebutuhan wilayah termasuk ke daerah lain belum dapat 

terpenuhi sepenuhnya.      

7) Terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor 

keuangan formal dalam pembangunan daerah melalui pengembangan 

skema mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. 

8) Rentannya landasan perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi perdesaan yang berkelanjutan 

9) Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan perizinan dan non 

perizinan. 
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10) Sulitnya menjaga interaksi antara permintaan dan penawaran tetap 

harmonis terutama terhadap gejolak komponen harga bahan makanan 

(volatile food). 

11) Inkonsistensi komitmen bersama dalam penguatan dan kerjasama yang 

kooperatif antar daerah untuk mengurangi kesenjangan dalam kebijakan 

perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis. 

4. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi  

RPJMD 2014-2018. 

Berdasarkan hasil  evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 

2017 dan Realisasi  RPJMD 2014-2018 di BAB II diketahui bahwa masih terdapat 

beberapa permasalahan berkenan dengan realisasi anggaran dan pencapaian 

target kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka.     Berdasarkan evaluasi 

tersebut terdapat beberapa isu penting yang harus menjadi perhatian utama 

pada rencana pembangunan 2019, antara lain: 

1) Bidang Perekonomian: Masih terdapatnya ketimpangan distribusi 

pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. 

2) Bidang Pertanian: Belum optimalnya nilai tambah (value added) pertanian, 

perkebunan, dan perikanan. 

3) Bidang Pariwisata: Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan 

4) Bidang Pendidikan: Belum optimalnya pelayanan pendidikan dasar, 

menengah, dan kompetensi guru yang berkualitas. 

5) Bidang Kesehatan: Belum optimalnya kualitas pelayanan serta sarana dan 

prasarana kesehatan. 

6) Bidang Reformasi dan Tata Pemerintahan: Belum optimalnya kinerja 

reformasi penyelenggaraan pemerintahan.  

7) Infrastruktur: Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kawasan 

pemukiman dan untuk mendukung konektivitas antar kawasan ekonomi 

potensial. 

8) Kemiskinan: Belum optimalnya upaya penaanggulaangan kemiskinan. 

9) Pengangguran: Belum optimalnya upaya untuk mengatasi pengangguran.  
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10) Lingkungan Hidup: Belum optimalnya perbaikan pengelolaan SDA dan 

kualitas mutu lingkungan hidup. 

11) Pangan: Belum optimalnya produktivitas pangan. 

12) Penataan Ruang: Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan ketaatan 

terhadap RTRW. 

13) Investasi: Belum optimalnya perkembangan investasi 

5. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. 

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah “Babel 

Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari 

dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat 

Berbasis Teknologi”. Pada periode ini pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung memiliki sasaran yaitu menjaga dan meningkatkan 

perekonomian daerah serta mengupayakan pemenuhan kapasitas dan kualitas 

SDM. Peningkatan perekonomian daerah dicapai melalui pemberian nilai 

tambah pada hasil produk unggulan provinsi. Sementara itu, pengembangan 

kapasitas dan kualitas SDM dilakukan dengan pendekatan perbaikan mental dan 

pemanfaatan pengembangan teknologi. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 . 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagai satu kesatuan rencana 

pembangunan nasional, melaksanakan quick wins dan program lanjutan yaitu 

sasaran-sasaran unggulan yang bersifat urgent, realistis, berdampak besar bagi 

masyarakat. 

Pada tahun 2019, pemerintah pusat telah menetapkan 5 (lima) prioritas pokok 

pembangunan di Indonesia sebagai berikut : 

1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

pelayanan dasar. 

2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas 

dan kemaritiman. 

3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui 

pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. 
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4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. 

5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu 

7. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030. 

Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah bagian dari periode pelaksanaan 

tahap II (2016-2020). Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah 

“Mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai pusat perdagangan dan industri 

yang diiringi oleh keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara 

dalam harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat” yang dicapai melalui kebijakan penataan ruang 

Kabupaten berupa: peningkatan akses pelayanan Kota Sungailiat, Kota Belinyu, 

dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; 

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan 

perekonomian; perwujudan keseimbangan, keterpaduan, dan pengendalian 

pemanfaatan sumber daya serta keterkaitan antar kegiatan budidaya menuju 

kesejahteraan rakyat; pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 

8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu 

pencapaian SPM secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 

dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan 

potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan 

oleh daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan 

wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan 

rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yg 

ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki daerah. Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah 

banyak berakhir pada tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa 

tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 dan meskipun beberapa 

SPM telah melewati target waktu pencapaian namun indikator SPM tersebut 

tetap digunakan sebagai salah satu target kinerja pembangunan di Kabupaten 
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Bangka pada tahun 2019 bila target belum tercapai. Adapun SPM yang 

menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2. 

Target Pelaksanaan SPM Kabupaten Bangka 

NO SPM Jenis 

Pelayanan 

Jumlah 

Indikator 

Target 

Pencapaian 

1 Perumahan*) 2 3 2025 

2 Pemdagri 3 6 2011 

3 Sosial*) 4 14 2015 

4 Kesehatan 4 18 2015 

5 PP & PA*) 5 8 2014 

6 Lingkungan Hidup*) 7 7 2013 

7 KB & KS 3 9 2015 

8 Ketenaga Kerjaan*) 5 8 2016 

9 Pendidikan 2 27 2014 

10 PU & PR 8 23 2014 

11 Ketahanan Pangan*) 4 7 2015 

12 Kesenian*) 2 7 2014 

13 Kominfo 1 2 2014 

14 Perhubungan*) 8 43 2014 

15 Penanaman Modal*) 7 10 2014 

Jumlah 65 192  

 

 

Adapun Indikator-indikator SPM yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

RKPD Tahun 2019  adalah Indikator SPM yang belum mencapai target 

walaupun batas waktu pencapaian target sudah melewati target waktu yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

9. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Pasal 78 Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur bahwa pokok-pokok pikiran 

DPRD adalah salah satu bagian dari rancangan awal RKPD. Pokok pikiran 

dimaksud merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang 

diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat 

hasil penyerapan aspirasi melalui reses. 

Adapun Pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bangka yang disampaikan pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Bangka 

Tahun 2018  dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. 

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 Kabupaten Bangka 
 

NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

1 Pengendalian Faktor Resiko 

Penyakit Tidak Menular 

(PTM) 

Kesehatan Dinkes Sungailiat 

2 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer Dalam Kota 

Sungailiat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

3 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

4 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Pemali 

Pekerjaan Umum DPUPRP Pemali dan Bakam 

5 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat 

Pemali 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat dan 

Pemali 

6  Pendampingan UMKM 

dengan Penyedia Modal 

Perindag DPMP2KUKM Bakam dan Pemali 

7 Pembangunan Jalan 

Kecamatan Sungailiat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Bakam dan Pemali 

8 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Bakam 

9 Pembangunan Saluran 

Pemukiman Sungailiat dan 

Pemali 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat dan 

Pemali 

10 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Bakam dan Pemali 

11 Pembangunan posyandu Kesehatan  Dinkes Bakam dan Pemali 

12 Penegasan Batas Desa Kab. 

Bangka 

Pemerintahan Dinsospemdes Riau Silip 

13 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Kec. Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Riau Silip 

14 Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian Dinpertan Riau Silip 

15 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Objek Wisata 

Pariwisata Dinparpora Riau Silip 

16 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Riau Silip 

17 Pembangunan PUSTU Kesehatan Dinkes Riau Silip 

18 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

19 Pemeliharaan Rutin 

Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

20 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer dalam Kota 

Sungailiat  (Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

21 Pengadaan Rabu-rambu 

Lalu Lintas 

Perhubungan DPUPRP Sungailiat 

22 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Sungailiat 

23 Pengadaan makanan 

tambahan bagi Lanjut Usia 

(LANSIA) non potensial  

Sosial Dinsospemdes Sungailiat 

24 Pembangunan Sarana 

Prasarana Olah Raga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Sungailiat 

25 Pemekaran Desa/ 

Lingkungan 

Pemerintahan Dinsospemdes Sungailiat 

26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

27 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

28 Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk 

Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

29 Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

30 Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

31 Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan 

Usaha Kecil Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan  

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

32 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Kec. Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Merawang 

33 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Merawang 

34 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Merawang 

35 Rehab Sedang / Berat 

Sarana dan Prasarana 

Olahraga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Kecamatan 

Merawang 

36 Pembangunan PUSTU Kesehatan Dinkes Mendobarat 

37 Fasilitas Pupuk dan 

Pestisida 

Pertanian Dinpertan Mendobarat 

38 Pengadaan Bantuan Benih 

Ikan Nila 

Perikanan Dinperkan Mendobarat 

39 Pembangunan Jembatan di 

Kecamatan Puding Besar 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Puding 

Besar (Desa Labu) 

40 Rehab Sedang / Berat 

Sarana dan Prasarana 

Olahraga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Kecamatan 

Merawang (Desa 

Mudel) 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

41 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Kec. Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Merawang (Desa 

Mudel) 42 Pembangunan Jembatan di 

Kecamatan Puding Besar 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Puding 

Besar (Desa Labu 

dan Desa Saing) 

43 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Puding 

Besar 

Pekerjaan Umum DPUPRP Puding Besar 

44 Pembangunan Sarana 

Prasarana Olah Raga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Puding Besar 

45 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan 

Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Merawang (Desa 

Kimak) 

46 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan 

Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Merawang 

47 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Merawang 

48 Pembangunan Jembatan di 

Puding Besar 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Puding 

Besar (Desa Labu) 

49 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Puding 

Besar 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Puding 

Besar (Desa Tanah 

Bawah) 

50 Sistem Integrasi Tanaman 

Ternak Ruminansia 

(Integrasi Sapi-Sawit) 

Pertanian Dinpertan Puding Besar 

51 Pengadaan Bibit 

Hortikultura 

Pertanian Dinpertan Puding Besar 

52 Pengadaan Saprodi 

Pertanian 

Pertanian Dinpertan Puding Besar 

53 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer di Kecamatan Mendo 

Barat  (Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace) 

54 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo 

Barat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace) 

55 Pengadaan Sarana 

Prasarana Pembudidayaan 

Ikan Lele 

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace) 

56 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo 

Barat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace) 

57 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer di Kecamatan Mendo 

Barat  (Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace) 

58 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo 

Barat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

59 Pembangunan Gedung 

Sekolah (Pembangunan WC) 

Pendidikan Dindikbud Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

60 Pembangunan ruang 

perkantoran (Ruang Guru) 

Pendidikan Dindikbud Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

61 Pembangunan Pagar 

Sekolah 

Pendidikan Dindikbud Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

62 Pembangunan Polindes Kesehatan Dinkes Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

63 Pembangunan Sarana 

Prasarana Olah Raga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

64 Fasilitas Pupuk dan 

Pestisida 

Pertanian Dinpertan Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

65 Pengadaan Bantuan Benih 

Ikan Nila 

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

66 Pengadaan Mebeluer Ruang 

Kelas 

Pendidikan Dindikbud Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Petaling Banjar) 

67 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo 

Barat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Mendobarat (Desa 

Kace Timur) 

68 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan 

Merawang 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Mendo 

Barat (desa air 

duren) 

69 Pengembangan Teknologi 

Pengolahan Pangan 

Pangan Dinas Pangan Kecamatan Mendo 

Barat (desa air 

duren) 

70 Pembangunan Sarana 

Penunjang Polindes 

Kesehatan Dinkes Kecamatan Mendo 

Barat (desa air 

duren) 

71 Pembangunan Sarana 

Prasarana Olah Raga 

Pemuda dan Olahraga Dinparpora Kecamatan Mendo 

Barat (desa air 

duren) 

72 Penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan lahan 

Pertanian Dinpertan Kecamatan Mendo 

Barat (desa air 

duren) 

73 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo 

Barat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Mendo 

Barat (Desa 

Cengkong Abang 

74 Pemeliharaan Rutin Dalam 

Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamtan Sungailiat 

(Kel. Parit padang) 

75 Pemeliharaan Rutin / 

Berkala Instalasi 

Pengolahan Limbah Rumah 

Sakit 

Kesehatan RSUD Sungailiat 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

76 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Sungailiat 

77 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer dalam Kota 

Sungailiat  (Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

78 Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan 

Sungailiat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

79 Pemeliharaan Rutin Dalam 

Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

80 Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan 

Sungailiat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

81 Penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan lahan 

Pertanian Dinpertan Kecamatan 

Sungailiat   

82 Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian Dinpertan Kecamatan 

Sungailiat   

83 Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk 

Nelayan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Sungailiat   

84 Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Sungailiat   

85 Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Sungailiat   

86  Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan 

Usaha Kecil Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan  

Perikanan Dinperkan Kecamatan 

Sungailiat   

87 Pemeliharaan Rutin Dalam 

Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Sungailiat   

88 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Kecamatan 

Sungailiat   

89 Pemeliharaan Rutin Dalam 

Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Sungailiat   

90 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer dalam Kota 

Sungailiat  (Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Sungailiat   

91 Pengembangan sistem 

distribusi air minum 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

92 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Kecamatan Belinyu 

93 Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian Dinpertan Kecamatan Belinyu 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

94 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

95 Pembangunan/Pemugaran 

Rumah Tidak Layak Huni 

Pekerjaan Umum DINPERKPP Kampung Jawa 

Sungailiat 

96 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Sungailiat 

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

97 Pembangunan Sarana 

Prasarana Olah Raga 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Dinparpora Sungailiat 

98  Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk 

Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

99  Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

100 Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

101 Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

102 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Sungailiat 

103  Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk 

Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

104  Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

105 Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

106 Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan 

Perikanan Dinperkan Sungailiat 

107 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat  

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan 

Sungailiat 

108 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas 

Kesehatan Dinkes Kecamatan 

Sungailiat 

109 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Kecamatan Belinyu 

110 Pembangunan Jembatan di 

Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Desa Bintet 

111 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

112  Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

113 Pembangunan Saluran 

Pemukiman Riau Silip dan 

Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

114 Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk 

Nelayan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan Belinyu 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

115 Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan Belinyu 

116 Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Perikanan Dinperkan Kecamatan Belinyu 

117 Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan 

Usaha Kecil Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan  

Perikanan Dinperkan Kecamatan Belinyu 

118 Peningkatan Akses Sanitasi 

yang Layak 

Pekerjaan Umum DINPERKPP Kecamatan Belinyu 

119 Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Pengelolaan   

Persampahan 

Lingkungan Hidup DLH Kecamatan Belinyu 

120 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Belinyu 

121 Pembibitan dan perawatan 

ternak 

Pertanian Dinpertan Kecamatan Pemali 

122 Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Pengelolaan   

Persampahan 

Lingkungan Hidup DLH Kecamatan Pemali 

123 Pendidikan dan Pelatihan 

Non Formal 

Pertanian Dinpertan Kecamatan Pemali 

124 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan  DPUPRP Kecamatan Pemali 

125 Pengembangan sistem 

distribusi air minum 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Pemali 

126 Fasilitas Pupuk dan 

Pestisida 

Pertanian Dinpertan Kecamatan Pemali 

127 Pengadaan Sarana dan 

Prasarana teknologi 

Pertanian/ Perkebunan 

tepat Guna 

Pertanian Dinpertan Desa Zed 

128 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan  DPUPRP Desa Kemuja 

129 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

130 Pembangunan Saluran 

Pemukiman Riau Silip dan 

Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

131 Pembangunan Jembatan di 

Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

132 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kec. Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

133 Pembangunan Gedung 

Sekolah 

Pendidikan Dindikbud Kecamatan Riau Silip 

134 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kec. Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Desa Riau 
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NO USULAN KEGIATAN URUSAN OPD LOKASI 

135 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

136 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

137 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

138 Pembangunan Jembatan di 

Riau Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

139 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

140 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

141 Pengadaan Ambulans  Kesehatan Dinkes Desa Pangkal Niur 

142 Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan Riau 

Silip 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

143 Pembangunan posyandu Kesehatan Dinkes Kecamatan Riau Silip 

144 Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Pedesaan Di 

Kecamatan Riau Silip dan 

Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kecamatan Riau Silip 

145 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

146 Pembangunan sarana air 

bersih dan sanitary 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

147 Pembangunan Pagar 

Sekolah 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

148 Pembangunan sarana air 

bersih dan sanitary 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

149 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

150 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

151 Pembangunan 

Laboratorium IPA, Lab 

Multimedia dan Ruang 

Praktikum Sekolah 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

152 Pembangunan Gedung 

Sekolah (WC Sekolah) 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

153 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer dalam Kota Belinyu  

(Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

154 Pembangunan posyandu Kesehatan Dinkes Belinyu 

155 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 
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156 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Objek Wisata 

Pariwisata Dinparpora Belinyu 

157 Pembangunan Pagar 

Sekolah 

Pendidikan Dindikbud Belinyu 

158 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

159 Pembangunan Jembatan di 

Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

160 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Belinyu 

161  Pendampingan UMKM 

dengan Penyedia Modal 

Perindag   Belinyu 

162 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

163 Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Primer dalam Kota Belinyu  

(Swakelola) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

164 Pemeliharaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

165 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Belinyu 

166 Pemeliharaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

Lingkungan Hidup DLH Belinyu 

167 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kelurahan Belinyu 

168 Pembangunan/ Pemugaran 

Rumah Tidak Layak Huni 

Perumahan dan 

Permukiman 

DINPERKPP Belinyu 

169 Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan 

Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

170 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

171 Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

172 Pengadaan Penerangan 

Jalan Umum 

Perhubungan DPUPRP Belinyu 

173 Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Belinyu 

Pekerjaan Umum DPUPRP Kelurahan Air Asem 

174 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Pekerjaan Umum DPUPRP Belinyu 

175 Koordinasi Penyelesaian 

Masalah Perbatasan Antar 

Kelurahan 

Pemerintahan SETDA Belinyu 

176 Pembangunan posyandu Kesehatan Dinkes Belinyu 
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Secara lebih lengkap, rincian keterkaitan atau keselarasan tema RKPD 

Kabupaten Bangka tahun 2019 dengan isu pembangunan global serta beberapa 

dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. 

Keselarasan Tema RKPD Tahun 2019 

Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EKONOMI KETENAGAKERJA

AN 

Mengurangi 

kemiskinan dalam 

berbagai bentuk 

dan aspek 

  menjaga dan 

meningkatkan 

perekonomian daerah  

Reformasi ekonomi 

menuju 

perekonomian yang 

berbasis keunggulan 

kompetitif berupa 

peningkatan nilai 

tambah (value 

added) dari sektor-

sektor unggulan 

daerah  

  Membangun 

landasan yang lebih 

kuat untuk 

pertumbuhan 

ekonomi perdesaan 

yang berkelanjutan 

Inovasi dibidang 

Pertanian 

dengan 

Menggunakan 

Teknologi 

Pertanian untuk 

Mendorong 

Meningkatnya 

Daya Saing 

Daerah 

Percepatan 

Pembangun

an  ekonomi 

melalui 

industrialis

asi 

komoditas 

unggulan 

daerah dan 

pembangun

an 

pariwisata 

KETAHANAN 

PANGAN 

Ekonomi 

berkelanjutan,peke

rjaan penuh dan 

produktif dan 

pekerjaan yang 

layak untuk semua 

 Peningkatan nilai 

tambah ekonomi 

dan penciptaan 

lapangan kerja 

melalui pertanian, 

industri, pariwisata 

dan jasa produktif 

lainnya 

  Pembangunan 

kewilayahan 

Perlambatan 

pertumbuhan 

ekonomi, 

transformasi 

struktural 

ekonomi sektor 

unggulan, dan 

kualitas 

pertumbuhan 

ekonomi 

 Mendorong laju 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

yang dalam 

beberapa tahun ini 

cenderung 

mengalami 

perlambatan 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PENANAMAN 

MODAL 

 Pengurangan 

kesenjangan antar 

wilayah melalui 

penguatan 

konektivitas dan 

kemaritiman. 

  Belum 

signifikannya 

kunjungan 

wisatawan 

nusantara dan 

asing 

terbatasnya daya 

dukung pembiayaan 

jangka panjang dari 

sektor keuangan 

formal dalam 

pembangunan 

daerah melalui 

pengembangan 

skema mikro kredit 

tanpa agunan dan 

tanpa bunga 

  Membangun 

landasan yang lebih 

kuat untuk 

pertumbuhan 

ekonomi perdesaan 

yang berkelanjutan 

  Penguatan dan 

kerjasama yang 

kooperatif antar 

daerah untuk 

mengurangi 

kesenjangan dalam 

kebijakan 

perekonomian 

sehingga mampu 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

menjaga stabilitas 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

meningkatkan daya 

tahan terhadap 

krisis 

  Melambatnya 

pertumbuhan 

ekonomi melalui 

peran investasi di 

sektor agroindustri 

dan industri hilir 

pertanian 

  Pengaruh praktek 

liberalisasi 

perdagangan 

internasional pada  

beberapa sektor 

unggulan seperti 

pertanian, 

pariwisata, 

agroindustri  
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Lemahnya tata 

kelola kelembagaan 

ekonomi desa dan 

pengembangan 

kemitraan usaha 

sektor pertanian 

dalam rangka 

meningkatkan 

kesejahteraan 

petani lada, karet, 

kelapa sawit, ubi 

kasesa dan tapioka 

   Keterkaitan antar 

sektor 

perekonomian 

daerah yang masih 

rapuh sehingga 

berdampak pada 

kinerja sektor 

unggulan 

Mengurangi 

ketidaksetaraan 

dalam dan diantara 

negara-negara 

    

  

  Masih rendahnya 

akselerasi 

pembangunan 

sektor pariwisata 

daerah sebagai core 

bussines baru 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dalam 

perekomonian 

daerah 

SDM 

SOSIAL 

Mengkampanyekan 

pola hidup sehat 

dan 

mempromosikan 

kesejahteraan bagi 

semua pada segala 

usia 

Pembangunan 

manusia melalui 

pengurangan 

kemiskinan dan 

peningkatan 

pelayanan dasar 

pemenuhan kapasitas 

dan kualitas SDM 

Pembangunan 

kualitas SDM melalui 

peningkatan derajat 

pendidikan dan 

kesehatan 

masyarakat 

mendukung 

pelaksanaan 

pembangunan 

kemandirian lokal.  

Belum optimalnya 

kinerja pelayanan 

pendidikan dasar, 

menengah, dan 

kompetensi guru 

yang berkualitas 

  

  
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK 

Mengurangi 

kelaparan melalaui 

peningkatan 

ketahanan pangan, 

perbaikan gizi dan 

mempromosikan 

pertanian 

Berkelanjutan 

belum optimalnya 

kualitas kinerja 

pelayanan serta 

sarana dan 

prasarana 

kesehatan. 

  

KESEHATAN 

Memastikan 

kualitas pendidikan 

inklusif dan adil 

serta 

mempromosikan 

kesempatan belajar 

Pemberdayaan 

masyarakat desa dan 

kelompok 

masyarakat.  
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

seumur hidup bagi 

semua 

KB DAN KS 

Mempromosikan 

masyarakat yang 

damai dan Inklusif 

untuk 

pembangunan 

berkelanjutan, 

memberikan akses 

keadilan bagi 

semua dan 

membangun 

institusi yang 

efektif, akuntabel 

dan inklusif di 

semua tingkatan. 

KESENIAN 

PENDIDIKAN 

Mencapai 

kesetaraan gender 

dan 

memberdayakan 

semua Perempuan 

dan anak 

Perempuan 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFRASTRU

KTUR 

PERUMAHAN Membangun 

infrastruktur, 

mempromosikan 

pembangunan 

inklusif dan 

industrialisasi yang 

berkelanjutan dan 

mendorong inovasi 

    Mengurangi 

kesenjangan antar 

daerah (backwash 

effect) dan kelompok 

masyarakat 

Belum optimalnya 

pelaksanaan fungsi 

koordinasi, 

sinkronisasi, dan 

ketaatan terhadap 

RTRW dalam 

mewujudkan 

pembangunan 

yang terintegratif 

  Peningkatan 

infrastruktur 

Daerah, 

Pembangunan 

industri 

Menengah-Besar 

dan 

Pertumbuhan 

investasi 

PU DAN PR Membuat kota dan 

pemukiman 

manusia inklusif, 

aman, tangguh dan 

berkelanjutan 

ketersediaan dan 

kualitas 

infrastruktur yang 

belum memadai 

untuk menunjang 

pembangunan 

daerah 

  

PERHUBUNGAN Memastikan 

ketersediaan dan 

pengelolaan yang 

berkelanjutan 

sumber daya air 

dan sanitasi untuk 

Semua 

Pemantapan 

ketahanan energi, 

pangan dan sumber 

daya air. 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LINGKUNGA

N HIDUP 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Memastikan akses 

ke energi yang 

terjangkau, handal, 

berkelanjutan dan 

modern untuk 

semua 

      

Belum optimalnya 

pembangunan 

industrialisasi 

bidang pertanian, 

perkebunan, dan 

pertanian untuk 

meningkatkan 

nilai tambah. 

  

Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya 

Alam serta 

Pembangunan 

Berbasis 

Wilayah/Spasial 

dan Sektoral  Mengambil 

tindakan mendesak 

untuk memerangi 

perubahan iklim 

dan dampaknya 

Menghemat dan 

menggunakan 

sumber daya 

samudera, laut dan 

sumber daya 

kelautan untuk 

pembangunan 

berkelanjutan 

Melindungi, 

memulihkan dan 

mempromosikan 

pemanfaatan 

ekosistem darat, 

pengelolaan hutan 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

secara 

berkelanjutan, 

memerangi 

penggurunan, dan 

berhenti dan 

membalikkan  

degradasi lahan 

dan menghentikan 

hilangnya 

keanekaragaman 

hayati 

Memperkuat 

sarana pelaksanaan 

dan merevitalisasi 

kemitraan global 

untuk 

pembangunan 

berkelanjutan 

Memastikan pola 

konsumsi dan 

produksi secara 

Berkelanjutan 
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Dimensi 

Isu Strategis 

Strategi Tema 

SPM SDGs Prioritas RKP 2019 

Prioritas RPJMD 

Prov. Kep Bangka 

Belitung 

Prioritas RPJPD 

KAB. Bangka 

Evaluasi RPJMD 

Kab. Bangka 

2013-2018 

Tantangan 

Perekonomian 

Kab. Bangka 

Tahun 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BIROKRASI 

PEMDAGRI 

  

Stabilitas keamanan 

nasional dan 

kesuksesan pemilu 
  

Meningkatkan tata 

pemerintahan yang 

baik (good 

governance) dengan 

menempatkan aspek 

partisipasi, 

transparansi, 

aspiratif, 

bertanggungjawab, 

efektif dan adil, 

kesetaraan, 

supremasi hukum 

permasalahan 

kedisiplinan aparatur, 

kualitas atau kinerja 

aparatur serta 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 

Kompleksitas 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

Penataan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Pemerintahan 

dan 

Kepegawaian 

yang Efektif dan 

Efisien 

KOMINFO 

    

Peningkatan 

Pelayanan 

Proses Perizinan 

dan  Kepastian 

Berusaha 
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Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka ditetapkan tema 

pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2019 adalah “Percepatan 

Pembangunan  Ekonomi melalui Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah 

dan Pembangunan Pariwisata”. 

Makna tema:  

1. Percepatan pembangunan  ekonomi melalui industrialisasi komoditas unggulan 

daerah. 

Pada RPJMD lima tahun pertama dan kedua RPJPD Kabupaten Bangka 2005-

2025 pembangunan pertanian Kabupaten Bangka dititik beratkan kepada 

peningkatan produksi pertanian yang telah dilaksanakan baik  melalui 

intensifikasi maupun ekstensifikasi.  Pada RPJMD lima tahun ketiga RPJPD 

Kabupaten Bangka fokus pembangunan dilaksanakan melalui industrialisasi 

sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan tetap melanjutkan  program 

peningkatan produksi sektor unggulan dan program unggulan sebelumnya yang 

mendukung, diperkuat untuk mewujudkan  struktur perekonomian yang handal 

dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan karakteristik masing-

masing wilayah pedesaan dan kecamatan.    

Perekonomian Kabupaten Bangka tidak bisa dilepaskan dari pariwisata, 

pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan lain-lain yang  adalah 

merupakan sektor-sektor unggulan daerah. Fokus pembangunan industri 

dilaksanakan berbasiskan sektor unggulan pariwisata dan industri yang 

menggunakan bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.  

Karenanya fokus industrialisasi harus beriringan dengan peningkatan produksi 

dan produktivitas pertanian dan seluruh subsektornya untuk menjamin 

ketersediaan input industri.  

Khusus komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bangka  berupa kelapa 

sawit peningkatan produksi dan produktivitas akan dilakukan melalui program 

Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR), kerjasama Pemerintah Kabupaten Bangka,  

Perkebunan Kelapa Sawit Swasta, Perbankan dan masyarakat. Program ini 

sudah berjalan sejak 2014-2018 dan sudah dirasakan peran dan dampak besar 

terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelompoknya. Karenanya program 
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ini akan dilanjutkan dengan jumlah petani binaan dan luasan perkebunan rakyat 

yang   lebih besar.  Untuk komoditas  Lada peningkatan produksi dan 

produktivitas akan dilaksanakan melalui Program Resi Gudang Lada (Regula) 

atau Sistem Resi Gudang (SRG) yang bertujuan untuk memberdayakan petani 

lada Kabupaten Bangka mendukung Program Resi Gudang Provinsi, dimana 

petani mendapatkan kemudahan dalam menitipkan lada, petani mendapatkan 

pembinaan terkait pasca panen lada agar lada yang dihasilkan memiliki standar 

kualitas eksport dan mendapatkan pinjaman dari Lada yang disimpan. Selain itu 

dengan program ini petani bisa mendapatkan lada dengan harga yang tinggi. 

Sedangkan untuk komoditas karet peningkatan produksi dan produktivitas 

dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan karet  dengan sistem Kebun 

Karet Rakyat (KKR) mirip dengan KKSR untuk Kelapa Sawit. Pembinaan 

dilakukan oleh perusahaan swasta terkait kerjasama dan menjamin untuk 

membeli karet dari masyarakat binaan dengan harga yang baik.   

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian memiliki beberapa peranan 

yaitu mensejahterakan petani, menyediakan pangan, sebagai wahana 

pemerataan pembangunan, sebagai pasar input bagi pengembangan 

agroindustri, menghasilkan devisa, menyediakan lapangan pekerjaan, 

peningkatan pendapatan nasional, dan mempertahankan kelestarian sumber 

daya. Selain itu secara statistik dapat dilihat besarmya kontribusi sektor 

pertanian dan pariwisata dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka dimana 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi yang terus 

meningkat antara tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2016, peranan 

sektor/kategori ini mencapai 21,71 persen dari seluruh total PDRB Kabupaten 

Bangka. Subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar yang membentuk 

PDRB kategori pertanian yaitu  sebesar 10,67 persen dari total PDRB atau 49,16 

persen dari seluruh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Subsektor 

perikanan menjadi penyumbang peranan terbesar kedua dengan sumbangan 

sebesar 5,69 persen dari seluruh total PDRB di tahun 2015. Subsektor 

perkebunan  tidak hanya menjadi penyumbang peranan terbesar tetapi juga 

memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi.  



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 IV - 33 

 

Perkebunan memang menjadi pilihan bagi masyarakat Kabupaten Bangka 

sebagai salah satu penggerak perekonomian dengan produk utama lada, karet 

dan kelapa sawit. Subsektor perikanan juga memiliki potensi yang sama. Kondisi 

geografis Kabupaten Bangka yang mempunyai garis pantai yang panjang dan 

banyaknya industri penampung hasil laut untuk diolah mendorong subsektor 

perikanan untuk berkembang.  

Industrialisasi pertanian merupakan perubahan dari pertanian tradisional 

menuju pertanian modern yang memiliki nilai tambah. Aplikasi dari 

industrialisasi pertanian ini, menuntut perubahan yang signifikan dari 

modernisasi produksi manufaktur yang merupakan kegiatan untuk 

mentransformasikan produk dari petani ke tujuan akhir konsumen (yang 

meliputi kegiatan produksi dan prosesing) serta modernisasi distribusi dan 

koordinasi dalam rantai pasar pertanian.  Pengembangan agroindustri akan 

berdampak pada penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus 

pemerataan pembangunan. Pengembangan agroindustri diarahkan untuk : 

(1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap 

wilayah,  

(2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan 

agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang 

dikembangkan,  

(3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang 

nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang 

berkelanjutan,  

(4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-

subsitem agribisnis,  

(5) Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri 

pedesaan 

Untuk mencapaikan tujuan tersebut maka pengembangan agroindustri 

dilakukan melalui : 

(1) Pengembangan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi 

dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,  
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(2) Pengembangan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang 

didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan  

(3) Pengembangan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk 

meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Untuk bisa menjadi sektor unggulan lebih bernilai dan kompetitif diperlukan 

peningkatan daya saing atau nilai tambah dari semua sektor unggulan melalui 

pembangunan industri menengah dan besar yang tidak lain adalah bentuk-

bentuk investasi yang diharapkan dapat hadir di Kabupaten Bangka. 

Agroindustri dipilih sebagai fokus pembangunan Kabupaten Bangka karena 

sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan 

PDRB Kabupaten Bangka dari tahun 2012 sampai 2016. Walaupun subsektor 

industri logam dasar yang menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 

37,56 persen terhadap kategori industri pengolahan, namun subsektor industri 

makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar kedua dalam kategori 

industri pengolahan. Berbeda dengan subsektor industri logam yang 

kontribusinya cenderung menurun, subsektor industri makanan dan minuman 

dari tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Industri makanan 

dan minuman juga memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan 

subsektor penyusun kategori industri pengolahan lainnya. Sektor dengan 

kontribusi dan laju pertumbuhan yang besar dapat mendorong perekonomian 

lebih besar.  

Industri makanan dan minuman yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah 

indsutri minyak kelapa sawit. Jadi komoditi utama dari subsektor industri 

makanan dan minuman adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel (Inti Sawit) 

yang diproduksi oleh industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Bangka. 

Industri ini juga didukung oleh produksi tandan buah segar kelapa sawit yang 

cukup besar dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit baik milik perusahaan 

maupun perkebunan rakyat. Perusahaan pengolahan kelapa sawit juga 

melakukan inovasi produk untuk meningkatkan nilai tambah seperti Refined 

Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Palm Fatty Acid Distillate, Crude 

Palm Kernel Oil dan Palm Kernel Expeller.  Melihat besarnya daya dorong industri 
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ini dalam perekonomian Kabupaten Bangka maka akan dikembangkan juga 

industri pengolahan tanaman pangan, pengolahan tapioka, pengolahan karet 

dan lada sebagai komoditas unggulan pertanian Kabupaten Bangka.  

Industri makanan dan minuman unggulan lainnya adalah industri olahan lebih 

lanjut dari komoditi ikan seperti kerupuk, otak-otak dan hasil lainnya. Industri 

makanan olahan ini semakin berkembang didukung oleh perkembangan sektor 

pariwisata Kabupaten Bangka yang semakin dikenal oleh wisatawan dalam 

negeri maupun mancanegara. 

Dengan majunya investasi dan industri di Kabupaten Bangka diharapkan 

berdampak pada berkembangnya ekonomi kerakyatan yang notabene 

merupakan bentuk lembaga-lembaga ekonomi rakyat berupa koperasi yang 

berbasis potensi lokal, tumbuhnya simpul-simpul pemasaran produk, serta 

meningkatnya akses permodalan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat 

berkembang maksimal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.   

2. Percepatan pembangunan  ekonomi melalui Pembangunan pariwisata. 

Pembangunan  pariwisata yang dimaksud adalah pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK)  Pariwisata Sungailiat. Pengembangan ini dimungkinkan 

karena sesuai peruntukan tata ruang wilayah Kabupaten Bangka (RTRW) bahwa 

daerah sepanjang pantai timur Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi 

pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka 

dilakukan melalui penetapan (KEK) Pariwisata dengan tujuan memberikan 

dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan perekonomian 

Kabupaten Bangka.  Hal ini menjadi terwujud karena KEK  menawarkan 

sejumlah kemudahan bagi investor dalam berinvestasi mulai dari insentif fiskal, 

jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu pintu, hingga pembangunan 

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur  pendukung KEK melalui APBN akan 

diperoleh bagi daerah yang KEK nya sudah disetujui dan ditetapkan melalui 

peraturan pemerintah. Hal ini akan sangat berarti bagi daerah dalam kondisi 

APBD yang sangat terbatas dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang sangat 
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ketat oleh Pemerintah. Selain itu support yang didapatkan oleh daerah yang 

memiliki KEK  dari pusat adalah promosi dan publikasi pariwisata yang sangat 

luas ke manca negara, Eropa dan Asia  berdampak sangat besar dalam 

peningkatan jumlah wisatawan domestik dan wisatawan asing di daerah.  

Pembangunan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur 

konektivitas di wilayah sekitar KEK baik dari dan menuju KEK akan mudah 

didapatkan daerah melalui APBN. Infrastruktur dasar yang dimaksud berupa 

sarana listrik, air bersih, telekomunikasi, akses transportasi yang lancar, irigasi, 

sanitasi, persampahan, drainase, dan kebutuhan rumah layak huni. Sedangkan 

infrastruktur konektivitas dapat berupa jalan, jembatan, terminal, peningkatan 

kualitas dan kuantitas bandar udara serta pelabuhan laut guna memudahkan 

akses KEK.  

Dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka 

menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut sehingga 

diperlukan percepatan pembangunan. Pembangunan sektor-sektor unggulan 

selama ini juga berjalan dengan sangat lamban dikarenakan kondisi 

infrastruktur daerah yang masih kurang, baik kondisi jalan, pelabuhan, 

ketersediaan listrik dan sarana prasarana lainnya.  Karenanya percepatan 

pembangunan kebutuhan dasar maupun daerah sangat dibutuhkan dan menjadi 

perhatian yang sangat serius pada Tahun 2019 hingga beberapa tahun ke depan. 

Terutama dengan adanya rencana penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Pariwisata untuk wilayah pantai timur Kabupaten Bangka yang terbentang dari 

Tanjung Pesona hingga ke Pantai Rebo dengan luas ± 600 Ha. Bila penetapan 

KEK  Pariwisata Sungailiat bisa ditetapkan pada Tahun 2018, maka diperlukan 

pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung lainnya dari dan 

menuju wilayah KEK yang menjadi tanggung jawab daerah dan pemerintah. 

Khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan KEK 

Sungailiat di lahan seluas ± 600 ha  seutuhnya menjadi tanggungjawab dan 

wewenang konsorsium dan investor.   

Pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bangka pada 

tahun 2019 dan beberapa tahun ke depan dengan tujuan mengurangi 
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ketergantungan perekonomian Kabupaten Bangka dari timah yang cenderung 

memberikan dampak merusak lingkungan. Lambannya laju rehabilitasi 

lingkungan  dibandingkan kerusakan hutan dan lautan sekitar  akibat 

pertambangan telah menyebabkan banyaknya titik – titik banjir dan bertambah 

luasnya wilayah yang terdampak banjir yang memberikan kerugian ekonomi 

yang sangat tinggi pada kondisi perekonomian masyarakat yang melemah saat 

ini.   

Pertimbangan lain bagi Pemerintah Kabupaten Bangka memfokuskan pariwisata 

dalam pembangunan dikarenakan pertimbangan yang ditunjukkan besaran 

kontribusi sektor pariwisata dalam membentuk Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka yang dicerminkan dalam PDRB melalui 

penyediaan akomodasi dan makan minum, yang disusun oleh dua subsektor 

penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum. Penyediaan 

akomodasi bisa berupa hotel, penginapan, losmen, apartemen ataupun berbagai 

akomodasi jangka pendek lainnya. Sedangkan penyediaan makan minum dapat 

berupa restoran, rumah makan, penjual makanan keliling, jasa boga, kafe dan 

berbagai penyediaan makanan-minuman lainnya. Transformasi ekonomi 

Kabupaten Bangka dari sektor pertambangan ke pariwisata menjadi sangat 

mungkin dilakukan dengan melihat kecenderungan pergeseran nilai PDRB 

Kabupaten Bangka sektor pertambangan yang semakin menurun dan naiknya 

kontribusi sektor pariwisata secara signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir.  

Pada tahun 2016, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum 

berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bangka sebesar 2,50 persen dengan 

nilai tambah menurut harga berlaku sebesar 295,19 miliar rupiah. Besaran 

kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum ini 92,06 persen 

disumbangkan oleh subkategori penyediaan makan minum. Sedangkan 7,94 

persen sisanya merupakan kontribusi dari subsektor penyediaan akomodasi. 

Kategori ini semakin berkembang seiring dengan makin dikenalnya wilayah 

Kabupaten Bangka sebagai tujuan wisata. Daya tarik utama wisata pantai dan 

dibukanya beberapa wisata pantai baru mendukung peningkatan kontribusi 

sektor ini dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan subsektor penyediaan 
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akomodasi dan makan minum tercatat selalu positif antara tahun 2012 sampai 

2016. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori ini tercatat positif sebesar 

6,42 persen pada tahun 2016. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2015 yang tercatat sebesar 3,00 persen. Masing-masing subsektor 

penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga menunjukkan 

peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,31 persen dan 6,61 persen dari 

sebelumnya 2,19 persen dan 3,08 persen. Kategori ini dapat digunakan untuk 

menggambarkan sektor pariwisata yang saat ini menjadi salah satu alternatif 

pengembangan perekonomian Kabupaten Bangka. Peningkatan wisatawan akan 

meningkatkan nilai tambah sektor akomodasi maupun penyediaan makan 

minum. 

Investasi pembangunan akses jalan selain untuk mendukung pengembangan 

KEK Pariwisata dimaksudkan juga untuk memperlancar lalu lintas ekonomi, 

kemudahan jangkauan pemenuhan kebutuhan dan penjualan hasil produksi, 

sehingga dapat menjaga stabilitas kebutuhan pangan baik melalui penyediaan 

pangan dari luar maupun  peningkatan produksi hasil pangan daerah. 

Pembangunan Infrastruktur pertanian berupa pencetakan dan optimalisasi 

lahan sawah serta pembangunan irigasi juga tetap dilakukan dalam upaya 

peningkatan produksi padi yang menghasilkan beras sebagai pangan utama 

masyarakat Kabupaten Bangka.   

Seluruh pembangunan dilaksanakan merata dan berkelanjutan, maksudnya 

berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan generasi masa depan" dan dilakukan sesuai peruntukan ruang. Salah 

satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berwawasan 

lingkungan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa 

mengorbankan kebutuhan pembangunan   ekonomi dan keadilan sosial 

lingkungan, dan menghindari pencemaran lingkungan. Upaya pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang 

mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sebagai salah satu daerah penghasil 

tambang yang menyumbang devisa bagi negara, maka Kabupaten Bangka sangat 
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rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Penataan terhadap pemanfaatan  

ruang merupakan cara pengendalian terhadap kerusakan lingkungan serta cara 

untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antar masyarakat dan 

antar daerah. Penataan ruang menjamin pengelolaan sumber daya alam 

dilakukan  secara seimbang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.  

Pembangunan dilakukan sesuai dengan peruntukan ruang kawasan yang telah 

diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka. Penataan ruang bertujuan 

untuk  pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga dapat mengurangi 

kesenjangan yang terjadi antar wilayah sebagai salah satu dampak 

pembangunan.  Strategi pembangunan dilaksanakan dalam rangka perwujudan 

pemantapan sistem perkotaan, peningkatan akses pusat kota – pusat 

pertumbuhan ekonomi – kecamatan dan desa, Sistem Prasarana Wilayah, 

Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis diantaranya pengembangan Kawasan 

Budidaya, Kawasan Strategis Kabupaten, peningkatan kapasitas infrastruktur 

wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. 

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam 

rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan 

adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk 

setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam 

bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Karenanya 

pembangunan kewilayahan menjadi penting untuk mengoptimalkan masing-

masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu 

terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi 

dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan 

sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi di setiap wilayah dapat 

terwujud sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh 

wilayah. 

Persentase lahan kritis di Kabupaten Bangka semakin meningkat. Sementara 

laju kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut akibat aktivitas 
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pertambangan harus diminimalisir agar tidak berpengaruh terhadap sektor 

lainnya. Untuk itu percepatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan 

bekas pertambangan harus menjadi konsentrasi bagi seluruh pemangku 

kepentingan sebagai langkah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan 

pengelolaan sumber daya alam.  

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 

1) Alih fungsi hutan/lahan 

Pembangunan selalu akan berdampak pada banyaknya alih fungsi lahan.  

Salah satu upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan adalah 

dengan alih fungsi hutan yang selektif agar tidak berdampak pada 

kerusakan lingkungan. Alih fungsi hutan harus mengikuti ketentuan dan 

syarat yang ketat sesuai dengan peruntukkannya. Alih fungsi hutan/lahan 

yang tidak tepat akan berdampak bagi daerah sekitar, seperti menyebabkan 

terjadinya longsor, banjir dan lain-lain. 

2) Kerusakan wilayah pesisir 

Wilayah pesisir merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka. 

Potensi ini dapat dikembangkan pada sektor kelautan, pariwisata, 

perikanan dan lain-lain. Namun adanya kerusakan wilayah pesisir akan 

menghambat upaya pengembangan wilayah pesisir di berbagai sektor 

tersebut. Aktivitas penambangan di sekitar wilayah pesisir, berpotensi 

merusak hutan bakau dan terumbu karang yang ada dilaut. Oleh karena itu, 

perlu ada pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan pengembangan 

potensi lintas sektor dan pengendalian pertambangan yang merusak 

wilayah pesisir. 

3) Lahan Kritis dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Perbandingan antara perluasan lahan kritis dengan upaya reklamasi dan 

rehabilitasi lahan sangat besar dimana perluasan lahan kritis sangat cepat 

terjadi sedangkan upaya perbaikan sangat kecil dan lamban. Untuk 

mengatasi hal tersebut pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan 

dan rehabilitasi lahan kritis  melalui pertanian lahan kritis sehinga 
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mendapatkan 2 (dua) keuntungan secara bersamaan yaitu menurunnya 

luasan lahan kritis dan meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Bangka.  Selain itu kerusakan DAS dalam kurun 

lima tahun terakhir semakin meningkat baik dikarenakan penebangan 

bakau untuk kepentingan ekonomi maupun pemanfaatan DAS untuk 

kebutuhan pembangunan, misalnya tambak dan dermaga. Perusakan yang 

terjadi tidak sebanding dengan laju rehabilitasi melalui penanaman kembali 

DAS yang diupayakan, baik karena lamannya pertumbuhan bakau yang 

ditanam mapun oleh sangat sedikitnya luasan yang ditanam kembali.  

4) Pencemaran sungai dan wilayah pesisir 

Pencemaran sungai kini sudah mulai terjadi dengan adanya aktivitas 

penambangan di sekitar sungai, pembuangan sampah ke sungai dan 

menjadikan sungai tempat pembuangan limbah industri. Sungai yang 

dulunya menjadi salah satu sumber air untuk kebutuhan masyarakat sehari-

hari, kini tidak lagi bisa digunakan. Diperlukan adanya strategi pencegahan 

pencemaran sungai dengan sinergisitas antar daerah yang dilalui sungai, 

serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan 

perlindungan lingkungan sungai. 

5) Illegal Mining, Illegal Fishing dan Illegal Logging 

Besarnya potensi mineral timah, kelautan, dan kehutanan di Kabupaten 

Bangka menyebabkan munculnya berbagai praktek illegal dalam 

penambangan, pencurian ikan dan perambahan hutan. Kejahatan-kejahatan 

seperti ini membuat pengelolaan SDA tidak optimal dan menimbulkan 

dampak kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut secara luas.   

Permasalahan ini harus segera di atasi, baik secara preventif maupun 

represif melalui penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. 

Berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan 

pengelolaan SDA harus dilakukan secara kontinyu dan sanksi yang tegas 

agar menimbulkan efek jera. Praktek-praktek illegal mining yang melakukan 

penambangan tanpa izin, menambang di hutan lindung dan lain-lain, 

berpotensi akan merusak lingkungan dan hutan dan berpotensi kerugian 
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negara karena hasil tambang yang tidak terhitung pajaknya. Begitupula 

dengan pencurian ikan dan hasil laut lainnya serta perusakan terumbu 

karang lambat laun akan merusak laut dan mengurangi hasil tangkap 

nelayan. Praktek illegal logging pun masih menjadi persoalan tersendiri di 

daerah ini di tengah keterbatasan kawasan hutan di kepulauan ini.  

Dalam penyusunan tema rencana kerja pembangunan, Pemerintah Kabuapten 

Bangka juga memperhatikan keselarasan tema dimaksud dengan tema yang 

dirancang oleh pemerintah pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini 

bertujuan untuk tercapainya optimalisasi sasaran pembangunan.  Secara lebih 

spesifik gambaran keterkaitan tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 sengan 

tema RKP dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 

Keterkaitan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019  

dengan Tema RKP Tahun 2019 

TEMA RKP TAHUN 2019 

Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas 

TEMA RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan 

Konektivitas 

TEMA RKPD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 

Percepatan Pembangunan  ekonomi melalui industrialisasi komoditas unggulan 

daerah dan pembangunan pariwisata 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Rencana Pembangunan Tahun 2019 merupakan Program transisi dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 yang 

telah direview. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2019  dirumuskan 

berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, dan mengacu pada RPJMD Provinsi 

untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan 

provinsi   
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Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka adalah 

“Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Di Bangka 

Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan 

yang Baik Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera” . Visi ini dicapai melalui 

misi-misi sebagai berikut: 

MISI 1: Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

Secara kuantitatif ukuran pencapaian misi ini tentunya bisa dilihat pada sejauh 

mana Kabupaten Bangka mampu meningkatkan kontribusi Sektor Pertanian, Sektor 

Perdagangan, sektor Pariwisata, dan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 

daerah. Peningkatan PDRB daerah bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi-

potensi ekonomi lokal. Visi yang dicanangkan adalah menjadikan Kabupaten Bangka 

menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan maka titik berat pembangunan 

adalah pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan hasil-hasil pertanian 

dan perikanan serta pariwisata 

MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM 

Dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan  

MISI 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui 

penurunan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok, meningkatkan peran 

gender dalam pembangunan, upaya menurunkan angka kemiskinan serta  

ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Bangka. 

MISI 4 : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah meningkatnya ketersediaan prasarana 

transportasi seperti jalan, terminal, dermaga serta sarana lainnya dalam rangka 

meningkatkan akses listrik, telekomunikasi, dan ketersediaan air bersih, sanitasi serta 

rumah layak huni. 
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MISI 5 :Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif 

Dilaksanakan melalui terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan aman, 

nyaman dan damai. 

MISI 6: Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik menuju sistem tata pemerintah yang baik (good 

governance) 

Dilakukan melalui proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, 

pengelolaan keuangan daerah yang transparant dan akuntabel, pelayanan publik yang 

prima serta meningkatnya akses informasi bagi masyarakat.  

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan 

permasahalan pembangunan daerah.  Rumusan tujuan yang perlu dilakukan dalam 

menjalankan misi dan mencapai visi adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan 

2) Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat 

3) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

5) Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih 

kondusif 

6) Meningkatnya pemerataan Pembangunan Infrastruktur 

7) Peningkatan  Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang Berkualitas 

8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

9) Pemerintahan yang bersih dan melayani 

10) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan 

dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di 

Kabupaten Bangka. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten 

Bangka 2005-2025 dilaksanakan melalui 6 strategi makro, yaitu pembangunan 

ekonomi lokal dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM), pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan 
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sarana dan prasarana, penciptaan suasana aman, tertib, dan kondusif, serta 

penciptaan good governance.  

Di dalam RPJPD Kabupaten Bangka tahun 2005-2025 setiap tahapan 

perencanaan pembangunan dibagi dalam 5 tahap dimana setiap tahap berjangka 

waktu 5 (lima) tahun. Rencana pembangunan Tahun 2019 berada di dalam tahap 

pembangunan lima tahun ke tiga yaitu periode 2016-2020 dalam RPJPD Kabupaten 

Bangka 2005-2025 dimana arah pembangunan difokuskan kepada :  

1) Reformasi ekonomi menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif 

berupa peningkatan nilai tambah (value added) dari sektor-sektor unggulan 

daerah melalui pembangunan industri yang mengolah sektor unggulan daerah 

akan dikembangkan sebagai industri pendukung (supporting industries) dalam 

konteks pembangunan industri nasional yang menerapkan pendekatan 

pengembangan industri melalui konsep klaster-klaster dalam upaya membangun 

daya saing industri yang berkelanjutan.  

2) Pembangunan kualitas SDM melalui peningkatan derajat pendidikan dan 

kesehatan masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan kemandirian 

lokal.  

3) Pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat.  

4) Mengurangi kesenjangan antar daerah (backwash effect) dan kelompok 

masyarakat 

5) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, 

efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum 

6) Pembangunan kewilayahan 

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Bangka 

Tahun 2005-2025 dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  

Kabupaten Bangka 2019 berdasarkan RPJPD 2005-2025 

VISI:  

Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Di Bangka Belitung yang 

Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik Menuju 

Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera 
 

Misi 1 : 

Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1.1. 

Meningkatkan 

produktivitas, 

produksi 

pertanian dan 

perikanan 

1.1.1. 

Meningkatnya 

Kontribusi Sektor 

Pertanian terhadap 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

1.1.1.1.Meningkatkan 

nilai tambah sektor 

pertanian.  

1.1.1.1.1. Inovasi dibidang 

pertanian dengan menggunakan 

teknologi pertanian untuk 

mendorong meningkatnya daya 

saing daerah 

Misi 2 : 

Meningkatkan kualitas SDM 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

2.1. 

Meningkatkan 

Taraf Pendidikan 

Masyarakat 

2.1.1. 

Meningkatnya 

Akses Masyarakat 

terhadap Layanan 

Pendidikan yang  

Berkualitas 

2.1.1.1.Meningkatkan 

kompetensi guru dan  

tenaga kependidikan 

serta kualitas layanan 

pendidikan  

 

2.1.1.1.1 Peningkatan mutu dan 

sebaran tenaga kependidikan 

secara merata  

2.1.1.1.2. Peningkatan pendidikan 

non-formal berbasis komunitas  

2.2. 

Meningkatkan 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

2.2.1 

Meningkatnya 

Akses Masyarakat 

terhadap Layanan 

Kesehatan yang 

Lebih Berkualitas 

2.2.1.1.Meningkatkan 

standar kualitas 

pelayanan RSUD, 

puskesmas dan 

jaringannya  

 

2.2.1.1.1. Peningkatan 

standarisasi pelayanan RSUD, 

puskesmas dan jaringannya 

secara merata  

 

2.2.1.2.Meningkatkan 

kesehatan masyarakat 

berbasis keluarga dan 

masyarakat melalui 

upaya promotif dan 

preventif  

 

2.2.1.2.1 Peningkatan pelayanan 

kesehatan komprehensif yang 

lebih mengedepankan upaya 

promotif dan preventif, tanpa 

mengenyampingkan upaya kuratif 

dan rehabilitatif  

Misi 3 : 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

3.1. 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

3.1.1. Menurunnya 

Angka Kemiskinan 

3.1.1.1.Meningkatkan 

keterpaduan antar 

kelompok program 

3.1.1.1.1. Peningkatan, dan 

penyempurnaan program 

penanggulangan kemiskinan    3.1.1.1.2. Pemberdayaan 

masyarakat, diantaranya melalui 

peningkatan perekonomian desa 

dan kawasan perdesaan baik 

melalui pengembangan ekonomi 

yang sudah ada maupun dari 

potensi ekonomi desa yang ada.  
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3.2.Meningkatkan 

situasi keamanan 

dan ketertiban 

dalam berusaha 

yang lebih 

kondusif 

3.2.1. 

Meningkatnya 

Usaha Pariwisata 

yang Berbasis 

Kearifan Lokal 

3.2.1.1 Meningkatkan 

pengembangan 

destinasi dan atraksi 

wisata baru 

3.2.1.1.1 Mengembangkan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

pariwisata   

 

3.2.1.1.2. Memperlancar akses 

pengunjung ke destinasi dan 

atraksi wisata 

 

3.2.1.2. Meningkatkan 

kemitraan dalam 

pengembangan 

pariwisata  

3.2.1.2.1. Melakukan 

pemberdayaan terhadap 

kelompok sadar wisata dan desa 

wisata 

3.2.1.2.2. Mengembangkan 

kerjasama dan komunikasi  

dengan seluruh pemangku 

kepentingan sektor pariwisata, 

baik pada tingkat lokal maupun 

nasional 

Misi 4 : 

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

4.1. 

Meningkatnya 

pemerataan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

4.1.1. 

Meningkatnya 

Proporsi Panjang 

Jaringan Jalan, 

Jembatan, Drainase 

dan Irigasi dalam 

Kondisi Baik, 

Akses air minum 

yang aman dan 

akses sanitasi yang 

layak 

4.1.1.1.Meningkatkan 

akses cakupan 

terhadap layanan 

jalan dan jembatan,  

air minum, dan 

sanitasi yang layak 

serta ketersediaan 

perumahan  

 

4.1.1.1.1.Peningkatan 

ketersediaan dan cakupan 

pelayanan air minum dengan 

harga terjangkau serta sanitasi 

yang layak  

 4.1.1.1.2.Peningkatan pemenuhan 

perumahan yang layak huni bagi 

seluruh masyarakat, khususnya 

masyarakat berpenghasilan 

rendah  

4.1.1.1.3. Pembangunan dan 

rehabilitasi infrastruktur jalan, 

jembatan, drainase, irigasi dan 

pemukiman 

 
4.1.2. 

Meningkatnya 

Penataan 

Pemanfaatan 

Ruang 

4.1.2.1.Meningkatkan 

peran rencana tata 

ruang sebagai 

pedoman dalam 

pemanfaatan ruang 

kabupaten 

4.1.2.1.1.Fasilitasi Upaya ketaatan 

terhadap Rencana Tata Ruang  

 

4.2. Peningkatan  

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup dan 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Alam yang 

Berkualitas 

4.2.1. 

Meningkatnya 

Upaya Pelestarian 

dan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

4.2.1.1.Meningkatkan 

penanganan 

kerusakan lingkungan 

akibat pembangunan  

 

4.2.1.1.1.Rehabilitasi lahan 

kritis/terlantar, pengendalian 

kerusakan ekosistem dan 

kawasan bekas tambang.  

4.2.1.1.2.Penguatan mekanisme 

pemantauan & sistem informasi 

lingkungan hidup, peningkatan 

kapasitas pengelolaan lingkungan 

hidup dan penyelesaian 

peraturan, sengketa, kasus, tindak 

pidana serta perdata lingkungan 

secara tuntas  

Misi 5 : 

Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

5.1. 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

5.1.1. 

Meningkatnya 

Pendapatan 

Masyarakat 

5.1.1.1. Meningkatkan 

kualitas tata kelola 

perizinan di bidang 

investasi 

5.1.1.1.1. Mendorong 

pengembangan kelembagaan di 

bidang investasi daerah  

5.1.1.1.2. Peningkatan promosi 

potensi investasi daerah. 

Misi 6 : 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menuju 

sistem tata pemerintahan yang baik (good governance)  

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

6.1. 

Pemerintahan 

yang bersih dan 

melayani 

6.1.1. 

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

yang profesional, 

bersih dan 

transparan 

6.1.1.1.Meningkatkan 

manajemen Aparatur 

Sipil Negara secara 

efisien dan efektif 

dalam pelayanan publik 

secara profesional  

 

6.1.1.1.1. Pengembangan konsep 

reformasi birokrasi sebagai 

reformasi administrasi yang terdiri 

dari elemen regulasi , sumber daya 

manusia, teknologi informasi dan 

kontrol masyarakat, untuk 

menghasilkan pelayanan publik 

yang lebih jelas tolok ukurnya  

6.2. 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan Publik  

6.2.1. 

Meningkatnya 

pelayanan publik 

prima bagi seluruh 

masyarakat 

6.2.1.1. Menguatkan 

tata kelola pelayanan 

publik bagi seluruh 

masyarakat 

6.2.1.1.1. Peningkatan 

pengembangan inovasi dalam 

pelayanan public 

6.2.1.1.2.Menciptakan sinergitas 

antara pemerintah dan seluruh 

pemangku kepentingan pelayanan 

public 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah pembangunan tahun 

2019 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dengan  9 tujuan utama dan 13 

sasaran utama. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian 

sasaran pembangunan. 

Adapun keselarasan target sasaran pembangunan nasional, provinsi dan 

Kabupaten Bangka Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7.   

Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Nasional,  

Provinsi dan Kabupaten Bangka Tahun 2019 

NO. INDIKATOR MAKRO NASIONAL PROVINSI KABUPATEN 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5-6,0 5,2 5,66 

2 Angka Pengangguran (%) 4,8-5,1 4,02 3,97 

3 Angka Kemiskinan (%) 9,0-9,5 3,98 4,52 

4 Inflasi (%) 3,7 3,54 3,40 

5 Gini Rasio 0,38 0,29 0,275 

6 Indeks Pembangunan Manusia 72,10 70,53 71,69 
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Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran 

prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bangka 

2005-2025. Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagai dokumen rencana tahunan  diarahkan 

untuk mencapai  target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran dan target sasaran tahun 2019 

yang akan dicapai, disajikan pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8.   

Sasaran, Indiktor Sasaran dan Target Sasaran  

Kabupaten Bangka Tahun 2019 

No Sasaran Indikator Sasaran Target 

1 

Meningkatnya Kontribusi 

Sektor Pertanian terhadap 

Produk Domestik Regional 

Bruto 

Laju Pertumbuhan Sektor 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

5,66 

2 

Meningkatnya Akses 

Masyarakat terhadap 

Layanan Pendidikan yang  

Berkualitas 

Indeks Pembangunan Manusia 71,69 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,02 

Angka Harapan Lama Sekolah 12,43 

3 

Meningkatnya Akses 

Masyarakat terhadap 

Layanan Kesehatan yang 

Lebih Berkualitas 

Angka Harapan Hidup 70,58 

4 
Menurunnya Angka 

Kemiskinan 
Persentase Angka Kemiskinan 4,52 

5 

 

 

Meningkatnya Usaha 

Pariwisata yang Berbasis 

Kearifan Lokal 

Persentase Peningkatan Kunjungan 

Wisatawan 
5,60 

Spending Of Money 50 Milyar 

Length Of  Stay Wisatawan 3,05 

6 

Meningkatnya Proporsi 

Panjang Jaringan Jalan, 

Jembatan, Drainase dan 

Irigasi dalam Kondisi Baik, 

Akses air minum yang aman 

dan akses sanitasi yang layak 

Indeks Ketimpangan Wilayah 0,29 

7 
Meningkatnya Penataan 

Pemanfaatan Ruang 

Indeks Williamson 0,180 

Indeks Gini Rasio 0,262 

8 

Meningkatnya Upaya 

Pelestarian dan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

Penilaian Adipura 75,95 

Indeks Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah 
67,05 

9 
Meningkatnya Pendapatan 

Masyarakat 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,43 

Tingkat Inflasi 4,16 

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,07 

PDRB Per Kapita 
41.747 Ribu 

Rupiah 
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No Sasaran Indikator Sasaran Target 

10 

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang 

profesional, bersih dan 

transparan 

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten BB 

Hasil EKPPD terhadap LPPD ST 

Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD 

Tahun Sebelumnya 
WTP 

11 

 

Meningkatnya pelayanan 

publik prima bagi seluruh 

masyarakat 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat 69,28 

Tingkat Kepatuhan Terhadap 

standar Pelayanan Publik 

(Ombudsman) 

100 

 

Keselarasan RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 2017-2022 dan RPJMN 2015-2019 dapat dlihat pada tabel 4.9 

berikut ini. 
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Tabel 4.9. 

Keselarasan RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 

dan RPJMN 2015-2019 

RPJMN 2015-2019 
 

RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG 2017-2022  
RPJPD KABUPATEN BANGKA 2005-2025 

VISI :                                                          

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI, 

MAJU, ADIL DAN MAKMUR 

  VISI :                                                                            

BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG 

UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLTAN 

DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS 

TEKNOLOGI 

  VISI :                                                               

KABUPATEN BANGKA SEBAGAI PUSAT 

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI BANGKA 

BELITUNG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 

DAN DIDUKUNG OLEH TATA PEMERINTAHAN 

YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT MAJU, ADIL, 

DAN SEJAHTERA 

     
MISI: MISI: MISI: 

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

berdasarkan falsafah Pancasila 

Meningkatkan pembangunaan  ekonomi berbasis 

potensi daerah 

Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing  Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas 

daerah yang berkualitas 

Meningkatkan kualitas SDM 

Mewujudkan masyarakat demokratis 

berlandaskan hokum 

 Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan 

handal 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan 

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan 

bersatu 

 Meningkatkan kesehatan masyarakat  Mengembangkan sarana dan prasarana 

pendukung 

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan 

berkeadilan 

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan pembangunan demokrasi 

Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi 

yang kondusif 

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari  Meningkatkanpengendalian bencana dan kualitas 

lingkungan hidup 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik menuju sistem tata pemerintah yang baik 

(good governance) 

Mewujudkan Indonesia menjadi negara 

kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional 
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Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam 

pergaulan dunia internasional 

 

 

ARAH PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN ARAH PEMBANGUNAN 

Lebih memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pada  

1. pencapaian daya saing kompetitif 

perekonomian berlandaskan keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya 

manusia berkualitas serta  

2. kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 

 Kesejahteraan masyarakat, meningkatnya 

ekonomi daerah dan terpenuhinya kapasitas dan 

kualitas SDM.  Berdasarkan 3 (tiga) sasaran 

tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka 

tahun 2019 diarahkan pada  

A. menurunkan angka Pengangguran dan 

B. peningkatan pertumbuhan PDRB melalui 

penguatan sektor Pertanian dan Pariwisata. 

 1. Reformasi ekonomi menuju perekonomian yang 

berbasis keunggulan kompetitif berupa 

peningkatan nilai tambah (value added) dari 

sektor-sektor unggulan daerah melalui 

pembangunan industri yang mengolah sektor 

unggulan daerah,                                                                             

2. Pembangunan kualitas SDM melalui 

peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan 

masyarakat,                                                                         

3. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok 

masyarakat,                                                                                   

4. Mengurangi kesenjangan antar daerah dan 

kelompok masyarakat,                                                                  

5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik 

(good governance)                                                                      

6. Pembangunan kewilayahan 
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4.3. Prioritas Pembangunan 

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan 

prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2019, adalah:  

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan  industri 

sektor pertanian dan pariwisata. 

Penetapan prioritas ini difokuskan pada pengembangan berbagai industri 

berbasis komoditas unggulan daerah seperti Lada, Karet, Kelapa Sawit,  Casesa, 

dan berbagai industri lainnya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. 

Titik berat pembangunan adalah pada sektor pertanian, perikanan, industri 

pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan serta pariwisata.  Sektor 

Industri pengolahan diarahkan pada industri yang mampu memberi nilai 

tambah pada produk-produk pertanian lokal. Industri yang berhasil 

dikembangkan akan membawa dampak peningkatan PDRB daerah melalui 

peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan juga pariwisata.  Dilakukan 

melalui pemberian kemudahan berinvestasi, pengurusan perizinan, penyediaan 

input produksi yang memadai dan lain-lain. Selain itu percepatan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Bangka diupayakan melalui pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat dengan orientasi wilayah 

memanjang dari Pantai Jelitik, Pantai Rambak, Pantai Teluk Uber, Pantai  

Tanjung Pesona, Pantai Tikus Emas, Puri Tri Agung hingga Pantai Rebo dengan 

luas areal kurang lebih 600 Ha. Pengembangan KEK Pariwisata ini diharapkan 

akan memberikan multiplier effect yang akan memicu pertumbuhan ekonomi 

sektor-sektor lainnya. Konsep rencana pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat meliputi pariwisata, keagamaan, UMKM, 

agrowisata, pengembangan nelayan, pembentukan kampung wisata dan lain-lain 

utamanya mengembangkan wisata olah raga. Kebudayaan dan Pariwisata 

dikembangkan juga melalui peningkatan usaha pariwisata berbasis masyarakat 

dan pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan 

peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata melalui UMKM dan ekonomi 

kreatif lainnya. Prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk : 
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(1) Menguatkan kapasitas lembaga keuangan mikro, koperasi dan UKM 

berbasis komoditi daerah. 

(2) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 

(3) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 

(4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 

(5) Meningkatkan produksi dan mutu produksi pertanian 

(6) Pengembangan sentra-sentra usaha pertanian, perkebunan dan perikanan 

diseluruh kawasan 

(7) Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pertanian dan 

perikanan  

(8) Pengembangan industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan 

pemasaran. 

(9) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. 

(10) Meningkatkan daya beli masyarakat 

(11) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka 

Belitung. 

(12) Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(13) Mendorong dan menjamin kemitraan dengan pusat-pusat perdagangan 

(14) Revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif. 

2) Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.  

Prioritas ini dilakukan melalui Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan dengan tujuan untuk menurunkan persentase penduduk miskin dan 

tingkat pengangguran. Selain itu juga, penanggulangan kemiskinan juga 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman kumuh kota yang 

menjadi target nasional 100-0-100 pada tahun 2019. Pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dari pusat 

hingga ke daerah dengan menggunakan basis data kemiskinan terpadu melalui 

penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) 

dan menerapkan Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT) secara 

berkesinambungan. Sistem informasi penanggulangan kemiskinan ini  
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diharapkan mampu meningkatkan program bantuan non tunai kepada rumah 

tangga miskin, penyediaan jamban sehat bagi keluarga untuk meningkatkan 

akses sanitasi yang layak, penyediaan air besih serta penyediaan rumah layak 

huni bagi rumah tangga miskin atau berpenghasilan rendah secara efektif dan 

tepat sasaran. Secara umum, prioritas ini dilipih untuk : 

(1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka. 

(2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses 

pembangunan. 

(3) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka. 

(4) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat juga dilakukan di sektor 

Kesehatan, merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan 

kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, 

peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan 

dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: 

(1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka. 

(2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses 

pembangunan. 

(3) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka. 

Secara spasial, kesejahteraan sosial juga ditingkatkan melalui penataan 

pemanfaatan  ruang, melalui penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, 

perencanaan tata ruang sesuai secara baik dan  pengendalian pemanfaatan 

ruang. Sesuai dengan tujuan penataan ruang secara umum prioritas ini dipilih 

agar pembangunan yang dilaksanakan merata diseluruh kawasan sesuai 

peruntukannnya sehingga mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan 

antar daerah. Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan memelihara kualitas 

lingkungan hidup diseluruh kawasan.  Tahun 2019 diharapkan dapat 

dilaksanakan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Bangka  Tahun 

2010-2030 dan ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis 

Kecamatan Merawang yang akan menjadi pedoman bagi pemanfaatan ruang 
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wilayah hitteland Merawang pada tahun-tahun berikutnya. Pengembangan 

Kecamatan Merawang saat ini sangat pesat sehingga memerlukan arahan 

pembangunan yang disesuaikan dengan daya dukung lahan sehingga 

pembangunan perekonomian dapat dilaksanakan dengan meminimalkan 

dampak pengerusakan lingkungan. Saat ini Kabupaten Bangka sebagai salah satu 

Kabupaten yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang perkotaan yaitu 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat.  Melalui penataan 

pemanfaatn ruang ini diharapkan pembangunan infrastruktur dan saran 

prasaran dapat merata sesuai dengan peruntukan ruang sehingga kemanfaatan 

pembangunan infrastruktur tersebut bisa menjadi sangat mendukung upaya 

pembangunan.  

3) Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas.  

Prioritas ini dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan sektor pendidikan. 

Sasaran yang diharapkan dicapai melalui upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia antara lain meningkatkan angka melek huruf, angka lama sekolah, 

angka partisipasi murni,  angka partisipasi kasar dan  angka partisipasi sekolah. 

Investasi pendidikan sangat diperlukan karena peningkatan kualitas sumber 

daya manusia sangat menentukan sekali dalam berkompetisi dan bersaing 

dengan negara-negara lain. Selain itu Sumberdaya Manusia yang berkualitas 

akan memberikan multiplier effect bagi pembangunan perekonomian. Secara 

umum prioritas ini dipilih untuk: 

(1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka. 

(2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses 

pembangunan. 

(3) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka. 

4) Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

Pemerintahan.  

Prioritas ini dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan 

yang secara spesifik dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan 

yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien antara lain untuk : 
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(1) Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah 

(2) Penataan dan penegasan batas wilayah 

(3) Pengolahan data dan statistik daerah 

(4) Meningkatkan kompetensi SDM 

(5) Mengoptimalkan system informasi perencanaan, pengelolaan keuangan, 

pengawasan dan evaluasi secara terintegrasi 

(6) Menerapkan sistem Informasi pelayanan publik. 

Dengan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui Tata Pemerintahan yang 

baik (Good Governance ) maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, 

angka korupsi semakin rendah dan Pemerintah menjadi semakin peduli dengan 

kesulitan masyarakatnya.  Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan 

terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan 

efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat 

secara cepat, tepat dan professional. Melalui reformasi birokrasi maka 

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara professional, memiliki 

kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas 

serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, 

pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian. 

5) Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kualitas Mutu 

Lingkungan hidup.  

Prioritas ini dilakukan melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan 

berbasis masyarakat,  pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan 

hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak 

lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan 

masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pelestarian sumber 

air baku, luasan hutan konservasi serta perluasan jangkauan pelayanan 

persampahan. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi terutama di kota 

menyebabkan jumlah produksi sampah selalu tidak dapat dikejar oleh 

ketersediaan sarana prasarana persampahan yang ada. Keseriusan penanganan 
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sampah perlu ditingkatkan sebelum akhirnya menimbulkan dampak sangat 

buruk bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan dan masyarakat. Apalagi  

dengan bertambahnya titik-titik daerah rawan banjir di Kabupaten Bangka yang 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir dirasakan sangat merugikan masyarakat secara 

ekonomi dan finansial. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : 

(1) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber 

daya alam di perkotaan dan pedesaan. 

(2) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan. 

Transformasi ekonomi Kabupaten Bangka dari keterikatan pertambangan timah 

menuju pembangunan dan pengembangan pariwisata dan pengembangan 

sektor unggulan melalui agroindustri merupakan bentuk komitmen Pemerintah 

Kabupaten Bangka terhadap lingkungan. Kondisi ini didukung juga oleh adanya 

penurunan kontribusi sektor pertambangan dalam Product Domestic Regional 

Bruto Kabupaten Bangka yang harus bisa digantikan sektor lain yang 

mengedepankan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pariwisata 

adalah merupakan industri jasa yang paling mudah, murah, cepat, dan 

berkelanjutan. Keunggulan lokasi wisata di Kabupaten Bangka yang memiliki 

daya ungkit global, berpeluang membuat terobosan dengan melakukan 

transformasi tersebut. Pariwisata yang telah terbukti lebih murah, lebih cepat 

memberikan hasil dan telah menjadi penyumbang devisa nasional nomor dua. 

Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur ekonomi, ditandai 

dengan pergeseran dari satu sektor ekonomi kepada sektor ekonomi lainnya 

yang dapat mempengaruhi perubahan Product Domestic Regional Bruto pada 

suatu negara atau suatu daerah. Kondisi pasca timah yang menimbulkan sangat 

banyak   kerusakan lingkungan dikurangi melalui pengembangan industri 

pariwisata dan pemanfaatan lahan eks penambangan timah (lahan kritis) untuk 

pariwisata, pengembangan komoditas unggulan seperti Casesa serta komoditas 

perkebunan lain yang bisa dikembangkan di lahan kritis. Sementara sampai 

dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka sudah dapat mengembangkan 

penanaman padi sawah di lahan eks penambangan timah seperti di matras. 
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Untuk mendukung keseriusan dan komitmen ini Pemerintah Kabupaten Bangka 

telah melakukan kerjasama dengan Pemerintahan German melalui 

Bundensanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) / Federal Institute for 

Geosciences and Natural Resources German. Merupakan sebuah organisasi milik 

Pemerintah Jerman yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Lembaga Sosial Masyarakat /LSM 

Telapak Indonesia untuk melakukan penelitian tentang reklamasi lahan bekas 

tambang timah. Selain melakukan kerjasama dengan LSM Telapak dalam 

penelitian tersebut, BGR juga melakukan kerjasama dengan para ahli dari 

Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung. BGR ingin mendukung 

sustainable reclamation (reklamasi yang berkelanjutan) dengan transfer 

knowledge kepada daerah-daerah yang memiliki permasalahan dalam 

melakukan reklamasi bekas tambang timah. Kerjasama mencakup tatacara 

penambangan yang baik, kontrol lingkungan dan reklamasi sektor tambang  

timah laut di masa depan Provinsi Kepulauan Babel yang berlokasi di Kabupaten 

Bangka, penutupan tambang dan reklamasi lahan bekas tambang darat, 

manajemen sektor tambang, evaluasi teknis dan ekonomis terhadap produksi 

mineral ikutan pertambangan.  

6) Pembangunan infratsruktur pada kawasan pemukiman dan peningkatan 

konektivitas antar kawasan perekonomian potensial. Prioritas 

pembangunan sarana prasarana dilakukan  melalui pembangunan infrastruktur 

dasar seperti jalan dan jembatan, drainase, irigasi, sanitasi, penyediaan air 

bersih serta permukiman. Selain itu juga   pembangunan infrastruktur 

perdesaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Pengembangan 

kawasan agropolitan dan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu 

minapolitan yang selama ini telah dicanangkan, secara perlahan mulai kembali 

direalisir pada periode ini. Kawasan agropolitan yang dicirikan dengan kawasan 

pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha 

agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong 

kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. 
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Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan 

antar kawasan agropolitan dan pasar dapat dilaksanakan.  

Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2019 akan dititik beratkan juga untuk 

mendukung pariwisata khususnya di wilayah dari dan menuju Kawasan 

Ekonomi Khusus Pariwisata Sungailiat. Dukungan infrastruktur di wilayah ini 

tidak saja dilaksanakan melalui APBD tapi juga melalui APBN dan APBD 

Provinsi. Hal ini menjadi keharusan agar pembangunan dan pengembangan KEK 

Pariwisata Sungailiat segera beroperasi yang diharapkan  memberikan berbagai 

pengaruh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka. 

Secara umum prioritas ini dipilih untuk: 

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang 

pembangunan. 

(2) Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar  

(3) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis,  dan cepat 

tumbuh. 

Keselarasan antara prioritas nasional dan program daerah Pemerintah 

Kabupaten Bangka tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. 

Keselarasan Program Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas dengan Program Daerah  

No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

I PEMBANGUNAN MANUSIA 

MELALUI PENGURANGAN 

KEMISKINAN DAN 

PENINGKATAN PELAYANAN 

DASAR 

      

      

  
1. Percepatan Pengurangan 

Kemiskinan   

      
      

  a. Penguatan pelaksanaan 

bantuan sosial dan subsidi 

tepat sasaran 

Bantuan Pendidikan bagi Siswa dan 

Mahasiswa Miskin  

Kegiatan Pelaksanaan kerjasama 

secara kelembagaan di bidang 

pendidikan 

Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan 

DINDIKBUD 150 Orang Kab. Bangka 

  
    Perluasan Bantuan Pangan Non 

Tunai 

    
      

  

    Penyaluran Bantuan PKH Secara 

Non Tunai   

Kegiatan 

Pengentasan/Penanggulangan 

Keluarga Sangat Miskin (KSM/PKH) 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

DINSOSPEMDES 12 Bulan, 33 Orang Kab. Bangka 

  
    Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 

VA 

       

  
    Subsidi elpiji 3 kg        

  
    Dukungan TIK penyaluran non 

tunai (E-sosial) 

       

  

b. Penguatan sistem jaminan 

sosial 

Penguatan tata kelola Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

Kesehatan dan harmonisasi 

Ketenagakerjaan    

Kegiatan Penyelenggaraan UPT 

Jaminan Kesehatan 

 Program Upaya Kesehatan 

Perorangan 

DINAS KESEHATAN 13.500 Jiwa Kab. Bangka 

  

    Perluasan cakupan penerima 

Jaminan Kesehatan Nasional dan 

Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan 

    

      

  
c. Penguatan literasi untuk 

kesejahteraan 

Literasi informasi terapan dan 

inklusif       
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  
    Pendampingan masyarakat untuk 

literasi sosial 

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi 

Minat dan Budaya Baca 

Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan   
50 titik, 20 

sosialisasi 

Kab. Bangka 

  

    Pemerataan layanan perpustakaan 

berbasis inklusi sosial 

    

      

  

d. Pelaksanaan reforma agraria Penguatan Kerangka Regulasi dan 

Penyelesaian Konflik Agraria 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Penyelesaian Konflik-Konflik 

Pertanahan 

Program Penyelesaian Konflik-Konflik 

Pertanahan 

DINPERKPP 1 Paket Kab. Bangka 

  

    Penataan  Penguasaan  dan 

Pemilikan TORA  (termasuk 

pelepasan kawasan hutan)   

    

      

  

    Peningkatan Kualitas  Data 

Pertanahan     dan Legalisasiatas 

TORA    

    

      

  

    Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penggunaan, Pemanfaatan dan 

Produksiatas TORA  

    

      

  

    Kelembagaan Pelaksana Reforma 

Agraria Pusat dan Daerah  

    

      

  

e. Percepatan pemberian 

akseskelola sumber daya 

alam kepada masyarakat 

melalui perhutanan sosial 

Penyiapan prakondisi masyarakat 

pedesaan dan kawasan 

    

      

  

    Pengelolaan kolaboratif sumber 

daya hutan bersama masyarakat 

desa dan pengembangan usahanya 

    

      

  

    Peningkatan kapasitas institusi dan 

masyarakat dalam usaha 

perhutanan sosial 

    

      

  

2. Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat 
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

a.  Peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan 

Penyediaan  fasilitas  kesehatan 

dasar,rujukan berkualitas dan e-

kesehatan 

Kegiatan Pembangunan PUSTU Program Sumber Daya Kesehatan DINKES 2 Unit Desa Kemuja 

dan Desa 

Rukam Kec. 

Mendo Barat 

  
      Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas 

Program Sumber Daya Kesehatan DINKES 12 PKM Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Alat-Alat 

Kesehatan Rumah Sakit Syafrie 

Rachman 

Program Sumber Daya Kesehatan DINKES 1 Rumah Sakit Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana RSUD. DR. Eko Maulana Ali 

Program Sumber Daya Kesehatan DINKES 1 Rumah Sakit Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Rumah Sakit Pratama 

Puding Besar 

Program Sumber Daya Kesehatan DINKES 1 Rumah Sakit Kab. Bangka 

  

    Pemenuhan SDM Kesehatan Kegiatan Peningkatan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Program Pengembangan Sumber Daya 

Kesehatan 

DINKES 50 Orang peserta 

diklat, 502 org 

tenaga kesehatan 

yang memiliki STR 

dan memiliki 

SIP/SIK 

Kab. Bangka 

  

    Penyediaan dan peningkatan mutu 

farmasi dan alat kesehatan 

Kegiatan Pengadaan Obat dan 

Perbekalan Farmasi 

Program Obat dan Perbekalan 

Kesehatan 

DINKES 100% Kab. Bangka 

  

    Peningkatan efektivitas 

pengawasan obat dan makanan 

Kegiatan Peningkatan Pengawasan 

Keamanan Pangan dan Bahan 

Berbahaya 

Program Pengawasan Obat dan 

Makanan 

DINKES 150 PIRT Kab. Bangka 

  

b. Peningkatan kesehatan ibu, 

anak, dan keluarga 

berencana 

Penurunan kematian ibu  di 

fasyankes    

Kegiatan Pembinaan Fasilitas 

Pelayanan KIA, Peningkatan Kinerja 

dan Monev Pelaporan 

Program Peningkatan Keselamatan 

Ibu Melahirkan dan Anak 

DINKES 100% Kab. Bangka 

  
    Penurunan kematian bayi      
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

    Peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi dan keluarga berencana 

Penyuluhan, Pembinaan dan 

Pelayanan Akseptor Keluarga 

Berencana 

Program Keluarga Berencana DINAS  KBP3A 53.235 akseptor Kab. Bangka 

  

c. Pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

Pencegahan dan  pengendalian 

HIV/AIDS, TB dan Malaria 

Kegiatan Penanggulangan Penyebaran 

HIV/AIDS 

Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit 

DINKES 2 Kegiatan Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pencegahan Penularan 

Penyakit Endemik/ Epidemik 

Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit 

DINKES 4000 slide 

27711 rmh 

290000 Orang 

Kab. Bangka 

  
      Kegiatan Pelayanan pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular 

Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit 

DINKES 266 kasus Kab. Bangka 

  
    Pengendalian penyakit tropis 

terabaikan 

       

  
    Pencegahan dan  pengendalian 

penyakit tidak menular 

Kegiatan Pengendalian Faktor Resiko 

Penyakit Tidak Menular (PTM) 

Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit 

DINKES 85 pos 

18925 org 

Kab. Bangka 

  
    Imunisasi dasar lengkap Kegiatan Peningkatan Imunisasi Program Pencegahan dan 

Pemberantasan penyakit 

DINKES 77 Desa/Kel Kab. Bangka 

  
d. Percepatan penurunan 

stunting 

Peningkatan pendidikan gizi        

  
    Penguatan surveilans gizi Kegiatan Penanggulangan Masalah 

Gizi Kesehatan Masyarakat 

Program Perbaikan Gizi Mayarakat DINKES 25% Kab. Bangka 

      Pemberian suplementasi gizi        

  
e. Penguatan “Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat” 

Peningkatan kualitas  lingkungan 

sehat 

Kegiatan Pengkajian Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

Program Lingkungan Sehat DINKES 63698 KK Kab. Bangka 

  
      Kegiatan Intensifikasi Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) 

Program Lingkungan Sehat DINKES 15 DEsa/Kel Kab. Bangka 

  
    Peningkatan konsumsi  pangan 

sehat 

       

  
     Peningkatan aktivitas fisik        

  
3. Pemerataan Layanan 

Pendidikan Berkualitas  

         

  
a. Penyediaan pendidik yang 

berkualitas dan merata  

Pendidikan/Pelatihan Kompetensi 

Pendidik 

Kegiatan Diklat Berjenjang bagi 

Pendidik PAUD 

Program Pendidikan Anak Usia Dini DINDIKBUD 8 Sekolah Kab. Bangka 
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

      Kegiatan Diklat Penguatan Kepala 

Sekolah SD dan SMP Negeri 

Program Peningkatan Mutu 

Kependidikan dan Tenaga 

Kependidikan 

DINDIKBUD 170 Orang Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi 

Pendidik untuk memenuhi standar 

kompetensi 

Program Peningkatan Mutu 

Kependidikan dan Tenaga 

Kependidikan 

DINDIKBUD 65 Orang Kab. Bangka 

  

    Penilaian Kinerja Pendidik  Kegiatan Pemilihan Guru, Kepala 

Sekolah dan Pengawas Berprestasi 

TK,SD, SMP Negeri/Swasta 

Program Peningkatan Mutu 

Kependidikan dan Tenaga 

Kependidikan 

DINDIKBUD 65 Orang Kab. Bangka 

  
    Distribusi dan Pemerataan Pendidik           

  

    Sertifikasi Pendidik Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi 

Pendidik 

Program Peningkatan Mutu 

Kependidikan dan Tenaga 

Kependidikan 

 300 Orang Kab. Bangka 

  

b. Penyediaan afirmasi 

pendidikan 

Bantuan  biaya  Pendidikan  bagi 

siswa dan mahasiswa di daerah 3T 

dan Papua 

    

      

  

    E-learning dan Sarana Prasarana di 

Daerah 3T dan PT Luar Jawa 

    

      

       Pembelajaran kontekstual daerah           

  
c. Penguatan kelembagaan 

satuan pendidikan 

      
      

      Penilaian Mutu Satuan Pendidikan           

  
    Peningkatan Kapasitas Pengelola 

Satuan Pendidikan    

    
      

  
    Pengelolaan Pendidikan Berbasis 

Satuan Pendidikan    

    
      

  
d. Peningkatan kualitas 

pembelajaran dan akademik 

      
      

  

     Hasil Penelitian, Publikasi Dosen, 

dan Pengembangan  Bidang 

Unggulan     

    

      

  
    Penerapan Kurikulum dan 

Pendidikan Karakter    

Kegiatan Peningkatan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Program Manajemen Pelayanan 

Pendidikan 

DINDIKBUD 42 Orang Kab. Bangka 
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

4. Peningkatan Akses 

Masyarakat 

terhadap   Perumahan   dan 

Permukiman Layak 

         

  

a.  Penyediaan akses hunian 

Layak 

dan terjangkau 

Penyediaan hunian layak dan 

terjangkau    

Kegiatan Pembangunan/Pemugaran 

Rumah Tidak Layak Huni 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

DINPERKPP 30 Unit Kab. Bangka 

      Peningkatan kualitas hunian           

  
    Fasilitasi pembiayaan perumahan 

MBR    

    
      

  

    Pengentasan perumahan dan 

permukiman kumuh   

Pembersihan Pemeliharaan Drainase 

Lingkungan Kawasan Permukiman 

Kumuh di Kecamatan Sungailiat  

Program Pengentasan Kemiskinan 

Perkotaan 

DINPERKPP 1 Paket Kab. Bangka 

  

      Pembersihan Pemeliharaan Drainase 

Lingkungan Kawasan Permukiman 

Kumuh di Kecamatan Belinyu 

Program Pengentasan Kemiskinan 

Perkotaan 

DINPERKPP 1 Paket Kab. Bangka 

  

b. Penyediaan akses 

infrastruktur 

dasar permukiman layak 

Penyediaan akses air minum layak Kegiatan Pengembangan sistem 

distribusi air minum 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah 

DINAS PU 2 SPAM Kec. Mendo 

Barat dan  Kec. 

S.Liat 

  

    Penyediaan akses sanitasi layak Kegiatan Peningkatan Akses Sanitasi 

yang Layak 

Program Peningkatan Kinerja 

Pengelolaan Air Minum Dan  Air 

Limbah 

DINPERKPP 3 Paket Kab. Bangka 

  
c. Peningkatan kualitas 

lingkungan di permukiman 

Penanganan dan penyediaan 

infrastruktur B3  

    
      

  

    Peningkatan kualitas udara dan 

pengurangan emisi GRK perkotaan 

    

      

  
    Restorasi lingkungan tercemar B3     

      

  
    Peningkatan kualitas air dan 

tutupan lahan perkotaan  

    
      

  

     Pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dalam pengelolaan 

limbah    
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  
5. Peningkatan Tata Kelola 

Layanan Dasar  

      
      

  
a. Penguatan layanan dan 

rujukan satu pintu 

Pengaduan program terpadu     
      

  
    Verifikasi–Validasi Data Penduduk Kegiatan Pengembangan SIAK 

Layanan 

Program Penataan Administrasi 

Kependudukan 

DINDUKCAPIL 320 orang Kab. Bangka 

  
    Pendampingan Masyarakat     

      

  

b. Penguatan integrasi sistem 

administrasi kependudukan 

dan catatan sipil  

      

      

  
    Percepatan kepemilikan   akta 

kelahiran   

    
      

  

    Peningkatan pemanfaatan data 

kependudukan  untuk  pelayanan 

publik 

    

      

  

    Peningkatan ketersediaan dan 

kualitas statistik hayati yang akurat 

bagi pembangunan lintas 

sektor 

    

      

  
c.  Percepatan Pencapaian SPM 

di daerah 

      
      

  

    Penataan regulasi dan kelembagaan 

untuk implementasi SPM   

    

      

  
    Peningkatan kapasitas aparatur 

daerah 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Non Formal 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 79 Orang Luar Daerah 

  
      Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Struktural bagi PNS Daerah 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 135 Orang Luar Daerah 

  

      Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan pemerintahan dalam 

negeri 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 40 Orang Luar Daerah 
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Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  
      Kegiatan Diklat Manajemen 

Pembangunan Daerah 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 43 Orang Sungailiat 

  
      Kegiatan Diklat Manajemen Keuangan 

Daerah 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 66 Orang Sungailiat 

  
      Kegiatan Diklat Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 66 Orang Sungailiat 

  

      Kegiatan Worksop penyusunan 

Standar kompetensi  Jabatan 

Pelaksana ASN 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 111 Orang Sungailiat 

  
      Kegiatan Worksop penyusunan 

indikator kinerja individu ASN 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 111 Orang Sungailiat 

  
      Kegiatan Worksop Standar 

kompetensi teknis ASN 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

BPKPSDMD 111 Orang Sungailiat 

  

    Pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber-sumber pendanaan untuk 

SPM 

    

      

  
    Monitoring dan evaluasi SPM     

      

  
          

      

II PENGURANGAN KESENJANGAN 

DAERAH MELALUI PENGUATAN 

KONEKTIVITAS DAN 

KEMARITIMAN 

      

      

  1 Peningkatan Konektivitas       
      

  a.  Pengembangan pelabuhan 

hub   Pelabuhan Batam dan 

feeder tol laut 

Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung     

      

      Pelabuhan Tanjung Priok           

      Pelabuhan Tanjung Perak           

      Pelabuhan Bitung     
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Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  b. Pembangunan transportasi 

multimoda 

Jalan  Akses  Ke  Pelabuhan  dan 

Bandara 

    
      

      Pembangunan dan Pengembangan 

Transportasi Perkeretaapian 

    

      

      Pembangunan Jalan Tol     
      

  c. Pembangunan bandara Wamena, Timika, Sorong, 

Manokwari, Nabire,   Jayapura, 

Dekai, Oksibil, Merauke 

    

      

      Penyediaan Sarana Transportasi 

hasil produk dalam negeri (N-219)\ 

    

      

      Penyediaan Sarana Transportasi 

Ampibi (N-219A) 

    
      

  d. Pembangunan transportasi 

perkotaan 

MRT, LRT Jadetabek, LRT Medan, 

LRT Palembang 

    

      

  e. Keselamatan transportasi   Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light 

dan Rambu-rambu Lalu Lintas 

Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Traffic Light 4 Unit, 

Warning Light 5 

Unit, Rambu Lalu 

Lintas 20 Unit 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Penerangan 

Jalan Umum 

Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Penggantian PJU 

lama dan perbaikan 

250 Unit, 

Penggantian KWH 

40 Unit , 

Pembayaran Token 

Listrik 12 Bulan 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi 

Alat Uji Kendaraan Bermotor 

Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah alat uji 

kendaraan 

bermotor yang 

dipelihara dan 

dikalibrasi 

Kab.Bangka 
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Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

        Kegiatan Pengendalian Disiplin 

Pengoperasian Angkutan Umum di 

Jalan Raya 

Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan  

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah layanan 

pengendalian 

disiplin 

pengoperasian 

angkutan umum 

dijalan raya yang 

tertangani 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu 

Lintas 

Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan  

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah peserta 

yang mengikuti 

sosialisasi 

keselamatan lalu 

lintas 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Pengadaan Perlengkapan 

Petugas LLAJ di Lapangan 

Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan  

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah 

perlengkapan 

petugas LLAJ di 

Lapangan yang 

tersedia 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Forum Koordinasi Bidang 

Lalu Lintas dan angkutan Jalan 

Program Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah  Program 

Kerja Forum LLAJ 

yang 

diselenggarakan 3 

Kali 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana 

dan Fasilitas Perhubungan 

Program Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Unit Mobil Crane Kab.Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Zona Selamat 

Sekolah 

Program Pembangunan Prasarana dan 

Fasilitas Perhubungan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah Zona 

Selamat Sekolah 

yang dibangun 3 

Lokasi (Jalan 

Pemuda, jalan 

imam bonjol SD 25 

Sungailiat) 

Sungailiat 

        Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu 

Lalu Lintas 

Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

352 Unit Sungailiat 
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Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

        Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan 

Umum 2 lengan 

Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

180 Buah lampu 

penerangan jalan 

umum 2 lengan 

Kab.Bangka 

        Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan 

Umum yang berbasis tiang PLN 

Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1000 Buah 

Penerangan Jalan 

Umum yang 

berbasis tiang PLN 

Kab. Bangka 

        Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan 

Lingkungan di Desa dan Kelurahan 

Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

900 Buah 

Penerangan Jalan 

Lingkungan di Desa 

dan Kelurahan 

Kab. Bangka 

        Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

14.000 meter untuk 

Marka Jalan 

(A.Yani, Pemuda, 

Imam Bonjol, cokro 

aminoto, depati 

bahrin, ) 

Sungailiat 

        Kegiatan Pengadaan Traffic Light Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Lokasi Sungailiat 

  2 Pengembangan 

Telekomunikasi dan 

Informatika 

         

  a. Penyediaan infrastruktur 

telekomunikasi 

Penyediaan Akses Internet Kegiatan Pemeliharaan dan Updating 

Web Pemkab. Bangka 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

Pemeliharaan dan 

Updating Web 

Pemkab. Bangka 

yang tertangani 12 

Bulan 

Sungailiat 

        Kegiatan Penyebarluasan informasi 

secara elektronik 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

penyebarluasan 

informasi 

pemerintah daerah 

secara eletronik 

yang tertangani 

Sungailiat 
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Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

        Kegiatan Pengadaaan Alat Studio dan 

Komunikasi 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah alat studio 

dan komunikasi 

yang tersedia 

Sungailiat 

        Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 

Pemancar TV 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

pemeliharaan 

peralatan 

pemancar TV yang 

tertangani 

Sungailiat 

        Kegiatan Pembinaan Kelompok 

Informasi Masyarakat 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

pembinaan 

Kelompok 

Informasi 

Masyarakat yang 

tertangani 

Sungailiat 

        Kegiatan Penyampaian informasi 

melalui tatap muka 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

penyampaian 

informasi secara 

tatap muka yang 

tertangani 

Sungailiat 

        Kegiatan Peningkatan pelayanan  

keterbukaan informasi publik  

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

Jumlah layanan 

penyebarluasan 

informasi 

pemerintah daerah 

secara eletronik 

Kab. Bangka 

      Pembangunan BTS Kegiatan Pengawasan dan 

Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 

Program Pengawasan dan 

Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Jumlah pos dan 

telekomunikasi 

(BTS) yang diawasi 

Kab. Bangka 

  b. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Informatika 

Peluncuran Satelit Mikro LAPAN A-

4 Oleh LAPAN 

Kegiatan Pembinaan dan 

Pengembangan Jaringan TIK 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

34 OPD Kab. Bangka 

  c. Pengembangan Infrastruktur 

TIK menuju e-Digital 

  Kegiatan Pengembangan dan 

Pendayagunaan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

7 Aplikasi Sungailiat 

        Kegiatan Survey pendataan TIK USO 

(Universal Service Obligation) 

Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

20 Desa Kab. Bangka 
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        Kegiatan Pembangunan Data Center Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pelatihan dan Pembuatan 

Wiebsite Desa 

Program Fasilitasi Pengembangan 

SDM Bidang Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 

25 desa yang 

dilatih dan dibuat 

Website Desa 

Kab. Bangka 

  3 Pengembangan Pusat 

Kegiatan Ekonomi di Wilayah 

Timur dan Pembangunan 

Desa 

         

  a. Pengembangan pusat 

kegiatan ekonomi di wilayah 

Timur 

Percepatan Pembangunan dan 

Rehabilitasi Jalan  penghubung 

Kab/Kota 

       

      Percepatan Pembangunan dan 

rehabilitasi jembatan penghubung 

Kab/Kota 

       

      Pembangunan Pelabuhan/Dermaga        

      Penyediaan Akses Internet        

  b. Peningkatan Aksesibilitas di 

Desa 

Pendampingan dan Pembinaan ke 

Desa 

Kegiatan Pembinaan Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) SPP 

Program Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Pedesaan 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

5  UPK – SPP Kab. Bangka 

        Kegiatan Peningkatan Pengelolaan 

Administrasi Keuangan Desa 

Program Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Membangun Desa 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah Juklak dan 

Juknis Pengelolaan 

Keuangan Desa 

yang disusun 

Kab. Bangka 

      Penguatan Kelembagaan Desa dan 

Kerjasama Desa 

Kegiatan Peningkatan  Manajemen  

Badan Usaha Milik Desa 

Program Pengembangan Lembaga 

Ekonomi Pedesaan 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

62 BUMDes Kab. Bangka 

        Kegiatan Bimtek Penyusunan 

Peraturan Desa dan Penyusunan 

LPPDesa (Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa) 

Program Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

62 Orang/62 Desa Kab. Bangka 
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        Kegiatan Pembinaan Profil 

Desa/Kelurahan 

Program Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

81 Desa/Kelurahan Kab. Bangka 

        Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM 

Karang Taruna 

Program Pemberdayaan Sosial 

Budaya dan Usaha Ekonomi Desa 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

62 Karang Taruna Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembinaan Sarjana 

Membangun Desa 

Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Pedesaan  

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

62 Desa Kab. Bangka 

        Kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Sarjana Membangun Desa 

Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Pedesaan  

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

62 Orang Kab. Bangka 

      Penyediaan dan Perluasan 

Aksesibilitas Desa kepada Pusat 

Kegiatan Ekonomi, Pusat 

Pemerintahan dan Pelayanan Dasar 

Perluasan SPAM Desa Penagan di Kec. 

Mendobarat 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Peningkatan SPAM Desa Kualo di Kec. 

Sungailiat 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jalan 

Kecamatan Sungailiat 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Mendo Barat 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Belinyu 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Riau Silip 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 
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        Kegiatan Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Bakam 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jalan Di 

Kecamatan Puding Besar 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pembangunan Jembatan di 

Kecamatan Belinyu 

Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Riau Silip 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Mendo Barat 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan 

Dalam Kecamatan Merawang 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 

Dalam Kecamatan Sungailiat 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 

Dalam Kecamatan Belinyu 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 
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Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

        Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 

Dalam Kecamatan Merawang 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

  c. Pengembangan Kawasan 

Perdesaan, termasuk 

Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional (KPPN) dan 

Kawasan Transmigrasi 

Fasilitasi  Penyusunan  Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan 

       

      Fasilitasi Pembentukan   dan 

Penguatan Kelembagaan 

Pembangunan Jalan dan Jembatan 

di Dalam dan Antar Kawasan 

Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pedesaan Di Kecamatan Sungailiat dan 

Pemali 

Program Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pedesaan Di Kecamatan Mendobarat 

dan Merawang 

Program Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pedesaan Di Kecamatan Belinyu dan 

Riau Silip 

Program Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Pedesaan Di Kecamatan Puding Besar 

dan Bakam 

Program Pembangunan Infrastruktur 

Pedesaan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

      Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Sentra Produksi, Industri 

Pengolahan, dan Pemasaran 

Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Program Pengembangan dan 

Pemasyarakatan Teknologi Tepat 

Guna 

Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Gelar Teknologi 

Tepat Guna  2 kali 

Kab. Bangka 

      Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Perumahan dan 

Permukiman Kawasan 

Pembangunan Saluran Pemukiman 

Sungailiat dan Pemali 

Program Lingkungan Sehat 

Perumahan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Pembangunan Saluran Pemukiman 

Riau Silip dan Belinyu 

Program Lingkungan Sehat 

Perumahan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 

        Pembangunan Saluran Pemukiman 

Mendobarat dan Merawang 

Program Lingkungan Sehat 

Perumahan 

Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

1 Paket Kab. Bangka 
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Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

      Peningkatan Kapasitas SDM untuk 

Pengembangan Inovasi dan 

Kreativitas Lokal 

       

      Fasilitasi pengembangan kerjasama 

antardaerah dan kerjasama 

pemerintah dan swasta 

       

      Pengembangan Kelembagaan 

Perdesaan, Kerjasama Antar Desa, 

dan Kerjasama Antar Kawasan 

Perdesaan 

       

  4 Pembangunan Daerah 

Afirmasi 

         

  a. Percepatan pembangunan 

Provinsi Papua dan Papua 

Barat\ 

Penyediaan Energi Baru 

Terbarukan 

       

      Pengembangan Ekonomi Kawasan 

Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

       

      Pengelolaan PLBN        

      Penyusunan Rencana Detil Tata 

Ruang Kawasan Perbatasan 

       

      Penyelesaian Ruas Jalan Trans 

Papua dan Papua Barat 

       

      Hilirisasi komoditas unggulan lokal 

Papua 

       

      Pengembangan moda transportasi 

untuk pelayanan pendidikan dan 

kesehatan secara mobile 

       

      Akses Pengembangan Energi Skala 

Kecil 

       

  b. Pembangunan daerah 

tertinggal dan kawasan 

perbatasan 

Pembangunan Jalan Pararel 

Perbatasan 

       

      Pembangunan Jalan Non Status           
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Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

      Pembangunandan Pengembangan           

      Simpul-simpul Transportasi           

      Penyediaan Sarana Transportasi 

dan Keperintisan 

    
      

      Pembangunan BTS           

      Penyediaan Akses Internet           

      Penyelenggaraan Penyiaran Radio 

dan Televisi 

    
      

  c. Perluasan Aksesibilitas di 

Wilayah Kepulauan 

Pembangunan Angkutan 

Penyeberangan 

    
      

      Pembangunan Pelabuhan dan Poros 

Penghubung 

    
      

      Subsidi Keperintisan           

  d. Penangan Kawasan Rawan 

Bencana 

Pembangunan Serta Penyediaan 

Logistik dan Peralatan Kebencanaan 

    
      

      Pembangunan infrastruktur 

mitigasi bencana 

    
      

      Penyediaan Sistem Peringatan Dini           

      Penyediaan Layanan Dasar Data 

dan Informasi Bencana 

    
      

      Pengembangan teknologi 

kebencanaan 

    
      

      Penataan ruang kawasan rawan 

bencana untuk meningkatkan 

kapasitas kawasan 

    

      

      Pembentukan Masyarakat Tangguh 

Bencana pada  daerah risiko 

bencana tinggi 

    

      

      Harmonisasi kebijakan dan regulasi 

penanggulangan bencana 

    
      

  5 Pembangunan Konektivitas 

untuk Mendukung 

Pembangunan Sektor 

Unggulan Hulu–Hilir 
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Perikanan 

  a. Pembentukan  sistem  

logistik ikan nasional 

Pengembangan sistem logistik dan 

jaringan pasar komoditas perikanan 

di lokasi produksi perikanan 

Terpilih 

    

      

      Penguatan klaster produksi 

unggulan berbasis komoditas 

perikanan terpilih di daerah 

    

      

      Penyediaan infrastruktur energi, air 

dan sarana transportasi mendukung 

sistem logistik 

    

      

  b. Operasionalisasi Sentra 

Kelautan dan Perikanan 

Terpadu (SKPT) terpilih 

Operasionalisasi Sentra Kelautan 

dan Perikanan Terpadu di Natuna 

    

      

      Operasionalisasi Sentra Kelautan 

dan Perikanan Terpadu di Sabang 

    
      

      Operasionalisasi Sentra Kelautan 

dan Perikanan Terpadu di Talaud 

    
      

      Operasionalisasi Sentra Kelautan 

dan Perikanan Terpadu di Biak 

    
      

      Pengembangan Infrastruktur 

pendukung di lokasi SKPT terpilih 

    
      

  c. Rehabilitasi dan peningkatan 

layanan pelabuhan perikanan 

Rehablitasi sarana dan prasarana 

pelabuhan perikanan strategis dan 

perbaikan manajemen pelabuhan di 

wilayah Timur Indonesia 

    

      

      Integrasi pelabuhan perikanan 

dengan infrastruktur transportasi 

pendukung 

    

      

  d. Pengadaan kapal angkut ikan 

berpendingin dan garam 

Penguatan industri galangan kapal 

perikanan Daerah dan 

pengembangan kapal angkut 

berpendingin 

    

      

      Penyediaan sarana pengangkutan 

produk perikanan dan garam dari 

wilayah Timur ke Barat 
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Program Nasional/Program 
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  e. Pembentukan kelembagaan 

11 Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP) dan 

penyelesaian rencana zonasi 

pesisir dan laut 

Pembentukan manajemen regional 

untuk  pengelolaan  WPP  di  11 

lokasi 

    

      

      Penyelesaian Rencana Tata Ruang 

dan Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau Pulau kecil di 10 Propinsi, 

sebagai basis pengelolaan ruang 

untuk pembangunan 

    

      

  III. PENINGKATAN  NILAI 

TAMBAH 

EKONOMI  MELALUI 

PERTANIAN, 

INDUSTRI, DAN JASA 

PRODUKTIF 

      

      

  1. Peningkatan Ekspor dan Nilai 

Tambah Produk Pertanian 

      

      

  a. Peningkatan Hasil Pertanian, 

Perikanan, Kehutanan dan 

Jasa Lingkungan    

    

Pengembangan Kawasan Jeruk, 

Mangga, Nenas, Manggis, Salak dan 

Pisang     

Kegiatan Pembibitan dan perawatan 

ternak 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

DINAS PERTANIAN 58 Ekor Sapi Kab.Bangka 

      Pengembangan Tanaman Kelapa 

Sawit, Karet, Kakao, Teh, Kopi, 

Kelapa, Lada, Pala, & Cengkeh 

Kegiatan Sistem Integrasi Tanaman 

Ternak Ruminansia (Integrasi Sapi-

Sawit) 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

DINAS PERTANIAN 1 Kelompok Kab.Bangka 

      Pengembangan Benih Ternak 

Unggul 

 Kegiatan Pembibitan dan perawatan 

ternak 

 Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

DINAS PERTANIAN Jumlah Sapi 

Terawat dengan 

baik, 58 Ekor 

Kab.Bangka 

      Pengembangan Budidaya Laut 

(Marikultur) dan Rantai PasokTuna, 

Udang dan Rumput Laut 

 Kegiatan Pendampingan Pada 

Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 

 Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

DINAS PERTANIAN Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

 

Kab.Bangka 
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      Peningkatan Produktivitas Hasil 

Hutan Kayu dan Bukan Kayu 

    

      

      Peningkatan Jasa Ekowisata sebagai 

Obyek Pariwisata Nasional 

 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Objek Wisata 

Program Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

 

Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga 

 

Jumlah Objek 

Wisata yang 

dipelihara,  3 

Lokasi Wisata 

Kab.Bangka 

      Peningkatan Pemanfaatan 

Keanekaragaman Hayati 

(Tumbuhan dan Satwa) 

      

  b. Pengembangan Industri 

Pengolahan  Hasil Pertanian, 

Perikanan, & Kehutanan 

Pengolahan Hasil Perkebunan dan 

Hortikultura 

Kegiatan Pengembangan Pengolahan 

Produksi Perkebunan 

Program Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Perkebunan 

DINAS PERTANIAN 2 Unit Kab.Bangka 

    Kegiatan Pengadaan Bibit 

Hortikultura 

 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

 

DINAS PERTANIAN Jumlah Bibit 

Hortikultura yang 

tersedia  5000 

batang 

Kab.Bangka 

      Pengolahan Hasil Hutan           

      Pengolahan Hasil Peternakan           

      Pengolahan  Hasil  Kelautan  dan 

Perikanan Untuk Industri  Berbasis  

Bofarmaka Dan Bio Prospecting 

    

      

      Integrasi  Rantai  Pasok  Berbasis  

Produksi dan Pengolahan  

Perikanan dan Kelautan 

    

      

  c. Peningkatan Mutu, 

Sertifikasi, dan Standarisasi 

Hasil Pertanian, Perikanan, 

dan Kehutanan   

Sertifikasi Standar dan Mutu Hasil 

dan Produk Olahan Perkebunan dan 

Hortikultura  

    

      

      Penerapan Standarisasi dan Mutu 

Hasil dan Produk Olahan 

Peternakan  
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      Penerapan Standarisasi dan Mutu 

Hasil dan Produk Olahan Kehutanan  

    

      

      Standarisasi Unit Pengolah Ikan dan 

Sertifikasi Produk Olahan Kelautan 

dan Perikanan 

Kegiatan Fasilitasi Uji Nutrisi Bagi IKM 

Pangan (15 IKM) 

 

Program Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah 

 

Dinakerperindag 

 

 

Jumlah IKM Yang 

Mendapat Sertifikat 

SNI, GMP HACCP, 

Halal Desain 

Kemasan dan 

Merek Serta Uji 

Nutrisi 

 

Kab. Bangka 

  d. Penguatan Kelembagaan dan 

Usaha Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan 

Konsolidasi dan Penguatan 

Kelembagaan Usaha Nelayan dan 

Petani    

Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok 

Nelayan Perikanan Tangkap berupa 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat 

Kelautan dan Perikanan (Nelayan) 

 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

 

Dinas Perikanan 

 

 Kab. Bangka 

      Peningkatan Promosi dan Advokasi         

      Penguatan  Litbang dan  Inovasi 

untuk Peningkatan Produktivitas 

dan Nilai Tambah  

  

Kegiatan Survey Produksi Perikanan 

Tangkap 

 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

 

Dinas Perikanan 

 

 Kab. Bangka 

  e. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Nilai 

Tambah Pertanian dan 

Perikanan 

Fasilitas  Pasca Panen  Tanaman 

Perkebunan dan Hortikultura 

Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen 

 

Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

 

Dinas Pertanian 

 

Jumlah Alat Pasca 

Panen yang 

diberikan kepada 

Kelompok Tani , 24 

Unit Power Tresser 

 

Kab. Bangka 

      Sarana Pengembangan Pelabuhan 

Perikanan Memenuhi Standar 

Internasional 
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      Revitalisasi Sarana Pengolahan 

Produk Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan 

Kegiatan Pengembangan Pengolahan 

Produksi Perkebunan 

 

Program Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Perkebunan 

 

Dinas Pertanian 

 

Jumlah Kelompok 

tani yang 

menerima Bantuan 

Bak Perendam 

Lada 

Kab. Bangka 

  2. Percepatan Peningkatan Nilai 

Tambah Industri Pengolahan 

       

  a. Perbaikan Iklim  Usaha dan 

Peningkatan Investasi  

Perbaikan Regulasi, Harmonisasi & 

Simplifikasi Perizinan 

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Daerah 

 

Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pelayanan Publik 

 

DPMP2TSTKUKM 

 

Jumlah Jumlah 

Dokumen Perizinan 

Usaha Yang Dapat 

Diselesaikan 

Kab. Bangka 

      Fasilitasi Investasi  

Kegiatan Penyusunan Profil Potensi 

dan Peluang Investasi 

 

 

Program Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi 

 

DPMP2TSTKUKM 

 

Jumlah Dokumen 

Potensi dan 

Peluang Investasi 

Up todate yang 

disusun 

Kab. Bangka 

      Perlindungan Konsumen Monitoring dan Evaluasi Peredaran 

Barang dan Jasa 

Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 

DINAKERINDAG 12 Bulan Kab. Bangka 

        Pelayanan dan Pengembangan 

Kemetrologian 

Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 

DINAKERINDAG ......Unit Kab. Bangka 

        Kajian Naskah Akademis dan 

Penyusunan Raperda 

Penyelenggaraan dan Retribusi 

Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 

DINAKERINDAG 2 Dokumen Sungailiat 

      Persaingan Usaha yang Sehat  Kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha 

dan Pelayanan Perizinan Lainnya 

 

 Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pelayanan Publik 

 

DPMP2TSTKUKM 

 

Jumlah Sarana 

sosialisasi 

perizinan usahan 

dan perizinan 

lainnya yang 

tersedia 

 

 

      Iklim Ketenagakerjaan dan 

Hubungan Industrial  

Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus 

Perselisihan HI 

Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

DINAKERINDAG  Sungailiat 
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        Kegiatan Forum Komunikasi 

Ketenagakerjaan LKS (Lembaga 

Kerjasama) Tripartit 

Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

DINAKERINDAG 12 Bulan Sungailiat 

        Kegiatan Pembinaan Sarana HI Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

DINAKERINDAG 1 Dokumen Sungailiat 

        Kegiatan Pemetaan Tingkat 

Kerawanan HI 

Program Perlindungan dan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

DINAKERINDAG 1 Dokumen Kab. Bangka 

  b. Perbaikan Struktur Industri          

      Fasilitasi Pengembangan Industri 

Hulu dan Pendukung 

       

      Perbaikan Logistik        

      Penguatan Industri Kecil   & 

Menengah   

   

Kegiatan Pelatihan Good 

Manufacturing Practice (GMP) Bagi 

IKM Pangan 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG .....IKM Sungailiat 

        Kegiatan Pelatihan Pengolahan 

Diversifikasi Olahan Buah Pedada 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG ....IKM Sungailiat 

        Kegiatan Pelatihan Pengolahan 

Diversifikasi Produk Kerajinan 

Anyaman dari Lidi Kelapa 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG ......IKM Sungailiat 

        Kegiatan Pendataan, Monitoring dan 

Evaluasi serta Pelaporan Data Industri 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG 1 Dokumen Sungailiat 

        Kegiatan Penyelenggaraan 

Dekranasda 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG 12 Bulan Sungailiat 

        Kegiatan Partisipasi Pameran ke Luar 

Daerah 

Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

DINAKERINDAG ......Jenis Sungailiat 

  c. Peningkatan Daya Saing 

Industri   

Akses Bahan Baku & Energi     
      

      Inovasi Industri & Pemanfaatan Tik      
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      Peningkatan Desain, Standar,& 

Branding   

    
      

      Peningkatan Penggunaan Produk 

Manufaktur Lokal   

    

      

  d. Fasilitasi Pengembangan 7  

Kawasan Industri dan 6 KEK 

Industri/ Logistik  

  

Dukungan Regulasi, Perizinan dan 

Kelembagaan Untuk 7 Kawasan 

Industri: Kuala Tanjung,  Palu, 

Konawe, TelukBintuni, SeiMangkei, 

Bantaeng dan Morowali   

    

      

      DukunganRegulasi, Perizinan, 

danKelembagaanuntuk6 KEK 

Industri/Logistik: MBTK, Sorong, 

Bitung, Arun, 

GalangBatang,TanjungApi-api   

    

      

      Dukungan Infrastruktur untuk 7 KI 

dan 6 KEK Industri/Logistik 

    
      

      Dukungan Investasi Penumbuhan 

Usaha  di  7  KI  dan  6  KEK 

Industri/Logistik 

    

      

  3. Peningkatan Nilai Tambah 

Jasa 

Produktif 

      

      

    Percepatan Pengembangan 7 

Kawasan Pariwisata, dan 2 

KEK Pariwisata 

Dukungan Infrastruktur untuk 7 

Destinasi Wisata Prioritas (Labuan 

Bajo, Wakatobi,  Bromo-Tengger-

Semeru, Tanjung Kelayang, 

DanauToba, Borobudur dan 

sekitarnya, Mandalika) dan 2 KEK   

Pariwisata (Tanjung Lesung dan 

Morotai)   
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      Penguatan Kelembagaan, Industri 

dan  Usaha pariwisata di  7 

Destinasi Wisata Prioritas  

  

    

      

      Perluasan & Diversifikasi 

Pemasaran 

    
      

      Penerapan Sustainable Tourism 

Practices 

    
      

      Pengembangan Statistik Pariwisata           

  b. Penguatan Struktur  Ekonomi 

Kreatif  

PengembanganBakat & 

KompetensiSDM 

    
      

      Penguatan Ekosistem (Regulasi, 

Infrastruktur, Investasi, & HaKI) 

    
      

      Pengembangan Industri Seni 

Budaya 

    
      

      Pengembangan Statistik Ekonomi 

Kreatif 

    
      

  c. Pengembangan Kemitraan 

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

dengan Usaha Menengah 

Besar (UMB)  

Pengembangan Kapasitas Usaha     

      

      Perluasan Kemitraan Usaha     
      

      Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

Kemitraan 

    
      

  d. Peningkatan Perdagangan 

Dalam dan Luar Negeri 

Peningkatan Ekspor Produk 

Indonesia   

    
      

      Peningkatan Fasilitasi Produk dan 

Pelaku Usaha Perdagangan Luar 

Negeri 

    

      

      Peningkatan Kualitas dan 

Kuantitas Sarana Perdagangan 
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      Peningkatan Aktivitas 

Perdagangan Dalam Negeri, Usaha 

Perdagangan dan Tertib Niaga 

    

      

      Pengelolaan Stok dan Harga     
      

      Pengembangan E-commerce     
      

      Penguatan 4 Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas 

(KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, 

dan Sabang 

    

      

  e. Perluasan Akses Keuangan/ 

Pembiayaan 

Peningkatan Akses Pembiayaan 

Ultra Mikro   

    
      

      Peningkatan Akses Pembiayaan 

Start-up    

    
      

      Peningkatan Akses Pembiayaan 

Usaha   

    
      

  4.  PercepatanPeningkatan 

Keahlian Tenaga Kerja 

      
      

  a. Peningkatan Kerja Sama 

dengan Dunia Usaha 

Penyusunan Standar Kompetensi 

dan Kurikulum  

    

      

      PemetaanKebutuhanKeahlian     
      

      Pengembangan Skema Kerja Sama 

Vokasi dengan Dunia Usaha 

    

      

  b. Penguatan Penyelenggaraan 

Diklat Vokasi 

Peningkatan Kualitas Pendidik dan 

Instruktur Vokasi 

    
      

      Sarana dan Prasarana Diklat Vokasi           

      Pelaksanaan Diklat Vokasi     
      

      Pemagangan di Industri     
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  c. Pemantapan Sistem 

Sertifikasi Kompetensi 

Penguatan Kelembagaan Sertifikasi 

Profesi  

    
      

      Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi           

  d. Peningkatan Keterampilan 

Wirausaha 

 Pemasyarakatan Kewirausahaan     
      

      Pelatihan Kewirausahaan           

  5. Pengembangan Iptek dan 

Inovasi untuk Meningkatkan 

Produktivitas 

      

      

  a. Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Keilmuan Strategis 

penunjang produktivitas 

Penelitian dan Pengembangan 

Metrologi    

    

    

      

      Penelitian dan Pengembangan ilmu 

genomik  

    
      

      Penelitian dan Pengembangan 

material maju  

    
      

      Penelitian dan Pengembangan life 

sciences  

    
      

  b, Pengembangan dan 

Pemanfaatan teknologi 

pengungkit produktivitas 

Pengembangan Teknologi dan 

Pemanfaatan Data Penginderaan 

Jauh 

    

      

      Pengembangan Teknologi IT dan 

Digital    

    
      

       Teknologi dan Manajemen 

Transportasi   

    
      

      Pengkajian dan 

PenerapanTeknologi Material 

    
      

      Pengembangan dan Pemanfaatan 

Bioteknologi 

    
      

  c. Penyiapan SDM Iptek 

(Peneliti, Perekayasa) 

Penyiapan Peneliti  Bidang Ilmu 

Strategis  
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      Pengembangan Keahlian bagi Para 

Peneliti untuk Bidang-bidang 

Strategis 

    

      

      Penguatan Kelembagaan(Lembaga 

Iptek, Perguruan Tinggi, 

PusatPenelitian) untuk 

Pengembangan Bidang Strategis 

    

      

  d. Penguatan inovasi dan 

penguasaan teknologi 

frontier 

Penguatan Kerjasama Triple Helix     

      

      Rintisan Pengembangan Teknologi 

Frontier Dalam Rangka Penguatan 

Produktivitas Industri  

    

      

                  

  IV. PEMANTAPAN 

KETAHANAN ENERGI, 

PANGAN DAN SUMBER 

DAYA AIR 

      

      

  1 Peningkatan Produksi dan 

Pemenuhan Kebutuhan 

Energi 

      

      

  a. Peningkatan Produksi dan 

Cadangan Minyak dan Gas 

Bumi 

Penawaran WK Migas Konvensional 

dan Non Konvensional 

    

      

      Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) 

Konvensional 

    
      

      Survei   Sumber Daya Migas 

Konvensional dan Non-

konvensional 

    

      

      Peningkatan pemanfaatan teknologi 

EOR 

    
      

  b. Pembangunan Pembangkit, 

Transmisi dan Distribusi 

Tenaga Listrik 

Pembangunan pembangkit listrik, 

beserta jaringan transmisi dan 

gardu induk 

    

      

      Perluasan jaringan distribusi dan 

penyambungan listrik untuk rumah 

tangga tidak mampu 
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  c. Pengembangan EBT Pembangunan PLT Berbasis Hidro           

      Pembangunan Infrastruktur 

Bioenergi 

    
      

      Pembangunan PLTP           

      Pembangunan PLTS           

  

d. Peningkatan Pemanfaatan 

Batubara dan Gas Bumi 

Dalam Negeri 

Pemantauan dan pengawasan 

penyediaan Batubara untuk 

Kebutuhan Dalam Negeri 

    

      

      Penyediaan Alokasi Gas Domestik           

  

e. Peningkatan Efisiensi Energi Penyusunan Pedoman 

Penghematan Energi dan Bantuan 

Teknis pada Instansi 

Pemerintah/Pemda 

    

      

  

    Peningkatan Capacity Building bagi 

Pemerintah Daerah untuk 

Peningkatan Efisiensi Energi 

    

      

  
    Audit Pelaksnaan Efisiensi Energi           

  

2 Peningkatan Produksi, Akses 

dan Kualitas Konsumsi 

Pangan 

      

      

  

a. Peningkatan Penyediaan 

Pangan Hasil Pertanian dan 

Perikanan 

Revitalisasi Sarana Prasarana 

Rumah Potong Hewan (RPH) 

    

      

  

    Pembangunan Bangsal Pascapanen 

dan Teknik Pengemasan 

    
      

  

    Pembangunan Cold Storage 

Pertanian 

    
      

  

    Revitalisasi Sistem Rantai Dingin 

Perikanan 

    
      

  

    Pengembangan Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian dan Perikanan 

    
      

  

b. Peningkatan Sistem Logistik 

Pertanian dan  Perikanan 

Peningkatan Konsumsi Ikan 

Nasional Dan Diversifikasi Produk 

Perikanan 

    

      

  

    Pengembangan Sistem Ketelusuran  

Produk Perikanan 
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    Peningkatan Diversifikasi Konsumsi 

Pangan 

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan 

untuk Pengembangan Pangan 

Program Pengembangan Pola Pangan Dinas Pangan 1.140 KK Rumah 

Tangga yang 

Memanfaatkan 

Pekarangan 

Sebagai Sumber 

Pangan Keluarga , 

57 Kelompok P2KP 

dan KRPL yang 

dibina, 2 Paket 

Bibit Cabe Rawit 

dan Pepaya Yang 

Diserahkan Ke 

Masyarakat. 1 kali 

Pemberian 

penghargaan 

Kelompok P2KP 

dan KRPL, 1 Paket 

bahan Pemanfaatan 

Pekarangan Kantor, 

750 siswa peserta 

sosialisasi kebun 

siswa 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Promosi Konsumsi Menu 

B2SA Berbasis Pangan Lokal 

Program Pengembangan Pola Pangan Dinas Pangan 5 Jenis Promosi 

Pemanfaatan 

Pekarangan 

Sebagai Sumber 

Pangan Keluarga 

dan 5 jenis Promosi 

Pangan Lokal yang 

Beragam dan 

Bergizi Seimbang 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Pengembangan Teknologi 

Pengolahan Pangan 

Program Pengembangan Pola Pangan Dinas Pangan 45 jenis Produk 

Pangan Lokal yang 

dikembangkan, 

Pelatihan Teknologi 

Pengolahan Pangan 

Lokal (Beras Aruk) 

1 kali 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA Program Pengembangan Pola Pangan Dinas Pangan 16 Kelompok 

Masyarakat yang 

Mengikuti Lomba 

Cipta Menu 

Beragam dan 

Bergizi Seimbang, 

Lomba Cipta Menu 

B2SA 1 kali 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Analisis Pola Pangan 

Harapan 

Program Pengembangan Pola Pangan Dinas Pangan Data Konsumsi 9 

Kelompok Bahan 

Pangan Per 

Kapita/Tahun yang 

disusun 

Kab. Bangka 

  

    Peningkatan Kualitas Gizi 

Masyarakat 

Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 1 Dokumen Sistem 

Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi 

(SKPG) yang 

disusun 

 

  

      Kegiatan Analisis Neraca Bahan 

Makanan 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 1Dokumen  Data 

Ketersediaan 11 

Kelompok Bahan 

Pangan dan 

Ketersediaan 

Bahan Pangan 

Utama (Beras) yang 

disusun 

 

  

    Bantuan Pangan untuk Masyarakat 

Miskin 

Kegiatan Penanganan Daerah Rawan 

Pangan 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 450  Keluarga 

Miskin yang 

meneriman bahan 

pangan 
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    Peningkatan Keamanan dan Mutu 

Pangan 

Kegiatan Peningkatan Mutu dan 

Keamanan Pangan Segar 

Program Peningkatan Keamanan 

Pangan Segar 

Dinas Pangan 300 Sampel yang 

Diuji Menggunakan 

Rapit Tes Kit, 25 

Sampel yang Diuji 

Di Laboratorium 

Terakreditasi 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sertifikasi Produk Pangan 

Segar 

Program Peningkatan Keamanan 

Pangan Segar 

Dinas Pangan 5 Dokumen Yang 

Diajukan Untuk 

Sertifikat Prima 

dan Sertifikat Halal 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pemantauan dan Analisis 

Akses Harga Pangan Pokok 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 1 Dokumen Data 

Pemantauan Harga 

Pangan Strategis 

yang tersedia 

Kab. Bangka 

  

    Penguatan Karantina Pertanian dan 

Perikanan 

       

  

c. Peningkatan Kualitas 

Konsumsi Pangandan Gizi 

Masyarakat 

Pembangunan dan Rehabilitasi 

Bendungan dan Embung dan 

Rehabilitasi 

       

  

    Pembangunan Jaringan Irigasi 

sawah dan tambak 

       

  

    Optimasi dan Perluasan Lahan Kegiatan Pengadaan Bibit 

Hortikultura 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 5.000 Bibit 

Hortikultura yang 

tersedia 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan 

Lahan Tidur 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 10 Ha luas lahan 

tidur yang 

teroptimalisasi  

kebun Jeruk 

Kab. Bangka 

  

    Alat dan mesin pertanian Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Dinas Pertanian 24 Unit Power 

Tresser  yang 

diberikan kepada 

Kelompok Tani 

Rukam, Tiang 

Tara, Labu 
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      Kegiatan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana teknologi 

Pertanian/Perkebunan tepat Guna 

Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Dinas Pertanian 20 Unit RMU yang 

diberikan kepada 

Kelompok Tani 

Kota Kapur, 

Labuh Air 

Pandan, 

Kemuja, 

Petaling, Zed 

  

      Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan 

Lahan Peranian/Perkebunan 

Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Dinas Pertanian Jumlah Cultivator 

yang diberikan 

kepada kelompok 

tani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana 

Pendukung Lumbung Pangan 

Masyarakat  

Program Peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian/Perkebunan 

Dinas Pertanian 8 unit Rice Milling  

Unit (RMU) sarana 

lumbung pangan 

masyarakat yang 

tersedia 

Kab. Bangka 

  

    Peningkatan sarana dan prasarana 

perbibitan 

Kegiatan Pengembangan 

perbenihan/perbibitan 

Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan Pertanian/Perkebunan 

Dinas Pertanian Jumlah  benih  

tanaman  jagung 

yang 

dikembangkan 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pemeliharaan kebun induk 

lengkeng 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 2 Ha Luas Kebun 

Lengkeng yang 

dipelihara 

Kec. Mendo 

Barat 

  

      Kegiatan Peningkatan 

Penyelenggaraan  UPTD Balai Benih 

Utama (BBU) 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian Jumlah Layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

UPTD Balai Benih 

Utama (BBU) 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pembibitan dan perawatan 

ternak 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian 58 ekor Sapi 

Terawat dengan 

baik 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Peningkatan 

Penyelenggaraan UPTD Balai 

Pembibitan Ternak 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian Jumlah Layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

UPTD Balai 

Pembibitan Ternak 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana 

Pembibitan Ternak  

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian 5 Unit Kendaraaan 

Roda 3 Pengangkut 

Rumput yang 

tersedia 

Kab. Bangka 

  

    Peningkatan sarana dan  prasarana 

kesehatan hewan 

Kegiatan Pengadaan obat-obatan, 

vaksin dan peralatan keswan serta 

pelayanan keswan dan kesmavet 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Ternak 

Dinas Pertanian Jumlah obesrvasi, 

pengawasan lalu 

lintas ternak dan 

layanan kesehatan 

hewan yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan penyakit menular ternak 

(surveilance) 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Ternak 

Dinas Pertanian Jumlah 

pengawasan dan 

pengendalian kasus 

penyakit hewan 

menular pada 

ternak, 

pengawasan 

pangan asal ternak 

yang tertangani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pemantauan dan 

Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI) 

dan Flu Babi (H1N1) 

Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Ternak 

Dinas Pertanian Jumlah 

pengawasan 

penyakit Flu 

Burung (A1) dan 

Flu Babi (H1N1) 

yang tertangani 

Kab. Bangka 

  

d. Penyediaan Sarana 

Prasarana Pertanian dan 

Perikanan 

Kebijakan Harga Bahan Pangan Kegiatan Pengembangan Model 

Distribusi Pangan Yang Efisien 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 1 Unit  Toko Tani 

Indonesia yang 

diinisiasi, 1 

Dokumen Analisis 

Distribusi Bahan 

Pangan Strategis 

Sungailiat 
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    Penjaminan Cadangan Pangan 

Pemerintah 

Kegiatan Pengembangan Cadangan 

Pangan Daerah 

Program Peningkatan Bahan Makanan Dinas Pangan 10.000 Kg  Beras 

Cadangan Pangan 

Daerah yang 

tersedia 

Sungailiat 

  
    Efektivitas Operasi Pasar        

  

    Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 

Bahan Pangan 

       

  
    Cadangan Pangan Masyarakat        

  

e. Penguatan Cadangan dan 

Stabilisasi Harga Pangan 

Peningkatan Produksi Padi Kegiatan Pendampingan Kegiatan 

Upaya Khusus (UPSUS) 

Persentase Kelompok Tani yang 

menerima Prasarana Pertanian 

Dinas Pertanian 20 Gapoktan UPSUS 

Tanaman Pangan 

yang dibina 

Kab. Bangka 

  

    Peningkatan Produksi Jagung Kegiatan Pengembangan 

perbenihan/perbibitan 

Persentase Kelompok Tani yang 

menerima Prasarana Pertanian 

Dinas Pertanian 1 Jenis Bibit Jagung Kab. Bangka 

  
    Peningkatan Produksi Kedelai        

  
    Peningkatan Produksi Gula        

  

    Peningkatan Produksi Daging Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian 75 ekor anak sapi 

hasil Inseminasi 

Buatan 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sistem Integrasi Tanaman 

Ternak Ruminansia (Integrasi Sapi-

Sawit) 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian 1 Kelompok Tani 

Yang mengelola 

Sistem Integrasi 

Tanaman Ternak 

Ruminansia 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Kemitraan Usaha Peternakan 

Program Peningkatan Pemasaran 

Hasil Produksi Peternakan 

Dinas Pertanian pengawasan 

terhadap 

peternakan ayam 

broiler dan 

kemitraan usaha 

peternakan yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  
    Peningkatan Produksi Aneka Cabai        

  

    Peningkatan Produksi Bawang 

Merah 
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    Peningkatan Produksi Ikan dan 

Udang 

Kegiatan Pendampingan Pada 

Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Pokok Balai 

Benih Ikan Lokal/BBI 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan 2 Paket Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih 

Ikan Nila 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan 1 Paket Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana 

Pembudidayaan Ikan Nila 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan 3 Paket Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana 

Pembudidayaan Ikan Lele 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan 1 Paket Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pembinaan Teknis Usaha 

Budidaya Ikan 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sertifikasi Penerapan Cara 

Budidaya Ikan yang Baik di 

Pembudidayaan Ikan 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan Kualitas 

Nelayan Berbasis IPTEK (Praktek 

Kerja Perbaikan Alat Penangkap Ikan 

(Jaring) 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan Kualitas 

Nelayan Berbasis IPTEK (Praktek 

Kerja Permesinan) 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan untuk Nelayan 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan Genset Kav. 1100 

watt dan Fishfinder 

24 Paket 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Pengadaan Mesin Tempel 

untuk Nelayan 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan 1 Paket ( Mesin 

Tempel 3,5 PK, 

Mesin Tempel 5 PK, 

Mesin Tempel 9,8 

PK, Mesin Tempel 

15 PK) 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Alat 

Penangkapan Ikan 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan 1 Paket ( Jaring 

Insang (@ 11 pcs), 

Jaring Udang (@15 

pcs), Jaring 

Kepiting (@15 pcs), 

Bubu Ikan Uk. 4 

kaki) 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pendampingan Pada 

Kelompok Nelayan Perikanan 

Tangkap berupa Pengadaan Sarana 

dan Prasarana Pemberdayaan Usaha 

Kecil Masyarakat Kelautan dan 

Perikanan (Nelayan) 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan Kapal Fiberglass, 

Mesin tempel 18 

PK, Jaring Gillnet, 

GPS, Fish Finder, 

Coolbox, Life Jacket 

Kab. Bangka 

  

3 Peningkatan Kualitas dan 

Aksesibilitas Sumber Daya  

Air 

         

  

a.    Perlindungan Sumber Air 

dan Ekosistemnya 

Pembangunan Bangunan 

Konservasi Tanah dan Air (KTA) 

Sipil Teknis 

       

  

    Pengendalian Erosi, Sedimentasi 

serta Abrasi melalui Konservasi 

Tanah dan Air (KTA) secara 

Vegetatif  

       

  

    Perlindungan Sumber Air Berbasis 

Masyarakat 

       

  

b. Pembangunan Sarana 

Prasarana Sumber Daya Air 

Pengembangan dan Pengelolaan 

Infrastruktur Tampungan Air 

       

  

    Pengembangan dan Pengelolaan 

Infrastruktur Pengendali 

BencanaTerkait Air (Banjir dan 

Kekeringan) 

Kegiatan Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase Primer dalam 

Kota Sungailiat  (Swakelola) 

Program Pengendalian Banjir Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Panjang saluran  

drainase primer 

dalam kota 

sungailiat yang 

dipelihara 

Sungailiat 
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      Kegiatan Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase Primer di 

Kecamatan Pemali  (Swakelola) 

Program Pengendalian Banjir Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Panjang saluran  

drainase primer di 

Kecamatan Pemali 

yang dipelihara 

Pemali 

  

      Kegiatan Pembersihan dan 

Pemeliharaan Drainase Primer dalam 

Kota Belinyu  (Swakelola) 

Program Pengendalian Banjir Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Panjang saluran  

drainase primer 

dalam kota Belinyu 

yang dipelihara 

Belinyu 

  

      Kegiatan Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan Sungailiat 

Program Pengendalian Banjir Dinas PU, Penataan 

Ruang dan Perhubungan 

Pajang Saluran di 

RT. 10 Kelurahan 

Bukit Betung yang 

dikeruk 

Sungailiat 

  

      Kegiatan Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan Pemali 

Program Pengendalian Banjir  Panjang Talud 

Saluran Air Desa 

Sempan Kecamatan 

Pemali yang 

dibangun 

Pemali 

  

      Kegiatan Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan Bakam 

Program Pengendalian Banjir  Panjang Talud 

Aliran Aek Muding  

RT.002 Dusun I 

Desa Bakam  yag 

dibangun 

Bakam 

  

      Kegiatan Peningkatan jaringan 

drainase di Kecamatan Belinyu 

Program Pengendalian Banjir  Panjang drainase 

primer Jalan Panji 

Pasir Kel. Kuto 

Panji yang 

direhabilitasi 

Belinyu 

  

    Pengembangan dan Pengelolaan 

Daerah Pesisir Terpadu. 

       

  

    Penyediaan dan Peningkatan 

Infrastruktur Air Baku. 

       

  

c. Pemulihan dan Pengendalian 

Air Permukaan dan Air 

Tanah Pemulihan dan 

Pengendalian Perairan 

Pemulihan dan Pengendalian Air 

Tanah 
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Darat(Sungai, Pantai, Rawa, 

LahanBasah, Situ Dll) 

  

    Pengendalian Sedimentasi di 

Waduk dan Danau Prioritas 

       

  

    Restorasi Badan Air Danau Prioritas 

Nasional 

       

  

d. Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat dan Penegakan 

Hukum dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan Daerah 

Tangkapan Air 

       

  

    Early Warning SystemBerbasis Tata 

Ruang, PengelolaanDAS, Tingkat 

Bahaya Longsor, Banjir, dan 

Kekeringan 

       

  

    Penegakan Hukum Pelanggaran 

Pengelolaan Air Permukaan dan Air 

Tanah 

       

  

4 Peningkatan Daya Dukung 

SDA dan Daya Tampung 

Lingkungan 

         

  

a. Pencegahan Kerusakan 

Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

Pencegahan Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

       

  

    Peningkatan kesadaran kapasitas 

pemerintah, swasta dan masyarakat 

terhadap lingkungan hidup 

Kegiatan Pengawasan pelaksanaan 

Kebijakan bidang lingkungan hidup 

Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 1 Laporan,                     

50 Perusahaan 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyusunan Kebijakan 

Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup dokumen rencana 

perlindungan dan 

pengelolaan 

lingkungan Hidup 

daerah  di daerah, 

Dokumen Kajian 

Lingkungan Hidup 

Strategis PK RTRW 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Pemeliharaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau 

Dinas Lingkungan Hidup 30,40 Ha Luas RTH 

yang dipelihara 

 

  

      Kegiatan Pembibitan tanaman 

penghijauan 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau 

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Pusat 

pembibitan yang 

diinisiasi 

 

  

    Pencegahan perikanan ilegal tidak 

dilaporkan dan tidak dicatat 

       

  

b. Penanggulangan Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Kegiatan Pemantauan Kualitas 

Lingkungan 

Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 1 dokumen 

Laporan 

pemantauan 

kualitas udara, air, 

dan tanah/tutupan 

lahan yang tersedia 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyelenggaraan UPT 

Laboratorium Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan Pada 

UPT Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

yang tertangani 

Kab. Bangka 

  

    Pengelolaan dan Peningkatan 

Kualitas Informasi Cuaca, Iklim, Dan 

Kegempaan 

       

  

c. Rehabilitasi dan pemulihan 

kerusakan Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup 

Restorasi Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Kegiatan Pengendalian kerusakan 

hutan dan lahan 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam 

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah dokumen 

Data kerusakan 

lahan akses terbuka 

akibat 

penambangan yang 

disusun 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati dan 

Ekosistem 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam 

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen 

Profil KEHATI yang 

disusun 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Identifikasi Potensi lahan 

TAHURA 

Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam 

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen 

Data Potensi Lahan 

Tahura yang 

disusun 

Kab. Bangka 
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    Pemulihan Kualitas Sumber Daya 

Alam Dan Lingkungan Hidup 

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman 

Rehabilitasi DAS  

Program Rehabilitasi dan Pemulihan 

Cadangan Sumber Daya Alam 

Dinas Lingkungan Hidup 5,46 Ha Luas DAS 

yang direhabilitasi 

Kab. Bangka 

  

    Rehabilitasi Dan Konservasi Pesisir 

Dan Laut 

       

  

d. Penguatan ketahanan 

terhadap bencana 

Pengelolaan dan   Peningkatan 

Kualitas Data dan Informasi, dan 

Proyeksi Kebencanaan 

       

  

    Penguatan Regulasi dan Kapasitas 

Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, 

Swasta, serta Masyarakat untuk 

Ketangguhan Bencana 

Kegiatan Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana Alam 

Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

Jumlah layanan 

operasional 

penanggulangan 

bencana 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan 

Penanggulangan Bencana Alam pada 

Masyarakat 

Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

80 Org masyarakat 

yang tersosialisasi 

dan terlatih dalam 

penanggulangan 

bencana alam 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pelatihan SAR Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

80 Org peserta 

Pelatihan SAR 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan 

Penanggulangan Bencana Kebakaran 

pada Masyarakat 

Program Peningkatan Kesiagaan dan 

Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

60 Org masyarakat 

yang tersosialisasi 

dan terlatih dalam 

penanggulangan 

bencana kebakaran 

 

  

    Peningkatan Mitigasi Kesiapsiagaan 

dan dalam Pengurangan Risiko 

Bencana 

Kegiatan Penyelengaraan Taruna 

Siaga Bencana (TAGANA) dan Buffer 

Stock 

Program Penanganan, 

Penanggulangan dan Rekonstruksi 

Bencana 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah layanan 

siaga bencana yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Peralatan Dapur 

Umum 

Program Penanganan, 

Penanggulangan dan Rekonstruksi 

Bencana 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah peralatan 

dapur  penanganan 

bencana yang 

tersedia 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Penyelenggaraan Pemadam 

Kebakaran 

Program Peningkatan Kesiagaan dan 

Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

Jumlah layanan 

operasional 

pemadam 

kebakaran 

 

  

    Penanganan dan Pemulihan Sarana 

Prasarana Pasca Bencana 

Bantuan Sosial Organisasi 

kemasyarakatan untuk Kecelakaan 

Laut  

Program Bantuan Sosial Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Jumlah Nelayan 

Yang mengalami 

kecelakaan laut 

 

  

      Pembangunan Sarana Prasarana  

Pasca Bencana 

Program Darurat Bencana Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Sarana Prasarana 

yang direhabilitasi 

 

  

5 Pemantapan Regulasi dan 

Penguatan Kelembagaan 

Energi, Pangan dan SD Air 

         

  

a. Penyempurnaan Regulasi 

Migas dan Pertambangan 

Revisi Undang-Udang Migas        

  
    Revisi Undang-Undang Minerba        

  

b. Penguatan Pembiayaan 

Pertanian dan Perikanan 

Fasilitasi Kredit Pertanian dan 

Perikanan 

Kegiatan Pembinaan dan 

Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit 

Rakyat (KKSR) 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 26 Kelompok KKSR 

yang dibina 

(dengan luas kebun 

1.392 Ha) 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah pada Perusahaan 

Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) 

Program Penyertaan Modal 

(Investasi) Daerah 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Jumlah Masyarakat 

yang diberikan 

kredit usaha 

Kab. Bangka 

  

    Asuransi Pertanian dan Nelayan Kegiatan Sosialisasi Asuransi Nelayan 

Mandiri 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan 1000 Nelayan Kab. Bangka 

  

    Subsidi Pupuk Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida Persentase Kelompok Tani yang 

menerima Prasarana Pertanian 

Dinas Pertanian 665 Kelompok Tani 

yang mendapatkan 

pupuk subsidi 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Pengadaan Saprodi 

Pertanian 

Program Peningkatan Produksi 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian Jumlah saprodi 

pertanian yang 

diberikan kepada 

kelompok tani 

Kab. Bangka 

  
    Bantuan Gagal Panen        
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    Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Kegiatan Sistem Resi Gudang Program Peningkatan Sarana 

Perdagangan 

Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Jumlah produk 

unggulan daerah 

yang dipasarkan 

melalui Resi 

Gudang 

Kab. Bangka 

  

c. Pemanfaatan Inovasi 

Teknologi dan Penguatan 

Penyuluhan-pendampingan 

Pertanian dan Perikanan 

Diseminasi Hasil Penelitian 

Penelitian 

       

  

    Penguatan Infrastruktur Litbang 

Pertanian dan Riset Perikanan 

       

  

    Penyuluhan dan  Pendampingan 

Perikanan 

Kegiatan Pendampingan Pada 

Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Jumlah Kelompok 

Tani Pembudidaya 

Ikan yang dibina 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Paket Percontohan Nila di 

Tambak 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Percontohan Nila di 

Tambak 3 Paket 

Kab. Bangka 

  

    Penguatan Kelembagaan Pertanian 

dan Perikanan 

Kegiatan Penerbitan Tanda Pencataan 

Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) 

Program Peningkatan Kualitas SDM 

Dan Kelembagaan Perikanan Dan 

Kelautan 

Dinas Perikanan Tanda Pencatatan 

Usaha 

Pembudidaya Ikan 

(TPUPI) 100 

nelayan 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan 

Penyelenggaraan  Kantor UPTD BBI 

Sungailiat 

Program Pengembangan Budidaya 

Perikanan 

Dinas Perikanan Operasional UPTD 

BBI Sungailiat 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan 

Penyelenggaraan  Kantor UPT TPI 

Sungailiat 

Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

Dinas Perikanan Operasional UPTD 

TPI Sungailiat 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan 

Penyelenggaraan UPTD  Pos 

Kesehatan Hewan 

Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan 

Dinas Pertanian Jumlah Layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaanl 

UPTD  Pos 

Kesehatan Hewan 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Peningkatan Kemampuan 

Lembaga Petani (PUAP) 

Program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani 

Dinas Pertanian 65 Gapoktan yang 

menerima 

Pembinaan PUAP 

Kab. Bangka 

  

    Penyempurnaan Statistik Pertanian 

dan Perikanan 

Kegiatan Updating KUB Program Pengembangan 

Data/Informasi 

Dinas Perikanan Data 50 KUB Kab. Bangka 

  

    Pelatihan Petani, Nelayan, Dan 

Aparatur Pertanian dan Perikanan 

Kegiatan Rembug KTNA Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 1 kali Rembug yang 

dihasilkan 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Perundang-undangan Bidang 

Perikanan 

Program Pengembangan Sistem 

Penyuluhan Perikanan  

Dinas Perikanan 20 Nelayan dan 20 

Pembudidaya Ikan 

Kab. Bangka 

  

    Penyuluhan dan Pendampingan 

Petani di Sentra Produksi Pangan 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Tenaga Penyuluh Pertanian/ 

Perkebunan 

Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 61 org Penyuluh 

Pertanian yang 

dinilai 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyusunan Program, 

Programa Penyuluhan 

Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian / Perkebunan 

Dinas Pertanian 1 Dokumen 

Program Programa 

yang tersusun 

Kab. Bangka 

  

d. Penguatan Regulasi dan 

Kelembagaan Sumber Daya 

Air 

Penyelarasan Tata Ruang dengan 

Pengelolaan DAS 

       

  

    Peningkatan Data Hidrologi dan 

Hidrogeologi, Hidrometeorologi 

yang Terintegrasi 

       

  

    Sinergi Kelembagaan Pengelolaan 

DAS dan Sumber Daya Air 

       

  

    Percepatan Penyusunan Regulasi 

Sumber Daya Air 

       

  

e. Penguatan Kelembagaan 

dibidang Lingkungan Hidup 

Penguatan Pengendalian 

Kelembagaan  Badan Lingkungan 

Hidup di Daerah 

Kegiatan Penyusunan Kebijakan 

Manajemen Pengelolaan Persampahan 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan  

Dinas Lingkungan Hidup 1 dokumen 

Masteplan 

Pengelolaan 

Persampahan yang 

disusun 

Kab. Bangka 
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      Kegiatan Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Pengelolaan   Persampahan 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan  

Dinas Lingkungan Hidup 1 Paket Jumlah  

sarana dan 

prasarana yang 

disediakan: 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Peningkatan Operasi dan 

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan  

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Persampahan yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyelenggaraan UPT TPA 

Kec. Sungailiat 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan  

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan pada 

UPT TPA Kec. 

Sungailiat yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  

      Kegiatan Penyelenggaraan UPT 

Persampahan dan Pertamanan 

Belinyu 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan  

Dinas Lingkungan Hidup Jumlah layanan 

Operasional dan 

Pemeliharaan pada 

UPT  Persampahan 

dan Pertamanan 

Kec. Belinyu yang 

tertangani 

Kab. Bangka 

  

    Pengawasan Izin Pengelolaan 

Sumber Daya dan Alam Lingkungan 

Hidup 

Kegiatan Pengawasan pelaksanaan 

Kebijakan bidang lingkungan hidup 

Program Pengendalian Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 1 Laporan,                     

50 Perusahaan 

Kab. Bangka 

V. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu        

  

1. Kamtibmas dan Keamanan  

Siber 

         

  

a. Penciptaan Kondisi Aman 

yang Cepat dan Tanggap 

Peningkatan Pelayanan Kepolisian 

yang Bermartabat 

       



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 IV - 107 

 

No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

    Pencegahan Proaktif Gangguan 

Kejahatan dan Ketertiban 

Masyarakat 

Kegiatan Pemetaan Data Rawan 

Keamanan dan Data Ketertiban 

Program Peningkatan Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan 

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen  

  

      Kegiatan Komunitas Intelgen Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan 

Kantor Kesbangpol 12 Bulan  

  

      Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini 

Daerah 

Program Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan 

Kantor Kesbangpol 12 Bulan  

  

    Penanganan Gangguan Kejahatan 

dan Ketertiban Masyarakat 

       

  

b. Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Tim Terpadu 

Penanganan Konflik Sosial (PKS) 

dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat 

dan Daerah   

       

  

c. Penanganan Penyalahgunaan 

Narkoba 

Pencegahan dan  Pemberantasan 

Penyalahgunaan Narkoba 

       

  

d. Penguatan Kelembagaan 

Siber serta 

Identifikasi,Deteksi,Proteksi 

Penanggulangan, dan 

Pemulihan Dampak 

Kejahatan Siber 

Penguatan Kelembagaan Siber dan 

Pengamanan   Aktivitas   Siber 

Nasional 

       

  

e. Penanggulangan Terorisme Peningkatan Pelibatan Masyarakat 

dalam Pencegahan Terorisme 

       

  

    Optimalisasi Peran K/L/D dalam 

Penanggulangan Terorisme 

       

  

    Rehabilitasi Eks-kombatan dan 

Individu Terpapar Paham Radikal 
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    Counter Narrative Strategy dan 

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan 

       

  
2. Kesukesesan Pemilu          

  

a. Penguatan Lembaga 

Demokrasi 

Peningkatan   kualitas   tahapan 

Pemilu 2019 

Kegiatan kelancaran dukungan pemilu Program Dukungan Kelancaran 

Penyelenggaraan PEMILU 

Kantor Kesbangpol 12 Bulan Kab. Bangka 

  

    Penguatan Pengawasan Partisipatif 

Masyarakat 

       

  
    Pemutakhiran Data Pemilih        

  
    Penguatan Pokja IDI di Daerah        

  

    Bantuan Keuangan kepada Parpol Kegiatan Verifikasi Terhadap Bantuan 

Keuangan Partai Politik 

Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan 

Kantor Kesbangpol 12 bulan Kab. Bangka 

  

b. HakHak Politik dan 

Kebebasan Sipil 

Pendidikan Pemilih         

  

    Pendidikan dan Dialog Politik        

  

    Pemberdayaan Organisasi 

Masyarakat 

Kegiatan Verifikasi Terhadap 

Pendaftaran Lembaga Nirlaba Lainnya 

(LNL) 

Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan 

Kantor Kesbangpol 12 bulan Kab. Bangka 

  

    Peningkatan Kualitas dan 

Keterbukaan Informasi 

       

  

c. Netralitas Birokrasi dalam 

Pemilu 2019 

Pengawasan Kode Etik dan Kode 

Perilaku ASN 

       

  

    Pembinaan Integritas dan 

Penegakan Disiplin ASN  

Kegiatan Penanganan Kasus- kasus 

Pelanggaran Disiplin PNS 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

BKPSDMD 100% Kab. Bangka 

  

    Penguatan Manajemen Data Disiplin 

ASN    

Kegiatan Updating dan Validasi Data 

Kepegawaian Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian (SAPK On 

Line ) 

Program Penataan Sistem Manajemen 

Sumber Daya Manusia Aparatur 

BKPSDMD 12 Bulan Kab. Bangka 

  

    Penegakan Peraturan Netralitas        
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  
d. Pengamanan Pemilu          

  
3. Pertahanan Wilayah Nasional          

  

a. Pengamanan Wilayah Laut Pengamanan dan  Pengawasan 

Wilayah dan Sumber Daya Laut 

       

  

b. Pengamanan Kawasan 

Perbatasan dan Kedaulatan 

Negara 

Pertahanan Wilayah  Perbatasan 

(Darat dan Pulau Terdepan) 

       

  

    Pengamanan Wilayah Udara 

Nasional 

       

  

c. Penguatan Pertahanan 

Berdaya 

Gentar Tinggi 

Pemenuhan MEF II        

  

4. Kepastian Hukum dan 

Reformasi Birokrasi 

         

  

a. Penegakan Hukum Pengembangan Kapasitas SDM 

Apgakum melalui pendidikan dan 

pelatihan Terpadu  

       

  

    Optimalisasi penerapan kebijakan 

keadilan restoratif dalam 

Penanganan Perkara Pidana  

       

  

    Pengembangan Implementasi 

Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Berbasis Teknologi Informasi 

       

  

    Peningkatan Kualitas Penanganan 

Perkara Pemilihan Umum 

       

  

     Implementasi Pencegahan Dan 

 Penanganan Pelanggaran HAM 

       

  

    Optimalisasi Pemenuhan Akses 

Terhadap Keadilan 
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

    Peningkatan Kualitas Regulasi        

  

    Penanganan Overcrowded di 

Lembaga Pemasyarakatan 

       

  b.  Pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

Integrasi Upaya Anti Korupsi Kegiatan Satuan Sapu Bersih 

Pungutan Liar 

Program Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

Inspektorat 2 Laporan Sungailiat 

  

      Kegiatan Unit Pengandalian Gratifikasi Program Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

Inspektorat 1 Laporan Sungailiat 

  

    Transparansi Kepemilikan Manfaat 

(BO)* 

       

  

    Optimalisasi Pengelolaan Aset 

Hasil Tipikor 

       

  

c. Pelaksanaan e-Government 

yang Terintegrasi 

Penerapan aplikasi e manajemen 

kepegawaian yang terintegrasi di 

pemerintah pusat dan daerah 

       

  

    Penerapan aplikasi e-arsip yang 

terintegrasi di pemerintah pusat 

dan daerah 

       

  

    Penerapan aplikasi e-planning, e-

budgeting, e-procurement,     e-

monev, e-performance yang 

terintegrasi di pemerintah pusat 

dan daerah 

Kegiatan Penerapan Sistem 

Pelelangan Elektronik (E-

Procurement) 

Program Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal & Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Setda 100 paket 

pengadaan 

Sungailiat 

  

    Penerapan aplikasi e-services dan e-

pengaduan yang terintegrasi di 

pemerintah pusat dan daerah 

       

  
d. Talent Management Nasional Integrasi Data Kepegawaian        

  

    Pembangunan kelembagaan 

pengelolaan manajemen talenta 

nasional 
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

e. Pengawasan Program 

PrioritasNasional 2019 

Pengawasan Intern PSN        

  
    Pengawasan Prioritas Nasional        

  
5. Efektivitas Diplomasi          

  

a. Perlindungan dan Pelayanan 

WNI di Luar Negeri 

Memperkuat  Perlindungan dan 

Pelayanan WNI di Luar Negeri  

       

  

    Integrasi Database WNI di Luar 

Negeri sesuai Kebijakan Satu Data 

       

  

    Dukungan terhadap Pelaksanaan 

Pemilu 2019 di Luar Negeri 

       

  

b. Penguatan Diplomasi 

Maritim, 

Politik, dan Keamanan 

Perundingan Batas Laut dan Darat 

Indonesia dengan Negara Prioritas 

Terpilih 

       

  

    Kerjasama Teknis dan Fungsional 

Kemaritiman 

       

  

    Optimalisasi Keanggotaan 

Indonesia pada Dewan Keamanan 

PBB Tahun 2019  

       

  

    Pencapaian Visi 4,000 

Peacekeepers 

       

  

    Penyelesaian Penamaan Pulau 

pada Tahun 2019 

       

  

c.  Penguatan Diplomasi 

Ekonomi dan Kerjasama 

Pembangunan Internasional 

Penguatan Kelembagaan Pusat- 

Daerah serta Efektifitas Diplomasi 

Perundingan Batas Antar Negara 

(Kemendagri)  
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No 
Program Nasional/Program 

Prioritas/Kegiatan Prioritas 
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan (Proyek) Daerah Program Daerah Perangkat Daerah Output/Target Lokasi 

  

    Penyediaan Data Dan Informasi 

Geospasial Dalam Perundingan 

Batas Laut dan Darat Indonesia 

dengan Negara Prioritas Terpilih 

(BIG) 

       

  

    Identifikasi/Inventarisasi Pilar 

Titik Referensi Batas Negara 

Wilayah Laut Dan Udara(BNPP) 

       

  

    Penataan Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan (Kementerian 

ATR/BPN) 

       

  

d. Pemantapan Peran Indonesia 

di ASEAN 

Penguatan Peran  Swasta dalam 

KSST   

       

  

    Indonesia-Africa Infrastructure 

Dialogue 

       

  
    Diplomasi Perikanan Regional        

  

    Penyelesaian dan Implementasi 

Perundingan CEPA (EFTA, EU, 

Turki, Chile, dan Australia) 

       

  

    Optimalisasi Keanggotaan 

Indonesia pada Dewan Keamanan 

PBB Tahun 2019 

       

  

    Penguatan Kerja Sama 

Pembangunan Internasional untuk 

Mendukung Peningkatan 

Perdagangan dan Investasi (KSST, 

Reverse Linkage, Kerja Sama 

Global, dan lain-lain di Aspasaf) 
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4.3.1. Prioritas Pembangunan Kewilayahan 

4.3.1.1. Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth) 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2019 untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program 

perekonomian perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk 

itu arah kebijakan perekonomian daerah antara lain : 

1. Perbaikan Struktur APBD 2019 melalui penciptaan ruang fiskal yang lebih besar 

dalam rangka mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan  prinsip utama mengelola sumber 

pendapatan yang berkelanjutan dan  Quality of spending, dimana belanja 

langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dengan mengutamakan  belanja 

produktif  dan investatif 

2. Memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan UMKM dengan memberikan seluruh kewenangan perizinan dengan   

lebih cepat, mudah, transparan dan terintegrasi untuk memacu pertumbuhan 

investasi.  

3. Mengembangkan infrastruktur melalui pembangunan jalan dan jembatan di 

seluruh kecamatan yang akses perekonomiannya tinggi termasuk untuk 

mendukung kelancaran transpotasi wilayah KEK Pariwisata Sungailiat, 

mengembangkan infrastruktur pendukung KEK Pariwisata Sungailiat seperti 

listrik, air bersih dan telekomunikasi, serta mengembangan jaringan irigasi di 

Puding Besar, Mendo Barat dan Riau Silip. 

4. Peningkatan produksi tanaman pangan melalui pencetakan sawah baru dan 

irigasi serta penggunaan varietas unggul padi sawah dan  padi ladang di hampir 

seluruh kecamatan.  

5. Diversifikasi pengembangan komoditi pertanian melalui pengembangan 

komoditi ubi kasesa. 

6. Kerjasama perdagangan dengan Lembaga Pemasaran dan Perdagangan 

Pemerintah Turki. 

7. Kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk 

pengadaan  300.000 bibit lada  unggul melalui kultur jaringan ex vitro. 
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8. Pemanfaatan lahan kritis melalui penanaman tanaman yang bernilai ekonomis 

tinggi dalam upaya mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Bangka. 

9. Pengembangan kawasan industri baru di Sungailiat dan Puding Besar  dan Riau 

Silip dengan pembangunan Pabrik Tapioka berskala besar dan memicu 

berkembangnya investasi industri yang berbasis komoditas  pertanian, 

perkebunan, peternakan maupun perikanan. 

10. Peningkatan Alokasi Dana Desa dan APBDes dan Peningkatan Kapasitas 

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan APBDes. 

11. Pendampingan Sarjana Membangun Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa 

12. Mengembangkan pangan lokal (beras aruk), Diversifikasi Pangan dan 

mengurangi ketergantungan kebutuhan bahan pokok. 

13. Pengembangan Kluster Bisnis  dan Kawasan Kuliner untuk memacu bangkitnya 

perekonomian masyarakat  

14. Pembangunan pasar desa untuk membentuk simpul-simpul ekonomi di desa 

dalam upaya mengembangkan jaringan pemasaran produk-produk pertanian 

desa. 

15. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa melalui pelaksanaan kewenangan lokal 

desa.  

4.3.1.2.   Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Poor 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2019 untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, program-program 

penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun 

sasarannya. Untuk itu strategi penanggulan kemiskinan antara lain : 

1. Kebijakan, program dan kegiatan APBD 2019 yang pro kemiskinan dengan 

alokasi terbesar untuk Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar sebagai 

kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi 

2. Pengembangan skema mikro kredit tanpa agunan dan tanpa bunga kepada 

UMKM melalui penyertaan modal BPR Syariah Bangka Belitung dan  JAMKRIDA. 

3. Peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR). 
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4. Perluasan kesempatan kerja. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 

dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat 

miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-

luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara 

berkelanjutan, melalui pendirian pabrik tepung tapioka, perkebunan rakyat 

sistem kemitraan dan pembagian bibit komoditi unggul karet, lada, dan sawit. 

Perluasan kesempatan kerja juga diberikan melalui pelaksanaan pembangunan 

fisik di desa secara swakelola masyarakat, sehingga diharapkan roda 

perekonomian masyarakat desa berputar dengan lebih cepat dan memberikan 

dampak ekonomi yang baik bagi wilayah sekitar. 

5. Mengembangkan dan membangun sistem dan aplikasi “Kesejahteraan Masyarakat 

Bangka dengan Sistem dan Aplikasi” atau dikenal “KEMBANG DESA” sebagai 

implementasi kebijakan untuk menuntaskan problematika kemiskinan. 

6. Pengembangan basis data kemiskinan terpadu sebagai panduan penyusunan 

dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan) 

7. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk 

memperkuat kelembagaan BPD dan LPM beserta perangkatnya di desa-desa 

dalam pengelolaan dana desa untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat desa (BUM Desa). 

8. Pemberian subsidi APBD kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui 

subsidi pupuk dan BBM kepada petani dan nelayan, pembebasan biaya sekolah 

bagi anak-anak kurang mampu dan peningkatan subsidi harga sembako melalui 

pasar murah pada hari-hari besar 

9. Pembangunan jamban untuk seluruh rumah tangga miskin yang belum memiliki 

jamban guna mencegah insiden penyakit berbasis lingkungan 

10. Meningkatkan upaya untuk menyediakan akses air mimun layak dan sanitasi dasar 

kepada seluruh masyarakat untuk mencapai akses universal 2019. 

11. Peningkatan kapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki 

maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 
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12. Perlindungan sosial. Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan 

dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir 

miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/ penyandang cacat) 

dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan 

antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial, 

melalui bantuan sosial baik dana maupun barang. Intervensi terhadap 

masyarakat miskin Tahun 2019 dilakukan melalui Sistem Layanan Rujukan 

Terpadu yang terintegrasi dari Pusat hingga ke desa berdasarkan  basis data 

terpadu sehingga menanggulangan kemiskinan daerah bisa dapat lebih 

terintegrasi dengan baik dan penuntasan kemiskinan dapat lebih terwujud. 

4.3.1.3.   Kebijakan Pembangunan Perekonomian Pro Job 

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka pada tahun  

2013 yaitu mencapai 4,26 persen kemudian  meningkat signifikan pada Tahun 2014 

yaitu 8,36 dan kembali meningkat pada Tahun 2015 menjadi 8,87 persen. Pada 

kondisi ini Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2015 adalah 63,88% dan 8,87% 

diantaranya adalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2016 tingkat pengganguran 

terbuka ditargetkan menurun menjadi 3,67% .  

Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, strategi pembangunan yang 

ditempuh antara lain : 

1. Meningkatkan jiwa enterpreneur masyarakat terutama lebih diprioritaskan pada 

tenaga kerja usia produktif, lebih kepada pengembangan sektor ekonomi mikro;  

2. Meningkatkan riset dan inovasi yang diprioritaskan kepada pengembangan 

potensi ekonomi daerah. Mendorong masyarakat menengah kebawah untuk lebih 

berkontribusi terhadap  perekonomian (agent of economy), karena kondisi saat 

ini perekonomian justru didominasi oleh masyarakat menengah dan menengah 

keatas, berbanding terbalik dengan kondisi real yang ada, dimana jumlah 

golongan masyarakat bawah lebih banyak dibandingkan jumlah kedua golongan 

ekonomi tersebut;  

3. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja melalui 

berbagai program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan desa melalui 

kerjasama dengan BLK baik sekala Regional maupun Nasional.  



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 IV - 117 

 

4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk swakelola kegiatan pembangunan 

infrastruktur  dari APBD Kabupaten Bangka dan APBDes  untuk memperluas 

peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 

5. Mendorong investasi Agroindustri terutama tapioka untuk menjadi 

pemicu (trigger) aktivitas perekonomian daerah. Derasnya arus investasi 

akan mampu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat 

penggangguran. 

Arah kebijakan penanggulangan pengangguran daerah antara lain : 

1. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga 

ketenangan bekerja dan berusaha; 

2. Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja 

(hiring-firing) kearah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam 

rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja; 

3. Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang 

dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. 

4.3.1.4. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan  Hidup      (Pro 

Sustainable/ Environment) 

Dalam rangka mendukung tema RKPD Kabupaten Bangka tahun 2019 untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup 

untuk mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan, program-program perlu 

dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu arah kebijakan 

pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup antara lain : 

1. Pengaturan regulasi menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan 

pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi, melalui kajian tata ruang yang 

telah direkomendasikan Pemerintah Daerah. 

2. Penerbitan Perarutaran Daerah, Peraturan Bupati, dan AMDAL dari Badan 

Lingkungan Hidup perlu kajian dan analisis, sehingga pembuangan limbah 

industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi 

pencemaran.  



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 IV - 118 

 

3. Program konservasi lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup yang 

mengedepankan pembangunan berkelanjutan untuk masa yang akan datang yang 

melibatkan masyarakat dan sekolah Adiwiyata. 

4. Program taman kota yang membuat asri dan mengurangi pencemaran udara. 

5. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan, berkoordinasi dengan pihak terkait. 

6. Program pengembangan Hutan Desa sebagai upaya peningkatan Ruang Terbuka 

Hijau Kabupaten. 

7. Program penanganan perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka 

meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mencegah timbulnya 

permukiman kumuh baru melalui peningkatan akses terhadap 

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. 

8. Meningkatkan pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya. 

9. Pengembangan Rimbe Mambang Dalil untuk konservasi, penelitian, 

pendidikan, wisata dan jasa lingkungan dengan jenis tumbuhan lokal 

tempayang. 

10. Mendorong Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk pengembangan 

mangrove dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan di daerah pesisir 

11. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka melalui 

penyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kabupaten Bangka dan penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten 

Bangka. 

12. Mencegah pemanfaatan lahan-lahan produktif untuk dialih fungsinya terutama 

dijadikan lahan pertambangan timah rakyat yang dapat merusak lingkungan 

serta pemanfaatannya yang tidak terkendali dengan mengembangkannya 

menjadi sumber daya ekonomi potensial lainnya yang lebih meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat daerah. 

4.3.2. Sasaran Pembangunan Wilayah 

Sasaran pembangunan kecamatan menyediakan gambaran ekonomi seluruh 

kecamatan yang sangat berguna  untuk pengambilan keputusan pada tahun 2019, 
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serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut 

dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang 

ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian 

sasaran pembangunan tahun 2019. Secara detail,  sasaran pembangunan  

perekonomian tersebut diindikasikan oleh; (1) Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB); (2) Pendapatan Per Kapita; (3) Tingkat Kemiskinan; (4) Tingkat 

Pengangguran; (5) Pertumbuhan Ekonomi; dan (6) Tingkat Inflasi, tersaji pada tabel  

berikut: 

Tabel 4.11. 

Sasaran Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2019 

Kecamatan 

Sasaran  

PDRB HK 
PDRB Per 

Kapita 

Tingkat 

Kemiskinan 

Tingkat 

Pengangguran 

Pertumbuhan 

Ekonomi (HK) 

Tingkat 

Inflasi 

(juta Rp) (ribu Rp) (%) (%) (%) (%) 

Sungailiat 3.610.028 52.712 2,96 3,93 5,47 3,26 

Belinyu 1.364.933 36.122 5,35 4,09 5,08 3,54 

Riau Silip 1.116.277 51.933 6,94 3,15 5,26 2,77 

Pemali 730.751 32.948 2,68 3,86 5,19 3,46 

Mendo Barat 1.155.092 30.784 6,81 3,70 6,84 3,63 

Merawang 1.016.384 46.624 3,79 4,51 5,24 3,06 

Bakam 816.332 53.253 6,41 3,89 6,66 3,24 

Puding Besar 633.834 45.448 7,57 4,37 6,10 3,76 

Kabupaten 

Bangka 

10.443.631 44.053 4,86 4,11 5,66 3,34 

 

Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.11, 

pembangunan di Kabupaten Bangka harus secara proprosional memperhatikan tingkat 

perkembangan wilayah dan karakteristik  potensi perekonomian yang ada.  

Dengan pembangunan yang proporsional ini, diharapkan pembangunan makro dapat 

mencapai targetnya. Dari  aspek pro poor, diharapkan pada Tahun 2019 terjadinya 

peningkatan beberapa indikator makro seperti  PDRB yang mencapai  Rp. 10.423.631 juta, 

dengan sumbangan terbesar berasal dari Kecamatan Sungailiat, PDRB per Kapita  meningkat 

menjadi Rp. 44.053 ribu, dengan kontribusi terbesar berasal  dari kecamatan Bakam dan 

tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga menjadi 4,86 persen, dengan kecamatan 

Pemali menjadi kecamatan dengan angka kemiskinan paling rendah. Dari aspek Pro Job, 

pembangunan 2019 diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran diseluruh 

kecamatan, sehingga diharapkan secara agregat, tingkat pengangguran Kabupaten Bangka 
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mengalami penurunan menjadi 4,11 persen, dengan kecamatan Riau Silip sebagai kecamatan 

yang memiliki tingkat pengangguran terkecil. Dari aspek pro growth, pembangunan harus 

disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan, 

sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka di tahun 2019 meningkat 

mencapai 5,66 persen, dengan kecamatan Mendo Barat sebagai kecamatan dengan 

pertumbuhan tertinggi sekaligus perndorong pertumbuhan wilayah lainnya, disertai dengan 

tingkat inflasi yang mengalami penurunan menjadi  3,34 persen. 

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, pembangunan wilayah 

kecamatan tahun 2019 diarahkan pada pembangunan dengan fokus  pada reformasi 

perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, 

pengembangan wilayah kecamatan harus memperhatikan dengan cermat RTRW Kabupaten 

Bangka.  Dalam hirarki rencana system tata kota di Kabupaten Bangka, Sungailiat dan Belinyu 

menjadi Pusat Kegiatan Lokal, Puding Besar menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi, 

sedangkan Mendo Barat, Riau Silip, Bakam, Pemali dan Merawang menjadi Pusat Pelayanan 

Kecamatan. Dari dimensi perekonomian, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan 

kondisi perekonomian dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat 

Kabupaten Bangka  adalah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki 

daya saing, produktivitas dan efek multiplier yang tinggi dan sustainable. Perekonomian 

dengan produktivitas rendah dan cenderung stagnan hanya akan memberikan upah dan 

tingkat pengembalian modal yang rendah. Persaingan global yang semakin ketat akan 

mengakibatkan aktivitas perekonomian tersebut semakin lama semakin terpinggirkan. 

Sebaliknya perekonomian yang produktivitasnya tinggi dan dapat dipertahankan secara 

berkelanjutan akan memungkinkan pemberian upah dan tingkat pengembalian modal yang 

tinggi. Selain itu, upah yang tinggi akan mendorong masyarakat meningkatkan kualitas 

sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya.  

Dalam konteks inilah, implikasi kebijakan pengembangan perekonomian di 

berbagai kecamatan adalah dengan terus mendorong, mengembangkan dan 

meningkatkan daya saing sektor yang memiliki tingkat keunggulan komparatif, 

kompetitif dan sustainable. Untuk memenuhi persyaratan sustainable ini, maka 

sektor-sektor dan komoditi yang berbasis unrenewable resource (pertambangan non 

migas, penggalian, industri logam dasar dan barang galian non logam) meskipun 

secara faktual mampu memberikan kontribusi perekonomian (PDRB) yang besar, 

namun tidak akan dikategorikan dalam kelompok unggulan dan berdaya saing tinggi. 
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Sektor dan komoditi yang memiliki keunggulan daya saing tersebut selanjutnya harus 

dikelompokkan dalam beberapa prioritas pengembangan.  

Dengan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek spasial dan ekonomi 

tersebut, kedepan diharapkan permasalahan disparitas pembangunan antar kecamatan di 

Kabupaten Bangka dapat dituntaskan dan  keseimbangan antara pertumbuhah ekonomi 

kecamatan maju dan tertinggal melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, 

sumberdaya buatan dan sumberdaya alam dapat dikedepankan. Pentingnya pemecahanan 

masalah disparitas pembangunan di Kabupaten Bangka disebabkan beberapa hal berikut: (1) 

untuk mencapai pembangunan perekonomian yang stabil; (2) untuk medapatkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi; (3) dalam rangka pemanfaatan dan konservasi sumberdaya secara 

berkelanjutan; (4) untuk menciptakan dan promosi kesempatan kerja; (5) untuk mengurangi 

tekanan beban penduduk pada sektor primer terutama sektor pertambangan; (6) untuk 

mengurangi tekanan dan dampak negatif ”urbanisasi” dan polusi; (7) untuk menghindari 

konflik dan stabilitas politik daerah;  dan (8) untuk menjaga stabilitas ketahanan daerah. 

4.3.2.1. Pembangunan Wilayah Kecamatan Sungailiat 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, dengan tanpa meninggalkan pro sustainable  yang diindikasikan oleh 

besaran PDRB Rp. 3.616.015,8 juta, PDRB per kapita Rp. 56.753 ribu, tingkat 

kemiskinan 2,50  persen, tingkat pengangguran 3,72 persen, pertumbuhan ekonomi 

5,67 persen dan tingkat inflasi 3,26 persen, pembangunan kecamatan Sungailiat, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi 

spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang 

terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan 

pengembangan  wilayah Kecamatan Sungailiat  adalah sebagai Pusat Kegiatan Lokal 

dan sebagai Pusat Wilayah Pengembangan I. 

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping 

Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan 

Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi 

yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding 

Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya 

dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh 

jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi 
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sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya 

terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan  Sungailiat pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah 

pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) 

Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan 

Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. 

Tabel 4.12.      

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat 
 

No 
Prioritas 

Pengembangan 
Sektor 

1 I 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot Rumah 

tangga 

Industri Kertas, percetakan dan penerbitan 

Industri Barang Logam, Mesin dan Peralatan 

Listrik 

Bangunan 

Perdagangan besar dan eceran 

Restoran 

Angkutan Jalan Raya 

Angkutan Laut 

Jasa penunjang angkutan 

Pos dan Telekomunikasi 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank 

Jasa Perusahaan 

Jasa Administrasi Pemerintahan 

2 
II 

Perikanan, Peternakan dan hasil-hasilnya 

Industri Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 

Air bersih 

Hotel 

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 

Jasa penunjang komunikasi, Sewa bangunan 

Sosial kemasyarakatan 

Hiburan dan rekreasi 

 Perorangan dan rumah tangga 

3 III 
Tanaman bahan makanan 

Tanaman perkebunan 

4 IV Kehutanan 
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Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Sungailiat diarahkan pada 

pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan spesialisasi dan prioritas 

pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.12. 

4.3.2.2. Pembangunan Wilayah Kecamatan Belinyu 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.370.920,4, PDRB per kapita 

Rp. 39.833 ribu, tingkat kemiskinan 5,64 persen, tingkat pengangguran 3,92 persen, 

pertumbuhan ekonomi 5,24 persen dan tingkat inflasi 3,54 persen, pembangunan 

kecamatan Belinyu, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan 

memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan 

rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, 

arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Belinyu  adalah sebagai 

Pusat Kegiatan Lokal dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan II.  

Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Belinyu yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat 

berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah: 

1) Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat 

yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan 

Bangka Barat;  

2) Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara 

dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan 

pertambangan di barat dan selatan;  

3) Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan 

jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir 

sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota   

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Belinyu pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan 
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mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan 

Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Belinyu 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan 

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13.  

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I 

Kehutanan 

Industri Makanan, minuman dan tembakau 

Industri Kimia, karet, plastik, minyak bumi dan 

batubara 

Air bersih 

Restoran 

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 

Jasa penunjang komunikasi 

Sewa bangunan 

Jasa administrasi pemerintahan 

Perorangan dan rumah tangga 

2 II 

Perikanan 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah 

tangga 

Industri Barang logam, mesin dan peralatannya 

Listrik 

Bangunan 

Perdagangan besar dan eceran 

Angkutan jalan raya 

Angkutan laut 

Jasa penunjang angkutan 

Pos dan telekomunikasi 

Bank 

Lembaga keuangan bukan bank 

Jasa perusahaan 

Sosial kemasyarakatan  

Hiburan dan rekreasi 

3 III Tanaman bahan makanan 

4 IV 
Tanaman perkebunan 

Peternakan dan hasil-hasilnya 
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4.3.2.3. Pembangunan Wilayah Kecamatan Mendo Barat 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.161.079,5 juta, PDRB per 

kapita Rp. 34.744 ribu,  tingkat kemiskinan 6,61  persen, tingkat pengangguran 3,42 

persen, pertumbuhan ekonomi 7,08 persen dan tingkat inflasi 4,63 persen, 

pembangunan kecamatan Mendo Barat, diarahkan pada reformasi perekonomian 

sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan 

memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW 

Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan 

Mendo Barat  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam 

Wilayah Pengembangan III.   

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar-Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 

1. Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan 

kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di 

tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat; 

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur 

dan Pangkal Pinang. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan  Mendo Barat pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat 

pemerintahan kecamatan; (2) Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas 

hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat 

pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. 
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Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Mendo Barat 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14.              

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1. I 

Tanaman Perkebunan 

Perdagangan Besar dan Eceran 

 Restoran 

 Angkutan Jalan Raya 

 Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 Jasa Perusahaan 

 Sosial Kemasyarakatan 

 Industri Makanan, Minuman dan tembakau 

 Industri Kimia, Karet, Plastik, Minyak Bumi dan 

Batubara 

Industri Barang logam, mesin dan peralatan 

2 II 

 Tanaman Bahan Makanan 

 Peternakan dan hasil-hasilnya 

 Kehutanan 

 Jasa Penunjang Angkutan 

 Sewa Bangunan 

 Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 

 Perorangan dan Rumah Tangga 

 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot RT 

 Listrik 

3 III 

 Hotel 

 Pengangkutan 

 Pos dan Telekomunikasi 

 Jasa Penunjang Komunikasi 

 Bank 

 Air bersih 

4 IV  Perikanan 

 

4.3.2.4. Pembangunan Wilayah Kecamatan  Merawang 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.022.372 juta,  PDRB per 

kapita Rp. 49.846 ribu, tingkat kemiskinan 3,29 persen, tingkat pengangguran 4,13  

persen, pertumbuhan ekonomi 5,44  persen dan tingkat inflasi 3,06 persen, 

pembangunan kecamatan Merawang, diarahkan pada reformasi perekonomian 

sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan 
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memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW 

Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan 

Merawang  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah 

Pengembangan I.  

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangannya, disamping 

Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan 

Pemali dan Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi 

yakni Kota Pangkal Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding 

Besar dan Mendo Barat. Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya 

dengan kedua WP lainnya, relatif kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh 

jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi 

sebagai PKW dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya 

terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang – Sungailiat. 

Tabel 4.15.  

 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I Air bersih  

2 II 

Tanaman bahan makanan 

Industri Kimia, karet, plastik, m. Bumi dan batubara 

Hotel 

Hiburan dan rekreasi 

3 III 

Tanaman perkebunan 

Kehutanan 

Perikanan 

Industri Makanan, minuman dan tembakau 

Listrik 

Pos dan telekomunikasi 

Jasa penunjang komunikasi 

Administrasi pemerintahan dan pertahanan 

Perorangan dan rumah tangga 

4 IV 

Peternakan dan hasil-hasilnya 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga 

Industri Barang logam, mesin dan peralatannya 

Bangunan 

 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Merawang  pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

Kabupaten Bangka; (2) Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah 
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pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) 

Penyedia sarana dan prasarana kota; (6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan 

Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Merawang diarahkan 

pada pengembangan subsektor perekonomian , dengan spesialisasi dan prioritas 

pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.15. 

4.3.2.5. Pembangunan Wilayah Kecamatan Pemali 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan pro 

growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp.736.738 juta,  PDRB per kapita Rp. 36.536 

ribu, tingkat kemiskinan 2,47 persen, tingkat pengangguran 3,77 persen, pertumbuhan 

ekonomi 5,28 persen dan tingkat inflasi 3,46 persen, pembangunan kecamatan Pemali, 

diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. 

Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat 

hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan wilayah 

Kecamatan Pemali  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah 

Pengembangan I.  

Dalam konsep Wilayah Pengembangan I, wilayah pengembangan-nya, disamping 

Sungailiat sebagai pusat, juga mencakup daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan 

Merawang. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yakni Kota Pangkal 

Pinang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat. 

Wilayah Pengembangan ini apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP lainnya, relatif 

kecil. Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang 

menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW dengan Kota Sungailiat 

(PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor 

Pangkalpinang – Sungailiat. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah pengembangan 

Pemali pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Bangka; (2) 

Pusat pelayanan untuk wilayah bawahannya; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi 

hinterland; (4) Pendorong perkembangan wilayah; (5) Penyedia sarana dan prasarana kota; 

(6) Pusat perdagangan & jasa; (7) Kegiatan Wisata; (8) Kesehatan; dan (9) Pendidikan. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Pemali  

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 
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prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. 

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I Hiburan dan Rekreasi 

2 II Perkebunan 

3. III 

Tanaman Bahan Makanan 

Kehutanan 

Perikanan 

Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah 

Tangga 

Industri Barang logam, Mesin dan Peralatan 

Listrik 

Bangunan 

Angkutan Jalan Raya 

Pos dan Telekomunikasi 

Bank 

Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Sewa Bangunan 

Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 

4. IV 

Peternakan 

Industri Makanan  

Perdagangan 

Restoran 

Jasa Penunjang komunikasi 

Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 

Sosial Kemasyarakatan 

 

4.3.2.6. Pembangunan Wilayah Kecamatan Riau Silip 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 1.122.264,5 juta,  PDRB per 

kapita Rp. 36.536 ribu, tingkat kemiskinan 2,47 persen, tingkat pengangguran 3,77 

persen, pertumbuhan ekonomi 5,28 persen dan tingkat inflasi 3,46 persen, 

pembangunan kecamatan Riau Silip, diarahkan pada reformasi perekonomian 

sektoral dengan memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan 

memperhatikan rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW 

Kabupaten Bangka, arah pembangunan dan pengembangan  wilayah Kecamatan Riau 

Silip  adalah sebagai Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah 

Pengembangan II.  
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Dalam konsep Wilayah Pengembangan II, Ruang wilayah Riau Silip yang dapat 

dikembangkan untuk kegiatan Ekonomi yang berpotensi dan diharapkan dapat 

berkembang di masa yang akan datang diantaranya adalah: 

1) Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah Teluk Kelabat 

yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada di Kabupaten Bangka dan 

Bangka Barat;  

2) Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan tambak di utara 

dan selatan, kawasan  tamanan pangan lahan kering di utara dan barat, kawasan 

pertambangan di barat dan selatan;  

3) Wilayah Pengembangan II mengembangkan struktur wilayah seperti jaringan 

jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir 

sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota. 

Tabel 4.17.                                                      

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I Tanaman Perkebunan 

2 II  Kehutanan 

3 III 

 Perikanan 

 Industri Kayu, bambu, rotan dan perabotan RT 

 Bahan galian bukan logam 

 Bahan logam, mesin dan peralatan 

 Perdagangan besar dan eceran 

 Pengangkutan 

 Bank 

 Lembaga keuangan bukan bank 

 Sewa Bangunan 

 Jasa perusahaan 

 Sosial kemasyarakatan 

 Perorangan dan rumah tangga 

4 IV 

 Tanaman bahan makanan 

 Peternakan dan hasil-hasilnya 

 Industri Makanan, minuman dan tembakau 

 Listrik 

 Restoran 

 Pos dan telekomunikasi 

 Jasa penunjang komunikasi 

 Administrasi pemerintahan dan pertahanan 

 Hiburan dan rekreasi 
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Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Riau Silip pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2) Pelabuhan Laut Regional ; (3) Kondisi eksisting yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk tinggi dengan keberadaan kawasan permukiman akan 

mempengaruhi munculnya aktifitas baru; dan (4) Adanya kegiatan Industri Perikanan 

Terpadu mendukung Kegiatan  lainnya. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Riau Silip 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian dan komoditi, dengan 

spesialisasi dan prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.17. 

4.3.2.7. Pembangunan Wilayah  Kecamatan Bakam 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 822.320 juta,  PDRB per kapita 

Rp. 58.166 ribu, tingkat kemiskinan 6,11 persen, tingkat pengangguran 3,68 persen, 

pertumbuhan ekonomi 6,84 persen dan tingkat inflasi 3,24 persen. pembangunan 

kecamatan Bakam, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan 

memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan 

rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, 

arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Bakam  adalah sebagai 

Pusat Pelayanan Kecamatan dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan III.   

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat,  

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan,  berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar – Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 
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1) Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan 

kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di 

tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat; 

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa disepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur 

dan Pangkal Pinang. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Bakam pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat pemerintahan 

kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas hasil-hasil 

pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat pelayanan 

untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. 

Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum pembangunan Bakam 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18.  

Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I Kehutanan 

2 II Perkebunan 

3 III 

Tanaman Bahan Makanan 

Peternakan 

Perikanan 

Industri Kayu, Bambu, Rotan dan Perabot Rumah 

Tangga 

Listrik 

4 IV 

Bangunan 

Perdagangan 

Restoran 

Angkutan Jalan Raya 

Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 

Sewa Bangunan 

Jasa Perusahaan 

Jasa Administrasi Pemerintahan 

Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 

Barang Logam, Mesin dan Peralatan 

Pos dan Telekomunikasi 

Jasa Pos dan Telekomunikasi 

Jasa Sosial 

Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 
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4.3.2.8. Pembangunan Wilayah  Kecamatan Puding Besar 

Guna mencapai sasaran pembangunan tahun 2019, yang pro job, pro poor dan 

pro growth, yang diindikasikan oleh besaran PDRB Rp. 639.821 juta,  PDRB per kapita 

Rp. 49.234 ribu, tingkat kemiskinan 7,03 persen, tingkat pengangguran 3,95 persen, 

pertumbuhan ekonomi  6,65 persen dan tingkat inflasi 3,76 persen, pembangunan 

kecamatan Puding Besar, diarahkan pada reformasi perekonomian sektoral dengan 

memperhatikan dimensi spasial. Dari dimensi spasial, dengan memperhatikan 

rencana sistem kota-kota yang terdapat hierarki dalam RTRW Kabupaten Bangka, 

arah pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Puding Besar  adalah 

sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Promosi  dan berada dalam Wilayah 

Pengembangan III.   

Dalam konsep Wilayah Pengembangan III, yang berpusat di Puding Besar, 

dengan wilayah cakupan Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat, 

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang di timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Bangka Tengah di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat di 

utara dan  berbatasan dengan Selat Bangka di barat, wilayah pengembangan-nya 

mempunyai wilayah terluas dari semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor 

primer yang menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai dari 

ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras Senang yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bangka Barat. Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi 

di masa datang adalah : 

1) Kawasan Perkebunan di barat dan  selatan WP, kawasan tanaman pangan lahan 

kering yang membentang dari barat hingga timur, kawasan pertambangan di 

tengah dan barat daya serta kawasan wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat; 

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara Desa Kace Timur 

dan Pangkal Pinang. 

Dengan konsep sistem perwilayahan ini, peran dan fungsi wilayah 

pengembangan Puding Besar pada tahun 2019 adalah sebagai; (1) Pusat 

pemerintahan kecamatan; (2)  Pusat kegiatan industri dengan basis utama komoditas 

hasil-hasil pertanian; (3) Wilayah pemasaran bagi produksi hinterland; (4) Pusat 

pelayanan untuk wilayah bawahannya; (5) Agropolitan; dan (6) Perkebunan. 
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Dari aspek perekonomian wilayah, secara umum  pembangunan Puding Besar 

diarahkan pada pengembangan subsektor perekonomian, dengan spesialisasi dan 

prioritas pengembangannya, tersaji pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19.  

 Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar 

No Prioritas Pengembangan Sektor 

1 I 

Perkebunan 

Kehutanan 

Industri Makanan, minuman dan tembakau 

Industri Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga 

Sosial kemasyarakatan 

Perorangan dan rumah tangga 

Industri Barang logam, mesin dan peralatan 

2. II 

Listrik 

Bangunan 

Perdagangan 

Restoran 

Angkutan Jalan Raya  

Pos dan Telekomunikasi 

Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Sewa Bangunan 

Jasa Perusahaan 

Administrasi pemerintah dan Pertahanan 

3. III 

Tanaman Bahan Makanan 

Peternakan 

Jasa Penunjang Komunikasi 

4. IV 
Perikanan 

Bank 

 





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 V - 1 

 

BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
 

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil 

evaluasi pembangunan daerah tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan 

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan 

prioritas tahun 2019 ini dikelompokkan atas program pada setiap OPD, program 

urusan wajib, dan program urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

5.1.1. Program pada Setiap OPD 

Program prioritas pada setiap OPD meliputi: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan  Daerah 

5.1.2. Program Urusan Wajib 

1. Urusan Pendidikan 

Urusan wajib pendidikan ini diselenggarakan oleh OPD Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan mencakup 6 program sebagai berikut : 

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

3) Program Pendidikan Non Formal 

4) Program Peningkatan Mutu Kependidikan dan Tenaga Kependidikan 

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

6) Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar 
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2. Urusan Kesehatan 

Urusan wajib kesehatan ini diselenggarakan oleh 2 (dua) OPD yaitu OPD Dinas 

Kesehatan dan OPD RUSD Sungailiat.  

1) OPD Dinas Kesehatan  

(1) Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat 

(2) Program Sumber Daya Kesehatan 

(3) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

(4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

(5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

(6) Program Pengawasan Obat dan Makanan 

(7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 

(8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(9) Program Perbaikan Gizi Mayarakat 

(10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat  

(11) Program Pencegahan dan Pemberantasan penyakit 

(12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

(13) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan  Kesehatan 

(14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

(15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

(16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan 

2) OPD RSUD Depati Bahrin Sungailiat 

(1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

(2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

(3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah 

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 

(4) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 

(5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kesehatan 

 

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
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Urusan wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh OPD 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mencakup 12 

program sebagai berikut : 

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah   

5) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 

6) Program Pengendalian Banjir 

7) Program Pengembangan dan Pengelolaan  Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya 

8) Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah Daerah 

9) Program Lingkungan Sehat Perumahan 

10) Program Perencanaan Tata Ruang 

11) Program Pemanfaatan Ruang 

12) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

4. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Urusan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh OPD 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencakup 3 

program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Perumahan 

2) Program Pengembangan Data/Informasi Permukiman 

3) Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan 

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 

Urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 

diselenggarakan oleh 3 OPD yaitu (1) OPD Satpol PP; (2) OPD Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik; dan (3) OPD Sekretariat Daerah. 

1) OPD Satpol PP 

(1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

(2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
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(3) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 

(4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan 

2) OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

(1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

(2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

(3) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 

(4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan 

Keamanan 

(5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

3) OPD Sekretariat Daerah 

(1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

(2) Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada 

4) OPD Kecamatan 

(1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminalitas 

6. Urusan Sosial 

Urusan wajib Sosial diselenggarakan oleh OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dan  OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan. 

1) OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

(3) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 

(4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 

(5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

(6) Program Penanganan, Penanggulangan dan Rekontruksi Bencana 

2) OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
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(1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

7. Urusan Ketenagakerjaan 

Urusan wajib Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh OPD Dinas  Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Perdagangan mencakup 3 program sebagai berikut: 

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

diselenggarakan oleh OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 3 

program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

3) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan 

9. Urusan Pangan 

Urusan wajib pangan diselenggarakan oleh OPD Dinas Pangan mencakup 4 

program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Bahan Makanan 

2) Program Pengembangan Pola Pangan 

3) Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar 

10. Urusan Pertanahan 

Urusan wajib Pertanahan diselenggarakan oleh OPD Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencakup 3 program sebagai berikut: 

1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 

Tanah 

2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 
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11. Urusan Lingkungan Hidup 

Urusan wajib Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh OPD Dinas Lingkungan 

Hidup mencakup 6 program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya  Alam 

4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 

5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan 

Hidup 

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Urusan wajib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil diselenggarakan 

oleh OPD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil mencakup 1 program yaitu: 

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diselenggarakan oleh 2 (dua) 

yaiyu OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan OPD 

Kecamatan. 

1) OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(1) Program Penataan Desa 

(2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 

(3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 

(4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

(5) Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna 

(6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

2) OPD Kecamatan 

(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 

(2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
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Urusan wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana diselenggarakan 

oleh OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 4 program 

yaitu : 

1) Program Keluarga Berencana 

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang 

Mandiri 

15. Urusan Perhubungan 

Urusan wajib Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh OPD Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mencakup 4 program yaitu : 

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

16. Urusan Komunikasi Dan Informatika 

Urusan wajib Komunikasi Dan Informatika diselenggarakan oleh 3 (tiga) yaitu 

OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; (2)  Sekretariat Daerah (Bagian 

Humas dan Protokol); dan (3) OPD Kecamatan. 

1) OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

(2) Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan 

Informatika 

2) OPD Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) 

(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Media Massa 

(2) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 

3) OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan 

(1) Program Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 

4) OPD Kecamatan 
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(1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Media Massa 

 

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

Urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah diselenggarakan oleh OPD 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup 2 program yaitu : 

1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

18. Urusan Penanaman Modal 

Urusan wajib Penanaman Modal diselenggarakan oleh 3 (tiga) yaitu OPD Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; (2)  OPD Sekretariat Daerah; dan (3) OPD Kecamatan. 

1) OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik 

2) OPD  Sekretariat Daerah  

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik 

3) OPD Kecamatan 

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik 

 

19. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga 

Urusan wajib Kepemudaan Dan Olahraga diselenggarakan oleh OPD Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mencakup 4 program yaitu : 

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan 

Hidup Pemuda 

3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 
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20. Urusan Statistik 

Urusan wajib Statistik diselenggarakan oleh OPD Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik mencakup 1 program yaitu : 

1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

 

21. Urusan Persandian 

Urusan wajib Persandian diselenggarakan oleh OPD Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik mencakup 1 program yaitu : 

1) Program Pengembangan Persandian Daerah 

 

22. Urusan Kebudayaan 

Urusan wajib Kebudayaan diselenggarakan oleh OPD Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan mencakup 4 program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Nilai Budaya 

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

23. Urusan Perpustakaan 

Urusan wajib Perpustakaan diselenggarakan oleh OPD Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan mencakup 1 program yaitu : 

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

24. Urusan Kearsipan 

1) OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Urusan wajib kearsipan yang diselenggarakan oleh OPD Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan mencakup 4 program sebagai berikut : 

(1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah 

(2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 

(3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

2) OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah 
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(1) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 

 

25. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Urusan wajib Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah mencakup 7 (tujuh) urusan 

yaitu urusan perencanaan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan, urusan penelitian dan penembangan, urusan pengawasan 

pemerintah daerah, urusan sekretariat daerah, dan urusan kewilayahan.  

1) Urusan Perencanaan 

Fungsi penunjang urusan pemerintahan untuk urusan perencanaan 

diselenggarakan oleh 3 (tiga) OPD yaitu OPD Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah; (2)  OPD Sekretariat Daerah; dan (3) OPD Dinas 

Perikanan. 

OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(1) Program  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(2) Program Pengembangan Data/Informasi 

(3) Proram Perencanaan Pembangunan Daerah 

(4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi  

(5) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 

(6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

OPD Sekretariat Daerah 

(1) Program  Perencanaan Pembangunan Daerah 

OPD Dinas Perikanan 

(1) Program  Pengembangan Data/Informasi 

2) Urusan Keuangan 

OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
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OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah 

(1) Program Pelayanan Pajak Daerah 

(2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

(3) Program Optimalisasi Dana Perimbangan/Transfer 

(4) Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah 

3) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Fungsi penunjang urusan pemerintahan untuk urusan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh OPD Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mencakup 3 program 

sebagai berikut : 

(1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

(2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

(3) Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan 

Fungsi penunjang urusan pemerintahan untuk urusan Penelitian dan 

Pengembangan diselenggarakan oleh OPD Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah mencakup 1 program yaitu : 

(1) Program Penelitian dan Pengembangan 

  

5) Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Fungsi penunjang urusan pemerintahan untuk urusan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh 3 (tiga) OPD 

yaitu OPD Sekretariat DPRD, OPD Inspektorat, dan OPD Sekretariat  Daerah 

OPD Sekretariat DPRD 

(1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

 

OPD Inspektorat 

(1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 
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OPD Sekretariat Daerah 

(1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

6) Urusan Sekretariat Daerah 

OPD  Sekretariat Daerah 

(1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

(2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan  Sistem  dan  

Prosedur  Pengawasan 

(3) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

(4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

(5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru 

(6) Program Penataan Kelembagaan 

(7) Program Advokasi dan Bantuan Hukum 

(8) Program Ketatalaksanaan 

(9) Program Reformasi Birokrasi 

(10) Program Peningkatan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 

(11) Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 

(12) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang dan 

Jasa 

(13) Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam 

(14) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

(15) Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani 

OPD  Kecamatan 

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani 

(2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

 

7) Urusan Kewilayahan 

OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa  

(1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 V - 13 

 

OPD Kecamatan 

(1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(2) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum 

5.1.3. Program Urusan Pilihan 

Program prioritas untuk urusan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

mencakup 5 urusan sebagai berikut: 

1. Urusan Pertanian 

Urusan pertanian diselenggarakan oleh OPD Dinas Pertanian mencakup 2 

program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak  

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

8) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan 

2. Urusan Pariwisata 

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh OPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga mencakup 3 program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

3) Program Pengembangan Kemitraan 

3. Urusan Kelautan Dan Perikanan 

Urusan Kelautan Dan Perikanan diselenggarakan oleh OPD Dinas Perikanan 

mencakup 4 program sebagai berikut : 

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

3) Program Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Perikanan Dan 

Kelautan 

4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 
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4. Urusan Perdagangan 

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh OPD Dinas Tenaga Kerja, 

Perindustrian dan Perdagangan mencakup 4 program sebagai berikut : 

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

3) Program Peningkatan Sarana Perdagangan 

5. Urusan Industri 

Urusan industri diselenggarakan oleh OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian 

dan Perdagangan mencakup 4 program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan  Menengah  

5.2. Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan 

Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 

2019 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang 

diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program dan kegiatan 

yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  Penentuan pagu indikatif 

tidak lagi menggunakan pendekatan “money follow function”, tetapi menggunakan 

pendekatan “money follow priority programme”. Pagu indikatif masing-masing OPD 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5.1.  

Pagu Indikatif OPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 

 
No Nama Organisasi Perangkat Daerah Pagu Belanja Langsung(Rp) 

1. Dinas Pendidikan 115.763.576.237,00 

2. Dinas Kesehatan 202.315.421.191,00 

3. Rumah Sakit Umum Daerah 147.348.721.825,00 

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Perhubungan 

599.542.400.000,00 

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

12.241.119.900,00 

6. Satuan Polisi Pamong Praja 8.899.323.169,00 

7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 786.420.312,00 
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No Nama Organisasi Perangkat Daerah Pagu Belanja Langsung(Rp) 

8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.166.635.064,00 

9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan 12.137.563.400,00 

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

11.387.015.500,00 

11. Dinas Pangan 2.129.399.500,00 

12. Dinas Lingkungan Hidup 21.975.857.000,00 

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.385.420.450,00 

14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika 5.189.380.900,00 

15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

1.466.689.200,00 

16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 28.514.776.725,00 

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9.508.435.500,00 

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.491.334.850,00 

19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8.898.839.500,00 

20. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 9.304.556.600,00 

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah 

21.792.697.300,00 

22. Sekretariat Dewan 48.805.359.000,00 

23. Inspektorat 2.727.684.900,00 

24. Sekretariat Daerah 30.791.182.235,00 

25. Dinas Pertanian 9.059.665.000,00 

26. Dinas Perikanan 6.965.492.250,00 

27. Kecamatan Bakam 945.395.500,00 

28. Kecamatan Belinyu 5.988.083.000,00 

29. Kecamatan Pemali 1.044.565.000,00 

30. Kecamatan Puding Besar 979.244.100,00 

31. Kecamatan Merawang 1.594.841.900,00 

32. Kecamatan Mendo Barat 1.167.954.000,00 

33. Kecamatan Riau Silip 919.937.500,00 

34. Kecamatan Sungailiat 6.440.382.250,00 

JUMLAH 1.356.420.369.858,00 
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Selanjutnya uraian program dan kegiatan yang dipandang paling bermanfaat 

atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi kepentingan masyarakat yang disusun oleh 

setiap Organisasi Perangkat Daerah  disajikan pada Lampiran. 

Adapun secara lengkap, gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap 

masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 5.2 

berikut : 

Tabel 5.2. 

Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan  

Kabupaten Bangka Tahun 2019 

Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi 

melalui 

pengembangan  

industri sektor 

pertanian dan 

pariwisata 

    

 Program 

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan 

Pertanian/ 

Perkebunan 

Presentase Kelompok 

Tani Yang 

Menggunakan 

Benih/Bibit Tanaman 

Pangan 

376.984.000 Dinas Pertanian 

  Persentase Kelompok 

Tani yang menerima 

Prasarana Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Produksi 

Pertanian / 

Perkebunan 

Persentase Kelompok 

Tani yang menerima 

prasarana pertanian 

1.788.577.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Penerapan 

Teknologi 

Pertanian 

Persentase Kelompok 

Tani Yang 

Menggunakan 

Teknologi Pertanian 

2.084.325.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Petani 

Persentase Gapoktan 

dengan usaha 

agrobisnis perdesaan 

217.995.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Pemberdayaan 

Penyuluh 

Pertanian / 

Perkebunan 

Persentase Penyuluh 

Pertanian Berkinerja 

BAIK (Sesuai kriteria 

Permentan Nomor 91 

Tahun 2013) 

1.039.413.000 

 

 

 

 

Dinas Pertanian 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pencegahan 

dan 

Penanggulanga

n Penyakit 

Ternak 

Persentase Penurunan 

Kasus Penyakit Hewan 

Menular (Zoonosis) 

618.782.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Produksi Hasil 

Peternakan 

Persentase 

peningkatan produksi 

peternakan 

1.579.080.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Pemasaran 

Hasil Produksi 

Peternakan 

Persentase 

Peningkatan Hasil 

Produksi Peternakan 

yang dipasarkan 

47.140.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Pengembangan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perkebunan 

Persentase Kelompok 

Tani yang menerima 

Sarana Prasarana 

Perkebunan 

421.015.000 Dinas Pertanian 

 Program 

Peningkatan 

Bahan 

Makanan 

Persentase Rumah 

Tangga Yang Memiliki 

Toko/Warung 

Penyedia Bahan 

Pangan 

444.406.000 Dinas Pangan 

Persentase Pasar 

Tradisional Yang 

Diawasi 

Persentase Pasar 

Modern Yang Diawasi 

Persentase Desa yang 

Memiliki Lumbung 

Pangan 

Peresentase 

Pemenuhan Cadangan 

Pangan yang Dimiliki 

Pemerintah Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Bahan 

Makanan 

Persentase 

Peningkatan 

Ketersediaan Pangan 

Strategis 

137.878.000 Dinas Pangan 

Persentase 

Masyarakat Yang 

Mampu Mewujudkan 

Ketahanan Pangan 

dan Gizi 

 Program 

Pengembangan 

Pola Pangan 

Persentase Penurunan 

Konsumsi Beras Per 

Kapita/Tahun 

244.420.000 Dinas Pangan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase 

Peningkatan 

Konsumsi 8 Kelompok 

Bahan Pangan Per 

Kapita/Tahun 

  Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

Menerapkan Konsep 

Kawasan Rumah 

Pangan Lestari 
  Peningkatan Jumlah 

Kelompok Masyarakat 

yang Mengelola 

Pangan Lokal 
 Program 

Peningkatan 

Keamanan 

Pangan Segar 

Persentase Produsen 

Pangan Segar Yang 

Mendapatkan 

Sertifikat Halal 

175.568.000 Dinas Pangan 

Persentase Penjual 

Yang Diberikan 

Pembinaan Tentang 

Keamanan Pangan 

Segar 

Persentase 

Pengawasan 

Keamanan Pangan 

Segar 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Dan 

Kelembagaan 

Perikanan dan 

Kelautan 

Persentase SDM dan 

Kelembagaan 

Perikanan dan 

Kelautan yang di Bina 

28.740.000 Dinas Perikanan 

 Program 

Pengembangan 

Sistem 

Penyuluhan 

Perikanan 

 49.445.000 Dinas Perikanan 

 Program 

Pengembangan 

Budidaya 

Perikanan 

Jumlah Produksi 

Perikanan Budidaya 

(592,7 Ton) 

1.074.090.750 Dinas Perikanan 

  Persentase Pelaku 

Usaha yang 

Melakukan Kemitraan 

  Persentase Penerapan 

Teknologi Perikanan 

Tepat Guna 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pengembangan 

Perikanan 

Tangkap 

Jumlah Produksi 

Perikanan Tangkap 

(30.056,30 Ton) 

3.872.674.000 Dinas Perikanan 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Persentase 

Meningkatnya Tenaga 

Kerja Yang Terampil 

dan Kompeten 

30.000.000 

 

Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Peningkatan 

Efisiensi 

Perdagangan 

Dalam Negeri 

Persentase 

Peningkatan 

Ketersediaan Barang 

Sampai di Tingkat 

Pasar Kecamatan 

100.050.000 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Perlindungan 

Konsumen dan 

Pengamanan 

Perdagangan 

Persentase Penurunan 

Peredaraan Barang 

dan Jasa Yang Tidak 

Sesuai Standar 

6.198.520.000 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Iptek Sistem 

Produksi 

Persentase 

Peningkatan 

Penjaminan Mutu 

Produk IKM 

96.463.500 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Pengembangan 

Industri Kecil 

dan Menengah 

Persentase 

Peningkatan 

Penjaminan Mutu 

Produk IKM 

771.987.000 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Peningkatan 

Sarana 

Perdagangan 

Persentase Pengelola 

Sarana Distribusi 

Perdagangan yang di 

Bina 

500.000.000 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Pengembangan 

Pemasaran 

Pariwisata 

Persentase Promosi 

Pariwisata melalui In 

Bound dan In Take 

2.371.506.700 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Pengembangan 

Destinasi 

Pariwisata 

Persentase Objek 

Wisata yang Dikelola 

dengan Baik dan 

Beragam 

1.540.000.000 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Pengembangan 

Kemitraan 

Persentase Mitra 

Pariwisata yang 

Dibina 

186.397.000 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Peningkatan 

Promosi dan 

Kerjasama 

Investasi 

Persentase 

Pertumbuhan 

Realisasi Investasi 

67.564.000 Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Perizinan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase Promosi 

Investasi Yang 

Dilaksanakan 

Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah 
  Persentase Kerjasama 

Investasi Yang 

Dilaksanakan 

Pembangunan 

Sumberdaya 

Manusia yang 

Berkualitas 

    

 Program Wajib 

Belajar 

Pendidikan 

Dasar 

Sembilan 

Tahun 

Rasio siswa SD usia 7-

12 tahun terhadap 

jumlah penduduk 7-

12 tahun 

25.388.074.100 Dinas 

Pendidikan 

Rasio siswa SMP usia 

13-15 tahun  terhadap 

jumlah penduduk 13-

15 tahun 

 Program 

Peningkatan 

Mutu 

Kependidikan 

dan Tenaga 

Kependidikan 

Persentase Jumlah 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

sesuai kompetensi 

1.906.933.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan 

Nilai rata-rata ujian 

SD/Paket A/Nilai rata-

rata ujian SMP/Paket 

B 

1.312.661.500 Dinas 

Pendidikan 

  Jumlah SD dan SMP 

yang terakreditasi 

BAIK 

 Program 

Peningkatan 

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

Jumlah Siswa yang 

berprestasi akademis 

dan non akademis 

1.019.014.477 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Pendidikan 

Anak Usia Dini 

Persentase desa yang 

memiliki PAUD 

704.000.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Pendidikan 

Non Formal 

Jumlah PKBM yang 

aktif 

679.200.000 Dinas 

Pendidikan 

  Jumlah LKP yang aktif   

Peningkatan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Sosial 

    

 Program 

Pemberdayaan 

Fakir Miskin 

Persentase 

Pemberdayaan 

Keluarga Miskin dan 

275.000.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

dan 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Desa 

 Program 

Pelayanan dan 

Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

Sosial 

Persentase PMKS yang 

Memperoleh 

Rehabilitasi Sosial 

1.110.655.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

  Persentase PMKS yang 

Memperoleh Jaminan 

Sosial 

  Persentase PMKS yang 

Memperoleh 

Perlindungan Sosial 

 Program 

Pembinaan 

Para 

Penyandang 

cacat dan 

Trauma 

Persentase 

penyandang cacat dan 

trauma yang 

direhabilitasi 

290.000.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Persentase (%) PMKS 

Skala Kabupaten yang 

Menerima Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

1.339.267.764 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

  Persentase Kube yang 

Aktif 

  

 Program 

Pemberdayaan 

Panti 

asuhan/Panti 

Jompo 

Persentase manula 

potensial yang 

mendapat 

perlindungan 

200.000.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan 

Persentase 

masyarakat miskin 

yang mendapatkan  

pelayanan kesehatan 

dasar 

15.325.000 Dinas Kesehatan 

 Program 

Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan 

Persentase siswa tidak 

mampu penerima 

beasiswa perguruan 

tinggi 

2.288.940.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Peningkatan 

Kegiatan 

Belajar 

Mengajar 

Persentase Siswa yang 

tidak mampu 

menerima beasiswa 

600.000.000 Dinas 

Pendidikan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pembinaan 

Peran Serta 

Masyarakat 

dalam 

Pelayanan 

KB/KR yang 

Mandiri 

Persentase penurunan 

keluarga Prasejahtera 

dan Sejahtera I 

625.000.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

 Program 

Pengembangan 

Lembaga 

Ekonomi 

Pedesaan 

Persentase Lembaga 

Ekonomi Pedesaan 

yang Aktif 

235.540.500 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam 

Membangun 

Desa 

Persentase Partisipasi 

Masyarakat Desa 

Dalam Membangun 

Desa 

430.532.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa/Kecamatan 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Aparatur 

Pemerintah 

Desa 

Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah 

Desa 

205.206.250 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Pengembangan 

dan 

Pemasyarakata

n Teknologi 

Tepat Guna 

Inovasi TTG yang 

dapat dikembangkan 

dan dimasyarakatkan 

130.000.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Pedesaan 

Persentase 

Keberdayaan 

Masyarakat Desa 

2.883.928.550 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Pengembangan 

Sistem 

Pendukung 

Usaha Bagi 

Usaha Mikro 

Kecil 

Menengah 

Persentase UMKM 

Yang Dilakukan 

Pembinaan Berupa 

Dana Yang Diakses 

dari Perbankan, 

Tingkat Penjualan, 

Kualitas SDM, Sistem 

Administrasi dan 

Keuangan, Jumlah 

Pelanggan Yang 

Dilayani 

13.440.000 Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Kelembagaan 

Koperasi 

Persentase Koperasi 

Yang Dilakukan 

Pembinaan, 

Berkriteria Sehat, 

Minimal 

Melaksanakan RAT 

Setahun Sekali sesuai 

Permenkop UKM 

Nomor 22 Tahun 2017 

26.210.000 

 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

 Program 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Pedesaan 

Persentase lembaga 

kemasyarakatan yang 

aktif 

387.283.000 Kecamatan 

Pembangunan 

infrastruktur 

pada kawasan 

pemukiman 

dan 

peningkatan 

konektivitas 

antar kawasan 

perekonomian 

potensial 

    

 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Air Minum dan 

Air Limbah 

Persentase Rumah 

yang Bersanitasi 

4.436.732.000 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

  Persentase 

Pengelolaan Air 

Minum dan Air 

Limbah yang 

Tertangani 

 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Air Minum dan 

Air Limbah 

Persentase  Sistem 

Penyediaan Air 

Minum dengan 

kebutuhan pokok 60 

ltr/dt/hari secara 

merata di Kabupaten 

Bangka 

8.670.400.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pengembangan 

Kinerja 

Pengelolaan 

Persampahan 

Persentase 

Pengelolaan Sampah 

9.429.993.300 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 Program 

Pelayanan dan 

Rehabilitasi 

Kesejahteraan 

Sosial 

Persentase Rumah 

Tidak Layak Huni 

yang Ditangani 

1.911.606.500 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Persentase 

Pengembangan 

Perumahan yang 

Memiliki Site Plan 

1.522.135.000 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

 Program 

Pengembangan 

Data/Informas

i Permukiman 

Persentase 

Kesesuaian 

Perencanaan Kawasan 

Permukiman 

1.227.576.500 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

 Program 

Pengentasan 

Kemiskinan 

Perkotaan 

Persentase Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Perkotaan yang 

Mendapatkan 

Penanganan 

794.670.000 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

 Program 

Lingkungan 

Sehat 

Perumahan 

Persentase Jaringan 

drainase Lingkungan  

permukiman skala 

kawasan agar tidak 

terjadi genangan 

setinggi 30 cm selama 

2 jam 

1.677.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pengembangan 

Infrastruktur 

Pedesaan 

Persentase 

Infrasruktur 

permukiman 

perdesaan/ perkotaan 

2.060.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pembangunan 

Jalan dan 

Jembatan 

Persentase Jaringan 

Jalan dalam Kondisi 

Mantap 

478.646.400.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pembangunan 

Saluran 

Drainase/ 

Gorong-

Gorong 

Persentase sistem 

jaringan drainase 

jalan yang berfungsi 

baik 

1.400.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan 

Jalan dan 

Jembatan 

Persentase Jaringan 

Jalan dalam Kondisi 

Mantap 

67.390.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pengendalian 

Banjir 

Persentase sistem 

jaringan drainase 

skala kawasan dan 

kota 

114.750.000.000 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

pengembangan 

dan 

pengelolaan 

jaringan irigasi 

dan Jaringan 

Pengairan 

Lainnya 

Indeks Kinerja Irigasi 3.825.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Rehabilitasi 

dan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Fasilitas 

Perhubungan 

Persentase 

pengendalian dan 

pengamanan lalu 

lintas 

3.925.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Angkutan 

Persentase uji 

kelaikan 

pengoperasian 

kendaraan bermotor 

235.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pembangunan 

Prasarana dan 

Fasilitas 

Perhubungan 

Persentase sentra 

ekonomi yang 

memiliki akses 

transportasi yang 

aman 

1.750.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pengendalian 

dan 

Pengamanan 

Lalu Lintas 

Persentase penurunan 

angka pelanggaran 

lalu lintas 

16.785.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Perencanaan 

Tata Ruang 

Jumlah Perda RTRW 

dan RDTR 

300.000.000 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pemanfaatan 

Ruang 

Persentase 

Kesesuaian 

Pemanfaatan 

Terhadap 

RTRW/RDTR 

200.000.000 

 

 

 

Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Pengendalian 

dan 

Pemanfaatan 

Ruang 

Dokumen Kebijakan 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan Ruang 

30.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Sumberdaya 

Alam dan 

Kualitas Mutu 

Lingkungan 

hidup 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pengendalian 

Pencemaran 

dan Perusakan 

Lingkungan 

Hidup 

Indeks pencemaran 

(air, udara, tanah) 

430.408.000 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

  Persentase penurunan 

kasus lingkungan 

 Program 

Perlindungan 

dan 

Konservasi 

Sumber Daya 

Alam 

Persentase upaya 

peningkatan 

konservasi sumber 

daya alam 

38.104.500 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 Program 

Rehabilitasi 

dan Pemulihan 

Cadangan 

Sumber Daya 

Alam 

Persentase 

peningkatan luas 

lahan kritis yang 

direhabilitasi 

15.157.500 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Akses 

Informasi SDA 

dan 

Lingkungan 

Hidup 

Persentase frekuensi 

penyampaian 

informasi bidang 

lingkungan hidup 

103.743.000 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 Program 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 

Hijau 

Indeks tutupan hijau 10.923.793.000 Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Peningkatan 

Penyelenggara

an Reformasi 

Birokrasi dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

    

 Program 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase Bahan 

Baku Makan Minum 

Pasien yang 

Terpenuhi 

6.262.905.000 RSUD Depati 

Bahrin 

 Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan 

Persentase Elemen 

Penilaian Akreditasi 

Bagian Tata Usaha 

yang Memenuhi 

Standar Akreditasi 

140.600.000 RSUD Depati 

Bahrin 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase elemen 

Penilaian Akreditasi 

Bidang Pelayanan 

yang Memenuhi 

Standar Akreditasi 

  Persentase Elemen 

Penilaian Akreditasi 

Bidang Perencanaan 

yang Memenuhi 

Standar Akreditasi 

  Persentase Elemen 

Penilaian Akreditasi 

Bidang Keperawatan 

yang Memenuhi 

Standar Akreditasi 

 Program 

Pengadaan, 

Peningkatan 

Sarana 

Prasarana 

Rumah 

Sakit/Rumah 

Sakit 

Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

paru/Rumah 

Sakit Mata 

Persentase gedung RS 

yang terpenuhi 

82.330.744.600 RSUD Depati 

Bahrin 

  Persentase Pengadaan 

Alat Kesehatan RS 

yang Terpenuhi 

  Persentase Obat-

Obatan yang 

Terpenuhi 

  Persentase Sarana dan 

Prasaana 

Keperawatan yang 

Terpenuhi 

 Program 

Pemeliharaan 

Sarana 

Prasarana 

Rumah 

Sakit/Rumah 

Sakit 

Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-

paru/Rumah 

Sakit Mata 

Persentase Gedung RS 

yang Terpenuhi 

419.140.000 RSUD Depati 

Bahrin 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase Pengadaan 

Alat Kesehatan RS 

yang Terpenuhi 

  Persentase Sarana dan 

Prasaana 

Keperawatan yang 

Terpenuhi 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Umum 

Kesehatan 

Persentase 

Pendapatan Rumah 

Sakit 

50.000.000.000 RSUD Depati 

Bahrin (BLUD) 

  Persentase Efisiensi 

Anggaran Rumah 

Sakit 

  Persentase Indikator 

SPM Bagian Tata 

Usaha yang Mencapai 

Target 

  Persentase Indikator 

SPM Bagian Pelayanan 

yang Mencapai Target 

  Persentase Indikator 

SPM Bagian 

Perencanaan yang 

Mencapai Target 

  Persentase Indikator 

SPM Bagian 

Keperawatan yang 

Mencapai Target 

  Persentase 

Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat Jasa 

Rumah Sakit 

  Bed Occupation Rate 

(BOR), Length of Stay 

(LOS), Turn Over 

Interval (TOI) 

  Persentase 

Pelaksanaan Mutu 

Keperawatan 

 Program 

Kebijakan 

Manajemen 

Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase puskesmas 

yang memiliki 

manajemen dan 

informasi kesehatan 

6.107.009.950 Dinas Kesehatan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Umum 

Kesehatan 

Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

esensial sesuai 

standar 

10.241.825.500 Dinas Kesehatan 

(BLUD 

Puskesmas & 

RSUD Eko 

Maulana Ali) 

  Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

pengembangan wajib 

sesuai standar 

 Program 

Kebijakan dan 

Manajemen 

Pembangunan  

Kesehatan 

Persentase Puskesmas 

yang Menjalankan 

Manajemen Mutu 

Pelayanan Puskesmas 

2.933.152.500 Dinas Kesehatan 

 Program 

Sumber Daya 

Kesehatan 

Persentase FKTP Dan 

Rumah Sakit yang 

memiliki SDM sesuai 

standar 

132.248.349.700 Dinas Kesehatan 

  Persentase Alkes 

sesuai standar 

  Persentase FKTP yang 

memiliki sarana dan 

prasarana sesuai 

standar 

  Persentase Rumah 

Sakit yang memiliki 

sarana dan prasarana 

sesuai standar 

 Program Obat 

dan 

Perbekalan 

Kesehatan 

Persentase 

ketersedian 

perbekalan kesehatan 

sesuai standar 

8.657.665.736 Dinas Kesehatan 

 Program 

Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

esensial sesuai 

standar 

15.560.832.100 Dinas Kesehatan 

  Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

pengembangan wajib 

sesuai standar 

  Persentase puskesmas 

yang menjalankan 

manajemen 

puskesmas 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase Puskesmas 

yang memiliki sistem 

manajemen dan 

informasi pelayanan 

kesehatan 

  Persentase 

ketersedian 

perbekalan kesehatan 

sesuai standar 

  Persentase balita yang 

dipantau berat 

badannya (D/S) 

  Persentase lingkungan 

desa/kelurahan sehat 

  Persentase pelayaan 

kesehatan pada usia 

produktif 

  Persentase pelayanan 

kesehatan matra dan 

haji 

  Persentase pelayanan 

kesehatan pada usia 

pendidikan dasar 

 Program 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan 

Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

esensial sesuai 

standar 

14.800.891.000 Dinas Kesehatan 

  Persentase puskesmas 

yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan 

pengembangan wajib 

sesuai standar 

  Persentase 

ketersedian 

perbekalan kesehatan 

sesuai standar 

  Persentase 

masyarakat miskin 

yang mendapatkan  

pelayanan kesehatan 

dasar 

  Persentase lingkungan 

desa/kelurahan sehat 

  Persentase pelayaan 

kesehatan pada usia 

produktif 

  Persentase pelayanan 

kesehatan matra dan 

haji 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase pelayanan 

kesehatan pada usia 

pendidikan dasar 

 Program 

Pengawasan 

Obat dan 

Makanan 

Persentase produk 

pangan beredar yang 

memiliki sertifikat 

PIRT 

44.424.000 Dinas Kesehatan 

 Program 

Pengembangan 

Obat Asli 

Indonesia 

Persentase produk 

pangan beredar yang 

memiliki sertifikat 

PIRT 

30.125.000 Dinas Kesehatan 

 Program 

Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persentase rumah 

tangga ber PHBS 

137.312.000 Dinas Kesehatan 

 Program 

Perbaikan Gizi 

Mayarakat 

Persentase balita gizi 

buruk yang 

mendapatkan 

perawatan 

101.922.000 Dinas Kesehatan 

  Persentase balita yang 

berat badannya naik 

(N/D) 

 Program 

Lingkungan 

Sehat 

Persentase lingkungan 

desa/kelurahan sehat 

260.759.500 Dinas Kesehatan 

 Program 

Pencegahan 

dan 

Pemberantasa

n penyakit 

Persentase Penemuan 

dan Penanganan 

Penyakit Menular 

langsung 

581.009.000 Dinas Kesehatan 

  Persentase Penemuan 

dan Penanganan 

Penyakit 

menular/epidemik 

  

  Persentase Penemuan 

dan Penanganan 

Penyakit menular 

seksual 

  

 Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan 

Persentase puskesmas 

yang menjalankan 

manajemen 

puskesmas 

51.460.000 Dinas Kesehatan 

  Persentase FKTP yang 

memiliki SDM sesuai 

standar 

  Persentase FKTP yang 

memiliki sarana dan 

prasarana sesuai 

standar 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Anak Balita 

Persentase Pelayanan 

Kesehatan Bayi Baru 

Lahir 

64.544.950 Dinas Kesehatan 

  Persentase Pelayanan 

kesehatan balita 

 Program 

Peningkatan 

Keselamatan 

Ibu Melahirkan 

dan Anak 

Persentase ibu hamil 

yang mendapatkan 

pelayanan ibu hamil 

431.113.200 Dinas Kesehatan 

  Persentase ibu 

bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan 

 Program 

Keluarga 

Berencana 

Peningkatan Akseptor 

Baru 

2.078.795.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

 Program 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja 

Persentase Penurunan 

Pernikahan Dini 

520.000.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

 Program 

Pengembangan 

Data/Informas

i 

Persentase  

ketersediaan data  dan 

informasi  

pembangunan daerah 

510.929.000 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah / Dinas 

Perikanan   Persentase OPD yang 

mengintegrasikan 

data perencanaan 

dalam Sistem 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Keselarasan RKPD 

terhadap RPJMD 

1.608.069.800 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

  Persentase 

Keselarasan Renja 

OPD terhadap RKPD 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase 

Keselarasan Renstra 

OPD terhadap RPJMD 

  Persentase usulan 

masyarakat  melalui  

DPRD  yang 

diakomodir dalam 

RKPD 

  Persentase usulan 

masyarakat yang 

diakomodir dalam 

Musrenbang RKPD 

  Persentase 

keterlibatan 

masyarakat dalam 

musrenbang RKPD 

  Persentase  

pelaksanaan Program 

OPD sesuai Rencana 

Kerja OPD 

  Persentase  OPD 

dengan capaian  

kinerja baik 

  Persentase 

penyelesaian Laporan 

penyelenggaran 

Pemerintahan daerah 

yang akurat dan  tepat 

waktu 

288.232.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program  

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase aparatur 

perencana yang 

meningkat 

kapasitasnya 

120.901.000 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi 

Persentase 

Ketersediaan 

Dokumen Rencana 

Strategis Berbasis 

Sektoral 

200.385.000 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sosial Budaya 

Persentase 

Ketersediaan 

Dokumen Rencana 

Strategis Berbasis 

Sektoral 

366.841.000 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

 Program 

Perencanaan 

Prasarana 

Wilayah dan 

Sumber Daya 

Persentase 

Ketersediaan 

Dokumen Rencana 

Strategis Berbasis 

Sektoral 

413.345.500 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

Alam 

 Program 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Persentase penelitian 

yang mendukung 

perencanaan yang 

dilaksanakan 

272.575.000 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

  Persentase  rumusan 

kebijakan yang 

dihasilkan dari hasil 

penelitian 

  Persentase 

peningkatan inovasi 

daerah yang 

dikembangkan 

 Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sarana 

Prasarana 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase dokumen 

perencanaan teknis 

ke-PUan yang tersedia 

1.167.000.000 Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan 

Ruang dan 

Perhubungan 

 Program 

Peningkatan 

Sistem 

Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Persentase OPD yang 

Bebas dari 

penyimpangan 

34keuangan yang 

material 

708.120.000 Inspektorat 

  Persentase Kasus/ 

Pengaduan 

Masyarakat Yang 

Ditangani 

335.595.000  

  Persentase 

Rekomendasi Temuan 

Hasil Pengawasan  

Yang selesai 

Ditindaklanjuti 

65.190.000  

  Persentase OPD yang 

Bebas dari 

penyimpangan 

Keuangan yang 

material 

438.599.000  

  Persentase OPD Yang 

Memperoleh nilai 

evalausi AKIP B 

48.426.000  

  Persentase OPD Yang 

Menerapkan SPIP 

47.610.000  

  Persentase Pengadaan 

Barang dan Jasa yang 

dilaksanakan secara 

Online 

682.074.000 Sekretariat 

Daerah 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

Kepala 

Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan 

Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah 

3.025.501.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penataan dan 

Penyempurnaa

n Kebijakan 

Sistem dan 

Prosedur 

Pengawasan 

Persentase BUMD 

yang memiliki 

manajemen yg sehat 

276.738.700 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Kerjasama 

antar 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase rencana 

kerjasama daerah 

yang difasilitasi 

109.500.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penataan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Persentase Raperda 

yang diajukan dan 

raperbup yang 

disahkan 

613.355.500 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penataan 

Daerah 

Otonomi Baru 

Persentase penetapan 

kebijakan 

administrasi wilayah 

dan perbatasan 

120.000.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penataan Desa 

Persentase Desa yang 

memiliki batas 

wilayah yang jelas 

125.000.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

 Program 

Penataan 

Kelembagaan 

Persentase Perangkat 

Daerah yang 

melaksanakan urusan 

sesuai dengan 

pembagian urusan 

247.109.530 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Advokasi dan 

Bantuan 

Hukum 

Persentase 

permasalahan hukum 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

417.969.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Ketatalaksanaa

n 

Persentase Standar 

Pelaksanaan 

Tatalaksana yang 

sesuai dengan 

Peraturan Perundang-

undangan 

309.515.500 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Reformasi 

Birokrasi 

Persentase 

Pelaksanaan Program 

Reformasi Birokrasi 

195.516.780 Sekretariat 

Daerah 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pelayanan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Persentase 

Pelaksanaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa sesuai 

dengan RUP (%) 

1.342.024.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

Persentase 

Peningkatan Aparatur 

Bidang Pengadaan 

Barang dan Jasa yang 

meningkat 

kompetensinya 

174.258.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Insani 

Jumlah Prestasi 

Regional dan Nasional 

di Bidang IMTAQ 

3.881.426.650 Sekretariat 

Daerah/ 

Kecamatan 

 Program 

Pengembangan 

Potensi 

Sumber Daya 

Alam 

Persentase evaluasi 

kebijakan kepala 

daerah 

92.906.550 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Pengembangan 

Wilayah 

Perbatasan 

Persentase penetapan 

kebijakan 

administrasi wilayah 

dan perbatasan 

275.485.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penyelenggara

an 

Pemerintahan 

Desa 

Persentase Desa  Yang 

Memenuhi Standar 

Kriteria Baik 

925.551.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa/Kecamatan 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Lembaga 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

Persentase Cakupan 

Pemenuhan SOP 

Bagian Persidangan 

dan Perundang-

Undangan 

44.215.190.000 Sekretariat 

DPRD 

 Program 

peningkatan 

pengembangan 

sistem 

pelaporan 

capaian kinerja 

dan keuangan 

Persentase Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan dengan 

Benar dan Sesuai 

Standar 

1.441.574.000 Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

  Persentase Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan Sesuai 

Jadwal yang 

ditetapkan 

  Persentase OPD yang 

Mencatat Aset 

kedalam Buku 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

Inventaris Secara 

Benar 

 Program 

Peningkatan 

dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Persentase OPD yang 

menerapkan 

Penganggaran yang 

tepat sasaran dengan 

hasil yang terukur       

659.387.000 Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

  Persentase OPD yang 

mencatat 37sset ke 

dalam buku inventaris 

secara benar 

1.482.405.000 

  Persentase OPD yang 

menggunakan Aset 

secara tepat   

166.488.000 

  Persentase Aset dan 

Barang Daerah yang 

diinventarisir 

 

  Persentase Aset dan 

Barang Daerah yang 

digunakan secara 

tepat             

1.062.170.000 

  Persentase OPD yang 

menerapkan sistem 

pengelolaan informasi 

keuangan daerah yang 

baik/persentase 

tercapainya target 

kinerja   

484.154.000 

  Persentase Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan dengan 

Benar dan Sesuai 

Standar 

875.698.000 

 Program 

Pembinaan 

dan Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Persentase Desa  Yang 

Memenuhi Standar 

Kriteria Baik 

179.340.000 Kecamatan 

 Program 

Pelayanan 

Pajak Daerah 

Persentase Layanan 

Administrasi  Pajak 

Daerah 

1.439.425.100 Badan 

Pengelolaan 

Pendapatan dan 

Retribusi Daerah 

  Indeks Kepuasan 

Masyarakat Terhadap 

Layanan Administrasi  

Pajak Daerah 

37.228.500  
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Pajak 

Daerah 

2.562.162.000 Badan 

Pengelolaan 

Pendapatan dan 

Retribusi Daerah 

Persentase 

Peningkatan Retribusi 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan 

Pendapatan Daerah 

dari Sektor PBB dan 

BPHTB 

 Program 

Optimalisasi 

Dana 

Perimbangan / 

Transfer 

Persentase 

penerimaan dari 

daerah dana 

perimbangan / 

transfer 

224.534.000 Badan 

Pengelolaan 

Pendapatan dan 

Retribusi Daerah 

Persentase 

penerimaan dari dana 

transfer provinsi 

 Program 

Perencanaan 

dan Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah 

Persentase 

Peningkatan 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Potensi  Pajak Daerah 

763.934.000 Badan 

Pengelolaan 

Pendapatan dan 

Retribusi Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur 

Persentase 

peningkatan kualitas 

aparatur yang 

kompeten sesuai 

tupoksi 

14.729.560.750 Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

 Program 

Pembinaan 

dan 

Pengembangan 

Aparatur 

Persentase pembinaan 

dan pengembangan 

aparatur yang 

kompeten sesuai 

tupoksi 

2.988.343.500 Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

 Program 

Penataan 

Sistem 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

Aparatur 

Persentase aparatur 

yang memiliki 

kompetensi sesuai 

kebutuhan analisis 

jabatan 

2.488.316.300 Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

 Program 

Pengembangan 

data/informasi

/ 3838Statistik 

daerah 

Persentase 

ketersediaan data 

informasi 

s3838tatistik sektoral 

1.014.577.000 Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Pengembangan 

Persandian 

Daerah 

Persentase desiminasi 

dan pendistribusian 

informasi yang 

dilaksanakan 

339.838.000 Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 

 Program 

Pengembangan 

Budaya Baca 

dan 

Pembinaan 

Perpustakaan 

Persentase Sarana 

Prasarana 

Perpustakaan Umum 

Daerah 

212.350.000 Dinas Kearsipan 

dan 

Perpustakaan 

Persentase Jenis 

Koleksi Perpustakaan 

Umum Daerah   

276.775.000 

Persentase Layanan 

Perpustakaan Umum 

Daerah 

168.437.500 

 Program 

Penyelamatan 

dan 

Pelestarian 

Dokumen/ 

Arsip Daerah 

Persentase Arsip 

Dinamis Daerah yang 

diselamatkan 

154.356.000 Dinas Kearsipan 

dan 

Perpustakaan 

Persentase Arsip 

Statis Organisasi 

Perangkat Daerah 

yang diselamatkan 

 Program 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana dan 

Prasarana 

Kearsipan 

Persentase Arsip 

Dinamis dan Statis  

Daerah yang tertata 

dan terpelihara baik 

120.730.000 Dinas Kearsipan 

dan 

Perpustakaan/ 

Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Persentase OPD, 

Kelurahan dan 

Pemerintahan Desa 

yang dibina dan 

dilatih 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Informasi 

Persentase OPD, 

Kelurahan dan 

Pemerintahan Desa 

yang dibina dan 

dilatih 

201.894.500 Dinas Kearsipan 

dan 

Perpustakaan 

 Program 

Penataan 

Penguasaan, 

Pemilikan dan 

Pemanfaatan 

Tanah 

Persentase Sertifikat 

Lahan Pemerintah 

Daerah yang Terbit 

288.870.500 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

  Persentase Barang 

Milik Daerah yang 

diamankan dan 

ditatausahakan 

114.071.000 Sekretariat 

Daerah 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Penyelesaian 

Konflik-Konflik 

Pertanahan 

Persentase Penurunan 

Konflik Pertanahan 

91.691.000 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan  Program 

Pengembangan 

Nilai Budaya 

Persentase apresiasi 

pemerintah terhadap 

seniman dan 

budayawan 

984.256.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Budaya 

Persentase situs dan 

cagar budaya yang 

dilestarikan 

870.000.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Pengelolaan 

Keragaman 

Budaya 

Jumlah Pagelaran dan 

festival budaya daerah 

yang dilaksanakan 

303.000.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Pengembangan 

Kerjasama 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Budaya 

Persentase budaya 

40sset yang 

dilestarikan 

50.000.000 Dinas 

Pendidikan 

 Program 

Peningkatan 

Peran Serta 

Kepemudaan 

Persentase Pemuda 

yang Aktif 

Berorganisasi 

1.232.588.500 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

peningkatan 

upaya 

penumbuhan 

kewirausahaan 

dan kecakapan 

hidup pemuda 

Persentase Pemuda 

yang Berwirausaha 

87.227.000 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Pembinaan 

dan 

Pemasyarakata

n Olahraga 

Persentase Prestasi 

Olahraga yang 

Berkembang 

dimasyarakat 

5.221.820.000 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Olahraga 

Persentase Sarpras 

Olahraga yang 

Memadai 

15.588.780.000 Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

 Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Publik 

Persentase Pelayanan 

Publik Kecamatan 

sesuai SOP 

384.125.000 Kecamatan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

 Program 

Peningkatan 

dan 

Pengembangan 

Pelayanan 

Publik 

Persentase 

Penyelesaian 

Perizinan/Non 

Perizinan Sesuai SOP 

397.445.000 Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

 Program 

Peningkatan 

dan 

Pengembangan 

Pelayanan 

Publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

pelayanan 4141publik 

di Kecamatan 

75.000.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Penataan 

Administrasi  

Kependudukan 

Proses Penerbitan 

Dokumen 

Kependudukan 

2.896.407.000 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 
Kartu Keluarga 

Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) 

Akta Kelahiran 

Akta Kematian 

Akta Perkawinan 

Akta Perceraian 

 Program 

Peningkatan 

dan Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

pelayanan publik di 

Kecamatan 

74.078.500 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Peningkatan 

pelayanan 

Pemerintahan 

Umum 

Persentase pelayanan 

administratif 

pemerintahan yang 

ditindaklanjuti 

8.041.433.850 Kecamatan 

 Program 

Pengembangan 

Sistem 

Informasi 

Pertanahan 

Dokumen Informasi 

Pertanahan 

31.771.000 Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 
 Program 

Pengembangan 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Media Massa 

Persentase 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

yang terintegrasi 

1.236.597.000 Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase Desiminasi 

dan Pendistribusian 

Informasi yang 

dilaksanakan 

782.035.000 

  Pelaksanaan 

Diseminasi dan 

Pendistribusian 

Informasi Nasional 

255.000.900 Sekretariat 

Daerah 

  Persentase 

Pelaksanaan 

Diseminasi dan 

Pendistribusian 

Informasi Daerah 

14.500.000 Kecamatan 

 Program 

Fasilitasi 

Pengembangan 

SDM Bidang 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Persentase SDM Desa 

terlatih bidang 

komunikasi dan 

informatika 

60.305.000 Dinas 

Komunikasi, 

Informatika dan 

Statistik 

 Program 

Kerjasama 

Informasi 

dengan Media 

Massa 

Persentase Kebijakan 

Strategis Pemerintah 

Daerah yang 

diinformasikan 

kepada Masyarakat 

1.146.010.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Peningkatan 

Kesempatan 

Kerja 

Persentase Pencari 

Kerja Yang Terdaftar 

Yang Ditempatkan 

68.775.200 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program dan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerja

an 

Persentase 

Perusahaan Yang 

Membuat & 

Mengesahkan 

Peraturan Perusahaan 

Sesuai denga UU 

Ketenagakerjaan Yang 

Berlaku 

129.701.000 Dinas Tenaga 

Kerja, 

Perindustrian 

dan Perdagangan 

 Program 

Pencegahan 

Dini dan 

Penanggulanga

n Korban 

Bencana Alam 

Efektifitas 

Implementasi 

Manajemen 

Penanggulangan 

Bencana Alam 

364.233.000 Dinas Satuan 

Polisi Pamong 

Praja 

 Program 

Peningkatan 

Kesiagaan dan 

Pencegahan 

Bahaya 

Kebakaran 

Tingkat Waktu 

Tanggap (Respon 

Time Rate) Daerah 

Layanan WMK 

927.040.980 Dinas Satuan 

Polisi Pamong 

Praja 

 Program 

Penanganan, 

Penanggulanga

Persentase Kesiagaan 

dan tanggap cepat 

darurat terhadap 

652.535.000 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

n dan 

Rekonstruksi 

Bencana 

Kejadian Bencana Desa 

 Program 

Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan 

Persentase 

desa/kelurahan 

melaksanakan 

siskamling 

26.812.500 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 Program 

Pengembangan 

Wawasan 

Kebangsaan 

Persentase konflik 

antar umat beragama 

158.501.812 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

  Persentase organisasi 

sosial politik yang 

berkontribusi 

terhadap 

pembangunan daerah 

  Jumlah event 

Perayaan Hari Besar 

Nasional  

1.018.047.500 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

kelancaran 

dukungan 

pemilu 

Persentase Objek Vital 

Pemda yang aman dan 

terawasi 

50.000.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 Program 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pilpres Pemilu 

DPRD dan 

Pemilukada 

% kecamatan 

penyelenggara pilkada 

yang terpantau dan 

terkoordinasi 

99.999.000 Sekretariat 

Daerah 

 Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Untuk Menjaga 

Ketertiban dan 

Keamanan 

Rasio Petugas Linmas 

di Kabupaten /Kota 

per 10.000 Penduduk 

872.193.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik/ Dinas 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

 Program 

Peningkatan 

Pemberantasa

n Penyakit 

Masyarakat 

(PEKAT) 

Persentase Penurunan 

tingkat kriminalitas 

yang terkait penyakit 

masyarakat 

75.846.000 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

 Program 

Pemeliharaan 

Kantrantibmas 

dan 

Pencegahan 

Tindak 

Kriminal 

Angka Tunas Wisma 4.767.375.789 Dinas Satuan 

Polisi Pamong 

Praja 

  Angka Prostitusi 
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Prioritas 

Program 

Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/ 

Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

  Persentase Penjualan 

Minuman Beralkohol 

Tanpa Ijin 

  Persentase Angka 

Kasus Perjudian 

  Persentase Angka 

Penggunaan 

Narkotika dan 

Psikotropika 

  Persentase 

Penyelesaian 

pelanggaran Perda 

dan Perkada 

 Program 

Pemeliharaan 

Kamtibmas 

dan 

pencegahan 

tindak 

kriminalitas 

Persentase Desa  Yang 

Memenuhi Standar 

Kriteria Baik 

171.710.000 Kecamatan 

 Program 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Dan 

Perlindungan 

Perempuan 

Persentase 

pendampingan KASUS 

KDRT yang 

terselesaikana secara 

hukum 

590.000.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

 Program 

Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutam

aan Gender 

dan Anak 

Persentase 

pelaksanaan perda 

yang sesuai dengan 

ketentuan 

920.000.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

  Persentase Anggaran 

Berbasis PRG pada 

OPD 

 Program 

Peningkatan 

Peran Serta 

Dan 

Kesetaraan 

Gender dalam 

Pembangunan 

Partisipasi perempuan 

dalam politik 

375.000.000 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, 

Keluarga 

Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Total Jumlah Pagu Indikatif  Program Urusan Wajib dan 

Pilihan 
1.256.745.316.818  
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Selain dukungan anggaran terhadap masing-masing program prioritas 

pembangunan, disediakan juga dukungan anggaran terhadap program yang 

dilaksanakan pada setiap OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3. 

Dukungan Anggaran terhadap Program pada Setiap OPD  

Kabupaten Bangka Tahun 2019 

Program Perangkat Daerah 
Indikator Kinerja 

(Tujuan/Impact/Outcome) 

Pagu Indikatif 

2019 

PD Yang 

Bertanggung 

Jawab 

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Persentase Layanan 

Administrasi Kantor Yang 

Tertangani 

56.348.409.290 Seluruh OPD 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

Persentase sarana prasarana 

aparatur dalam kondisi baik 

37.164.268.500 Seluruh OPD 

Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

Persentase Peningkatan 

Disiplin Pegawai 

1.402.040.000 Seluruh OPD 

Program Program 

Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Persentase Aparatur yang 

meningkat kompetensinya 

3.780.370.250 Seluruh OPD 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Persentase pelaporan 

keuangan dan kinerja tepat 

waktu 

639.965.000 Seluruh OPD 

Program Peningkatan 

Pengembangan Potensi 

Pembangunan Daerah 

Informasi Hasil Pembangunan 

Daerah 

340.000.000 Seluruh OPD 

Total Jumlah Pagu Indikatif  Program pada Setiap OPD 99.675.053.040  
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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Bangka dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren  yang  

menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah. 

 

Gambar 6.1 

Tahapan Pembangunan didalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 

 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang 

target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025  yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan 

pencapaian tahapan Pembangunan daerah ke tiga RPJPD Kabupaten Bangka disajikan 

Tahap 1 RPJPD 

Pembangunan 

berkenlanjutan  

Upaya Transformasi 

Sektor Pertambangan 

ke Sektor ekonomi 

Lainnya

Tahap 2 RPJPD

Pembangunan Pertanian 

berbasis sumber daya 

alama yang 

lestari, penggerakkan 

ekonomi masyarakat

Tahap 3 RPJPD

Peningkatan nilai 

tambah (value 

added) dari sektor-

sektor unggulan 

daerah, Peningkat

an kualitas 

SDM, dan  

pemberdayaan 

masyarakat

Tahap 4 RPJPD

transformasi ekonomi 

menuju pembangunan 

industri klaster
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pada Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2019. 

Pada tabel ini disajikan indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan isu 

strategis dimana pada akhir periode RPJMD tahun 2014-2018 yang belum 

menunjukan keberhasilan secara signifikan. Sedangkan IKK Kabupaten Bangka 

disajikan pada Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian 

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten BangkaTahun 2019. Tabel 

ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan 

diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu 

menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari 

perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan 

yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, 

akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, 

maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau 

kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. 

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka 

ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di 

setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga 

diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan 

yang pada tahun 2019 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025. 

Rencana Pembangunan Tahun 2019 merupakan Program transisi dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten BangkaTahun 2014-2018 yang 

telah direview. Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk tahun 2019 dirumuskan 

berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Kabupaten Bangka Tahun2005-2025 yang disesuaikan dengan program dan 

kegiatan prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

BangkaTahun 2014-2018 agar terjaga kesinambungannya yang diukur dalam  

Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka adalah “Kabupaten 

Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan Di Bangka Belitung yang 

Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik 

Menuju Masyarakat Maju, Adil, dan Sejahtera” . Tujuan ini dicapai melalui misi-

misi sebagai berikut: 

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan 

2. Meningkatkan kualitas SDM 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung 

5. Menciptakan kondisi dan lingkungan investasi yang kondusif 

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan  

Pada tahap ketiga RPJPD Kabupaten Bangka ialah berfokus kepada peningkatan 

nilai tambah (value added) dari sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas 

SDM, dan  pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat yang semua itu 

tertuang dalam tema besar RKPD Tahun 2019 yaitu “Percepatan Pembangunan  

ekonomi melalui industrialisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan 

pariwisata”. Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka panjang daerah 

dan tema RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bangka ditetapkan beberapa indikator 

kinerja utama beserta target kinerja dimana sudah memperhatikan pendekatan 

perencanaan   berbasis logical framework dimana money follow program menjadi 

salah satu keywords dalam pencapaian sasaran dan prioritas strategis pembangunan 

daerah dalam rangka untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan rencana 

kegiatan pembangunan daerah Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 VI - 4 

 

Tabel 6.1 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka 

Tahun 2019 

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
REALISASASI 

2017 

TARGET 

2018 

TARGET 

2019 

1 Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

melalui pengembangan  

industri sektor pertanian 

dan pariwisata 

Persentase Peningkatan Kunjungan 

Wisatawan 
4,58 5,50 5,60 

Length Of  Stay Wisatawan 1,67-2,14 2,95 3,05 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,21 5,47 5,66 

PDRB Per Kapita 
39.877 Ribu 

Rupiah 

41.933 Ribu 

Rupiah 

44.144 Ribu 

Rupiah 

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan 
6,86 6,77 8,14 

Tingkat Inflasi 4,76 3,83 3,40 

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,29 4,07 4,07 

2 Peningkatan Pemerataan 

Kesejahteraan Sosial 
Persentase Angka Kemiskinan 5,1 4,86 4,52 

Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,42 0,38 0,34 

Indeks Keparahan Kemiskinan 0,06 0,05 0,04 

Tk. Pengangguran Terbuka 4,29 4,11 3,97 

Angka Harapan Hidup 70,54 70,56 70,58 

Indeks Williamson 0,189 0,187 0,185 

Indeks Gini Rasio 0,28 0,278 0,275 

Ketimpangan Kriteria Bank Dunia 23,06 23,09 23,11 

3 Pembangunan Sumberdaya 

Manusia yang Berkualitas 
Indeks Pembangunan Manusia 71,14 71,21 72,04 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,98 8,02 8,04 

Angka Harapan Lama Sekolah 12,39 12,43 12,44 

  
Indeks Pemberdayaan Gender 67,08 69,17 71,26 

  
Indeks Pembangunan Gender 88,34 88,78 89,23 

4 Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Reformasi Birokrasi dan 

Tata Kelola Pemerintahan 

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten B BB BB 

Hasil EKPPD terhadap LPPD ST ST ST 

Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD 

Tahun Sebelumnya 
WTP WTP WTP 

Indeks Kepuasan Msayarakat 67,37 67,20 69,28 

Tingkat Kepatuhan Terhadap standar 

Pelayanan Publik (Ombudsman) 
97,35 98,25 100 

5 Peningkatan Pengelolaan 

Sumberdaya Alam dan 

Kualitas Mutu Lingkungan 

hidup 

Penilaian Adipura 75,92 75,93 75,95 

Indeks Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah 
65,09 66,07 67,05 

6 Pembangunan 

infratsruktur pada 

kawasan pemukiman dan 

peningkatan konektivitas 

antar kawasan 

perekonomian potensial 

Indeks Ketimpangan Infrastruktur 0,30 0,30 0,29 

Proporsi Panjang Jaringan Jalan 

dalam Kondisi Baik 

73,18% 

 
75,28% 79,35% 

Persentase Panjang Jembatan Baik di 

Kabupaten 

91,88% 

 
93,78% 94,76% 
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NO PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
REALISASASI 

2017 

TARGET 

2018 

TARGET 

2019 

Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi 

Baik 

98,00% 

 
98,50% 99,00% 

Drainase dalam Kondisi 

Baik/Pembuangan Aliran Air tidak 

tersumbat 

72,25% 73,35% 74,75% 

 

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci  

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu 

kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 

dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu 

oleh Perangkat Daerah.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari 

unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. 

Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam 

Dinas Daerah, Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

diwadahi dalam Badan Daerah,  unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam 

Inspektorat. Di samping itu terdapat Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang 

bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan 

pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sertaUrusan 

Pemerintahan Umum (Kesbangpol). 

Dinas Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,  terdiri dari Urusan Wajib 

dan Urusan Pilihan.  Urusan Wajib meliputi urusan yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar serta yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.   

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi 

pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah 
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(strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), 

Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).  

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.  

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan fungsi inti (operating core). 

Uraian masing-masing urusan pemerintahan daerah serta unsur penunjang 

pelaksanaan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut : 

1. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataanruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan 

f. sosial. 

g. Tenaga kerja; 

h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungananak; 

i. pangan; 

j. pertanahan; 

k. lingkungan hidup; 

l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

m. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

o. perhubungan; 

p. komunikasi dan informatika; 
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q. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

r. penanaman modal; 

s. kepemudaan dan olah raga; 

t. statistik; 

u. persandian; 

v. kebudayaan; 

w. perpustakaan; dan 

x. kearsipan. 

2. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas: 

a. Kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. perdagangan; 

e. kehutanan; 

f. energi dan sumberdaya mineral; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiriatas: 

a. FungsiPerencanaan 

b. Fungsi Keuangan 

c. Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan 

e. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

f. Unsur Staf : 

1) Sekretariat Daerah 

2) Sekretariat DPRD 

g. Unsur Kewilyahan (Kecamatan ) : 

1) Kecamatan Sungailiat 

2) KecamatanBelinyu 

3) KecamatanPemali 
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4) KecamatanBakam 

5) KecamatanMendo Barat 

6) KecamatanMerawang 

7) Kecamatan Riau Silip 

8) KecamatanPudingBesar 

Indikator kinerja kunci dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan 

petunjuk teknis pengisian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu : 

1. IKK yang menggunakan rumus persamaan : capaian kinerja IKK yang 

menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan”rasio”, dll 

2. IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan: capaian kinerja yang tidak 

menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “ada atau tidak ada”, “tepat 

atau tidak tepat”, “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll 
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Tabel 6.2 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2019 

No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

1 Pendidikan 1 Pendidikan Usia Dini (PAUD) 61,76% 61,81% 61,86% 

2 penduduk yang berusia >15 tahun 

melek huruf  

99,63% 99,68% 99,73% 

3 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A  

97,26% 97,31% 97,36% 

4  Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

73,79% 73,84% 73,89% 

5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,20% 0,15% 0,10% 

6 Angka Putus Sekolah (APS) 

SMP/MTs 

0,60% 0,55% 0,50% 

7 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,58% 99,63% 99,68% 

8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,12% 99,17% 99,22% 

9 Angka Melanjutkan (AM) dari 

SD/MI ke SMP/MTs 

100,09% 100,14% 100,19% 

10 Guru yang memenuhi kualifikasi 

S1/D-IV 

82,17% 82,22% 82,27% 

2 Kesehatan 11 Cakupan komplikasi kebidanan 

yang ditangani 

103,56% 103,61% 103,66% 

12 Cakupan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan 

95,12% 95,17% 95,22% 
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No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

13 Cakupan Desa/kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI) 

sc sc sc 

14 Cakupan Balita Gizi Buruk 

mendapat perawatan 

100% 100,05% 100,10% 

15 Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit 

TBC BTA 

169,87% 169,92% 169,97% 

16 Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit 

DBD 

100% 100,05% 100,10% 

17 Cakupan pelayanan kesehatan 

rujukan pasien masyarakat miskin 

63,41% 63,46% 63,51% 

18 Cakupan kunjungan bayi  100,83% 100,88% 100,93% 

3 Lingkungan Hidup 19 Penanganan sampah  0,05% 0,10% 

20 Kebersihan 94,12% 94,17% 94,22% 

21 Tempatpembuangansampah (TPS) 

per satuanpenduduk 

225,44 22544,05% 22544,10% 

22 Penegakan hukum lingkungan 100% 100,05% 100,10% 

4 Pekerjaan Umum tata 

ruang 

23  kabupaten dalam kondisi baik    73,18% 73,23% 73,28% 

24 Luas Irigasi kabupaten Baik 98,00% 98,05% 98,10% 

25 Rumah Tangga Ber Sanitasi 98,01% 98,06% 98,11% 
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No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

26 Kawasan Kumuh 0,02% 0,07% 0,12% 

27 RTH persatuan luas wilayah   32,38% 32,43% 32,48% 

5 Perumahan Rakyat dan 

kawasan pemukiman 

28 Rumah tangga pengguna  air bersih 90,07% 90,12% 90,17% 

29 Luasan Lingkungan Permukiman 

Kumuh 

0,02% 0,07% 0,12% 

30 Rumah layakhuni 94,97% 95,02% 95,07% 

6 Kepemudaan & 

Olahraga 

31 Gelanggang / balairemaja (selain 

milik swasta)  

0,032 3,25% 3,30% 

32 Lapangan olahraga 0,89 89,05% 89,10% 

7 Penanaman Modal 33 Kenaikan / penurunan Nilai 

Realisasi PMDN (milyar rupiah) 

2192,31% 2192,36% 2192,41% 

8 Koperasi & UKM 34 Koperasi aktif   78,26% 78,31% 78,36% 

35 Usaha Mikro dan Kecil  99,88% 99,93% 99,98% 

9 Kependudukan & 

Catatan Sipil Kab. 

Bangka 

36 Kepemilikan KTP 92,75% 92,80% 92,85% 

37 Kepemilikan akta kelahiran per 

1000 penduduk 

835,74 per 1000 

penduduk 

875,75 per 1000 

penduduk 

895,76 per 1000 

penduduk 

38 Penerapan KTP Nasional berbasis 

NIK 

Sudah Sudah Sudah 

10 Ketenagaker- jaan 39 Pelayanan kepesertaan Jaminan 

Sosial bagi pekerja/ buruh 

67,60% 67,65% 67,70% 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 VI - 12 

 

No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

40 Pencarikerja yang ditempatkan 15,05% 15,10% 15,15% 

11  Pangan 41 Regulasi Ketahanan Pangan Ada Ada Ada 

42 Ketersediaan pangan utama 105.425 kg/ 1000 

pddk 

105.425 kg/1000 

penduduk 

105.425 kg/ 1000 

pddk 

12 Pemberdayaan    dan 

Perlindungan Anak 

43 Partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintah 

131,71% 131,76% 131,81% 

44 Angka melek huruf perempuan usia 

15th keatas 

95,62% 95,67% 95,72% 

45 Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 

21,78% 21,83% 21,88% 

13 KB & KS 46 Prevalensi peserta KB aktif 74,11% 74,16% 74,21% 

47 Rasio petugas lapangan 

KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di 

setiap desa/kelurahan 

85,56% 85,61% 85,66% 

14 Perhubungan 48 Angkutan darat 2,39% 2,44% 2,49% 

15 Komunikasi & 

Informatika 

49 Web Site milikPemda Ada Ada Ada 

50 Pameran/expo 1 kali, 1 Kali 2 Kali 

16 Pertanahan 51 Luas lahan bersertifikat 28,07% 28,12% 28,17% 

52 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100% 100,05% 100,10% 

53 Penyelesian Ijin Lokasi 100% 100,05% 100,10% 
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No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

17 PemberdayaMasyarakat 

& Desa 

54 PKK aktif 100% 100,05% 100,10% 

55 Posyandu  100% 100,05% 100,10% 

18 Sosial 56 Sarana sosial seperti panti asuhan,  

panti jompo dan panti rehabilitasi 

7 8 8 

57 Persentase penyandang cacat baik 

fisik dan mental, serta lanjut usia 

yang tidak potensial yang telah 

menerima jaminan sosial 

40,75% 40,80% 40,85% 

58 PMKS yg memperoleh bantuan 

sosial 

40,75% 40,80% 40,85% 

19 Budaya 59 Penyelenggaraan festival seni dan 

budaya 

8 kali 10 kali 10 kali 

60 Sarana penyelenggaraan seni dan 

budaya 

10 10 10 

61 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 

Budaya yang dilestarikan 

100% 100,00% 100,00% 

20 Statistik 62 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada 

63 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada 

21 Kearsipan 64 Penerapan pengelolaan arsip 

secara baku 

55,88% 55,93% 55,98% 

65 Kegiatan peningkatan SDM 

pengelola kearsipan 

0 0,05% 0,10% 

22 Perpustakaan 66 Koleksibuku yang tersedia di 

perpustakaandaerah 

49,58% 49,63% 49,68% 
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No URUSAN No IKK 
CAPAIAN KINERJA 

2017 
TARGET 2018 TARGET 2019 

67 Pengunjung perpustakaan 

 

30,77% 30,82% 30,87% 

URUSAN PILIHAN 

1 Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan 95,24% 95,29% 95,34% 

2 Konsumsi ikan 117,66% 117,71% 117,76% 

2 Pertanian 3 Produktivitas padi atau bahan 

pangan utama lokal lainnya per  

hektar 

3,57 Ton/Ha 4,10 Ton/Ha 5,5 Ton/Ha 

4 Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB Tahun 2014 

21,71% 21,76% 21,81% 

3 Pariwisata 5 Kunjungan wisata  75.284 orang 79.424 orang 83.872 Orang 

6 Kontribusi sektor pariwisata thdp 

PDRB  

3,20% 3,25% 3,30% 

4 Industri 7 Kontribusi sektor Industri terhadap 

PDRB Tahun 2015 

21,85% 21,90% 21,95% 

8 Pertumbuhan industri 20,87% 20,92% 20,97% 

5 Perdagangan 9 Konstribusi sektor Perdagangan 

terhadap PDRB Tahun 2017 

12,99% 13,04% 13,09% 

10 Ekspor Bersih Perdagangan  2017 Rp3.707.131.951.79

2,20 

Rp3.707.141.951.792,

20 

Rp3.707.142.951.792,2

0 

8 Transmigrasi 11 Transmigran swakarsa   100% 100,00% 100,00% 
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BAB VII 

P E N U T U P 
 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kabupaten Bangka 

merupakan penjabaran pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 

2019 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, 

memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana 

pembangunan tahun 2019. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2019, 

mengacu pada analisis isu-isu strategis. 

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk 

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka 

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 

7.1.  Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan 

sasaran RKPD 2019 dengan melibatkan selutuh unsur lembaga pemerintah. 

Selanjutnya RKPD tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama 

antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bangka, digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2019. 

Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan 

sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam 1 (satu) program maupun 

kegiatan antar program, dalam 1 (satu) instansi dan antar instansi, dengan tetap 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD, 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

 

RKPD Kabupaten Bangka 2019 VII - 2 

 

a. OPD Kabupaten Bangka harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD 

Kabupaten Bangka Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya dalam rangka 

sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk 

pencapaian sasaran pembangunan yang optimal. 

b. OPD Kabupaten Bangka berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang 

memuat antara lain : 

1) Gambaran pelayanan OPD; 

2) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok danfungsi; 

3) Visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 

4) Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif; 

5) Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJPD 

Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025. 

c. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten 

Bangka Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Bangka berkewajiban untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun 

kegiatan pembangunan tahun 2019. 

 

7.2.  Kaidah-Kaidah Pendanaan Pembangunan 

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 ini tidak hanya 

mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan 

partisipasi swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility). 

a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya 

intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah 

Kabupaten Bangka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 

b. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi 

peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta serta pola kemitraan 

antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha. 

c. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan 

prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, 
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optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten, kemitraan pelaksanaan 

pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dan dunia 

usaha serta penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat. 
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